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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 1 TAHUN 202 4

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 202 4 - 2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

bahwa unt uk mel aksanakan ket ent
Pasal 28 -Wmdamg Nomor 26 Tahun

Penat aan Ruang sebagai mana t el

terakhian diemddamdggang Nomor 20 2Bah el
Penet aPeamat uran Pemerintah -BPrdan

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ci

Undang, perlu menetapkan Peratur
Tata Ruang Wi layah Kabupatéemw4Bog

1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah  Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik | ndonesia
Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan
Undang -Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembent ukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
Mengubah Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);
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Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang -Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang -Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang  Perubahan a tas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peratura n Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 t entang
Penataan Wilayah Pertahan an Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 t  entang
Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan,

Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 53 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 66  55);

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana
Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2022 -2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 262) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2020
tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan
Kabupaten Bogor Tahun 2020 0 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 109);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR
dan
BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 202 4-204 4.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah
Daerah Kabupaten Bogor.

2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bogor.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

4. Kecamatan adalah bagian Wi layah dari Daerah Kabupaten
yang dipimpin oleh Camat.

5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut,
dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu
kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain,
melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan
hidupnya.

6. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.

7. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah
hasil Perencanaan Tata Ruang.

8. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis
beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya
ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek
fungsional.

9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat
RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang
merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait
yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif.

10. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR
adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah
kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi

kabupaten.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaa n
Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian

Pemanfaatan Ruang.

12. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang
meliputi  pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan
pengawasan Penataan Ruang.
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Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk
menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi
penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.

Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan

Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui

penyusunan dan pelaksanaan program beserta
pembiayaannya.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk
mewujudkan tertib Tata Ruang.

Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar
Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.

Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama
lindung atau budi daya.

Wilayah Pengembangan yang selanjutnya disebut WP adalah
bagian dari kawasan budi daya yang pengembangannya
diarahkan untuk mendorong pertumbuhan dalam segala

aspek  pengembangan  wilayah untuk  mendorong
keseimbangan pertumbuhan wilayah.

Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan
sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai
pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara
hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah  kawasan perkotaan yang
berfungsi melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa
Kecamatan.

Pusat Pelayanan Kawasan adalah kawasan perkotaan yang
berfungsi melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa
Kecamatan.

Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman
yang berfungsi melayani kegiatan skala antardesa.

Jalan vyang selanjutnya disingkat Jin adalah prasarana
transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan ,
termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalulintas, yang
berada pada permukaan tanah, di atas perm ukaan tanabh, di
bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas
permukaan air, kecuali  Jalan rel, Jalan lori, dan Jalan kabel.

Jalan Arteri Primer adalah Jalan yang menghubungkan
secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau
antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan
wilayah.

Jalan Arteri Sekunder adalah  Jalan yang menghubungkan
kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan
sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau
kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

Jalan Kolektor Primer adalah  Jalan yang menghubungkan
secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan
pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau
antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
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Kolektor Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan
kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua
atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder
ketiga.

Jalan Lokal Primer adalah Jalan yang menghubungkan
secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat
kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat
kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat
kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta
antarpusat kegiatan lingkungan.

Jalan Lokal Sekunder adalah  Jalan yang menghubungkan
kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan
sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder
ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun oleh instansi,
badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat
untuk kepentingan sendiri.

Jalan Tol adalah Jalan umum yang merupakan bagian
sistem jaringan Jalan dan sebagai Jalan nasional yang
penggunanya diwajibkan membayar tol.

Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal penu mpang
yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum
untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan

lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi
(AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan
(ADES).

Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang
yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum
untuk  Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP),
Angkutan Kota (AK), serta Angkutan Perdesaan (ADES).
Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang

yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum
untuk Angkutan Kota (AK) dan Angkutan Perdesaan (ADES).

Terminal Barang adalah  tempat untuk melakukan kegiatan
bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan
antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat
kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.

Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api
antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk
melayani perpindahan orang dan/atau barang.

Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan adalah jalur kereta api

dalam kabupaten untuk melayani perpindahan orang di
wilayah perkotaan kabupaten dan/atau per Jalan an ulang -
alik dalam kabupaten.

Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api
untuk keperluan naik turun penumpang.

Stasiun Barang adalah  tempat perhentian kereta api untuk
keperluan bongkar muat barang.

40Bandar é



40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

4.

55.

-6-

Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya
digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk
menunjang kegiatan usaha pokoknya.

Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari
fasilitas produksi 0 tempat penyimpanan  adalah jaringan
yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi,

di permukaan tanah atau dibawah permukaan tanah dari
fasilitas produksi 0 tempat penyimpanan , termasuk jaringan
pipa/kabel bawah laut.

Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang
pengolahan -konsumen adalah jaringan yang menyalurkan
seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di
bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan o}
konsumen , termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) adalah pembangkit
listrik yang memanfaatkan tenaga air.

Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) adalah pembangkit
listrik yang memanfaatkan tenaga gas.

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) adalah pembangkit
listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) adalah pembangkit
listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) adalah
pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga panas bumi.

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) adalah
pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.

Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) adalah
pembangkit listrik yang memanfaatkan sampah atau gas
metana sampah sebagai bahan bakar dan/atau energi.

Pembangkit Listrik  Lainnya adalah pembangkit listrik yang
memanfaatkan tenaga lainnya .

Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah
saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang
(konduktor) di  udara bertegangan nominal di atas 230 kV.

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran
tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang
(konduktor) di  udara bertegangan nominal 35 kV sampai
dengan 230 kV.

Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran
tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang
(penghantar) di udara bertegangan dibawah 35 kV sesuai
standar dibidang ketenagalistrikan.

Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi
arus listrik.

Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan
jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi
tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
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Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani
telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di
permukaan bumi.

Jaringan Bergerak Satelit adalah jaringan yang melayani
telekomunikasi bergerak melalui satelit.

Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS
adalah  suatu infrastruktur ~ telekomunikasi  yang
memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat
komunikasi dan jaringan operator.

Wilayah Sungai  yang selanjutnya disebut WS adalah
kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu
atau lebih daerah aliran  sungai dan/atau pulau  -pulau kecil
yang luasnya kurang  dari atau sama dengan 2.000 km 2.

Daerah lIrigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah
kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

Jaringan lIrigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi

yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ prime r,
saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi -
sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.

Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi
yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya,
bangunan bagi, bangunan bagi  -sadap, bangunan sadap, dan
bangunan pelengkapnya.

Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi
sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier
yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran
pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan
pelengkapnya.

Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat
memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya

debit banjir.

Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang
menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya

air yang terkandung di dalamnya.

Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan [/ atau
penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air
minum.

Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan
untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum
melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk
pipa/kabel bawah laut air minum.

Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari
bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk
pipa/kabel bawah laut air minum.

Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat
SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana
penyediaan Air Minum.
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Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah
serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik
dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana
pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel
bawah laut air limbah.

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya
disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan
air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana

dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk
pipa/kabel bawah laut air limbah.

Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk
menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase
sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.

Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk
menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang
air tersebut ke jaringan drainase primer.

Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima
air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan
drainase sekunder.

Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat
sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang,
pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat memroses
dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat
dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan,
penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan
pemrosesan akhir sampabh.

Stasiun Peralihan Antara (SPA) adalah sarana pemindahan
dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan
diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA
jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan
fasilitas pengolahan sampah.

Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan,
pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala
kawasan.

Jalur Evakuasi Bencana adalah Jalan yang dikhususkan
untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.

Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan
untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi
bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama
untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu
Wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi
lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya
Kawasan Lindung adalah  wilayah yang ditetapkan dengan

fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang
mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai,
danau, embung, waduk , dan sebagainya .
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Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang
mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem
penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah
banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan
memelihara kesuburan tanah.

Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang
diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang
menjunjung tinggi nilai  -nilai luhur dalam tata kehidupan
masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan
hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah,
kualitas penyediaan t ata air, kelancaran, Kketertiban
pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber -sumber air.
Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal, sempadan
yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain
sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung,

dan wadu k, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi
perlindungan setempat.

Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena
keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis
tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta
gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya
perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan
perkembangannya da pat berlangsung secara alami.

Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang
mempunyai ekosistem asli dikelola dengan sistem zonasi
yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian ilmu
pengetahuan pendidikan menunjang budidaya pariwisata

dan rekreasi.

Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang
dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam
dan rekreasi.

Kawasan Keunikan Bentang Alam adalah kawasan yang
memiliki keunikan  bentang alam, antara lain gumuk pasir
pantai tipe barcan, kawah, kaldera, komplek gunung api, dan
lainnya.

Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan
fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan
potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan
sumber daya buatan.

Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan
dengan faktor -faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas
hujan setelah masing -masing dikalikan dengan angka
penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus
dua puluh lima) diluar kawasan hutan lindung, hutan suaka
alam, hu tan pelestarian alam, dan taman buru.

Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan
dengan faktor -faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas
hujan setelah masing -masing dikalikan dengan angka
penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua

puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat)

diluar Kawasan Hutan Lindung , hutan suaka alam, hutan
pelestarian alam, dan taman buru.

94Kawasané
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94. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah
beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah
tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk
pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

95. Kawasan Hortikultura adalah kawasan lahan Kkering
potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman
hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.

96. Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi
untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan
basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.

97. Kawasan Peternakan adalah kawasan yang secara khusus
diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu
dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan,
perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi
ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.

98. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah kawasan yang
ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas
dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan
kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum
yang ada.

99. Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan adalah bagian
dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan
data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara
dominan terdapat komoditas tambang batuan.

100. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang
diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana
Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang - undangan.

101. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi
utama  pariwisata atau memiliki  potensi  untuk
pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun
budaya.

102. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari
lingkungan hidup diluar kawasan lindung yang berfungsi
sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian
dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan
penghidupan di Kawasan Perkotaan

103. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari
lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi
sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian
dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan
penghidupan dikawasan perdesaan.

104. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang
dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan
pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti
instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat
latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

105. Kawasan Strategis Daerah adalah wilayah yang penataan
ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh
sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi,
sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan
bagian tidak terpisahkan dari RTR Wilayah kabupaten.
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106. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai
kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi
Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan
dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan
sosial, dan kegiatan ekonomi.

107. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai
kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber
daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat
permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan,
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

108. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB
adalah garis batas minimal yang membatasi bangunan dan
batas lahan yang dimiliki dengan lahan lain seperti Jalan ,
jaringan tegangan tinggi, rel kereta api, taman umum, tepi
sungai, dan bangunan tetangga.

109. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat
KWT adalah perbandingan antara luas wilayah terbangun
dengan luas seluruh wilayah.

110. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya RTH adalah area
memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang
penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh
tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang
sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi
ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

111. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB
adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh
lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai
Rencana Tata Ruang dan rencana tata bangunan dan
lingkungan.

112. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH
adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh
ruang terbuka  diluar  bangunan gedung  yang
diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan terhadap luas
lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesu ai rencana
tata ruang dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan.

113. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya
disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan
pemanfaatan ruang dengan RTR.

114. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara
rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR selain
RDTR.

115. Ketentuan  Khusus adalah ketentuan yang mengatur
pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus
dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang
bertampalan dengan kawasan peruntukan utama.

116. Kawasan Keselamatan  Operasi  Penerbangan yang
selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan
dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara

yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam
rangka menjamin keselamatan penerbangan.
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117. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya
disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama
pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan
pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan
cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur
penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung
kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

118. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang selanjutnya
disingkat LP2B, adalah bidang lahan pertanian yang
ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara
konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi
kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasion al.

119. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang
selanjutnya disingkat LCP2B, adalah lahan potensial yang
dilindungi  pemanfaatannya  agar kesesuaian  dan
ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan
sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa
yang akan datang.

120. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

121. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok Orang
termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau
Pemangku Kepentingan nonpemerintah  lain  dalam
Penyelenggaraan Penataan Ruang.

122. Pemangku Kepentingan adalah orang atau pihak yang
memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan
Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
Provinsi , Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

123. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam
Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

124. Forum Penataan Ruang adalah wadah ditingkat pusat dan
daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan
dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB I
RUANG LINGKUP
Pasal 2
(1) Ruang lingkup RTRW, terdiri atas:
a. ruang lingkup materi muatan RTRW; dan
b. ruang lingkup wilayah perencanaan RTRW.
(2) Ruang lingkup materi muatan RTRW sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, meliputi:
. tujuan, kebijakan , dan strategi Penataan Ruang  Wilayah ;
. rencana Struktur Ruang;
rencana Pola Ruang;
. kawasan strategis;
. arahan Pemanfaatan Ruang  Wilayah; dan
ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah.
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(3) Ruang lingkup wilayah

13-

perencanaan RTRW sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan seluruh wilayah
administrasi yang secara geografis terletak pada koordinat

16°21" - 107°13' bujur timur dan 6°19'
dengan luas kurang lebih 299.178 (dua ratus se

- 6°47' lintang selatan

mbilan puluh

sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan) hektare, meliputi:
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Kecamatan Babakan Madang;
Kecamatan Bojong Gede;
Kecamatan Caringin;
Kecamatan Cariu;
Kecamatan Ciampea;
Kecamatan Ciawi;
Kecamatan Cibinong;
Kecamatan Cibungbulang;
Kecamatan Cigombong;
Kecamatan Cigudeg;
Kecamatan Cijeruk;
Kecama tan Cileungsi;

. Kecamatan Ciomas;

Kecamatan Cisarua;
Kecamatan Ciseeng;
Kecamatan Citeureup;
Kecamatan Dramaga;
Kecamatan Gunung Putri;
Kecamatan Gunung Sindur;
Kecamatan Jasinga;
Kecamatan Jonggol,
Kecamatan Kemang;
Kecamatan Klapanunggal;
Kecamatan Leuwiliang;
Kecamatan Leuwisadeng;
Kecamatan Megamendung;

. Kecamatan Nanggung;

. Kecamatan Pamijahan;

. Kecamatan Parung;

. Kecamatan Parung Panjang;
. Kecamatan Ranca Bungur;

Kecamatan Rumpin;

. Kecamatan Sukajaya,;
. Kecamatan Sukamakmur;

Kecamatan Sukaraja;
Kecamatan Tajurhalang;

. Kecamatan Tamansari;
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ll.  Kecamatan Tanjungsari;
mm. Kecamatan Tenjo; dan
nn. Kecamatan Tenjolaya.
(4) Batas wilayah Daerah, meliputi:

a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tangerang
dan Kota Tangerang Selatan (Provinsi Banten), Kota Bekasi,
Kabupaten Bekasi , dan Kota Depok;

b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Cianjur dan
Kabupaten Sukabumi;

c. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak
(Provinsi Banten);

d. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karawang,
Kabupaten Purwakarta , dan Kabupaten Cianjur; dan

e. sebelah tengah berbatasan dengan Kota Bogor.

(5) Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan
dan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah,
dilakukan  pembagian Wilayah Pengembangan (WP ) yang
terdiri atas:

a. WP Barat yang terdiri dari 4 (empat) Sub Wilayah
Pengembangan, meliputi:

1. Sub Wilayah Pengembangan Cigudeg terdiri dari
Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Jasinga, Kecamatan
Sukajaya , dan Kecamatan Nanggung;

2. Sub Wilayah Pengembangan Parungpanjang terdiri dari
Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Tenjo , dan
Kecamatan Rumpin;

3. Sub Wilayah Pengembangan Leuwiliang terdiri dari
Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Cibungbulang,
Kecamatan Leuwisadeng , dan Kecamatan Pamijahan;
dan

4. Sub Wilayah Pengembangan Dramaga terdiri dari
Kecamatan Dramaga, Kecamatan Ciampea, dan
Kecamatan Tenjolaya.

b. WP Tengah yang terdiri dari 4 (empat) Sub Wilayah
Pengembangan, meliputi:

1. Sub Wilayah Pengembangan Cibinong yang terdiri dari
Kecamatan Cibinong, Kecamatan Bojong Gede,
Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Babakan Madang,
Kecamatan Citeureup, dan Kecamatan Tajurhalang;

2. Sub Wilayah Pengembangan Parung yang terdiri dari
Kecamatan Parung, Kecamatan Kemang, Kecamatan
Ciseeng, Kecamatan Ranca Bungur , dan Kecamatan
Gunung Sindur ;

3. Sub Wilayah Pengembangan Cigombong yang terdiri dari
Kecamatan Cigombong, Kecamatan Caringin, Kecamatan
Cijeruk, Kecamatan Tamansari , dan Kecamatan Ciomas;
dan

4 Subé
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4. Sub Wilayah Pengembangan Ciawi yang terdiri dari
Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cisarua , dan Kecamatan
Megamendung.

c. WP Timur yang terdiri dari 2 (dua) Sub Wilayah
Pengembangan, meliputi:

1. Sub Wilayah Pengembangan Cileungsi yang terdiri dari
Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Gunung Putri , dan
Kecamatan Klapanunggal; dan

2. Sub Wilayah Pengembangan Jonggol yang terdiri dari
Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cariu, Kecamatan
Sukamakmur , dan Kecamatan Tanjungsari.

d. Arahan fungsi WP sebagaimana dimaksud pada huruf a,
huruf b dan huruf ¢ meliputi:

1. WP barat sebagai pengembangan Kawasan Perkotaan di
wilayah barat dengan kesetaraan fungsi dan peran
sebagai pusat pengembangan permukiman,
perdagangan dan jasa, industri, pertanian, perkebunan,
kehutanan, perikanan dan peternakan, pertambangan
dan energi, pendidikan dan penelitian, penyediaan
sistem pengolahan air minum, pengolahan sampa h,
limbah dan daur ulang, transportasi dan pergudangan,
dan pariwisata dan budaya;

2. WP tengah sebagai pengembangan Kawasan Perkotaan
di wilayah tengah dengan kesetaraan fungsi dan peran
sebagai pusat pemerintahan dan  penelitian,
permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa,
pelayanan umum dan sosial, industri ramah
lingkungan, perikanan, konservasi wilayah hulu,
penyediaan sistem pengola han air minum, pengolahan
sampah, limbah dan daur ulang, transportasi , dan
pergudangan, dan pariwisata dan budaya; dan

3. WP timur sebagai pengembangan  Kawasan Perkotaan di
wilayah timur dengan kesetaraan fungsi dan peran
sebagai pusat permukiman, perdagangan dan jasa,
industri, pertanian, pertambangan dan energi,
penyedia an sistem pengolahan air minum, pengolahan
sampah dan limbah, transportasi dan pergudangan, dan
pariwisata.

(6) Dalam hal terdapat penetapan daerah otonomi baru,
pembagian WP mengikuti daerah induknya sebagaimana
dimaksud pada ayat (5).

(7) Peta Wilayah Daerah dan arahan p embagian WP sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dituangkan
dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

BAB |
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BAB I
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 3
Tujuan Penataan Ruang Wilayah di Daerah adalah untuk
mewujudkan ruang wilayah berkualitas yang sejahtera, merata ,

dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah
Pasal 4

(1) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah di Daerah, meliputi:

a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang;

b. kebijakan pengembangan Pola Ruang; dan

c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.
(2Kebi j akan pengembangan SebadkaiumanRBuU e

di maksud pada ayat (1) huruf a mel i pl
a. penataan sistem pusat permukiman secara berjenjang dan
sinergis;

b. peningkatan  kualitas dan ketersediaan sistem jaringan
transportasi ramabh lingkungan; dan

C. pengembangan dan pengelolaan  sistem jaringan prasarana
lainnya yang berkualitas, merata , dan ramah lingkungan.

(3) Kebijakan pengembangan Pola Ruang  sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. perlindungan kelestarian fungsi kawasan hutan, Kawasan
Perkebunan , Badan Air , dan mata air serta  kawasan rawan
bencana dalam rangka optimalisasi fungsi perlindungan
regional;

b. perlindungan dan optimalisasi fungsi Kawasan Pertanian,
Kawasan Peternakan , dan Kawasan Perikanan  dalam
rangka mendukung upaya ketahanan pangan
berkelanjutan;

c. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri , Kawasan
Pariwisata, dan Kawasan Pertambangan yang bertumpu
pada potensi sumber daya alam dan masyarakat lokal yang
mampu berdaya saing dan berkelanjutan; dan

d. penyediaan kawasan permukiman yang berkualitas, aman,
nyaman dan terkoneksi dengan pusat kegiatan di wilayah
Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi

(4) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ berupa
pengembangan fungsi berbasis potensi kawasan untuk
mendorong daya saing pertumbuhan ekonomi wilayah,
pelestarian sumber daya alam, pemanfaatan teknologi ti nggi,
serta perlindungan budaya lokal.

Bagiané
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Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang
Pasal 5

(1) Untuk mewujudkan kebijakan Penataan Ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan dengan menetapkan
strategi Penataan Ruang.

(2) Penataan sistem pusat permukiman secara berjenjang dan
sinergis sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 4 ayat (2) huruf
a, dengan strategi meliputi:

a. mendorong penyediaan sarana dan prasarana minimal
pendukung pada sistem pusat permukiman;

b. memprioritaskan pembangunan infrastruktur perkotaan
yang inklusif, tangguh , dan berkelanjutan pada Pusat
Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan;

c. mengembangkan sentra ekonomi berbasis potensi wilayah
pada Pusat Pelayanan Kawasan ; dan

d. mengoptimalkan fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan
sebagai sentra pelayanan publik terpadu

(3) Peningkatan kualitas dan ketersediaan sistem jaringan
transportasi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) huruf b, dengan strategi meliputi:

a. mendorong pembangunan jaringan infrastruktur
transportasi regional melalui rekayasa teknis dan
penerapan teknologi yang tahan terhadap bencana dan
iklim;

b. mengembangkan simpul -simpul transportasi berorientasi
transit pada setiap Pusat Kegiatan Lokal (PKL);

c. mengembangkan sarana angkutan umum massal pada
sistem jaringan transportasi regional berbasis Jalan
maupun rel penghubung sistem pusat permukiman;

d. mengembangkan sarana transportasi lokal pada jaringan
jaringan Jalan kolektor dan lokal di Kawasan Pariwisata dan
sistem pusat permukiman ; dan

e. mengembangkan fungsi  terminal dan stasiun  yang inklusif
dan terintegrasi .

(4) Pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan prasarana
lainnya yang berkualitas, merata, dan ramah lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c,
dengan strategi meliputi:

a. mengembangkan jaringan energi melalui penyediaan
infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana
pendukung dengan memanfaatkan energi baru terbarukan ;

b. mengembangkan jaringan  telekomunikasi secara merata ke
seluruh  wilayah melalui  pemanfaatan infrastruktur
telekomunikasi yang efektif dan efisien ;

cmengembangkanté



18-

c. mengembangkan dan mengoptimalkan sistem penyediaan
air minum dan sistem  pengelolaan air limbah yang merata,
layak , dan aman sesuai standar pelayanan minimum;

d. mengembangkan sistem jaringan persampahan yang ramah
lingkungan berbasis zonasi secara merata dan berhirarkis

e. mengembangkan sistem drainase terpadu untuk menahan
air limpasan dan meningkatkan fungsi resapan air ; dan

f. mengembangkan sistem jaringan irigasi untuk menunjang
keberlanjutan lahan pertanian dan perikanan

(5) Perlindungan kelestarian fungsi kawasan hutan, Kawasan
Perkebunan, Badan Air , dan mata air serta  kawasan rawan
bencana dalam rangka optimalisasi fungsi perlindungan
regional sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 4 ayat (3) huruf
a, dengan strategi meliputi:

a. menerapkan pengaturan keseimbangan tata air pada
daerah resapan air , kawasan hutan , dan Kawasan
perkebunan ;

b. membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun
pada kawasan rawan bencana,

c. membatasi jenis peruntukan Ruang pada enklave yang
berada di dalam kawasan hutan ataupun yang berbatasan
dengan kawasan hutan;

d. membatasi pembangunan pada daerah sempadan sungai,
situ , dan mata air; dan

e. menyediakan tempat evakuasi bencana untuk
meminimalkan potensi kejadian bencana dan mitigasi
bencana.

(6) Perlindungan dan optimalisasi fungsi kawasan pertanian,
Kawasan Peternakan , dan kawasan perikanan dalam rangka
mendukung upaya ketahanan pangan berkelanjutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b,
dengan strategi meliputi:

a. mempertahankan luas KP2B sebagai dasar dalam
penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(LCP2B);

b. menetapkan Kawasan Perikanan Budi Daya dan Kawasan
Peternakan  untuk melindungi usaha perikanan dan
peternakan dalam rangka upaya ketahanan pangan;

c. memberlakukan insentif dan disinsentif pada KP2B; dan

d. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian tanaman
pangan yang masih produktif sebagai bentuk pengendalian
luas KP2B.

(7) Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri , Kawasan
Pariwisata , dan kawasan pertambangan yang bertumpu pada
potensi sumber daya alam dan masyarakat lokal yang mampu
berdaya saing dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, dengan strategi meliputi:

a. mendorong penyediaan kawasan industri yang dikelola
secara terpadu, lengkap dan ramah lingkungan sesuai
tematik Kawasan Peruntukan Industri berdasarkan
ketersediaan potensi sumber daya yang tersedia,

b.mengembangkané



(8)

(9)

-19-

b. mengembangkan Kawasan Pariwisata dengan prinsip
pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan
potensi yang ada tanpa mengurangi fungsi dan daya
dukung lingkungan dengan prinsip konservasi dan
perlindungan alam serta memiliki ketahanan dan mitigasi
bencana; dan

c. menetapkan kawasan pertambangan untuk menjamin
pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Penyediaan kawasan permukiman yang berkualitas, aman,
nyaman dan terkoneksi dengan pusat kegiatan di wilayah
Jabodetabek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)
huruf d, dengan strategi meliputi:

a. menyediakan pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau
pada Kawasan Perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga
puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan , meliputi 20%
(dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik , dan 10%
(sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau privat serta
mempertahankan keberadaan Ruang Terbuka Hijau apabila
proporsi total luas lebih besar dari 30%  (tiga puluh persen) ;

b. menyediakan fasilitas permukiman yang lengkap dan
berkualitas serta berdaya saing yang tangguh dan
berkelanjutan;

c. mengembangkan permukiman perkotaan secara intensif
pada Kawasan sekitar simpul transportasi dan daerah
dengan kepadatan tinggi dengan mendorong penggunaan
tanah yang lebih efisien melalui pembangunan perumahan
secara vertikal; dan

d. mendorong penyediaan jaringan prasarana dan fasilitas
yang ramah anak, edukatif, rekreatif, ramah keluarga , dan
penyandang difabel

Pengembangan fungsi berbasis potensi kawasan untuk
mendorong daya saing pertumbuhan ekonomi wilayah,
pelestarian sumber daya alam, pemanfaatan teknologi tinggi,
serta perlindungan budaya lokal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (4), dengan strategi meliputi:

a. mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur
regional yang bertaraf internasional untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi kawasan sesuai kemampuan daya
dukung lingkungan;

b. mendorong dan mengendalikan pertumbuhan Kawasan
yang memiliki fungsi perlindungan regional;

c. mengembangkan Kawasan yang berorientasi riset dan
teknologi pertanian;  dan

d. menetapkan Kawasan yang memiliki fungsi pelestarian
budaya setempat.

BAB |
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BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6
(1) Rencana Struktur Ruang , meliputi:
a. sistem pusat permukiman; dan
b. sistem jaringan prasarana.

(2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala
1:50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran |l yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman
Paragraf 1
Umum
Pasal 7

(1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
b. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
c. Pusat Pelayanan Lingkungan.

(2) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum pada
Lampiran [l yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

(3) Pengaturan terhadap sistem pusat permukiman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huru fadan huruf b diatur lebih lanjut
melalui RDTR yang ditetapkan dengan P eraturan Bupati.

Paragraf 2
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
Pasal 8

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Cibinong di Kecamatan Cibinong
yang merupakan pusat Sub Wilayah Pengembangan Cibinong;

b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Cileungsi di Kecamatan Cileungsi
yang merupakan pusat Sub Wilayah Pengembangan Cileungsi;

c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Parung di Kecamatan Parung yang
merupakan pusat Sub Wilayah Pengembangan Parung;

d. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Leuwiliang di Kecamatan Leuwiliang
yang merupakan pusat Sub Wilayah Pengembangan
Leuwiliang;

e Pusat é
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e. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Parung Panjang di Kecamatan
Parung Panjang yang merupakan pusat Sub Wilayah
Pengembangan Parungpanjang;

f. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Jonggol di Kecamatan Jonggol yang
merupakan pusat Sub Wilayah Pengembangan Jonggol; dan

g. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Cigombong di Kecamatan
Cigombong yang merupakan pusat Sub Wilayah Pengembangan
Cigombong.

Paragraf 3
Pusat Pelayanan Kawasan
Pasal 9

Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Pusat Pelayanan Kawasan Tenjo di Kecamatan Tenjo yang
merupakan bagian dari Sub Wilayah Pengembangan Parung
Panjang;

b. Pusat Pelayanan Kawasan Cigudeg di Kecamatan Cigudeg yang
merupakan pusat dari Sub Wilayah Pengembangan Cigudeg;

c. Pusat Pelayanan Kawasan Ciampea di Kecamatan Ciampea
yang merupakan bagian dari Sub Wilayah Pengembangan
Dramaga,

d. Pusat Pelayanan Kawasan Bojonggede di Kecamatan Bojong
Gede yang merupakan bagian dari Sub Wilayah Pengembangan
Cibinong;

e. Pusat Pelayanan Kawasan Sukaraja di Kecamatan Sukaraja
yang merupakan bagian dari Sub Wilayah Pengembangan
Cibinong;

f. Pusat Pelayanan Kawasan Babakan Madang di Kecamatan
Babakan Madang yang merupakan bagian dari Sub Wilayah
Pengembangan Cibinong;

g. Pusat Pelayanan Kawasan Gunungsindur di Kecamatan
Gunung Sindur yang merupakan bagian dari Sub Wilayah
Pengembangan Kemang;

h. Pusat Pelayanan Kawasan Caringin di Kecamatan Caringin
yang merupakan bagian dari Sub Wilayah Pengembangan
Cigombong;

I. Pusat Pelayanan Kawasan Cisarua di Kecamatan Cisarua yang
merupakan bagian dari Sub Wilayah Pengembangan Ciawi;

j. Pusat Pelayanan Kawasan Klapanunggal di Kecamatan
Klapanunggal yang merupakan bagian dari Sub Wilayah
Pengembangan Cileungsi;

k. Pusat Pelayanan Kawasan Cariu di Kecamatan Cariu yang
merupakan bagian dari Sub Wilayah Pengembangan Jonggol;

|. Pusat Pelayanan Kawasan Rumpin di Kecamatan Rumpin yang
merupakan bagian dari Sub Wilayah Pengembangan
Parungpanjang;

m.Pusat é
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m. Pusat Pelayanan Kawasan Ciawi di Kecamatan Ciawi yang
merupakan pusat dari Sub Wilayah Pengembangan Ciawi;

n. Pusat Pelayanan Kawasan Sukamakmur di Kecamatan
Sukamakmur yang merupakan bagian dari Sub Wilayah
Pengembangan Jonggol; dan

0. Pusat Pelayanan Kawasan Dramaga di Kecamatan Dramaga
yang merupakan pusat dari Sub Wilayah Pengembangan
Dramaga.

Paragraf 4
Pusat Pelayanan Lingkungan
Pasal 10

Pusat Pelayanan Lingkungan  sebagaimana dimaksud dalam  Pasal
7 ayat (1) huruf c, meliputi:

a. Pusat Pelayanan Lingkungan Jasinga di Kecamatan Jasinga;
b. Pusat Pelayanan Lingkungan Sukajaya di Kecamatan Sukajaya;

c. Pusat Pelayanan Lingkungan Nanggung di Kecamatan
Nanggung;

d. Pusat Pelayanan Lingkungan Cibungbulang di Kecamatan
Cibungbulang;

e. Pusat Pelayanan Lingkungan Leuwisadeng di Kecamatan
Leuwisadeng;

f. Pusat Pelayanan Lingkungan Pamijahan di Kecamatan
Pamijahan;

g. Pusat Pelayanan Lingkungan Tenjolaya di Kecamatan
Tenjolaya;

h. Pusat Pelayanan Lingkungan Citeureup di Kecamatan
Citeureup;

i. Pusat Pelayanan Lingkungan Tajurhalang di Kecamatan
Tajurhalang;

j. Pusat Pelayanan Lingkungan Ciseeng di Kecamatan Ciseeng;

k. Pusat Pelayanan Lingkungan Rancabungur di Kecamatan
Ranca Bungur ;

|. Pusat Pelayanan Lingkungan Cijeruk di Kecamatan Cijeruk;

m. Pusat Pelayanan Lingkungan Tamansari di Kecamatan
Tamansari;

n. Pusat Pelayanan Lingkungan Ciomas di Kecamatan Ciomas;

0. Pusat Pelayanan Lingkungan Gunungputri di Kecamatan
Gunung Putri ;

p. Pusat Pelayanan Lingkungan Kemang di Kecamatan Kemang;

g. Pusat Pelayanan Lingkungan Megamendung di Kecamatan
Megamendung; dan

r. Pusat Pelayanan Lingkungan Tanjungsari di Kecamatan
Tanjungsatri.

Bagi ané
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Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana
Paragraf 1
Umum
Pasal 11

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 6

ayat (1) huruf b, meliputi:

a. sistem jaringan transportasi;

b. sistem jaringan energi;

c. sistem jaringan telekomunikasi;

d. sistem jaringan sumber daya air; dan
e. sistem jaringan prasarana lainnya

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi
Pasal 12

(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 huruf a, meliputi:

a. sistem jaringan Jalan ;
b. sistem jaringan kereta api; dan
c. Bandar Udara Khusus

(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum pada
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Sistem jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) huruf a, meliputi:

a.Jalan umum ;
b.Jalan Khusus ;

c. Jalan Tol;

d. Terminal Penumpang;
e. Terminal Barang; dan
f. jembatan timbang

Pasal 14
Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a,
meliputi:
a.Jalan Arteri;
b. Jalan Kolektor ; dan
c. Jalan Lokal .
Pasal 15

Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a,
meliputi:

a.Jalan Arteri Primer; dan
b. Jalan Arteri Sekunder

Pas al
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Pasal 16

Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Huruf
a, meliputi:

a. Ciawi -Benda; dan
b. Cilodong/Bts.Depok -Bts.Kota Bogor;

Pasal 17

Jalan Arteri Sekunder sebagaimana dimaksud pada Pasal 15
huruf b, meliputi:

a.Lingkar GadogodNagrok oBanjarwaru -Teluk pinang yang
meliputi:
1. sebagian Gadog-Cikopo Selatan -Cisarua (rencana) ;
2. Banjarwaru -Nagrok (rencana); dan
3. Teluk Pinang -Banjarwaru (rencana).
b. Lingkar GOR Pakansari (akses Barat  -Timur) (rencana) ;

Kandang Roda -Pakansari ( akses Utara -Selatan Lingkar GOR
Pakansari );

Lingkar Dramaga 0 Ciampea (JLD2) (rencana);
Dramaga /Batas Kota Bogor -Laladon ;

Lingkar Leuwiliang (Akses Utara  -Selatan) (rencana);
Lingkar Utara Leuwiliang;  dan

Lingkar Parung (rencana) .

o
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Pasal 18

Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b,
meliputi:

a.Jalan Kolektor Primer; dan

b. Jalan Kolektor Sekunder.

Pasal 19

Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada Pasal 18
huruf a , meliputi:

a. Bts. Depok/Bogor 0 Bogor;
Bts. Kota Jasinga - Bts. Kota Leuwiliang ;
Jin. Raya Leuwiliang (Leuwiliang) ;
Jin. Raya Jasinga (Jasinga);
Bts. Kota Leuwiliang - Bts. Kota Bogor;
Ciawi 0 Puncak;
Cigelung (Bts.Prov. Banten) - Bts. Kota Jasinga;
Cimanggis 06 Nagrak;
Cigelung Baru (Jasinga);
Jin. Letda Natsir (Cikeas);
JIn. Raya Ciawi (Bogor);
Jin. Raya Dramaga (Bogor);
. Kemang 0 Kedunghalang;
Puncak - Bts. Kota Cianjur;

T Tae "o 20T
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Jin. Trans Yogi (Depok);
Tegar Beriman -Bojonggede (rencana) ;
Bojonggede -Kemang (rencana) ;
Gunung Sindur -Kemang (rencana) ;
Cibinong -Cileungsi (rencana) ;
Cileungsi -Bekasi (rencana);
Poros Prumpung -Cicangkal -Mekarsari -Parungpanjang yang
meliputi:
1. Prumpung -Gn. Sindur -Cicangkal (rencana);
2. Cicangkal -Legok (rencana);
3. Lapan -Mekarsari (rencana) ;
4. Parungpanjang -Ciheulang (rencana) ; dan
5. Warung Jata -Ciparigi (rencana) .

Cibarusah -Cibucil;

Cileungsi 0 Cibeet;

Cileungsi 0 Cibeet (rencana) ;

Harapan Jaya -Bts. Kota Bogor;

Mayor Oking (Cibinong);

Mayor Oking (Citeureup);

. Moch. Toha;

Parungpanjang 0 Bunar;

. Pondok Rajeg -Harapan Jaya,;
. Cariu -Jagatamu/Baged (Bts. Kab. = Bogor/Karawang);

Batas Tangerang/Bogor -Parung;

. Poros Tengah Timur yang meliputi:

1. Sentul -Sukamakmur -Cipanas (rencana); dan

2. Sukamakmur & Cariu (rencana) .

JIn. Pahlawan (Kab. Bogor) (rencana);

Jin. M.T. Haryono (rencana);

Poros Palasari -Benteng yang meliputi:

1. Cigombong -Palasari/Bts. Kota Bogor (rencana) ; dan
2. Cisalada -Benteng/Bts. Kab.  Sukabumi (rencana)

Citeureup -Sukamakmur ;

Sukamakmur -Sukawangi;

Poros Barat yang meliputi:

1. Cigudeg -Banyuresmi (rencana);

2. Cikawung -Banyuasih (rencana);

3. Penghubung Poros Barat (rencana) ; dan

4. sebagian Gn. Nyungcung - Muncang (rencana) .
Curug -Rawakalong/Bts. Kota Tangsel (rencana) ;
Jasinga -Tenjo;

Tenjo -Singabangsa/Bts. Kab. Tangerang (rencana) ;
Kedep-Cileungsi (rencana) ;

Ngasuh -Koleang (rencana) ;

ssJonggol é
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ss. Jonggol -Sukamakmur (rencana);

tt.  Lingkar Kota Jonggol (rencana) ;

uu. Leuwiliang -Pasir Ipis -Garehong/Bts. Kab. Sukabumi X
v. Leuwiliang -Kp. Sawah ;

ww. Cicangkal -Cikoleang /Batas Kab. Tangerang ;

xX. Janala -Cicangkal ;

yy. Semplak /Batas Kota Bogor -Garendong -Janala;

zz. Panyaungan -Nanggung -Curug Bitung (rencana) ;

aaa. Curug Bitung - Nirmala/Bts. Kab. Sukabumi (rencana) ;
bbb. Parakanjaya -Semplak/Bts. Kota Bogor (rencana) ;
ccc. Nagrak -Bojongkulur/Bts. Kota Bekasi (rencana) ;

ddd. Gunungputri -Lulut (JI. Masuk TPST Nambo) ;
eee. Janala -Lebakwangi; dan
fff. Mengker - Gunung Batu/Batas Kab. Cianjur.

Pasal 20

Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
huruf b, meliputi:

a. Babakan Madang -Karang Tengah -Cibadak;
Citeureup -Babakan Madang ;

JI. Lingkar Kantor Kecamatan Sukajaya ;
Tenjo -Cilejet;

Warung Borong & Rancabungur ;
Bantarkuning -Linggarmukti (rencana);
Linggarmukti -Singasari (rencana);
Bojong -Linggarmukti -Cibodas (rencana) ;
Lingkar Gunungsindur  (rencana)
Gunungsindur -Cibadung (rencana) ;
Jalan Lingkar Kebun Raya (rencana) ;
Lingkar Kebun Raya -Citeureup (rencana) ;
Rancabungur -Leuwiliang (rencana) ;
Sukaraja -Pasirangin (rencana) ;
Gadog-Bojong Koneng (rencana);
Cijayanti -Bojong Koneng (rencana);
Bojong Koneng -Tapos (rencana);

Bojong Koneng -Citaringgul (rencana) ;
Pamipiran -Cikutamahi (rencana) ;

Cariu -Cikutamahi  (rencana) ;

Lulut -Tajur -Kembang Kuning (rencana) ;
Citaringgul -Tajur (rencana) ;

Seseupan -Banjarwaru (rencana) ;
Banjarwaru -Tapos (rencana) ;

Banjarsari -Bojongmurni (rencana) ;
Jambu Luwuk -Sukamanah (rencana) ;

Se@ "o a0y

NS XS <EC®VIaaDpos53~~

aa. Gadog.



aa.
bb.
cc.
dd.
ee.
ff.

gg.
hh.

Ik
kk.

mm.
nn.

00.
pp.

qq.
rr.

SS.
tt.

uu.

XX.

zz.
aaa.
bbb.
ccc.
ddd.
eee.
fff.

999.
hhh.
i
iil-
KKK.
.

mmm.

nnn.

27 -

Gadog-Cikopo Selatan -Cisarua (rencana) ;
Citapen -Ciderum (rencana) ;

Bojonggede -Kedung Waringin  (rencana);
Kemang -Kedung Waringin  (rencana) ;
Gadog-Gn. Malang (rencana) ;

Tenjolaya -Gn. Bunder (rencana) ;

Curug Bitung - Lingkar Cihiris  (rencana) ;
Curug Bitung -Urug (rencana) ;

Urug -Kiarapandak -Pasirmadang (Pasirgocap) (rencana);
Ngasuh -Cileuksa (rencana);

Kota Batu/Bts. Kota Bogor -Ciapus (rencana);

Kiara Beha-Pasir Madang -Cileuksa/Bts. Kab. Lebak
(rencana);

Cikampak -Gunung Picung (rencana);

Cibeureum/Bts. Kota Bogor -Bungur -Tajurhalang
(rencana);

Cibening -Segog (rencana);

Cibatok -Gunung Picung (rencana);
Ciapus -Sukamantri (rencana);
Cemplang -Ciasmara -Pasir Ipis (rencana);
Bungur -Tajurhalang (rencana);

Bantar Karet -Pabangbon (Geopark Nasional Bogor
Halimun Salak ) (rencana);

Gunung Sari -Pasarean (rencana);
Cibatok -Cipicung (rencana) ;
Caringin -Cibadak (rencana);
Caringin -Nangoh (rencana) ;
Cihideung -Situdaun -Gn. Malang (rencana) ;
Tarikolot -Pangapungan (rencana);
Tangkil -Lemahduhur (rencana);
Pancawati -Pangapungan (rencana);
Cisempur -Tangkil (rencana);
Cimande -Lemahduhur (rencana);
Cikereteg -Pancawati (rencana) ;

Cilebut/Bts. Kota Bogor -Citayam/Bts. Kota Depok
(rencana) ;

Cimanggis -Waringin Jaya/Bts. Kota Bogor (rencana);
JIn. Raya Batu Gede (rencana) ;

Kereteg-Petir (rencana);

Laladon -Ciomas/Bts. Kota Bogor  (rencana) ;
Gadog-Pasir Karet/Bukit Pelangi (rencana);

Cijayanti -Babakan Madang (rencana);

JIn. Lingkungan Perum Bukit Pelangi (rencana) ;
Cigudeg -Kiarasari -Cisangku (rencana) ;

000. Babakanraden...
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000. Babakanraden -Bts. Bekasi (rencana);

ppp. JI. Lingkar Kota Cariu  (rencana) ;

gqq. Jl. Lingkar Pasar Cariu  (rencana) ;

rer. Cariu -Cikutambah/Batas Kab. Karawang (rencana) ; dan
sss. Kemang -Rancabungur -Ciampea (rencana).

Pasal 21
(1) Jalan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c
meliputi:
a. Jalan Lokal Primer; dan
b. Jalan Lokal Seku nder.

(2) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum
dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Jalan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b,
berupa Jalan khusustambang yangberadadi Kecamatan Cigudeg
dan Kecamatan Rumpin.

Pasal 23

Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada  Pasal 13 hurufc, meliputi:
a. Jakarta o Bogor 8 Ciawi (JAGORAWI);

Ciawi 6 Sukabumi;

Depok 0 Antasari (termasuk Bojonggede -Salabenda) (rencana);
Bogor Ring Road;

Caringin -Dramaga -Salabenda (rencana);

Jakarta -Cikampek Il Selatan (rencana);

Cimanggis - Cibitung (JORR l1);

Sentul Selatan -Karawang Barat (JORR IIl) (rencana);
Bogor -Serpong (via Parung (JORR IlI)) (rencana);
Pasar Jumat -Parung (rencana);

k. Caringin -Cianjur (rencana); dan

|. Cikarang -Ciranjang (rencana).
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Pasal 24

(1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 13
huruf d, meliputi:
a. Terminal Penumpang Tipe A;

b. Terminal Penumpang Tipe B; dan
c. Terminal Penumpang Tipe C.

(2) Terminal Penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, meliputi Terminal Perkotaan Cibinong Baru
(rencana) yang berada di Kecamatan Bojong Gede;

(3MNer mi nal é
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(3) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Terminal Cileungsi di  Kecamatan Cileungsi;
b. Terminal Leuwiliang di Kecamatan Leuwiliang; dan
c. Terminal Parung di Kecamatan Parung (rencana) .

(4) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, meliputi:

Terminal Cibinong di Kecamatan Cibinong;

Terminal Bojonggede di Kecamatan Bojong Gede;
Terminal Laladon di Kecamatan Ciomas;

Terminal Jasinga di Kecamatan Jasinga;

Terminal Jonggol di Kecamatan Jonggol (rencana) ;

Terminal Parungpanjang di Kecamatan Parung Panjang
(rencana );

Terminal Tenjo di Kecamatan Tenjo (rencana);

h. Terminal Cigombong di Kecamatan Cigombong (rencana );
dan

i. Terminal Ciawi di Kecamatan Ciawi (rencana ).

(5 Untuk mengoptimalkan fungsi terminal penumpang umum
sebagaimana dimaks ud pada ayat (1) dikembangkan
pelayanan angkutan umum berupa angkutan penumpang
umum, angkutan wisata , dan angkutan sekolah.

-0 Qo0 oW
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Pasal 25

Terminal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf e, meliputi Terminal Barang di Kecamatan Cigombong
(rencana) .

Pasal 26

Jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf f, meliputi Jembatan Timbang Kemang di Kecamatan
Kemang.

Pasal 27

(1) Sistem jaringan kereta api  sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1) huruf b, meliputi:

a. jaringan jalur kereta api  ; dan
b. stasiun kereta api

(2) Jaringa n jalur keretaapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a berupa jaringan jalur kereta api umum, meliputi:

a. Jalur Kereta Api Antarkota, dan
b. Jalur Kereta Api Perkotaan

(3) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 2) Huruf a, meliputi:

a. jalur kereta Kota Bogor o0 Sukabumi & Bandung -
Yogyakarta; dan

b. jalur kereta Cileungsi - Jonggol & Cianjur (rencana) .

(4J)aringane
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(4) Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 2) Huruf b , meliputi:

jalur kereta Jakarta -Bogor;

jalur kereta Nambo -Citayam;

jalur kereta Angke oMerak;

jalur kereta Nambo & Cikarang & Tanjung Priok (rencana) ;
jalur kereta Parungpanjang  -Citayam (rencana) ;

jalur kereta Light Rail Transit Bodebek (Bogor o Cibubur)
(rencana ); dan

g. jalur kereta Loop Line Bogor Raya (rencana) .

(5) Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, meliputi:

a. Stasiun Penumpang; dan
b. Stasiun Barang.

(6) Stasiun Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5)
huruf a , meliputi:

a. stasiun kereta api pada jalur kereta api perkotaan Jakarta -
Bogor meliputi

1.Stasiun Cyamyamediad & e c anBaotjaom g

~® Q0T

Gede

2.Stasiun Boyanggdbdekihal@aa maBajnong

Ge de

3.Stasiun @ialhghb btedria dkhiecamat an; Sukar
dan

4 . Stasiun SUsekawan) bedriadkaecamat an
Bojong.Gede

b. stasiun kereta api pada jalur kereta api perkotaan Nambo -
Citayam meliputi

l1.Stasiun CydbmngomagriaKecamatan Cibin

2.Stasiun Gunuynagnpgut hiedadaKecamat an
Gunung ;Rluatnr i

3.Stasiun Ngang berdaida Kecamat an
Kl apanunggal

c. stasiun kereta api pada jalur kereta api perkotaan Tanah
Abang -Rangkasbitung meliputi

l1.Stasiunyaeg) badriakKecamatan Tenj o;
2.Stasiun y@inlge jbietria Kee c amat;achanfenj o
3.StasPanufPagnj achig Kecamatang Panjang

d. stasiun Kkereta api penumpang pada jalur kereta api
antarkota Bogor & Sukabumi meliputi

1.Stasiun Ci gwanbgpg ngbhedadaKecamat an
Ci gombong

2.Stasiun MasgnparnakKKaecamat an dCan er u

3.Stasiun Ci gomblroenrmgc aBraarhuw bediada
Kecamatan Ci.gombong

e . stasiun. .
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. stasiun kereta api pada jalur kereta api antarkota
Cileungsi - Jonggol & Cianjur meliputi:

1.Stasiun

2.Stasiun

Cari u:;

3.Stasiun

4 .St asiun

5.Stasiun

Ma mp i ry a(nrge nbcedrnaad}ae c a mat an

Cileungsi ;

Ci bat utyiaghag (brekirmakeencag mat an

Jonggoylan(@r ebnedreandé&e c a mat an

Jonggol ;

Sukagalyiamg( mhedmnaakeseac)a mat an

Jonggol ; dan

Ant aj ayand r ket adkae)c a mat an

Tanjungsar.

stasiun kereta api pada jalur kereta api perkotaan Nambo -
Cikarang meliputi:
1.Stasiun
Kecamatan K|l apanunggal ;
2.Stasiun

3.Stasiun

Kembang Ku nyianngg (breatmacdaan a )

Cil eungang ( benaedeac)amat an

Cileungsi; dan

Jati s arain g( rbeedricaade® t a mat an

Cileungsi

. stasiun kereta api pada jalur kereta api perkotaan
Parungpanjang -Citayam meliputi:
1.Stasiun

2

3

4

5

Parungafgerhedimalldecamat an
Arco yéanegnchena)d ecamat an
Cogregafgembedimalecamat an

Gunungsindyang(rkbedada)

KecamaGamung S;i ndan

Parung;
.St asiun
Parung;
.St asiun
Parung;
.St asiun
.St asiun
Rumpi n.

Rump i ny a(nrge nbcedrnaadkae c a mat an

. stasiun kereta api pada jalur kereta api perkotaan LRT
Cibubur -Bogor meliputi:

1.Stasiun Kar anggyaann g( rbeahricaadtaamc a mat an
Gunung Putri

2.Stasiun Ci manggias g( rbexiricaakkeac)a mat an
Gunung Putri

3.Stasiun Sentulargebehmndlecamat an
Babakan Madang;

4 . Stasiun Sent ul Selywamgn Kedandcana)
Kecamatan Sukaraja; dan
5.Stasiun Ci banoyan(g emaraanddge c amat an
Sukaraja; dan

stasiun kereta api pada jalur kereta api perkotaan Loop

Line Bogor Raya meliputi:
1.Stasiun

Lal adoynan(gr ebnedraandd@e c a mat an

Ci omas;
2.Stasiun Sentul Selywadamgn Kedandcana)
Kecamatan Sukaraja; dan

3. Stasiun. .
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3.Stasiun Cibanoyang emalraanddge c amat an
Sukar aj a.

(7) Stasiun Barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5) hurufb
meliputi:

a. Stasiun Barang Tenjo (rencana) pada jalur kereta api
perkotaan Tanah Abang -Rangkasbitung yang berada di
Kecamatan Tenjo; dan

b. Stasiun Barang Klapanunggal (rencana) pada jalur kereta
api perkotaan Nambo -Cikarang yang berada di Kecamatan
Klapanunggal.

Pasal 28

Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) huruf c, meliputi:

a. Pangkalan Udara Atang Senjaya yang berada di Kecamatan
Kemang; dan

b. Lapangan Terbang Rumpin yang berada di Kecamatan
Rumpin;

Paragraf 3
Sistem Jaringan Energi
Pasal 29

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 huruf b, meliputi:

a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi ; dan
b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan

(2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan minyak dan
gas bumi.

(3) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), meliputi:
a. Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari
fasilitas produksi & tempat penyimpanan; dan

b. Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang
pengolahan -konsumen.

(4) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari
fasilitas produksi 0 tempat penyimpanan sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 3) huruf a, meliputi:

a. pipa transmisi gas Stasiun Kompresor Gas (SKG) Tegal Gede
0 Stasiun Gas Citeureup yang melalui Kecamatan Cileungsi
dan Kecamatan Gunung Putri ;

b. pipa transmisi gas Stasiun Kompresor Gas (SKG) Tegal
Gede 0 Nagrak yang melalui Kecamatan Gunung Putri dan
Kecamatan Cileungsi;

C. pipa transmisi gas Stasiun Kompresor Gas (SKG) Nagrak &
Bitung yang melalui Kecamatan Gunung Putri ; dan

dpipaé
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d. pipa transmisi gas lainnya yang melalui:

1. Kecamatan Babakan Madang,;
2. Kecamatan Caringin;

3. KecamaCiaawi ;

4. Kecamatan Cibinong;
5.Kecamatan Cigombong;

6. Kecamatan Cijeruk;

7. Kecamatan Cileungsi ;

8. Kecamatan Citeureup;

9. KecamaGamung ;Putri
l10Kecamatan Klapanunggal; dan
llKecamatan Sukaraja.

Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan -
konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3) huruf b,
berupa jaringan gas rumah tangga Wilayah Jaringan
Distribusi (WJD) Bogor yang melalui

a.KecamaBajnong ; Gede

b.Kecamatan Cibinong;

c . Kecamatan Sukaraj a;
d.Kecamatan Babakanmadang;
e.Kecamatan Citeureup; dan
f . KecamaGamung .Putri

Jaringan infrastruktur  ketenagalistrikan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana
pendukung; dan

b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan
sarana pendukung.

Infrastruktur pembangki tan tenaga listrik dan sarana

pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 6) huruf a,

meliputi:

a.Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA
b.Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG
c.Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (P
d.Pembangktirti kkiTsenaga Surya (PLTS);
e.Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bum
f . Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hid
g.Pembangkit Listrik | ainnya.

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) huruf a meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Air
(PLTA) Karacak yang berada di Kecamatan Leuwiliang.

Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi Pembangkit Listrik
Tenaga Gas (PLTG) Indocement Tunggal Perkasa yan g berada
di Kecamatan Citeureup.

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) huruf ¢ meliputi Pembangkit Listrik
Tenaga Diesel (PLTD) UPDL Megamendung Yyang berada di
Kecamatan Megamendung.

(1Pembangkitée
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(11) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 7) huruf d, meliputi:

a. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap PT. Indesso
Aroma Bogor yang berada di Kecamatan Cileungsi;

b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Gedung Gunung
Sindur P3TKEBTKE Kementerian ESDM 1 yang berada di
Kecamatan Gunung Sindur ;

c. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat
Sukaraksa yang berada di Kecamatan Tanjungsari;

d. Pembangkit Listrik Tenaga Surya ( PLTS) Atap Aqua
Ciherang Plant yang berada di Kecamatan Caringin;

e. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap Pondok
Pesantren Modern Ummul Quro Al Islami  yang berada yang
berada di Kecamatan Leuwiliang;

f. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap Pondok
Pesantren Nurul Ummah yang berada di Kecamatan
Leuwiliang;

g. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) PT. Tirta
Investama Bogor yang berada yang berada di Kecamatan
Caringin;

h. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) PT. Shell
Indonesia yang berada di Kecamatan Gunung Putri ; dan

i. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) lainnya yang

berada di :

l1.Kecamatan Babakan Madang;
2. Kecamatan Caringin;
3.Kecamatan Kl apanunggal ;
4 KecamaBajnong ; Gede
5.Kecamatan Cileungsi ;

6 . Kecamatan Cibinong;

7. KecamaGamung ;Putri

8. Kecamatan Kemang,; dan

9. Kecamatan Ci omas.

(12) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) huruf e meliputi Pembangkit Listrik
Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Salak yan g berada di
Kecamatan Pamijahan.

(13) Pembangkit Listrik Tenaga  Mikro Hidro (PLTMH) sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) huruf f meliputi:

a. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Cianten
1B yang berada di Kecamatan Pamijahan;

b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Cianten 1
yang berada di Kecamatan Pamijahan ;

c. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Cianten 2
yang berada di Kecamatan Pamijahan

d. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Cianten 3
yang berada di Kecamatan Pamijahan ;

ePembangkité
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e. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Ciberang
yang berada di Kecamatan Sukajaya ;

f. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Ciear yang
berada di Kecamatan Sukajaya;

g. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Citugu
yang berada di Kecamatan Leuwiliang ;

h. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Ciwaluh
yang berada di Kecamatan Cigombong;

i. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Tangkil
yang berada di Kecamatan Caringin;

j. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Cisarua
yang berada di Kecamatan Cisarua ;

k. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Cipayung
yang berada di Kecamatan Megamendung

I. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Ciesek
yang berada di Kecamatan Megamendung ;

m. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Paseban
yang berada di Kecamatan Megamendung; dan

n. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) lainnya
yang berada di :

1 Kecama$akhaj ay a
2 Kecamatan Nanggung; dan
3. Kecamatan Pamijahan.

(14) Pembangkit listrik lain  nya sebagaiman a dimaksud pada ayat
7 hurufg meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)
TPPAS Nambo yang berada di Kecamatan Klapanunggal

(15) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana
pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 6) huruf b,
meliputi:

a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
c. Gardu Listrik .

(16) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana
dimaksud pada ayat (1 5) huruf a, meliputi:

a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) ; dan
b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) .

(17) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana
dimaksud pada ayat (16) huruf a, meliputi:

a. SUTET Balaraja 0 Gandul yang melalui Kecamatan
Gunung Sindur ;

b. SUTET Balaraja - Gandul #1,2 yang melalui Kecamatan
Gunung Sindur ;

c. SUTET Cibinong & Bekasi yang melalui Kecamatan
Cileungsi dan Kecamatan  Gunung Putri ;

d. SUTET Cibinong - Muara Tawar yang melalui Kecamatan
Cileungsi dan Kecamatan  Gunung Putri ;

e SUTETE
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. SUTET Cilegon Baru - Cibinong , yang melalui :

1. Kecamatan Babakan Madang,;
2. KecamaBajnong ; Gede
3.Kecamatan Cibinong;

4. Kecamatan Ciseeng;

5. Kecamatan Citeureup;

6. KecamaGamung ;Putri

7. Kecamatan Kemang,

8. Kecamatan KIlapanunggal;
9. Kecamatan Parung;
l10KecamaPamung Panjang
ll1Kecamatan Rumpi n;
l12Kecamatan Tajurhal ang; dan
l13Kecamatan Tenj o.

SUTET Cilegon Baru 7 & Cibinong 7, ya ng melalui:

1. Kecamatan Babakan Madang,;
2. KecamaBajnong ; Gede
3.Kecamatan Cibinong;

4. Kecamatan Ciseeng;

5. Kecamatan Citeureup;

6. KecamaGamung Putri

7. Kecamatan Kemang,

8. Kecamatan KIlapanunggal;
9. Kecamatan Parung,
l10KecamaPamung Panjang
ll1Kecamatan Rumpi n;
l12Kecamatan Tajur hal ang; dan
l13Kecamatan Tenj o.

. SUTET Depok - Cibinong (1) yang melalui Kecamatan
Gunung Putri

. SUTET Depok - Cibinong (2) yang melalui Kecamatan
Gunung Putri

SUTET Saguling - Cibinong 7 (1) , yang m elalui:

1 Kecamatan Cari u;

2Kecamatan Cileungsi ;

3 KecamaGamung ;Putri

4 Kecamatan Jonggol ;

5 Kecamatan Klapanunggal ; dan
6 Kecamatan Tanjungsari;

SUTET Saguling - Cibinong 7 (2) , yang melalui:

1 Kecamatan Cari u;

2. Kecamatan Cileungsi ;

3. KecamaGamung Putri

4 Kecamatan Jonggol ;
5.Kecamatan Klapanunggal; dan
6 . Kecamatan Tanjungsari;

. SUTET Tasikmalaya - Depok (1) , yang melalui:

1l KecamaBajnong ; Gede

2 Kecamatan Ciseeng;

3 Kecamatan Leuwiliang;
4 Kecamatan Leuwi sadeng;

5. Kecamat ané
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5 Kecamatan Nanggung;

6 Kecamatan Pamijahan;
7 Kecamatan Parung;

8 Kecamatan Rumpin; dan
9 Kecamatan Tajurhal ang;
. SUTET Tasikmalaya - Depok (2), yang melalui:
1 KecamaBa@ajnong ; Gede

2. Kecamatan Ciseeng;

3. Kecamaltauwwi | i ang;

4 Kecamatan Leuwi sadeng;
5. Kecamatan Nanggung;

6 . Kecamatan Pamijahan;
7 Kecamatan Parung,;

8 Kecamatan Rumpi n; dan
9. Kecamatan Tajurhal ang;
m. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) lainnya
yang melalui:

l1.Kecamatan Cileungsi ;
2. Kecamatan Ciseeng;

3. KecamaGamung Putri

4. KecamaGamung Sjindur
5.Kecamatan Jasinga;

6. Kecamatan Leuwiliang;
7.Kecamatan Nanggung;
8. Kecamatan Pamijahan;
9. Kecamatan Parung,;
l10KecamaPamung Panjang
ll1Kecamatan Rumpi n;
l12Kecamatan Sukajaya; dan
l13Kecamatan Tenjo.

(18) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1 5) huruf b,
Menengah (SUTM) yang melalui :

"eTOSITATTSQTO0Q0 TR

berupa Saluran Udara Tegangan

Kecamatan Babakan Madang;
Kecamatan Bojong Gede ;
Kecamatan Caringin;
Kecamatan Cariu;
Kecamatan Ciampea;
Kecamatan Ciawi;
Kecamatan Cibinong;
Kecamatan Cibungbulang;
Kecamatan Cigombong;
Kecamatan Cigudeg;
Kecamatan Cijeruk;
Kecamatan Cileungsi;
. Kecamatan Ciomas;
Kecamatan Cisarua;
Kecamatan Ciseeng;
Kecamatan Citeureup;
Kecamatan Dramaga;
Kecamatan Gunung Putri ;

s Kecamat ané
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s. Kecamatan Jasinga,;
t. Kecamatan Jonggol;
u. Kecamatan Kemang;
v. Kecamatan Klapanunggal;
w. Kecamatan Leuwiliang;
X. Kecamatan Leuwisadeng;
y. Kecamatan Megamendung;
z. Kecamatan Nanggung;
aa. Kecamatan Pamijahan;
bb. Kecamatan Parung;
cc. Kecamatan Parung Panjang ;
dd. Kecamatan Ranca Bungur ;
ee. Kecamatan Rumpin;
ff. Kecamatan Sukajaya;
gg. Kecamatan Sukamakmur;
hh. Kecamatan Sukaraja;
ii. Kecamatan Tajurhalang;
jl. Kecamatan Tamansari;
kk. Kecamatan Tanjungsari;
ll.  Kecamatan Tenjo; dan
mm. Kecamatan Tenjolaya
(19) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf c,
berada di :
. Kecamatan Babakan Madang;
. Kecamatan Bojong Gede ;
Kecamatan Ciawi;
. Kecamatan Cigudeg;
. Kecamatan Cileungsi;
Kecamatan Ciseeng;
. Kecamatan Citeureup;
. Kecamatan Gunung Putri ;
Kecamatan Jonggol,
Kecamatan Klapanunggal;
Kecamatan Leuwiliang;
Kecamatan Nanggung;
Kecamatan Pamijahan;
. Kecamatan Sukajaya ; dan
. Kecamatan Parung
(20) Pengembangan sistem jaringan energi  sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diprioritaskan untuk penggunaan energi

oS3~ xT T STQ@ 0 Q0T

alternatif ramah lingkungan dan terbaharukan diatur lebih
lanjut berdasarkan ketentuan peraturan perundang -
undangan.

(21) Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum pada
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 30
(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:
a. Jaringan Tetap; dan
b. Jaringan Bergerak.

(2))ari ngané
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(2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

3)

(4)
(5)

(6)

berupa jaringan tetap, meliputi

a.Kecamatan Babakan Madang
b.KecamaBajnong ; Gede
c.Kecamatan Caringin

d. Kecamatan, Cariu
e.Kecamatan C€Ciampea
f.Kecamatan Ci awi
g.Kecamatan Cibinong
h.Kecamatan Cibungbul ang
i .Kecamatan Ciigombong

] .Kecamatan ;Cigudeg

k. Kecamatan ;Ci jeruk

| .KecamacCialneungsi

m. Kecamatan ;Ci omas
n.Kecamatan ;Ci sar ua
o.Kecamatan ;Ci seeng
p.Kecamatan Cjiteureup
g. Kecamatan Dramaga
r.KecamaGamung Putri
s.KecamaGamung S;indur

t . Kecamatan ;Jasi nga
u.Kecamatan ;Jonggol
v.Kecamatan Kemang

w. Kecamatan KIl apanunggal
x.Kecamatan Leuwiliang
y.Kecamatan Leuwi sadeng
z.Kecamatan Megamendung
aaKecamatan Nanggung
bbKecamatan ;Parung
ccKecamaPamung Panjang
ddKecamaRamca Buyungur
eeKecamatan Rumpi n;
ffKkecamatan Sukaraj a
ggKecamatan Tajurhal ang;
hhKecamatan Tamansar.i

i iKecamatan Tanjungsar.i
j j Kecamat an Tdeannj o

z—
=~
P
@
o
Q

maTemj ol ay a

Jaring an bergerak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b
meliputi:

aJaringan Bergedaak Sel ul er;
bJaringan Bergerak Satelit

Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud ayat ( 3)
huruf a berada di seluruh  Kecamatan.

Jaringan Bergerak Satelit sebagaimana dimaksud a yat (3)
huruf b berada di Kecamatan Ranca Bungur dan Kecamatan
Klapanunggal.

Sistem Jaringan Telek omunikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum pada
Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Paragr af

5e
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Paragraf 5
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 31

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 huruf d, berupa prasarana sumber daya air.

(2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud
ayat (1) terdiri atas
a. sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi; dan
b. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota.

(3) Sistem jaringan sumber daya air  lintas provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi WS Cidanau -
Cijujung -Cidurian dan WS Ciliwung -Cisadane .

(4) Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi WS
Citarum .

(5) WS Citarum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan
WS Strategis Nasional.

(6) Sistem jaringan sumber daya air  sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dituangkan dalam sebagaimana tercantum pada
Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

(1) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (1), meliputi:

a. sistem jaringan irigasi  ;
b. sistem pengendalian banjir ; dan
c. Bangunan Sumber Daya Air.

(2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, meliputi
aJdari ngan | ri gdasi Pri mer ;
bJaringan Il rigasi Sekunder

(3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (  2)
huruf a, meliputi:
a. DI lintas kabupaten/kota yang merupakan kewenangan
Pemerintah Pusat, yaitu DI Cipamingkis yang berada di
Kecamatan Jonggol ; dan

b. DI lintas kabupaten/kota yang merupakan kewenangan
Pemerintah Provinsi , meliputi:

1. DI Angke V yang berada di Kecamatan Parung dan
Kecamatan Tajurhalang;

2. DI Cisadane Empang yang berada di Kecamatan
Sukaraja , Kecamatan Bojong Gede , Kecamatan Kemang
dan Kecamatan Ranca Bungur ;

3. DI Parakanjati yang berada di Kecamatan Bojong Gede ;
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4. DI Ciliwung Katulampa yang berada di Kecamatan
Babakan Madang , Kecamatan Ciawi, Kecamatan
Cibinong, dan Kecamatan Sukaraja;

5. DI Cibanon yang berada di Kecamatan Ciawi dan

Kecamatan Sukaraja;

6. DI Bantarjati yang berada di Kecamatan Cibinong dan
Kecamatan Sukaraja;

7. DI Kranji yang berada di Kecamatan Cibinong; dan

8. DI Cibalok yang berada di Kecamatan Ciawi dan
Kecamatan Megamendung

c. DI utuh kabupaten/kota yang merupakan kewenangan

Pemerintah Provinsi , meliputi:

1. DI Cihoe Cikumpeni yang berada di Kecamatan Cariu;
dan

2. DI Sasak yang berada di Kecamatan Ciseeng , Kecamatan
Kemang dan Kecamatan Parung

(4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b, meliputi DI kewenangan Pemerintah Daerah di
seluruh Kecamatan yang  ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

(5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b meliputi:
a.Jaringan Pengendalian Banjir,;
b.bangunan pengendaldiaan banjir
c.Bangunan Sumber Daya Air.

(6) Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) huruf a meliputi:
a. Sungai Cimande yang melintas di Kecamatan Caringin dan

Kecamatan Cijeruk;

b. Sungai Ciliwung yang melintas di

1 KecamaBajpong ; Gede

2 Kecamatan Ci awi

3 Kecamatan Cibinong

4 KecamaCiasnar ua

5 Kecamatan Megadhemdung,;
6 Kecamatan Sukaraj a

c. Sungai Citarik yang melintas di
1 Kecamatan ;Ci seeng
2 KecamaRamca Bungur
3 KecamaGamung S;idmdcur
4 Kecamatan Rumpi n.

d. Sungai Cisadane yang melintas di

l1 Kecamatan Ciampea

2 Kecamatan Ci bungbul ang
3 Kecamatan Dramaga

4 Kecamatan ;Kemang

5 KecamaRamca Buydagnmnur

6 Kecamatan Rumpi n.

e. Sungai é



e.
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Sungai Cibeet yang melintas di :

1 Kecamatan Cariu

2 Kecamatan ;Jonggol

3 Kecamatan Suka@amak mur
4 Kecamatan Tanjungsar.

Sungai Pesanggrahan yang melintas di Kecamatan Bojong
Gede, dan Kecamatan Sukaraja ;

. Sungai Kali Angke yang melintas di Kecamatan Tajurhalang

dan Kecamatan Parung;

. Sungai Cikeas yang melintas di

1 Kecamatan Sukaraja
2 Kecamat an Bwabdaaknagn

3 Kecamatan C;i tcam eup
4 KecamaGamung Putri

. Sungai Cileungsi yang melintas di

1 Kecamatan Babakan Madang
2 Kecamatan Cil eungsi

3 Kecamatan Ciiteureup

4 KecamaGamung Putri

5 Kecamatan KI| apamungagal

6 Kecamatan Swkamakm

. Sungai Cipamingkis yang melintas di Kecamatan Jonggol

dan Kecamatan Sukamakmur;

. Sungai Cihoe yang melintas di Kecamatan Cariu;
. Sungai Cimanceuri yang melintas di Kecamatan Parung

Panjang , dan Kecamatan Rumpin;  dan

. Sungai Cidurian yang melintas di

1 Kecamatan ;Cigudeg
2 Kecamatan ;Jasi nga
3 Kecamatan Nanggung
4 Kecamatan Sdkaj aya
5Kecamatan Tenjo.

(7) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) huruf b meliputi:

a.

b.

Megamendung;

Megamendung;

Bendungan Sulkwamaghi bedadaKecamat an

Bendungan Giaawgi berdaida Kecamat an

.Bendungan Cipgmhggkhediadakecamat an

Jonggol ;

.Bendung ylhmjga bariaKKeca@anhang Putri

.Bendungan OCjamnug ibaalri a e camat an
(rencjana)

.Bendungan Yabgetbediada& ecamat an

(rencjana)

.Bendungan Qiajnyr ebyediad e camat an

(rencana)

Sukaj
Car

Car

h . Bendung.



(8)

(1)

(2)
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h.Bendung Ciyamg abediadkecamatan Babalk
Madarfg enc;ana)

i .Bendung Ciyminndge gbediad 8&ecamat an Cigu
(rencjana)

] .Bendung Ci tyaanignghgedria Keecamat an Babalk
Madarfg enc;ana)

k. Bendung SumyanBabawhnadkacaBabahkan
Madarfg enc;ana)

l .revitalisasi dan rehabilitasi, e mb
daerdhn

m.bangunan peresapan pengendali i mp
dar i sumur resapan dangkal, sumur
kol am resapan, bi opori, kol am r
penampungan ai-r hujan di seluruh
kajian dan ketentuan pemGamgam. per L

Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) huruf ¢ meliputi:

aBendunygt amaCi dur-$Sadongang berdada
Kecamatan Jasi nga;

bBendungan Ciylmalgok berdaida Kecamat an
Megamendung

cBendung Par ajkamg Jadadria dkae c a Bat @am g
Gede

dBendung Angkeg YadariadKecamaijanhal ang
eBSK 3 (Bendungy ®mg abeddigd&ecamat an
Ci seendan

f Bendung Ciksaamsaagha n g bedadaKecamat an
Dr amaga.

Paragraf 6
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 33

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 huruf e, meliputi:

a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);

b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);

c. sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(B3);

d. sistem jaringan persampahan;

e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan

f. sistem drainase.

Sistem jaringan prasarana lainn ya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dituangkan dalam peta sebagaimana tercantu m
pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 34¢
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Pasal 34

(1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, meliputi  jaringan perpipaan.

(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

3)

(4)

aUniAiBaku;
Proddaksi ;
Di stri busi

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud

meliputi:
bUnit
cuUnit

pada ayat (1) meliputi:

a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur
yang berada di :

.Ke
Ke
Ke
.Ke
.Ke
.Ke
.Ke

~No o~ WwWNERE

yang melalui :
l1.Kecamat an
2. Kecamat an;
3.Kecamat an
4 Kecamat an;
5.Keca

6. Kecamat an
7.Kecamat an
8.Kecamat an
9.Kecamat an
l10Kecamat an
l1l1Kecamat an
l12Kecamat an
13KecamaGuam
l14Kecamat an
l15Kecamat an
l16Kecamat an
l17Kecamat an
18Kecamat an
l19Kecamat an
20Kecamat an
21Kecamat an
22Kecamat an
23Kecamat an

c

OO0 000
[ IV R

c

ama
ma
ma
ma

t
t
t
t

a
a
a
a

n Tanjungsar.i
n Cariu

n Sukiamakmur

n Kl apanunggal

maGamung Putri
mat an GCdheungsi

amatan .Jonggol
b. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Karian yang
berada di :
l1.Kecamatan Tenjo

2. KecamaPamung Pjanjang
3.Kecamatan ;Rllampi n

4 KecamaGamung S.indur

Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (  2) huruf a,

Caringin
Cariwu
Ci ampea
Ci awi

maC€ialmi mong

Ci;gombong
;Ci jeruk

Cil eungsi

;Ci omas

;Ci sarua
Citeureup

Dr amaga
ung Putri
;Jonggol

Kl a;panunggal
Megamendung
Rumpi n
Sukaraj a

Taj urhal ang
Tamansari
BVaabdaaknagn

Ci bjungbul ang
;Parung

2 4. Kecamat ané



(5)

(6)
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24KecamaPamung Pjanjang
25Kecamat an;
26Kecamat an

Tdeannj o
Tenjol aya

Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (  2) huruf b ,
yang melalui :

1. Kecamatan Cibinong

2. Kecamalktauwwi I;i ang
3.KecamaPamung Pjanjang

4 . Kecamatan Babakan Madang
5.Kecamatan Cibinong

6. Kecamatan Cibungbul ang
7.Kecamatan Ciigombong

8. Kecamatan ;Ci sarua

9. Kecamatan Dramaga
l10Kecamatan Kl apanunggal
ll1Kecamatan Megamendung
l12KecamalRamca Buyungur
l13Kecamatan Sukaraja
l4Kecamatan Tenjo
l15Kecamatan Ta;j uddamml ang
l16Kecamatan Tenjol aya.
Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (  2) huruf c,
yang melalui :

l.Kecamatan Babakan Madang
2. KecamaBajpnong ; Gede
3.Kecamatan Caringin

4 . Kecamatan, Cariu
5.Kecamatan €Ci ampea

6. Kecamatan Ci awi
7.Kecamatan Cibinong

8. Kecamatan Cibungbul ang
9. Kecamatan Ciigombong
l10Kecamatan ;Cijeruk
ll1Kecamatan Cil eungsi
l12Kecamat an ;Ci omas
13Kecamatan ;Ci sarua
l4Kecamatan ;Ci seeng
l15Kecamatan Ciiteureup
l16Kecamatan Dramaga
l17KecamaGamung ;Putr.i
l18KecamaGamung S;i ndur
19Kecamatan ;Jonggol
20Kecamatan Kemang
21Kecamatan Kl apanunggal
22Kecamatan Leuwiliang
23Kecamatan Leuwi sadeng
24Kecamatan Megamendung
25Kecamatan ;Parung
26KecamaPamung Panjang
27Kecamatan ;Rumpi n
28Kecamatan Sukaraj a
29Kecamatan Ta; uddamml ang
30Kecamatan Tamansar.i

Pasal 35¢é
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Pasal 35

(1) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b meliputi Sistem Pengelolaan
Air Limbah Domestik  (SPALD);
(2) Sistem Pengelolaan Air Limbah  Domestik (SPALD)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
alnstal asi CiSWPIAlL®rag ¢ ber akleac adthiat an
Cibinong

blnstal asi SPALD Ciomas Rahayu (renc
Kecamatan Ci omas

clnstal asi SPALD TI aj uyan gUdh &r a(drae nci
KecamaGamung ;Pudan

dl nstal asi SPALD Bojoywagngegedebe( aeac an
KecamaBajnong . Gede

Pasal 36
Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
sebagaimana dimaksud pada  Pasal 33 ayat (1) huruf c , meliputi
instalasi pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
yang berada di Kecamatan Klapanunggal dan Kecamatan Jonggol
(rencana) .

Pasal 37

(1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (1) huruf d, meliputi:

a. Stasiun Peralihan Antara (SPA);

b. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R);
c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Galuga;
d

. Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS)
Regional Lulut Nambo;  dan

e. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

(2) Stasiun Peralihan Antara (SPA)  sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a berada di seluruh Kecamatan.
(3) Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh
Kecamatan .
(4) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Galuga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kecamatan
Cibungbulang.
(5) Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS)
Regional Lulut Nambo sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d berada di Kecamatan Klapanunggal .
(6) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
aTempat Pengol ahan Sampah Terpadu ( TF
Kecamatan Caringin (rencana);
b Tempat Pengol ahan Sampah Terpadu (TEF
Kecamatan Jasinga (rencana);

C . Tempat . . .
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c Tempat Pengol ahan Sampah Terpadu (TF

Kecamatan K|l apanunggal (rencana) ;

d Tempat Pengol ahan Sampah Terpadu (TF
Kecamatan Jonggol (rencana) ;

eTempat Pengol ahan Sampah Terpadu (TF
KecamaPamung Pé&mngacgna); dan,

f Tempat Pengol ahan Sampah Terpadu (TF
Kecamatan Sukamakmur (rencana).

Pasal 38

(1)Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e, meliputi:
a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
b. Tempat Evakuasi Bencana.

(2)Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diarahkan pada jaringan Jalan lokal, kolektor dan
arteri yang tersebar di seluruh kecamatan melalui
pemasangan rambu -rambu penunjuk arah menuju ruang
evakuasi bencana pada tempat -tempat yang mudah dilihat
dan disesuaikan dengan jenis bencana

(3)Jalur Evakuasi Bencana sebagaimanadimaksud padaayat( 2)
meliputi:
aJal ur EvakuasianBygamigema d:a di

1. Kecamatan, Cariu

. KecamaCiagudeg
.KecamaC€ialneu,ngsi

. Kecamatan ;Ci seeng

. KecamaGamung ;Putr.i
.Kecamatan Giumdurg;
.Kecamatan ;Jasi nga
.Kecamatan Jonggol ;
.Kecamatan K|l apanunggal ;
OKecamatan Leuwisadeng;
l1Kecamatan Nanggung,;
2KecamaRPRamung;
3KecamaPamung Pjanjang
4KecamalRamca Bungur
5KecamaR@mpidngn
6Kecamatan Ta.jur hal ang

al u

Evakuagie nbean dygamage r ad:a di

. Ke mat an Babakan Madang
. Ke maB@jnong ; Gede

. Ke mat an Caringin

. ke mat an Cariu

. Ke mat an Ci ampea,;

. Ke mac€iaa;wi

. Ke
. Ke
. Ke
OKe

mat an Ci binong;

ma€iamungbul ang;

mat an Cigombong;
maC€iagqudeqg;

P OOO~NOOOPDNWDNPFRPURPRRFRPRRPEPRPEPPOONOOMNNWDN
O 0O 0O 000000 O —=0000000000000O00O0

Do LD DYDY DYDY

11. Kecamat ané



1Ke mat an Cijeruk;
2Ke mat an Cil eungsi
3Ke mat an Ci omas,;
4Ke mat an Cisarua,;
5Ke mat an Ciseeng;
6 Ke mat an Cjiteureup

7Ke
8Ke
9Ke
OKe
1Ke
2Ke
3Ke

mat an Dr amaga;
maGamung Putri
mad asni nga;

mat an Jonggol ;
mat an Kemang,;
makKlampanunggal ;
mat an Leuwiliang;

4Ke mat an Leuwi sadeng;
5Ke mat an Megamendung;
6 Ke mat an Nanggung,
7Ke mat an Pamijahan;

8Ke
9Ke
OKe

mat an Parung;
maRPamung Panjang
maRamca Bungur

WWNNNNMNNMNNNNNRPRRPRRRERRR

DO DY YOO DYDY YOO DYDY YOO OOD

c

c

c

o

c

c

o

c

c

o

c

c

o

c

o

o

c

o

o

c
l1Kecamatan Rumpi n;
32Kecamatan Sukajaya,;
33Kecamatan Sukamakmur ;
34Kecamat am &;uka
35Kecamatan Tajur hal ang;
36Kecamatan Tamansar.i ;
37Kecamatan Tamrmjamngsar.i ;
38Kecamatan Tenjo
Jalur EvakuagierB&mmaytaanigpeh ada di
1. Kecamatan Babakan Madang,;
2. KecamaBajnong ; Gede
3. Kecamatan Caringin;
4. kecamatan Cari u;
5. Kecamatan Ci ampea,;
6. Kecamatan Cibinong;
7. Kecamatan Cibungbul ang;
8. Kecamatan Cigombong;
9. Kecamatan Cigudeg;
l10Kecamatan Cijeruk;
ll1Kecamatan Cisarua;
l12Kecamatan Ciseeng;
13Kecamatan Ci omas;
l4Kecamatan Citeureup;
l15Kecamatan Dr amaga,
l16KecamaGamung Putri
l7Kecamatan Jasinga;
18Kecamatan Jonggol ;
19Kecamatan Kemang,
20Kecamatan Klapanunggal ;
21Kecamatan Leuwiliang;
22Kecamatan Leuwi sadeng;

2 3. Kecamat ané



23Ke
24Ke
25Ke

2
2

6 Ke
7 Ke

28Ke
29Ke

3
3
3
3

OKe
1Ke
2Ke
3Ke

34Ke

3
dJ

o~NO O, WN B

9
1
1
1

5Ke
al u
. Ke
. Ke
. Ke
. Ke
. Ke
. Ke
. Ke
. Ke
. Ke
OKe
1Ke
2Ke

OO0 000000000 000000000O0O0O00O0
DYV DY DY OY®Y DYDY OO®Y DYDY OD

(@]
Q
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mat an Megamendung;
mat an Nanggung,
maRPami j ahan;

mat an Parung;
maRPamung Panjang
maRamca Bungur

mat an Rumpi n;

mat an Sukaj aya;
mat an Sukamakmur ;
mat a majaéS;u k a

mat an Tamansari ;
mat an Tanjdiaargsar i
mat an Tenjo
EvakuadietRgamamagy ambger ad:a di
mat an Ci ampea;

mat an Ci bungbul ang;
mat an Ci gombong;
matan Cijeruk;
matan Ciseeng;

mat an Ci omas;

mat an Dr amaga;
matan Leuwiliang;
mat an Pamijahan;
mafRamca Buyungur

mat an ;Rllampi n

mat an Tamansar.i

(4)Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, berada di seluruh

penyediaan

(5) Tempat

1.
2.
3.

Kecamatan melalui

ruang yang dapat digunakan untuk Ruang
Tempat Evakuasi Bencana  dengan ketersediaan sumber air
bersih dan listrik yang memadai melalui pemanfaatan fasilitas

umum dan sosial setempat yang ada.

Bencana sebagaimana dimaksud pada

Evakuasi
ayat (4) yang meliputi :
aTempBvakuasi Bbeamcyaarmdge r a d Ee da mat an

Kecamat an
KecamaRPamunagn jPang; dan
KecamaRampij n

;Ci seeng

bTempBvakuas:i Bjeemtpaan abyuamige r a d;a  d i
mat an
ma€iago mbong
maC€iasar ua
mabDraamaga

R OO0 ~NOoO Ol WN P

. Ke
. Ke
. Ke
. Ke
. Ke
. Ke
. Ke
. Ke
. Ke
OKe

O 0O 0O 0000000
LY Y DD DD DD

a

Cibinong;

matan Jasinga;
mat an Kemang;
mat an K|l apanunggal ;
malt eamwi sadeng,;
mat an Megamendung;
matan Parung;

11. Kecamat an.
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. Ke
. Ke
. Ke

(6) Pengembangan

c

c

o o
L

c

Mo OO0 000 000000000000 O0

a

a
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lKecamaRamca Bungur
2Kecamatan Rumpi n
3Kecamatan Sukaraja; dan
4K e
empEv
. Ke
. Ke
. Ke
. Ke
. Ke
. Ke
. Ke
. Ke
. Ke
OKe
1Ke
2Ke
3Ke
4Ke
5Ke
6Ke
7Ke
8Ke
9Ke
OKe
emp

mat an Tamansar.i
akuasi Blenahkhtamnglmnlger ada di

maB@jnong ; Gede

mat an Ci ampea;

mat an Ci binong;

mat an Ci bungbul ang;
mat an Cigombong,;
mat an Cijeruk;
maCiamma s ;

mat an Cisarua,;

mat an Dr amaga;

mat an Jasinga;

mat an Kemang,;

mat an Kl apanunggal ;
malt emwi sadeng;

mat an Megamendung;
mat an Parung;
maRamca Bungur

mat an Rumpi n;

mat an Sukajaya;

ma tuakna rSd ja a ;

matan Tamansar.i ;
akuasi B eencuassman g uy a mbge raapdia
mat an Cigombong,;
mat an @Gaper uk;

mat an Tamansar.
sistem  jaringan evakuasi  bencana

dilaksanakan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang -
undangan.

Pasal 39

(1)Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 33 ayat
(1) huruf f, meliputi:

a. Jaringan Drainase Primer;  dan
b. Jaringan Drainase Sekunder

(2)Jaringan

DO QO T

.Ke
.Ke
.Ke
.Ke
.Ke
.Ke

c

OO 000
L oYY YD

Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurufa yang melalui :

maBama kMaxdang

maB@jnong ; Gede

matan Caringin

mat an Cariu

mat an €i ampea

mat an Ci awi

a

g. Kecamat an

é
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g. Kecamatan Cibinong
h. Kecamatan Ci bjungbul ang
i . Kecamatan Ciigombong
] Kecamatan ;Cigudeg

k. Kecamatan ;Ci jeruk

I KecamaCialneungsi

m. Kecamatan ;Ci omas

n. Kecamatan ;Ci sarua

o. Kecamatan ;Ci seeng

p. Kecamatan Ciiteureup
g. Kecamatan Dramaga

r. KecamaGamung Putri
s. KecamaGamung Sjindur
t. Kecamatan ;Jasinga

u. Kecamatan ;Jonggol

v. Kecamatan ;Kemang

w. Kecamatan Leuwiliang
Xx. Kecamaltawmwi sgdeng

y. Kecamatan Megamendung
z. Kecamatan Nanggung
aa.Kecamatan Pamijahan
bb.Kecamatan ;Parung

cc . KecamaPamung Pjanjang
dd KecamaRamca Buyungur
ee.KecamaRampj n

ff Kecamatan Sukajaya
gg.Kecamatan Sukiamakmur
hh Kecamatan Sukaraja
ii KecamaTajnur hal ang

] ] Kecamatan Tamansar.i
kk Kecamatan Tanjungsar.
|l I Kecamatand@aenj o
mm.Kecamatan Tenjol aya

(3)Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b berada di seluruh  kecamatan.

BAB Ve
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BAB V
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 40
(1)Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (2) huruf ¢ meliputi:
a. Kawasan Lindung ; dan
b. Kawasan Budi Daya

(2)Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala
1:50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran X yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 41
Paragraf 1
Umum
Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat
(1) huruf a , meliputi:
a. Badan Air;

b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan
bawahan;

c. Kawasan Perlindungan Setempat;
d. Kawasan konservasi ; dan
e. Kawasan lindung geologi.

Paragraf 2
Badan Air
Pasal 42

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a
dengan luas kurang lebih 3. 581 (tiga ribu lima ratus delapan
satu) hektare tersebar di seluruh Kecamatan.

Paragraf 3

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap
Kawasan Bawahannya
Pasal 43
Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan
bawahann ya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b,
berupa Kawasan Hutan Lindung (HL) dengan luas kurang lebih
3.692 (tigaribu enamratus sembilan puluh du a) hektare berada
di:
a. Kecamatan Leuwiliang;
b. Kecamatan Nanggung; dan

c. Kecamatan Sukajaya.

Paragr af
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Paragraf 4
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 44

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 huruf ¢ dengan luas kurang lebih 1.337 (seribu tiga
ratus tiga puluh tujuh ) hektare berada di:

a. Kecamatan Cariu;

Kecamatan Ciawi;

Kecamatan Cisarua,
Kecamatan Sukamakmur; dan
Kecamatan Tanjungsari.

® oo o

Paragraf 5
Kawasan Konservasi
Pasal 45

Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
huruf d, meliputi:

a. Kawasan suaka alam; dan
b. Kawasan pelestarian alam.

Pasal 46

Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
hurufa berupa Cagar Alam dengan luas kurang lebih 164  (seratus
enam puluh empat) hektare , meliputi:

a. Cagar Alam Dungus lwul di Kecamatan Jasinga;

b. Cagar Alam Talaga Warna di Kecamatan Cisarua,

c. Cagar Alam Yanlappa di Kecamatan Jasinga dan Kecamatan
Tenjo; dan

d. Cagar Alam Arca Domas di Kecamatan Megamendung.

Pasal 47

(1) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 huruf b, meliputi:

a. Taman Nasional; dan
b. Taman Wisata Alam.

(2) Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dengan luas kurang lebih ~ 35.801 (tiga puluh lima ribu delapan
ratus satu ) hektare , meliputi:

a. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dengan luas
kurang lebih  7.217 (tujuh ribu dua ratus tujuh belas)
hektare berada di:

.Kecamatan Caringin
.Kecamatan Ci awi
.Kecamatan Cigombong;
.Kecamat an ;@iasnar ua
.Kecamatan Megamendung

abrhwnN kR

b . Tamané



3)

(4)

(5)

(6)

-54-

b. Taman Nasional Gunung Halimun Salak dengan luas
kurang lebih 28.584 (dua puluh delapan ribu lima ratus
delapan puluh empat ) hektare berada di:

1. Kecamatan Ciigombong
2. Kecamatan Cigudeg;
3.Kecamatan ;Cijeruk

4. Kecamatan ;Jasi nga
5.Kecamatan Leuwiliang
6. Kecamatan Nanggung
7.Kecamatan Pamijahan
8. Kecamatan Sukajaya
9. Kecamatan Tadmamsar i
l10Kecamatan Tenjol aya.

Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dengan luas kurang lebih 467 (empat ratus enam
puluh tujuh) hektare , meliputi:

a. Taman Wisata Alam Gunung Pancar dengan luas kurang
lebih 463 (empat ratus enam puluh tiga) hektare yang
berada di Kecamatan Babakan Madang;  dan

b. Taman Wisata Alam Talaga Warna dengan luas kurang
lebih 4 (empat ) hektare yang berada di Kecamatan Cisarua;

Kawasan di Daerah yang berdasarkan ketentuan peraturan
perundang -undangan di bidang kehutanan ditetapkan
sebagai Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), tetapi berdasarkan penetapan garis batas berada di
luar kawasan hutan dan pemanfaatannya sebagai
Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Pariwisata, Kawasan
Permukiman Perdesaan dan Kawasan Permukiman Perkotaan
ditetapkan sebagai zona tunda (holding zone ).

Luas Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) mencakup luasan zonatunda (holding zone ).

Zona tunda ( holding zone ) sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dengan luas kurang lebih 51 (lima puluh satu) hektare,
terdiri dari:

a. Taman Wisata Alam/Kawasan Tanaman Pangan dengan
luas kurang lebih 1 (satu) hektare yang berada di
Kecamatan Babakan Madang;

b. Taman Wisata Alam/Kawasan Pariwisata dengan luas
kurang lebih 2 (dua) hektare yang berada di Kecamatan
Babakan Madang;

c. Taman Wisata Alam/Kawasan Permukiman Perdesaan
dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektare yang b erada di
Kecamatan Babakan Madang dan Kecamatan Rumpin; dan

d. Taman Wisata Alam/Kawasan Permukiman Perkotaan
dengan luas kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) hektare
yang berad a di Kecamatan Babakan Madang.

Paragr af
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Paragraf 6
Kawasan Lindung Geologi
Pasal 48

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
huruf e berupa Kawasan Keunikan Bentang Alam dengan luas
kurang lebih 152 (seratus lima puluh dua) hektare berada di:

a. Kecamatan Ciampe a;

b. Kecamatan Cibungbulang;
c. Kecamatan Cigudeg; dan
d. Kecamatan Klapanunggal .

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya
Paragraf 1
Umum
Pasal 49

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
ayat (1) huruf b meliputi:

a. kawasan hutan produksi;

b. kawasan pertanian;

c. kawasan perikanan;

d. kawasan pertambangan dan energi;

e. Kawasan Peruntukan Industri;

f. Kawasan Pariwisata;

g. Kawasan Permukiman; dan

h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
Paragraf 2

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 50

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49

huruf a meliputi:
a. Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
b. Kawasan Hutan Produksi Terbatas.

Pasal 51

Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 huruf a dengan luas kurang lebih 21.8 47 (dua puluh
satu ribu delapan ratus ~ empat puluh tujuh ) hektare berada di:

Kecamatan Babakan Madang;
Kecamatan Cariu;

Kecamatan Ciampea;
Kecamatan Cibungbulang;
Kecamatan Cigudeg;
Kecamatan Cisarua;

-
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g. Kecamatan Jasinga;
Kecamatan Klapanunggal;
Kecamatan Leuwiliang;
Kecamatan Leuwisadeng;
Kecamatan Megamendung;
Kecamatan Nanggung;

. Kecamatan Parung Panjang ;
Kecamatan Rumpin;
Kecamatan Sukajaya;
Kecamatan Sukamakmur;
Kecamatan Tanjungsari; dan
Kecamatan Tenjo.

~e T o353 T AT

Pasal 52

(1) Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 huruf b dengan luas kurang lebih 16.171
(enam belasribu seratus tujuh puluh  satu) hektare berada di:

a. Kecamatan Babakan Madang;
Kecamatan Cigudeg;
Kecamatan Citeureup;
Kecamatan Jonggol,
Kecamatan Klapanunggal;
Kecamatan Leuwisadeng;
Kecamatan Megamendung;
Kecamatan Nanggung;
Kecamatan Rumpin;

J. Kecamatan Sukamakmur; dan
k. Kecamatan Tanjungsari.

(2)Kawasan di Daerah yang berdasarkan ketentuan peraturan
perundang -undangan di bidang kehutanan ditetapkan
sebagai Hutan Produksi Terbatas sebagaima na dimaksud
pada ayat (1), tetapi berdasarkan penetapan garis batas
berada di luar kawasan hutan dan pemanfaatannya sebagai
Kawasan Perkebunan ditetapkan sebagai zonatunda (holding
zone).

(3)Luas Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) mencakup luasan zonatunda (holding
zone).

(4)Zona tunda ( holding zone ) sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) seluas kurang lebih 270 (dua ratus tujuh puluh ) hektare,
berupa Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perkebunan
berada di Kecamatan Klapanunggal

Se@ "o oo0cC
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Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 53
Kawaspenrt ani an sebagai mana Pdismd®sud d
huruf b mel i puti
a. Kawasan Tanaman Pangan;
b. Kawasan Hortikultura;
c. Kawasan Perkebunan; dan
d. Kawasan Peternakan.

Pasal 54

(1) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 hurufa dengan luas kurang lebih 37. 706 (tiga puluh
tujuh ribu tujuh ratus enam) hektare berada di:

Kecamatan Babakan Madang;
Kecamatan Caringin;
Kecamatan Cariu;

Kecamatan Ciampea;
Kecamatan Ciawi;

Kecamatan Cibungbulang;
Kecamatan Cigombong;
Kecamatan Cigudeg;
Kecamatan Cijeruk;
Kecamatan Cileungsi;
Kecamatan Ciomas;
Kecamatan Cisarua
Kecamatan Ciseeng;
Kecamatan Citeureup;
Kecamatan Dramaga;
Kecamatan Gunung Putri ;
Kecamatan Gunung Sindur ;
Kecamatan Jasinga;
Kecamatan Jonggol,
Kecamatan Kemang;
Kecamatan Klapanunggal;
Kecamatan Leuwiliang;
Kecamatan Leuwisadeng;
Kecamatan Megamendung;
Kecamatan Nanggung;
Kecamatan Pamijahan;

aa. Kecamatan Parung Panjang ;
bb. Kecamatan Ranca Bungur ;
cc. Kecamatan Rumpin;

Se@ "0 o0 T
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dd. Kecamatan Sukajaya;
ee. Kecamatan Sukamakmur;
ff. Kecamatan Tamansari;
gg. Kecamatan Tanjungsari;
hh. Kecamatan Tenjo; dan

ii. Kecamatan Tenjolaya.

(20nt uk menj amin per wuj udan Kawas a
sebagai mana di maksud pada ayat (1)
Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B
|l ebih 38.189 (tiga puluh del apan rib
sembi hak}) ar e.

(3Wawasan Pertani an Pangan Ber kel a
sebagai mana di maksud pada ayat (2) me
penetapan LP2B dan LCP2B dalam pen)
detail tata ruang.

Pasal 55
Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53

huruf b dengan luas kurang lebih 1

ratus tiga belas) hektare berada di:

a.

@ o ao0cCT

—x‘— -

XN Xs<ETOSQTOS3

Kecamatan Babakan Madang;
Kecamatan Caringin;
Kecamatan Cariu;
Kecamatan Ciampea;
Kecamatan Ciawi;
Kecamatan Cibungbulang;
Kecamatan Cigombong;
Kecamatan Cigudeg;
Kecamatan Cijeruk;
Kecamatan Cisarua;
Kecamatan Ciseeng;
Kecamatan Citeureup;
Kecamatan Jasinga;
Kecamatan Jonggol,
Kecamatan Kemang;
Kecamatan Leuwiliang;
Kecamatan Leuwisadeng;
Kecamatan Megamendung;
Kecamatan Nanggung;
Kecamatan Pamijahan;
Kecamatan Parung Panjang ;
Kecamatan Ranca Bungur ;
Kecamatan Rumpin;
Kecamatan Sukajaya;
Kecamatan Sukamakmur;

5.813 (lima belas ribu delapan

z Kecamat ané
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z. Kecamatan Sukaraja;
aa. Kecamatan Tamansari;
bb. Kecamatan Tanjungsari;
cc. Kecamatan Tenjo; dan
dd. Kecamatan Tenjolaya.

Pasal 56
Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 53

huruf ¢ dengan luas kurang lebih 29.777 (dua puluh sembilan
ribu tujuh ratus tuju  h puluh tujuh ) hektare berada di:

a. Kecamatan Babakan Madang;
Kecamatan Caringin;
Kecamatan Cariu;
Kecamatan Ciawi;
Kecamatan Cibungbulang;
Kecamatan Cigombong;
Kecamatan Cigudeg;
Kecamatan Cijeruk;
Kecamatan Cisarua;
Kecamatan Ciseeng;
Kecamatan Citeureup;
Kecamatan Jasinga;
Kecamatan Jonggol,
Kecamatan Kemang;
Kecamatan Klapanunggal;
Kecamatan Leuwiliang;
Kecamatan Leuwisadeng;
Kecamatan Megamendung;
Kecamatan Nanggung;
Kecamatan Pamijahan;
Kecamatan Parung Panjang ;
Kecamatan Ranca Bungur ;
Kecamatan Rumpin;
Kecamatan Sukajaya;
Kecamatan Sukamakmur;
Kecamatan Sukaraja;

. Kecamatan Tamansari;

. Kecamatan Tanjungsari;

. Kecamatan Tenjo; dan

. Kecamatan Tenjolaya.

S@ ™o oo
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Pasal 57
Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 53

huruf d dengan luas kurang lebih 665 (enam ratus enam puluh

lima) hektare berada di:
a. Kecamatan Cibungbulang;
b. Kecamatan Cigudeg;

c Kecamat ané
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Kecamatan Cijeruk;
Kecamatan Leuwiliang;
Kecamatan Pamijahan;
Kecamatan Parung Panjang ;
Kecamatan Rumpin;
Kecamatan Tamansari;
Kecamatan Tanjungsari; dan

. Kecamatan Tenjo.

S@ ™0 oo
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Paragraf 4
Kawasan Perikanan
Pasal 58

Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
huruf ¢ berupa Kawasan Perikanan Budi Daya dengan luas
kurang lebih 992 (sembilan ratus sembilan puluh  dua) hektare
berada di:

a. Kecamatan Cijeruk;

b. Kecamatan Ciseeng;
c. Kecamatan Gunung Sindur ;
d. Kecamatan Kemang;
e. Kecamatan Pamijahan;
f. Kecamatan Parung;
g. Kecamatan Ranca Bungur ; dan
h. Kecamatan Tenjolaya.
Paragraf 5
Kawasan Pertambangan dan Energi
Pasal 59

(1) Kawasan pertambangan dan energi  sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 huruf d  berupa kawasan pertambangan
mineral .

(2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan
dengan luas kurang lebih 1.337 (seribu tiga ratus tiga puluh
tujuh) hektare berada di:

Kecamatan Cariu;

Kecamatan Cigudeg;
Kecamatan Citeureup;
Kecamatan Jasinga;
Kecamatan Nanggung;
Kecamatan Parung Panjang ;
Kecamatan Rumpin; dan
Kecamatan Tenjo.

S@ "o a0 o
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Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 60
Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam
dalam Pasal 49 huruf e dengan luas kurang lebih 9.2 78
(sembilan ribu dua ratus tujuh  puluh delapan ) hektare berada
di:
a. Kecamatan Babakan Madang ;
Kecamatan Caringin;
Kecamatan Ciawi;
Kecamatan Cibinong ;
Kecamatan Cigombong;
Kecamatan Cileungsi;
Kecamatan Citeureup;
Kecamatan Gunung Putri ;
Kecamatan Gunung Sindur ;
Kecamatan Jonggol;
Kecamatan K emang;
Kecamatan Klapanunggal;
. Kecamatan Parung;
Kecamatan Parung Panjang ;
Kecamatan Sukaraja; dan
Kecamatan Tenjo .

Se@ "o oo00
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Paragraf 7
Kawasan Pariwisata
Pasal 61

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal
49 huruf f dengan luas kurang lebih 8.105 (delapan ribu seratus
lima ) hektare berada di:

a. Kecamatan Babakan Madang;
Kecamatan Caringin;
Kecamatan Cariu;

Kecamatan Cigombong
Kecamatan Cileungsi;
Kecamatan Cisarua;
Kecamatan Citeureup;
Kecamatan Jonggol;
Kecamatan Megamendung;
Kecamatan Nanggung;

k. Kecamatan Parung Panjang ;
|. Kecamatan Sukajaya,;

Se@ "o a0y
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m. Kecamatan Sukamakmur;

n. Kecamatan Sukaraja;

0. Kecamatan Tamansari,

p. Kecamatan Tanjungsari ; dan
g. Kecamatan Tenjolaya.

Paragraf 8
Kawasan Permukiman
Pasal 62

Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
huruf g meliputi:

a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
b. Kawasan Permukiman Perdesaan.

Pasal 63
(1) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 62 huruf a dengan luas kurang lebih 91.682

(sembilan puluh  satu ribu enam ratus delapan puluh dua )
hektare berada di :

a. Kecamatan Babakan Madang;
Kecamatan Bojong Gede ;
Kecamatan Caringin;
Kecamatan Cariu;
Kecamatan Ciampea;
Kecamatan Ciawi;
Kecamatan Cibinong;
Kecamatan Cibungbulang;
Kecamatan Cigombong;
Kecamatan Cigudeg;
Kecamatan Cijreuk;
Kecamatan Cileungsi;

. Kecamatan Ciomas;
Kecamatan Cisarua;
Kecamatan Ciseeng;
Kecamatan Citeureup;
Kecamatan Dramaga,;
Kecamatan Gunung Putri ;
Kecamatan Gunung Sindur ;
Kecamatan Jasinga;
Kecamatan Jonggol;
Kecamatan Kemang;
Kecamatan Klapanunggal;
Kecamatan Leuwiliang;
Kecamatan Leuwisadeng;
Kecamatan Megamendung;

e
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bb.
cc.
dd.
ee.

ff.

gg.
hh.

i.
]

kk.

mm.
nn.
(2) Kawasan Permukiman Perkotaan
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Kecamatan Nanggung;
Kecamatan Pamijahan;
Kecamatan Parung;
Kecamatan Parung Panjang ;
Kecamatan Ranca Bungur ;
Kecamatan Rumpin;
Kecamatan Sukajaya;
Kecamatan Sukamakmur;
Kecamatan Sukaraja;
Kecamatan Tajurhalang;
Kecamatan Tamansari;
Kecamatan Tanjungsari
Kecamatan Tenjo; dan
Kecamatan Tenjolaya.

sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dikembangkan sebagai kawasan

berorientasi transit
undangan dan ditetapkan lebih lanjut

Bupati .

Pasal 64

sesuai dengan ketentuan perundang -
dengan peraturan

Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
belas ribu sembilan ratus lima puluh enam) hektare berada di:

Kecamatan Babakan Madang;
Kecamatan Caringin;
Kecamatan Cariu;
Kecamatan Ciampea;
Kecamatan Ciawi;
Kecamatan Cibungbulang;
Kecamatan Cigombong;
Kecamatan Cigudeg;
Kecamatan Cijeruk;
Kecamatan Ciomas;
Kecamatan Cisarua;
Kecamatan Ciseeng;
Kecamatan Citeureup;
Kecamatan Dramaga;
Kecamatan Jasinga;
Kecamatan Jonggol;
Kecamatan Kemang;
Kecamatan Klapanunggal,
Kecamatan Leuwiliang;

a.

® =~ 27T O >
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62 huruf b dengan luas kurang lebih

19.9 56 (sembilan
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Kecamatan Leuwisadeng ;
Kecamatan Megamendung ;
Kecamatan Nanggung ;

. Kecamatan Pamijahan ;
Kecamatan Parung Panjang ;
Kecamatan Ranca Bungur ;
Kecamatan Rumpin;

aa. Kecamatan Sukajaya;

bb. Kecamatan Sukamakmur;
cc. Kecamatan Sukaraja;

dd. Kecamatan Tamansatri;
ee.Kecamatan Tanjungsari
ff. Kecamatan Tenjo; dan
gg.Kecamatan Tenjolaya .

N< Xz <™

Paragraf 9
Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Pasal 65

(1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 huruf h dengan luas kurang lebih 656 (enam
ratus lima puluh enam) hektare berada di :

a. Kecamatan Cigombong;
Kecamatan Citeureup;
Kecamatan Kemang;
Kecamatan Rumpin; dan
e. Kecamatan Sukaraja
(2) Lokasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaiman a
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Komando Distrik Militer ~ 0621/Kabupaten Bogor  yang berada
di Kecamatan Cibinong ;
b. Indonesian Peace and Security Center  (IPSC) yang berada di
Kecamatan Citeureup ;
c. Batalyon Polisi Militer ~ TNI AD yang berada di Kecamatan
Jonggol ;
d. Batalyon Artileri Medan 10 , Bradjamusti yang berada di
Kecamatan Sukaraja ;

oo o

e. Batalyon Perbekalan dan Angkutan | Divisi Infanteri |
Komando Strategi Angkatan Darat yang berada di Kecamatan
Cibinong ;

f. Batalyon Kesehatan |, Komando Strategi Angkatan Darat
yang berada di Kecamatan Sukaraja ;

g. Batalyon 23 Komando Pasukan Khusus yang berada di

Kecamatan Kemang ;

h. Lapangan Udara TNI AU Atang Sendjaja yang berada di
Kecamatan Kemang;

i Daer ah
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i. Daerah Latihan Militer Komando Pasukan Khusus Ciampea
yang berada di Kecamatan Cibungbulang;

j. Daerah Latihan Militer, Komando Pasukan Khusus Galuga
yang berada di Kecamatan Cibungbulang;

k. Badan Pendidikan dan Latihan Bela Negara, Kementerian
Pertahanan yang berada di Kecamatan Rumpin ;

|. Batalyon 14 Komando Pasukan Khusus yang berada di
Kecamatan Kemang ;

m. Lapangan Terbang TNI AU Rumpin yang berada di
Kecamatan Rumpin ;

n. Kantor Kepolisian Resor Bogor  yang berada di Kecamatan
Cibinong ;

0. Pusat Laboratorium Forensik, Badan Reserse Kriminal
Sentul yang berada di Kecamatan Babakan Madang;

p. Pusat Penelitan dan Pengembangan, Markas Besar
Kepolisian yang berada di Kecamatan Bojong Gede ;

g. Sekolah Pendidikan Polisi Negara (SPN) Lido  yang berada di
Kecamatan Cigombong ; dan

r. Kawasan Pertahanan dan Keamanan lainnya yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 66
(l1Kawassdamategbagai mana di m&Plhs®dyddl am
(2) huruf d meliputi
a. Kawasan strategis nasional; dan
b. Kawasan Strategis Daerah.

(2BPenet alpava s ssinr at egi s sebagai mana di ma
ayat (1) dituaetgkahenm@dram i ngkat kete
1:50. 000 sebagai mana tercanltyuamgdal an
merupakan bagian tidak terpisahkan d

i ni
Bagian Kedua
Kawasan Strategis Nasional
Pasal 67
(1Kawassatnr ase@si onal sebagai mana di mak

Pas®&lbayat (1) huruf a, meliputi

a. Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang,
Bekasi -Puncak, Cianjur termasuk Kepulauan Seribu yang
merupakan kawasan strategis nasional dari sudut
kepentingan ekonomi yang terdiri atas DKI Jakarta sebagai
kawasan perkotaan intt dan  kawasan perkotaan di
sekitarnya yang membentuk kawasan metropolitan;

b Kawasané
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b. Kawasan Pusat Teknologi Satelit dan Pusat Teknologi
Penerbangan Rumpin yang merupakan kawasan strategis
nasional dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber
daya alam dan Teknologi Tinggi; dan

c. Kawasan Stasiun Telecommand Rancabungur yang
merupakan kawasan strategis nasional dari sudut

kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan
teknologi tinggi.
(2Kawaspenr kot aan di sekit ardiyma ksseubda g a |

pada ayat (ylgndubbaiurfada di Daerah ter

a. Kawasan Perkotaan Cibinong dengan fungsi utama pusat
pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, pusat
perdagangan dan jasa skala regional, pusat pendidikan
dan penelitian, pusat pelayanan sistem angkutan umum
penumpang , dan angkutan barang regional dan pusat
pelayanan olahraga skala nasional dan regional; dan

b. Kawasan Perkotaan Cileungsi, dengan fungsi utama pusat
pemerintahan kecamatan, pusat kegiatan industri, pusat
kegiatan perdagangan dan jasa skala regional, pusat
kegiatan pariwisata , dan pusat pelayanan sistem angkutan
umum penumpang dan angkutan barang regional.

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Daerah
Pasal 68

Kawasan Strategis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
66 ayat (1) huruf b, meliputi:

a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan
ekonomi;

b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya,;

c. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan
sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan

d. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya
dukung lingkungan hidup.

Pasal 69
(1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan
ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a,

meliputi:
a. Kawasan Strategis Daerah  Sport Center Pakansari yang
berada di Kecamatan Cibinong; dan

b. Kawasan Strategis Daerah Koridor Poros Tengah Timur
berada di:

1. Kecamatan Babakan Madang;
Kecamatan Catriu;

Kecamatan Citeureup;
Kecamatan Sukamakmur; dan
Kecamatan Tanjungsari.

a s DN
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(2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, berupa
Kawasan Strategis Daerah Pengobatan Alternatif dan Budaya
Pencak Silat Cimande yang berada di Kecamatan Caringin.

(3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan
sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 68 huruf c, berupa IPB University
Town vyang berada di Kecamatan Dramaga, Kecamatan
Ciampea dan Kecamatan Ranca Bungur .

(4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya
dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 68 huruf d, meliputi:

a. Kawasan Strategis Daerah Puncak berada di:
1. Kecamatan Ciawi;
2. Kecamatan Cisarua; dan
3. Kecamatan Megamendung;

b. Kawasan Strategis Daerah  Geopark Nasional Bogor Halimun
Salak berada di:

1. Kecamatan Leuwiliang;
Kecamatan Nanggung;
Kecamatan Pamijahan;
Kecamatan Sukajaya;
Kecamatan Tamansari; dan
6. Kecamatan Tenjolaya.

c. Kawasan Strategis Daerah Pertambangan Rumpin da n
Cigudeg berada di:

1. Kecamatan Rumpin;

2. Kecamatan Parung Panjang ;
3. Kecamatan Tenjo; dan

4. Kecamatan Cigudeg.

d. Kawasan Strategis Daerah Kerenta nan Mata Air Ciburial
berada di :

1. Kecamatan Ciomas; dan
2. Kecamatan Tamansatri.

a s oD

Pasal 70

Kawasan Strategis Daerah  Sport Center Pakansari sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a, bertujuan
mewujudkan kawasan olahraga berskala nasional dan
internasional yang terintegrasi dengan pusat penelitian dan
wisata perkotaan dengan arahan pengembangan  meliputi:

a. pengembangan kawasan olahraga terpadu yang lengkap dan
berstandar internasional;

b. pengembangan daya dukung kawasan melalui perlindungan
sumber daya air, penataan  drainase, pengelolaan
persampahan , dan penyediaan RTH;

cpengembanganeé
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c. pengembangan konektivitas dan aksesibilitas kawasan secara
efisien dan ramah lingkungan melalui pemanfaatan teknologi
cerdas; dan

d. pengembangan jalur wisata perkotaan dengan memanfaatkan
ketersediaan ruang publik, event budaya, teknologi , dan
olahraga serta aktivitas ekonomi yang berkembang.

Pasal 71
Kawasan Strategis Daerah Koridor Poros Tengah Timur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b

bertujuan mewujudkan koridor kawasan pariwisata baru yang
handal, bernilai ekonomi tinggi dengan tetap menjaga kelestarian
lingkungan dengan arahan pengembangan meliputi:

a. pengembangan koridor  Jalan alternatif secara tertata dan
terkendali melalui instrumen pengendalian yang ketat;

b. pengembangan kawasan pariwisata alam dan buatan di
sepanjang koridor Jalan secara terkendali dan teratur dengan
didukung oleh penyediaan permukiman yang seimbang; dan

c. pengendalian dampak lingkungan melalui upaya penyediaan
kawasan hijau yang seimbang, perlindungan dan penguatan
lahan dengan resiko bencana tinggi serta pengembangan
mitigasi bencana berbasis komunitas.

Pasal 72
Kawasan Strategis Daerah Pengobatan Alternatif dan Budaya
Pencak Silat Cimande sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69

ayat (2) bertujuan mewujudkan kawasan pelestarian budaya
melalui pengembangan pusat kebudayaan dan pengobatan
alternatif yang terpadu dengan kawasan permukiman setempat
dengan didukung oleh sarana dan prasarana pendukung yang
berkualitas dengan a rahan pengembangan meliputi:

a. pengembangan pusat kebudayaan dan pengobatan alternatif
yang berbasis pada keunikan sejarah dan budaya;

b. penataan permukiman yang didukung oleh sarana dan
prasarana yang berkualitas; dan

c. pengembangan infrastruktur yang mendukung promosi
kawasan.

Pasal 73

Kawasan Strategis Daerah IPB University Town sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) bertujuan mewujudkan
kawasan pendidikan tinggi yang didukung dengan infrastruktur
yang handal dan berwawasan lingkungan dengan arahan
pengembangan meliputi:

a. penataan pengembangan kawasan Kampus IPB yang
terintegrasi dengan permukiman penduduk di sekitarnya;

b. penyediaan infrastruktur transportasi yang berkualitas dan
handal yang terhubung dengan simpul regional;

c. pengembangan sentra inkubasi bisnis yang berbasis pada
pengembangan produk lokal; dan

dperlindunganté
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d. perlindungan konservasi sumber daya air dan lingkungan yang
terpadu dengan pemanfaatan wisata.

Pasal 74

Kawasan Strategis Daerah Puncak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 69 ayat (4) huruf a bertujuan mewujudkan Kawasan
Pariwisata yang berorientasi pada perlindungan alam dan
lingkungan serta didukung oleh infrastruktur handal dan
berkualitas dengan a rahan pengembangan meliputi:

a. pembangunan infrastruktur  transportasi berbasis angkutan
masal yang handal;

b. pengembangan dan pengendalian kegiatan wisata dan
akomodasi wisata dengan berorientasi pada kemampuan daya
dukung lahan dan lingkungan;

c. pengembangan kawasan berorientasi transit untuk kegiatan
perdagangan dan jasa serta akomodasi wisata;

d. pemulihan lahan dan lingkungan pada daerah rawan resiko
bencana dan pencemaran air; dan

e. pengendalian pembangunan pada kawasan lindung dan daerah
resapan air.

Pasal 75

Kawasan Strategis Daerah  Geopark Nasional Bogor Halimun Salak
sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 69 ayat (4) huruf b bertujuan
mewujudkan Kawasan Pariwisata terpadu Geo Edu Tourism yang
berbasis komunitas dan berwawasan lingkungan dengan a rahan
pengembangan meliputi:

a. pengembangan pusatinformasi wisata Geopark Nasional Bogor
Halimun Salak dan optimalisasi fungsi pariwisata di geosite;

b. pengembangan jalur wisata geopark yang di dukung dengan
transportasi wisata;

c. pelestarian objek -objek wisata geosite dan pengendalian
pembangunan kawasan di sekitarnya; dan

d. pengembangan upaya mitigasi bencana berbasis komunitas.

Pasal 76
Kawasan Strategis Daerah pertambangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 69 ayat (4) huruf ¢ bertujuan mewujudkan kawasan

pertambangan yang aman, bernilai tinggi dan berwawasan
lingkungan dengan a rahan pengembangan meliputi:

a. pembangunan Jalan khusus tambang dan pengendalian
pengangkutan secara ketat;

b. pengendalian pengembangan permukiman di sepanjang jalur
tambang;

c. pengembangan industri pengolahan hasil tambang pada simpul
akses regional kawasan; dan

d. perencanaan pengembangan kawasan pascatambang.

Pasal

77¢ée
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Pasal 77

Kawasan Strategis Daerah Kerentanan Mata Air Ciburial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) huruf d
bertujuan mewujudkan perlindungan terhadap daerah imbuhan

Mata Air Ciburia | untuk menjamin ketersediaan sumber air baku
regional dengan a rahan pengembangan meliputi:

a. pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman di
sepanjang daerah imbuhan  Mata Air Ciburial

b. pengendalian pencemaran air tanah dan pembangunan
infrastruktur untuk penyerapan air hujan;

c. perlindungan kawasan di sekitar zona Mata Air Ciburial ; dan

d. pemantauan perkembangan pembangunan dan fluktuasi
kuantitas dan kualitas sumber air baku secara berkala.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 78

(1)Arahan Pemanfaatan Ruang wilayah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e merupakan arahan
pembangunan dan/atau pengembangan Wilayah untuk
mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan
RTRW.

(2)Arahan Pemanfaatan Ruang wilayah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilaksanakan melalui:

a. ketentuan KKPR;
b. indikasi program utama; dan
c. pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Bagian Kedua
Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Pasal 79

(1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat
(2) huruf a, terdiri atas:

a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.

(2)KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama
Pasal 80

(1) Indikasi Program Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal
78 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

a. program utama;

bl okasi
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b. lokasi;

c. sumber pendanaan;

d. instansi pelaksana; dan
e. waktu pelaksanaan.

(2)Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam Lampiran XI1 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 81

(1)Program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80
ayat (1) huruf a, meliputi:

a. perwujudan rencana Struktur Ruang;
b. perwujudan rencana Pola Ruang; dan
c. perwujudan Kawasan Strategis Daerah .

(2)Perwujudan rencana  Struktur Ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

(3)Perwujudanrencana PolaRuang sebagaimanadimaksud pada
ayat (1) huruf b, meliputi:

a. perwujudan kawasan peruntukan lindung; dan
b. perwujudan kawasan peruntukan budi daya.

(4)Perwujudan Kawasan Strategis Daerah  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, meliputi:

a. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan
pertumbuhan ekonomi;

b. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan
sosial budaya;

c. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan
pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi
tinggi; dan

d. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan
fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 82

Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b,
merupakan tempat dimana program utama akan dilaksanakan.

Pasal 83

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80
ayat (1) huruf c, dapat bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten ; dan

d. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.

Pasal

84¢é
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Pasal 84
Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80
ayat (1) huruf d, meliputi:
a. Pemerintah Pusat ;
b. Pemerintah Daerah Provinsi
c. Pemerintah Daerah Kabupaten ; dan
d. Badan Hukum

Pasal 85

(1Waktu pel aksanaan sebagai nfaansaadldi mak s
ayat (1) huruf e terdiri dar i 5 (11 mé
a. tahap pertama pada periode tahun 2024;

b. tahap kedua pada periode tahun 2025 - 2029;

c. tahap ketiga pada periode tahun 2030 - 2034;

d. tahap keempat pada periode tahun 2035 0 2039; dan
e. tahap kelima pada periode tahun 2040 -2044.

(2)ndi kasi program utama jangka meneng
sebagaamdnmaksud pada ayat (1) hur uf
hur uf dercantum dalam | ampiran XI |
bagian tidak terpisahkan dar.i Perat ur

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 86
Pelaksanaan Sinkron isasi  Program Pemanfaatan  Ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c,

dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat

dalam RTRW melalui penyelarasan indikasi program dengan
program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana
pembangunan secara terpadu dan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang -undangan.

BAB VIl
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 87

(1) Ketentuan  Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah
sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 2 ayat (2) huruf f disusun
untuk mewujudkan tertib Tata Ruang dan agar pelaksanaan
Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTRW.

(2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi;

b. penilaian pelaksanaan = Pemanfaatan Ruang ;
c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan

d. arahan sanksi.

Bagiané
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Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum
Pasal 88
(1)Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam  Pasal

87 ayat (2) huruf a, merupakan ketentuan umum yang
mengatur Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi
peruntukan/fungsi Ruang dan kawasan sekitar jaringan

prasarana sesuai dengan RTRW.
(2)Ketentuan umum zonasi  sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), berfungsi sebagai:
a.dasar pertimbangan dalam pengawasan Pemanfaatan
Ruang;

b. dasar pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
dan

c.landasan penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan
operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang di setiap
kawasan.

(3)Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang;
b. ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang; dan
c. Ketentuan Khusus.

(4)Petunjuk teknis ketentuan umum zonasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan
Bupati.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Rencana Struktur Ruang
Pasal 89

(1)Ketentuan umum  zonasi rencana Struktur Ruang
sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (3) huruf a, terdiri
atas:

a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; dan
b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana.

(2)Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. ketentuan umum zonasi untuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL);

b. ketentuan umum zonasi untuk Pusat Pelayanan Kawasan;
dan

c. ketentuan umum zonasi untuk Pusat Pelayanan
Lingkungan.

(3)Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi;

bketentuanteé
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b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi;
ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi;

d. ketentuan umum zonasi  sistem jaringan sumber daya air;
dan

e. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana
lainnya.

o

Pasal 90

(1) Ketentuan umum zonasi untuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a,

meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan  meliputi :
lkegiat an per kot aan berskal a daer
kecamat an, dengan di dukung fasild:@
yang sesuai dengan skala ©pelayana
bai k yang diselenggarakan ol eh Pen
Daerah maBwupdwum Hykum
2kegiat an per muki madenpgainktog maint as
sedang hi nglgab angwngan bedanngkat
3kegiatan campur an y apmeagn graenm G unlg@mg

kawasan berorientasi transit.

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat,

meliputi :

lkegiatan pertanian dengan me mj
kesesuai an | ahan dan fungsi per
pertanian sesuali dengan ketent u
undangdan

2kegiatan | ainnya yang memenuhi per

ti dak menggand®KaepuwatangsPie rskedtaggaan
Pusat Kegiatan Lokal ( PKL)
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang
tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan Kkualitas
lingkungan permukiman perkotaan;
d. pengaturan intensitas  pemanfaatan ruang pada kawasaan
berorientasi transit dapat diberikan pelampauan intensitas
tata masa bangunan sesuai kajian dan ketentuan
perundang -undangan ;
e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:

lpenyediRalaHs e su ai dlesatgeamt peamat ur an

perundangdangan

2penyediaan sarana dan prasarana mi
pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL) be
sakit, pemdindgigkan dan pusat per bel
p as ara;n

3 penyediiamdmastruktur perkotaan yan
ber kel anjutan berupa penyedi aan t
pedestrian, serta sarana.angkutan

(2) Ketentwuan.
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(2)Ketentuan umum zonasi untuk Pusat Pelayanan Kawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf b,
meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan  meliputi:

lkegiat an per kot aan berskal a kec
di dukung fasilitas dan prasarana
skala pelayanan kecamatan dan beb
yang di sel enggar akan ol eh Pemer i

Daerah maBwpdum Huykum

2kegiatan per muki man perkotaan de
rendlihn gsgead aan gd an

3kegiatan campur an yang mendukung

kawasan berorientasi transit.

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat,

meliputi :

lkegiatan pertanian dapat di mung
memperti mbangkan kesesuai an | aha
perlindungan | ahan pertanian sesua
perundwamdgangan,;

2kegiatan | ainnya yang memenuhi per

ti dak menggand®KaepuwastangsPie rskedtaagaan
Pusat Pelayanand&mawasan

3kegiatan bumtgwk an bertingkat sesu
kondisi fisik dan daya dukung |l ing

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang
tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan Kkualitas
lingkungan permukiman perkotaan;

d. pengaturan intensitas  pemanfaatan ruang pada kawasaan
berorientasi transit dapat diberikan pelampauan intensitas
tata masa bangunan sesuai kajian dan ketentuan
perundang -undangan;

e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:

lpenyediaan RTH sekseutaeentpg@amginmr an
perundaungdangdan

2penyediseanra ekonomi beWblasy ah ,pot
al uanl un atau sarana ol ahraga publ ik
Pel ayanan Kawasan

(3) Ketentuan umum zonasi untuk Pusat Pelayanan Lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf c,
meliputi :

a. kegiatan yang diperbolehkan  berupa kegiatan permukiman
berskala lokal, dengan didukung fasilitas dan prasarana
yang sesuai dengan skala pelayanan beberapa desa, baik
yang diselenggarakan oleh  pemerintah, Pemerintah Daerah
maupun Badan Hukum ;

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat

meliputi :

lkegiatan pertanian dapat di mung
memperti mbangkan kesesuai an | aha
perlindungan | ahan pertanian sesua

per undwamdan gdan

2. pemanfaatan.
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2 pemanfaatan kegiat an l ai nnya y
persyaratan teknis dan ti dak me
Kawasan P e r ksoetbaaagna i Pusat Pel a

Lingkungan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang
tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan Kkualitas
lingkungan permukiman perkotaan;

d. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan
dengan kondisi fisik dan daya dukung lingkungan

setempat;
e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
lpenyedi aan RTH sesuai dengan kete

undan gdaam;
2penyedi aarpedearytarnaan publi k terpadu
Pusat Pel ayanan Lingkungan

Pasal 91

(1)Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf a
meliputi:

a. ketentuan umum zonasi pada sistem jaringan Jalan ;
b. ketentuan umum zonasi pada sistem jaringan kereta api;
dan

c. ketentuan umum zonasi pada bandar udara umum dan
bandar udara khusus.

(2)Ketentuan  umum zonasi pada sistem jaringan Jalan
sebagaimana pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. ketentuan umum zonasi pada Jalan umum;
b. ketentuan umum zonasi pada Jalan khusus;
c. ketentuan umum zonasi pada Jalan Tol;

d. ketentuan umum zonasi pada terminal penumpang dan
barang ; dan

e. ketentuan umum zonasi pada jembatan timbang

(3)Ketentuan umum zonasi pada sistem jaringan kereta api
sebagaimana pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. ketentuan umum zonasi pada jaringan jalur kereta api; dan
b. ketentuan umum zonasi pada stasiun kereta api.

Pasal 92

(1)Ketentuan umum zonasi pada Jalan umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan  berupa kegiatan pemanfaatan
Jalan umum untuk menampung pergerakan transportasi
dengan tidak mengurangi fungsi jaringan Jalan ;

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat
meliputi :
lkegiapamdi ri an bangunan dengan me
penetapan garis sempaldamuimangunan

2. kegiatan.
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2kegi ageambangunan wutilitas infrastr
l ai nnya (listrik, ,dan mitnbmt aseklaa
dan ruang parkir dUabemamj aegupal u
ket entpemat ur an pamumhagdan

3kegi atpeeqmanf aat an-babgagnalinammum
dengan syarat memperol eh Jailmndar.i

sesuai dengan (keer tae rutr uaann perundai
undangan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan

pemanfaatan ruang pada bagian -bagian Jalan umum yang
mengakibatkan terganggunya ketertiban pemanfaatan
Jalan , kelancaran lalu lintas, dan keselamatan pengguna
Jalan ;

d. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada
penetapan garis sempadan bangunan sebagai dasar
pemanfaatan lahan di sepanjang Jalan umum mengikuti
ketentuan ruang milik Jalan , ruang manfaat Jalan, dan
ruang pengawasan Jalan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang -undangan;

e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:

lpenyediaan sarana prasarana perge
yang menghubunghkpauns atpuskaetgi at an y
di sesuai kan dengan pelayanan pusa
dan kéhbasdmn

2penyediaan fasilitas penunjang per
yang menunj ang kel ancar an dan
transportasi -padaaalaadlaan bangunan
penghubuhgl amesuali k et penrtautaunr a n
perund-amgangan

f. perencanaan dan pembangunan Jalan umum wajib
memperhatikan tingkat kerawanan bencana dan Kawasan

Lindung dengan menerapkan rekayasa teknis yang tahan
dan tangguh terhadap resiko bencana serta perlindungan
fungsi Kawasan Lindung

(2)Ketentuan umum zonasi pada Jalan Khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf b, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan  berupa kegiatan pemanfaatan
Jalan khusus untuk menampung pergerakan transportasi
sesuai dengan fungsi Jalan khusus;

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat

meliputi :

lpembatasan pergerakan |l alu lintas
Jal Kmusuwusan dapat di gunakan untuk
umum sepanj ang ti dak mer ugi kan
penyel endgghakhusus berdasar kan iz
penyel enad arhas s wWsa;n

2 pembat akseagni ageemanf aatan | ahan yang
budi daya di s epaln&Kmwnsgu sj ay aunl @ k
menggangagu keamanan, kel ancaran d

Jal Ehus.us

C . kegiatan. .
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c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan alih
fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi Jalan
dan pembatasan kegiatan pemanfaatan lahan yang bersifat
budi daya yang mengganggu keamanan, kelancaran dan
keselamatan Jalan Khusus;

d. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada
penetapan garis sempadan bangunan sebagai dasar
pemanfaatan lahan di sepanjang Jalan khusus mengikuti
ketentuan ruang milik Jalan , ruang manfaat Jalan dan
ruang pengawasan Jalan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang -undangan;

e. ketentuan sarana dan  prasarana minimum meliputi:

lpenyediaan fasilitas plaginjasdngn pad
dan bangunan p eJnagl hasnb 8 0 g | ketent ue
perundamdangan d anJ afl adhgussiu s yang
ditetagaan,;

2penyediaan vegetasi penyerap polut
Jal Emusus

f. perencanaan dan pembangunan Jalan Khusus wajib
memperhatikan tingkat kerawanan bencana dan Kawasan
Lindung dengan menerapkan rekayasa teknis yang tahan
dan tangguh terhadap risiko bencana serta perlindungan
fungsi Kawasan Lindung

(3)Ketentuan umum zonasi pada Jalan Tol sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf c, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan  berupa kegiatan pemanfaatan
Jalan Tol untuk menampung pergerakan transportasi
sesuai dengan fungsi Jalan Tol,

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat

meliputi :

1l pembat akseagn apeamma nf a at a nb abga daimé @& n
Tobdengan syarat memperoleh izin d
Jal Aanodesuai denganpekatemtamamper undai

undangan;

2 pembatasan penyediaan akses kel uat
sesuali dengan kajian dan keten
perundwamdiangan;

3 pengendal i anJadwpacda al apnenghubung
Jal dodadal aon tol untuk menjamin Kk
kel ancaran dan kesel amatan sesuai
peratur an parnumdhdagdan

4 pengendéa@akegaageamanf aatan | ahan pada
500 meter dariJpekemighamumgn tol mel &
penerapan penambahan Gari s Sempa
(GSB)al amtuk menganti si pasi dampak
l al u It ntas mndeanudjoul akses

C . kegiatan. .
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c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan
pemanfaatan ruang pada bagian -bagian Jalan Tol yang
mengakibatkan terganggunya ketertiban pemanfaatan
Jalan , kelancaran lalu lintas, dan keselamatan pengguna
Jalan ; dan
d. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada
penetapan garis sempadan bangunan sebagai dasar
pemanfaatan lahan di sepanjang Jalan Tol mengikuti
ketentuan ruang milik Jalan , ruang manfaat Jalan, dan
ruang pengawasan Jalan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang -undangan;
e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
lpenyediaan fasilitas plaginjasdngn pad
Toldan bangunan pehglhaTous gsuai
ketentuan p-endadgag dan Jdluaarg si
khusus yang ddiaanet apkan;

2penyediaan vegetasi penyerap pol ut
sepanj anjalsamlfang dapat berfungsi
RTH berupa j.alur hijau

f. perencanaan dan pembangunan Jalan  Tol  wajib
memperhatikan tingkat kerawanan bencana dan Kawasan
Lindung dengan menerapkan rekayasa teknis yang tahan
dan tangguh terhadap risiko bencana serta perlindungan
fungsi Kawasan Lindung

Ketentuan umum zonasi pada terminal penumpang dan
barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf
d, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan  berupa kegiatan pemanfaatan

lahan untuk kegiatan yang terintegrasi dengan  fungsi
utama terminal sesuai dengan skala pelayanan terminal
seperti kegiatan perkantoran, perdagangan dan jasa, serta

permukiman dengan intensitas sedang dan tinggi dan
menjamin keamanan, kelancaran dan keselamatan fungsi
terminal sesuai dengan kajian dan ketentuan perundang -
undangan;

b. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang
mengganggu kegiatan operasional terminal, keselamatan,
keamanan, dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan
fasilitas penunjang terminal

C. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

lpenerapan intensitas pemgmnfiaati gn
penyedkadmut uhan sarana dan prasar
terminal penumpangbeydnag ak Bap/makn
kel ayakan kebutodhmanResasga.i ket ent ue
perundwamdiangan; dan

2pel ampauan i ntensitas peyvsamdg aat a
di mungkinkan dengan mener apkan
pengembangan kawasan berorientas
menj amin keamanan, d&rel &meceaerlaamat ar
fungsi ter minal sesualil dengan k aj

perundwamdgiangan

d. ketentuan.
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d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi
penyediaan bangunan dan fasilitas penunjang terminal

yang menunjang sirkulasi orang, barang , dan kendaraan
sesuai kajian dan ketentuan perundang -undangan .
Ketentuan umum zonasi pada jembatan  timbang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf e,

meliputi:

a. kegiatan yang diperbolenkan  berupa kegiatan pemanfaatan
lahan untuk bangunan operasional, penunjang dan
pengembangan jembatan timbang ;

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat

meliputi :

lpembat ak@angi asaaocar a bewmstakuma h
dinas/ mess pe&tewgaad adhampendukung akt
argae mbatan ti mbang;

2 pembatasan secar &eghaertpsaymaarsaatn g a n
rekl ame dengan me mpkea ¢ d Imbraantgekmra n d a r
keamanan serta memper ol eh i zin d
j embat an tismsamag kajian dan k e
perundwamdiangan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang
mengganggu kegiatan operasional jembatan timbang,
keselamatan, keamanan, dan kenyamanan fungsi fasilitas
utama dan fasilitas penunjang jembatan timbang ; dan

d. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang berupa
penerapan intensitas pemanfaatan ruang sesuai prinsip
penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana minimal
jembatan timbang yang layak berdasarkan kajian
kelayakan kebutuhan dan Pola Ruang sesuai ketentuan
perundang -undangan; dan

e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi
penyediaan sarana dan prasarana pendukung jembatan
timbang yang dikembangkan sesuai  kajian dan ketentuan
peraturan perundang -undangan .

Pasal 93

Ketentuan umum zonasi pada jaringan jalur kereta api
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) huruf a,
meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan
pengoperasian kereta api dalam ruang manfaat jalur kereta
api sesuai kajian dan ketentuan perundang -undangan;
b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat
meliputi :
lpembatasan dan pengendal i an kegi
membahayakan kbalsaglukdan fasilitas
kereta api dengan i zin dar.i pemi.|l
milik jalur kereta api dan ruang p
apidan

2. pembatasan.
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2pembatasan jumlah perlintasan
jalur kerefal.api dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pada
ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api,
ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat
mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api
dan keselamatan pengguna kereta api;

d. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang , yaitu penetapan
garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api
dengan memperhatikan dampak lingkungan dan
kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api ;

e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi
penyediaan jalur hijau atau RTH di sepanjang jaringan jalur
kereta api ; dan

f. perencanaan dan pembangunan jalur kereta api wajib
memperhatikan tingkat kerawanan bencana dan Kawasan
Lindung dengan menerapkan rekayasa teknis yang tahan
dan tangguh terhadap resiko bencana serta perlindungan
fungsi Kawasan Lindung

Ketentuan umum zonasi pada stasiun kereta api sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) huruf b, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan yang
terintegrasi dengan fungsi utama stasiun kereta api yang
sesuai dengan skala pelayanan stasiun kereta api seperti
kegiatan perkantoran, perdagangan dan jasa, serta
permukiman dengan intensitas sedang dan tinggi dan
menjamin keamanan, kelancaran dan keselamatan fungsi
stasiun kereta api sesuai dengan kajian dan ketentuan
perundang -undangan;

b. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang
mengganggu kegiatan operasional stasiun kereta api,
keselamatan, keamanan, dan kenyamanan fungsi fasilitas
utama dan fasilitas penunjang stasiun;

C. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

sebi

lpenerapan intensitas pemanfaatan

penyediaan kebutuhan sarana

dan

p

stasiun k e ryeatnag d paiy a k berdasar kan

kel ayakan kebutuhan dan pola ruanc
perundwamdiangan; dan

2pel ampauan i ntensitas peymsamd aat a
di mungki nkan dengan mener apkan
pengembangan kawasan berorientas
menj amin keamanan, kel ancar an da
fungstiasi un kesesaaiapdengan kajia
ketentuan p-endadgag.

d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi

penyediaan bangunan dan fasilitas penunjang stasiun

kereta api yang menunjang sirkulasi orang, barang , dan

kendaraan sesuai kajian dan ketentuan perundang -

undangan.

Pasal 94¢
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Pasal 94

Ketentuan umum zonasi pada bandar udara umum dan Bandar
Udara Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1)
huruf c, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa Pemanfaatan Ruang di
sekitar bandara sesuai dengan kebutuhan pengembangan

bandara berdasarkan ketentuan peraturan perundang -
undangan;

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat :
yaitu Pengendalian Pemanfaatan Ruang sekitar  untuk

kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan bandara;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan
serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan
keselamatan operasi penerbangan (KKOP) yang ketinggiannya
melebihi batas maksimum yang ditetapkan dalam KKOP;

d. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang berupa penetapan
batas -batas kawasan keselamatan operasi penerbangan dan
kebisingan sesuai kajian dan ketentuan  peraturan perundang -
undangan ; dan

e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi

lpenyediaan sarana dan prasarana pengcg
| i mbsaaéehr t a RTH;

2fasi kiesa$ amatan penerbangan;
3fasilitas keamanan;

4 fasilitas sisi udar a;
5fasilitas dsainsi dar at ;
6fasilitas penunjang.

f. perencanaan dan pembangunan bandar udara wajib

memperhatikan tingkat kerawanan bencana dan kawasan
lindung dengan menerapkan rekayasa teknis yang tahan dan
tangguh terhadap resiko bencana serta perlindungan fungsi
Kawasan Lindung

Pasal 95

(1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf b, meliputi:

a. ketentuan umum zonasi pada jaringan infrastruktur minyak
dan gas bumi;

b. ketentuan umum zonasi pada infrastruktur pembangkitan
tenaga listrik dan sarana pendukung; dan

c. ketentuan umum zonasi pada jaringan infrastruktur
penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

(2) Ketentuan umum zonasi pada jaringan infrastruktur minyak
dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari
fasilitas produksi ke tempat penyimpanan beserta sarana dan
prasarana infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan
ruang untuk kegiatan operasioal dan penunjang serta
bangunan fasilitas yang mendukung peningkatan dan
pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bum i;

b.kegiatan.
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b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat
berupa pembatasan kegiatan pemanfaatan ruang di
sepanjang jaringan minyak dan gas bumi dengan
memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan
kawasan sekitarnya sesuai kajian dan ketentuan peraturan
perundang -undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang
dapat mengganggu fungsi dan pelayanan sistem penyaluran
minyak dan gas bumi ;

d. pengaturan

intensitas  pemanfaatan  ruang , yaitu

penyediaan ruang bebas di sepanjang jaringan minyak dan
gas bumi berupa jalur hijau dan/atau RTH sesuai standar
teknis dan ketentuan  peraturan perundang -undangan; dan

e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi
penyediaan fasilitas berupa pengelolaan limbah dan emisi,
Jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan,
papan informasi, pagar pengaman , dan prasarana
pendukung lainnya dimungkinkan sesuai kajian dan
ketentuan peraturan perundang -undangan.

(3)Ketentuan umum zonasi kawasan pada infrastruktur
pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan  berupa kegiatan pemanfaatan
ruang yang mendukung pembangunan infrastruktur

pembangkitan

tenaga listrik, sarana pendukung dan

penyediaan ruang bebas di sekitar infrastruktur
pembangkitan tenaga listrik berupa penghijauan sesuai
kajian dan ketentuan  peraturan perundang -undangan;

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat
berupa pembatasan kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar

infrastruktur

pembangkitan tenaga listrik dengan

memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan
kawasan sekitarnya sesuai kajian dan ketentuan peraturan
perundang -undangan; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang
dapat mengganggu fungsi dan pelayanan infrastruktur
pembangkitan tenaga listrik;

d. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang , yaitu pengenaan
ketentuan jarak bebas minimum vertikal dan jarak bebas
minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang
pada SUTT, SUTET , dan SUTTAS diatur sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang -undangan; dan

e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:

lpenyediaan ruang bebas di sekitar
penyal uran tenaga |l istrik dan sar a
jalur hijaWwRudamng/ dateab ukas Haij aut anda
teknis dan ket ahupuearnundwamdgiangan
dan

2 penyediaan. . .
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2penyediaan fasilitas berupa penge
emi sJial aknhusus unt uk akses pemel ih
pengawasan, papan i nfor mggian paga
prasarana pendukung l ai nnya di mu

kajian dan Kkertaetngdragrannn dlamadangan

(4)Ketentuan umum zonasi kawasan pada jaringan infrastruktur
penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan yang
mendukung fungsi penyaluran tenaga listrik sesuai
ketentuan peraturan perundang -undangan;

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat
berupa pembatasan kegiatan pemanfaatan ruang di
sepanjang jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik
dan sarana pendukung dengan memperhitungkan aspek
keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya sesuai
kajian dan ketentuan  peraturan perundang -undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang
dapat mengganggu fungsi dan pelayanan sistem jaringan
infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana
pendukung;

d. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang , yaitu ketentuan
jarak bebas minimum vertikal dan jarak bebas minimum
horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang pada Saluran
Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan
Ekstra Tinggi (SUTET) , dan Saluran Udara Tegangan Tinggi
Arus Searah (SUTTAS) diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang -undangan; dan

f. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:

lpenyediaan ruang bebas di sekitar
penyal uran tenaga |l istrik dan sar a
jalur hijau dan/ atau RTH sesuai k.
per at preanundwlamdangan; dan

2penyediaan fasilitas ber Wpaa apenge
khusus unt uk akses pemel i haraan (
papan informasi|, pagar pengaman
pendukung l ainnya di mungkinkan s e

ket entpleamt preamundwamdangan

Pasal 96

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi,
sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 89 ayat (3) huruf c, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan
ruang untuk bangunan atau jaringan pendukung kegiatan
telekomunikasi serta infrastruktur lainnya yang tidak
mengganggu jaringan telekomunikasi baik di atas tanah
maupun di bawah tanah sesuai kajian dan ketentuan
peraturan perundang -undangan;

b.kegiatané
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b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat ,
yaitu pembatasan dan/atau pengendalian penempatan
stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi secara
terpadu yang memperhitungkan aspek keamanan dan
keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya ; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan , yaitu kegiatan pendirian
bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam radius
bahaya keamanan dan keselamatan.

Pasal 97

(1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf d,
berupa ketentuan umum zonasi pada prasarana sumber daya
air.

(2)Ketentuan umum zonasi pada prasarana sumber daya air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Ketentuan umum zonasi  sistem jaringan irigasi;
b. Ketentuan umum zonasi sistem pengendalian banjir ; dan
c. Ketentuan umum zonasi  Bangunan Sumber Daya Air

(3)Ketentuan umum zonasi  sistem jaringan irigasi  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan yang
mendukung kualitas dan kuantitas fungsi sistem jaringan
irigasi sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan;
b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat
meliputi :
lkegiat an p,epreirkaantiaenn wi sata al am d
di mungki nkan secara terbatas sepan

tatanan | ingkungan dam fungsi i rig
2pengendal i an bangunan dan kegiat
sistem jaringan irigasi dan sempa
i rigasi yang dapat menggangagu k e
I ri glaa:ni mencemari air.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan

pemanfaatan ruang dan pendirian bangunan di sepanjang
sistem jaringan irigasi dan sempadan sistem jaringan irigasi
yang dapat merusak fungsi sistem jaringan irigasi

d. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang , yaitu
pengaturan garis sempadan sistem jaringan irigasi sesuai
ketentuan peraturan perundang -undangan ; dan

e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi
penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana
di sekitar jaringan irigasi.

(4Ket ent uan.
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(4)Ketentuan umum zonasi sistem pengendalian banjir
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan yang
mendukung fungsi sistem pengendalian banjir sesuai
ketentuan peraturan perundang -undangan;

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat
berupa kegiatan perikanan, pertanian , dan wisata alam

dapat dimungkinkan secara terbatas sepanjang tidak
merusak tatanan lingkungan dan fungsi  sistem
pengendalian banijir;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang
dapat mengganggu fungsi sistem pengendalian banijir ;

d. pengaturan  intensitas pemanfaatan ruang , yaitu
pengaturan garis sempadan sistem pengendalian banijir
sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan; dan

e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi
penyediaan bangunan dan sarana prasarana penunjang
yang mendukung sistem pengendalian banjir.

(5)Ketentuan umum zonasi Bangunan Sumber Daya Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan  berupa kegiatan pemanfaatan
ruang untuk Bangunan Sumber Daya Air dan kegiatan
pendukung Bangunan Sumber Daya Air ;

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat
berupa kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, kegiatan
wisata alam , dan kegiatan transportasi dimungkinkan
secara terbatas sepanjang tidak merusak tatanan
lingkungan dan tidak mengganggu fungsi bangunan
sumber daya air ;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang
dapat mengganggu fungsi bangunan sumber daya air;

d. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang , yaitu
pengaturan garis sempadan Bangunan Sumber Daya Air
sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan; dan

e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi
penyediaan sarana dan prasarana minimum berupa ruang
evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar
bangunan sumber daya air

Pasal 98

(1)Ketentuan umum zonasi sistem prasarana lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf e,
meliputi:

a. ketentuan umum zonasi Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM);

b. ketentuan umum zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah
(SPAL);

c. ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan limbah Bahan
Berbahaya, dan Beracun (B3);

dketentuan. . .
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d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan;

e. ketentuan umum  zonasi sistem jaringan evakuasi bencana;
dan

f. ketentuan umum zonasi sistem drainase.

(2)Ketentuan umum zonasi Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan  berupa kegiatan pemanfaatan
ruang sistem penyediaan air minum untuk bangunan
pengambilan air baku, bangunan instalasi air minum,
reservoir, bangunan pendukung Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM) lainnya, serta jaringan perpipaan Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM);

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat
berupa pengendalian bangunan dan kegiatan di sekitar
sistem penyediaan air minum yang dapat mengganggu
keberlanjutan fungsi sistem penyediaan air minum dan
mencemari sumber air baku;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang
mengganggu keberlanjutan fungsi sistem penyediaan air
minum dan mencemari sumber air baku ;

d. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang , yaitu
pengaturan ruang bebas Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM) sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan;
dan

e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi

lpenyediaan ruang bebas sepanj ang
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

dan/ atau RTH sesuai kajpearmt daan
peraturan p-endadgdaam;

2penyediaan rambu, papan peringatan
pemel i har aan dan pengawasan, paga
prasarana pendukung | ai nnya berda

peraturan pendadgag

(3)Ketentuan umum zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah
(SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan  berupa kegiatan pemanfaatan
ruang pada Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
dimungkinkan bangunan sarana dan prasarana penunjang
yang mendukung pengelolaan air limbah;

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat
berupa pengendalian bangunan dan kegiatan di sekitar
sistem pengelolaan air limbah yang dapat mengganggu
keberlanjutan fungsi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa bangunan dan
kegiatan yang dapat mengganggu keberlanjutan fungsi
Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);

d. pengaturan intensitas pemanfaatan  ruang , Yyaitu
pengaturan ruang bebas Sistem Pengelolaan Air Limbah
(SPAL) sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan;
dan

eketentuan.
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e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi
penyediaan sarana dan prasarana penunjang Sistem
Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sesuai dengan kajian dan
ketentuan peraturan perundang -undangan .

(4)Ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan  berupa kegiatan pemanfaatan
ruang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(B3) dimungkinkan bangunan sarana dan prasarana
penunjang yang mendukung pengelolaan limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3) ;

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat
berupa pengendalian bangunan dan kegiatan pada setiap
kawasan peruntukan industri, perdagangan dan jasa , serta
sarana kesehatan wajib melakukan pengelolaan limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang -undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa bangunan dan
kegiatan yang dapat mengganggu keberlanjutan fungsi
sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(B3) dengan radius kurang lebih 100 (seratus) meter;

d. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang , yaitu
pengaturan ruang bebas Sistem Pengelolaan limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai ketentuan peraturan

perundang -undangan;

e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi
penyediaan fasilitas penyimpanan limbah B3, peralatan
kontrol baku mutu air buangan, peralatan penanggulangan
keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang -undangan;

f. penetapan lokasi pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) harus didahului dengan analisis daya dukung
dan daya tampung lingkungan; dan

g. pengaturan pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) mengikuti tata cara dan persyaratan teknis
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan .

(5)Ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana penunjang pada
sistem jaringan persampahan sesuai dengan kajian dan
ketentuan peraturan perundang -undangan;

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat
berupa Pengendalian Pemanfaatan Ruang  sekitar agar tidak
mengganggu fungsi  sistem jaringan persampahan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan
pembangunan yang dapat m engganggu fungsi dan
peruntukan sistem jaringan persampahan

d. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang , yaitu
pengaturan ruang bebas sistem jaringan persampahan
sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan; dan

eketentuan. . .
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e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi
penyediaan RTH pada area sekitar sistem jaringan
persampahan sesuai dengan kajian dan ketentuan
peraturan perundang -undangan.

(6)Ketentuan umum zonasi pada sistem jaringan evakuasi
bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan
pembangunan jalur dan tempat evakuasi bencana sesuai
dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang -
undangan;

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat
berupa Pengendalian Pemanfaatan Ruang agar tidak
mengganggu fungsi sistem jaringan evakuasi bencana; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa bangunan dan
kegiatan yang dapat merusak fungsi penyediaan sarana dan
prasarana jalur evakuasi bencana.

(7)Ketentuan umum zonasi sistem drainase sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan  berupa kegiatan pemanfaatan
ruang yang mendukung kualitas dan kuantitas fungsi
sistem jaringan drainase sesuai ketentuan peraturan
perundang -undangan;

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat
berupa kegiatan perikanan dan pertanian secara terbatas
sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi
drainase;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan
pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan
peruntukan sistem jaringan drainase;

d. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang , yaitu
pengaturan garis sempadan sistem drainase sesuai dengan
kajian dan ketentuan  peraturan perundang -undangan ; dan

e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi
penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana
di sekitar jaringan irigasi.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Zonasi Rencana Pola Ruang
Pasal 99

(1)Ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf b meliputi:

a. ketentuan umum zonasi  Kawasan Lindung ; dan
b. ketentuan umum zonasi  Kawasan Budi Daya

(2)Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

a. ketentuan umum zonasi Badan Air;

b. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan
perlindungan terhadap kawasan bawahan;

c. ketentuan umum zonasi Perlindungan Setempat;
d. ketentuan umum zonasi kawasan konservasi ; dan

eketentuan.
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e. ketentuan umum zonasi  lindung geologi.

(3)Ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:

a. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi ;
b. ketentuan umum zonasi kawasan pertanian
c. ketentuan umum zonasi  kawasan perikanan ;

d. ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan
energi;

e. ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri;

f. ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata;

g. ketentuan umum zonasi  kawasan permukiman ; dan

h. ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan
keamanan.

Pasal 100

Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 99 ayat (2) huruf a merupakan ketentuan umum zonasi

untuk Pola Ruang Badan Air , meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan
Badan Air sebagai sumber air baku atau kegiatan lainnya yang
berhubungan dengan pengelolaan, pengamanan, dan
prasarana lalu lintas air sesuai dengan kajian dan ketentuan
peraturan perundang -undangan;

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat

meliputi :

lpenggunB8adan AWnt uk kebutuhan us aha
kebutuhan bukan usaha terbatas untuk

dan penelitian, peri kanan, pari wi
prasarpaemak ot aan setelah memperol eh i
berwenang sesuai dengan Qpedamngrman p

yang bedbaku

2Pengendal i an Pemangdaddada nR wAinrg k
kegiatan yang di mungkinkan dengan Kk:
peratur an p-endadganqg yang ti dak me n
kualitas dan kuBadanmn.aAi fungsi

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :

lpel arangan kegiatan yang menggangagu
dan kuant i tBaasd af nu; dAgi & i
2pel arangan kegiatan yang mengubah Db

bat BadamrAserta.aliran air
d. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang , yaitu :
lpenetapan Bhdans Asebagali dasar at au

pemanf aBd cdan;dAan

2pengaturan pemansiabasadi raknkgkan denga
kajian teknis dampme mhalb atat mam anuang
mendapat persetujuan dari Forum Pena

e.ketentuan sarana dan prasarana minimum  meliputi
penyediaan sempadan Badan Air yang dimanfaatkan sebagai
Ruang Terbuka Hijau ; dan

fperubahan.
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f.  perubahan bentuk Badan Air dan/atau ketidaksesuaian fisik
ruang Badan Air dapat dimanfaatkan setelah dilakukan
kajian sesuai peraturan perundang -undangan dan mendapat
persetujuan dari Forum  Penataan Ruang Daerah

Pasal 101
Ketentuan umum  zonasi kawasan yang memberikan
perlindungan terhadap kawasan bawahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b berupa ketentuan

umum zonasi untuk Pola Ruang Kawasan Hutan Lindung (HL),

meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan konservasi dan
preservasi hutan sesuai dengan kajian dan ketentuan
peraturan perundang -undangan;

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat
meliputi :

lkegiatan l ai n diluar kehut anan yan:¢
strategi Pemgreumbangan jaringan, bang.t
dan prasarana transportasi sesuali
ketentuan peratutuaardamegramndang
2kegiatadapadberupa wisata alam, kegi
dan penelitian, tanpa merubah bent e
mer us ak fungsi l i ndung dapat di |l ak
sesuali dengan kajian dan ketentuan |
undangdan

3kegi atahokhawsni grendudtu&kr dampakcana

al amhapat di mungkinkan secara terbat
dengan luasan tetap, tidak merubah f
dan di bawah pengawasan ketat setel ah
persetujuan dar.i Il nstansi yang berw
ket entpeant preanundwamadangan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang
berpotensi mengurangi luas kawasan hutan, tutupan vegetasi,
mengganggu bentang alam, kesuburan tanah, fungsi hidrologi,
kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup
dan mengganggu fungsi lindung

d. pengaturan intensitas  pemanfaatan ruang berupa penetapan
zonasi penataan kawasan sesuai karakteristik pengelolaannya
dan ketentuan pemanfaatan ruang dilak sanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang -undangan;

e. ketentuan sarana dan prasarana minimum  meliputi
penyediaan penanda informasi dan patok batas tiap blok zona
penataan kawasan yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan
sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan; dan

f. penerapan prinsip  zero delta Q policy dan kompensasi imbal
jasa lingkungan terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun
yang dituangkan dalam dokumen lingkungan

Pasal 102...
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Pasal 102

Ketentuan umum zonasi Perlindungan Setempat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf ¢, berupa ketentuan

umum zonasi untuk  Pola Ruang Perlindungan Setempat (PS) yang

meliputi:

a. Pengaturan Kawasan Perlindungan Setempat  yang merupakan
kawasan kearifan lokal , meliputi:

lkegiatan yang dbherupaiebtkam konseryv

pari wi sata al am, pemanfaatan hasi |l F
preservasi tutupan hutan;

2kegiatan yang diperbolehkan terbata
mel i put i

akegiatan |l ain yang mempunyai t Uj ue
pengembangan jaringan, bangunan
prasarana transportasi sesuali de

ketentuan peratutuaardamegramndang
bkkegiatan ddbwai berupa wi sat a al am,

pendidi kan dan penelitian, tanpa m
dan tidak merusak fungsi l indung da
sel ektif sesuali dengan kajian dan
per undwamdan gdaan

ckegiatan relokasi huni an penduduk
alam dapat di mungkinkan secara ter
dengan | uasan tetap, ti dak mer ube
kawasan dan di bawah pengawasan

di |l akukan kajian dan persetujuan

bewenang sesuali kK elteenmgtamnmenr at ur an

perundwamdgangan.
3kegiatan yang ti dameldiipwtribol ehkan
akegiatan penanaman fl ora dan pel e
bukan merupakan fl ora dandéaauna pa
bkxegiat an yang berpotensiutmerqur at

vegetasi, mengganggu bentang al am,
fungsi hidrol ogi, kel estarian fl o
kel estarian | ingkungan hidup dan
l i ndung
4 pengatur an intensitas pemanfaatan
penetapan zona<iawpeanataa&msuali kar akt
pengelnomlyaa dan ketentuan rpamgnf aa
dil aksanakan sesuali ketentuan per

undangan;
5ketentuan sarana dan pranead i pmud i mi

penyediaan penanda i nfor masi dan pe
zona penataan kawasan yang di per
di manf aat kan sesuali ket ent ua-n per ¢
undangan; dan

6. penerapan..



-03-

6penerapanzenriongieptda® Bpompewsasi i
j as a ' i ngkungan terhadap setiap
terbanguwmng dituangkan dal am dokumen

b. Pengaturan kawasan perlindungan setempat yang merupakan

sempadan yang berfungsi lindung , meliputi:

lkegiatan yang dbiepreurpbagli ealt khkenn d 2m t ent u
bangunan tertentu sepert.i penel iti
il mu pengetahuan, pariwisata, ol ah
budaya dan keagamaan, bangunan pr as:
aidal akhkses, jembatan, dan der maga, |
air mi num, rentangan kabel [ i stri
prasarana dan sarana sanitasi
ketenagalistrikan;

2kegiatan yang dtierelratod s hkam/ at au be
berupeagi atan pertanian, per kebunan

serta peri kanan sel ama ti dak meng

kel estBadamdAainr bebas dari potensi
rusak air;
3kegiatan yang ti darkeldiipuwtrib:ol ehkan

akegiatan dan bangunan yang merusa

mengganggu dan mer us ak fungsi
kel estarian | ingkungan hi dup, ser
dan kuamBtaidtaasdda nr ;

bkegiat ameyybnmngng secara | angsung |
l i mbah cair, Il i mbah gas dan | i mba
pener.i ma

4 pengatur an intensitas pemanfaatan
penetapan zonasi penataan Kkawasan

pengel ol aannya dan ketentuan pema

dil aksanakan sesuali ket ent ua-n per

undangan;

5ketentuan sarana prasaranaalmami mun

i nspekshangaunnan pengawas ketinggian

Pasal 103

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan konservasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf d berupa ketentuan

umum zonasi untuk  Pola Ruang Cagar Alam, Taman Nasional dan

Taman Wisata Alamyang meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan konservasi dan
preservasi hutan;

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat :
yaitu:
lkegiatadalbadberupa wisata alam, kegi

dan penel i timenr,ubtadnpbaent ang al am da

merusak fungsi l i ndung dapat di | ak
sesualil dengan kajian dan ketentuan
undangan,;

2. kegiatan.
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2kegiatan lain diluar kehutanan yan

strategis plkeagemdangan jaringan,

utilitas, dan prasarana transportas

dan ketentuan per atuunrdaanmn ggeenmund ang
3kegiatan relokasi hunian penduduk

alam dapat di mungkinkan secara ter!
dengan | uasan tetap, ti dak mer uba
kawasan dan di bawah pengawasan ket a
kajian dan persetuj uan wekarain gi rsetsairag i

dengan ketpenadau@reanundamdgangan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan , meliputi :

lkegiatan penanaman fl ora dan pel epa:
merupakan fl ora dan f auvamna pada kawa

2kegiatan yang berpotensi mengurang.i
tutupan vegetasi, mengganggu bentar
tanah, fungsi hidrol ogi, kel estari a
kel estari an l i ngkungan hi dup dan

' i ndung

d. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang berupa penetapan
zonasi penataan kawasan sesuai karakteristik pengelolaannya
dan ketentuan pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang -undangan;

e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi
penyediaan penanda informasi dan patok batas tiap blok zona
penataan kawasan yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan
sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan; dan

f. penerapan prinsip  zero delta Q policy dan kompensasi imbal
jasa lingkungan terhadap setiap kegiatan budi daya
terbangun yang dituangkan dalam dokumen lingkungan

Pasal 104
ketentuan umum zonasi lindung geologi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 99 ayat (2) huruf e, berupa ketentuan umum zonasi
untuk Pola Ruang Kawasan Keunikan Bentang Alam yang
meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan
pendidikan/penelitian yang tidak mengganggu atau mengubah
sistem/siklus hidrologi yang ada , kegiatan yang tidak merusak

komponen geologi dan ekosistemnya serta Ruang Terbuka
Hijau ;

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat
berupa kegiatan pertanian, perkebunan |, kehutanan, kegiatan
pariwisata dengan tujuan khusus , peternakan tradisional
(bukan industri) yang mengelola limbah kotoran ternak dan
kegiatan eksisting yang tidak mengubah bentang alam serta
tidak mengganggu fungsi kawasan lindung geologi;

ckegiatané
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c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa  kegiatan
pertambangan, kegiatan yang mengganggu fungsi imbuhan air,
kegiatan yang berpotensi merusak komponen geologi , dan

eksosistemnya serta kegiatan yang berpotensi mengganggu
atau mengubah sistem/siklus hidrologi yang ada;

d. pengaturan intensitas  pemanfaatan ruang berupa penetapan
zonasi penataan kawasan sesuai karakteristik pengelolaannya
dan ketentuan pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang -undangan; dan

e. ketentuan sarana dan prasarana  minimum meliputi
pembangunan Jalan  patroli dalam kawasan dengan
memperhatikan aspek ekologis, pusat informasi dan fasilitas
penunjang pemantauan dan pengawasan kawasan seperti
papan informasi, pos jaga, menara pemantau

Pasal 105

Ketentuan umum zonasi  kawasan hutan produksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf a, berupa ketentuan
umum zonasi untuk Pola Ruang Kawasan Hutan Produksi Tetap
dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan  berupa kegiatan jasa lingkungan,
pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu , serta
pemungutan h asil hutan kayu dan bukan kayu dengan
memperhatikan daya dukung lingkungan dan neraca sumber
daya hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang o}
undangan;
b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat :
yaitu :
lkegiatan bukan kehutanan di mungki nk

menempuh ketentuan, kpwanaard a ah watna n
dan/ at au alih fungsi hut an dengan
peraturan pendadgaag,;

2kegiatan rel okasi huni an penduduk

alam dapat di mungkinkan secara terftk
dengan luasan tetap, tidak merubah f
dan di bawah pengawasan ketat setel ah
persetujuan dar.i Iwnesnt aanngs i S eysaunagi  bdeern

ket entpreamt preamundamdgiangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat
merusak bentang alam dan kualitas fungsi Kawasan;

d. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang berupa penetapan
zonasi penataan kawasan sesuai karakteristik pengelolaannya
dan ketentuan pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang -undangan;

e. ketentuan sarana dan prasarana minimum  meliputi
penyediaan penanda informasi dan patok batas tiap blok zona
penataan kawasan yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan
sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan,;

fpenerapan.
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f. penerapan prinsip  zero delta Q policy dan kompensasi imbal
jasa lingkungan terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun
yang dituangkan dalam dokumen lingkungan ;

g. pemilihan komoditas tanaman ditentukan berdasarkan kajian
dengan mempertimbangkan jaminan ketersediaan air bagi
Kawasan di sekitarnya; dan

h. pemanfaatan pada kawasan hutan produksi yang berada di
Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung, Kecamatan
Babakan Madang terbatas pada kegiatan jasa lingkungan,
pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, tanpa mengurangi luas
tutupan dan kawasan  hutan.

Pasal 106
(1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana
dimaksud ketentuan  Pasal 99 ayat (3) huruf b, meliputi:
a. ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan ;
b. ketentuan umum zonasi  Kawasan Hortikultura
c. ketentuan umum zonasi  Kawasan Perkebunan ; dan
d. ketentuan umum zonasi  Kawasan Peternakan
(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan  berupa kegiatan tanaman pangan,
hortikultura,  perkebunan, pendidikan dan penelitian,
penyediaan sarana dan p rasarana, penanganan pascapanen,
peternakan, perikanan, industri hasil pengolahan pertanian
serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanpa
merubah fungsi lahan sawah beririgasi teknis;

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat
meliputi :

lkegiatan agrowi sata dan sarana prasa
di mungkinkan secara bersyarat pada
kajian peningkatan produktivitas | a
dan/ at au horti kultura mel al ui per s
Penataan Ruang Daer ah;

2pengendal i an perubahan fungsi | ahan
agrowi sata hanya diizinkan dengan p
10% (sepul uh per sen) yang Jbhaelraand a p
eksisting dan wajib memberi kan | ami
sawah dan peningkatan irigasi sesuali
kajian peningkatan produktifitas tan
3kegiapamanfaat an ruang unt uk fasil.i
sosi al terbatas bagi masyarakat set
l uas maks( mathe)kt are mel al ui perset L

Forum Penataan Rwamg Daer ah;

4 kegiat an aingnyt@ai dak mleinmgauiah | ahan
pertanian t anaman pangan beririgas
me n g g a nfgugnug s i kawasan.

c. kegiatan.
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c. kegiatan yang tidak diperbolehkan , yaitu penggunaan lahan
yang dapat mengganggu dan mengabaikan fungsi Kawasan
Tanaman Pangan dan kelestarian lingkungan;

d. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang ditentukan dengan
Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) maksimal sebesar 20%
(dua puluh persen ), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal
0,8 (nol koma delapan) dan dikecualikan untuk:

1. fasilitas umum dan sosial,
2. sarana prasarana permukiman; dan

3. rumah tinggal dan toko dengan luas maksimal 1.000 (seribu)
meter perseqgi.

e.ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi
penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan
pertanian tanaman pangan sesuai kajian dan ketentuan
peraturan perundang -undangan; dan

f. alih fungsi lahan sawah dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang -undangan .

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan  berupa kegiatan tanaman pangan,
hortikultura,  perkebunan, pendidikan dan penelitian,
penyediaan sarana dan p rasarana, penanganan pascapanen,
peternakan, perikanan, industri hasil pengolahan pertanian
serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanpa
merubah fungsi lahan sawah beririgasi teknis;

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat :
yaitu:
1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk fasilitas umum dan
sosial terbatas bagi masyarakat setempat dengan batasan
luas maksimal 1  (satu) hektare melalui persetujuan dari
Forum Penataan Ruang Daerabh;

2. kegiatan pemanfaatan  ruang  untuk  pemakaman
dimungkinkan secara terbatas pada lahan pertanian tidak
produktif;

3. kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukung dapat
dimungkinkan secara bersyarat pada lahan sawah melalui
kajian peningkatan produktivitas lahan pertanian pangan
dan/atau hortikultura melalui persetujuan dari Forum
Penataan Ruang Daerah ;

4. pengendalian perubahan fungsi lahan sawah untuk kegiatan
agrowisata hanya diizinkan dengan perubahan maksimum
10% (sepuluh persen) yang berada pada jaringan Jalan
eksisting dan wajib memberikan jaminan pemulihan lahan
sawah dan peningkatan irigasi sesuai dengan jangka waktu
kajian peningkatan produktifitas tanaman pangan ;

5pengendal i ané
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5. pengendalian  perluasan kegiatan eksisting yang
berpotensi terhadap perubahan lahan pertanian produktif;
dan

6. kegiatan lainnya yang tidak mengubah lahan pertanian
produktif dan tidak mengganggu fungsi Kawasan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa penggunaan lahan
yang dapat mengganggu dan mengabaikan fungsi Kawasan
Hortikultura  dan kelestarian lingkungan;

d. pengaturan ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang
ditentukan dengan Koefisien Wilayah Terbangun (KWT)
maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) , Koefisien Lantai
Bangunan (KLB) maksimal 1,2 (satu koma dua) dan
dikecualikan untuk:

1. fasilitas umum dan sosial,
2. sarana prasarana permukiman; dan

3. rumah tinggal dan toko dengan luas maksimal 1.000 (seribu)
meter perseqgi.

e. ketentuan sarana dan prasarana minimum  meliputi
penyediaan sarana dan prasarana penunjang Kkegiatan
hortikultura sesuai kajian dan ketentuan peraturan

perundang -undangan; dan

f. alih fungsi lahan sawah dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang -undangan .

(4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolenkan ~ meliputi :

1. kegiatan perkebunan  mencakup pengembangan lokasi yang
digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana
pendukung, penanganan pascapanen serta pengolahan dan
pemasaran hasil perkebunan tanpa merubah fungsi lahan
sawah beririgasi teknis;  dan

2. kegiatan agrowisata, pertanian, peternakan, perikanan,
pertambangan, pemakaman industri hasil pengolahan
perkebunan dan sarana prasarana pendukung sesuai
dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang -
undangan .

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat :
yaitu:

1. pemanfaatan ruang yang bersinggungan dengan kawasan
konservasi  (hutan lindung) harus  memperhatikan
perlindungan fungsi lindungnya sesuai dengan ketentuaan
peraturan perundang -undangan; dan

2. kegiatan pemanfaatan ruang untuk fasilitas umum dan
sosial terbatas bagi masyarakat setempat dengan batasan
luas maksimal 1  (satu) hektare melalui persetujuan dari
Forum Penataan Ruang Daerah

c. elgi atan.
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c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa penggunaan lahan
yang mengganggu dan mengabaikan fungsi Kawasan
Perkebunan dan kelestarian lingkungan;

d. pengaturan ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang
ditentukan dengan Koefisien Wilayah Terbangun (KWT)
maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen), Koefisien Lantali
Bangunan (KLB) maksimal 1,2 (satu koma dua) dan
dikecualikan untuk:

1. fasilitas umum dan sosial;
2. sarana prasarana permukiman; dan

3. rumah tinggal dan toko dengan luas maksimal 1.000 (seribu)
meter perseqgi.

e.ketentuan sarana dan prasarana minimum  meliputi
penyediaan sarana dan prasarana penunjang Kkegiatan
perkebunan sesuai kajian dan ketentuan peraturan
perundang -undangan; dan

f. pengaturan komoditas Kawasan perkebunan memperhatikan
kesesuaian lahan, luas minimum dan maksimum penggunaan
lahan untuk perkebunan, dan pemberian hak atas ar ea.

(5) Ketentuan umum zonasi Kawasan Peternakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan , meliputi :

1. kegiatan peternakan yang mencakup pendidikan dan
penelitian, penyediaan sarana dan prasarana pendukung
kegiatan peternakan tanpa merubah fungsi lahan sawah
beririgasi teknis; dan

2. kegiatan pengembangan peternakan termasuk penyediaan
rumah potong hewan, pusat kesehatan hewan dan
inseminasi buatan serta pasar hewan berupa penyediaan
lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan
kesehatan hewan .

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat :

yaitu:
1. pengembangan Kawasan Peternakan dapat dilaksanakan
secara tersendiri dan/atau terintegrasi dengan budi daya

tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan,
kehutanan, pariwisata dan bidang lainnya yang terkait
sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang -
undangan; dan

2. pengendalian sistem pengolahan limbah peternakan yang
dapat mengganggu kerusakan lingkungan sesuai dengan
kajian dan ketentuan  peraturan perundang -undangan .

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan , yaitu penggunaan lahan
yang mengganggu dan mengabaikan fungsi Kawasan
Peternakan dan kelestarian lingkungan;

dpengaturan.
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d. pengaturan ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang
ditentukan dengan Koefisien Wilayah Terbangun ( KWT)
maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) , Koefisien Lantai
Bangunan (KLB) maksimal 2 (dua); dan

e.ketentuan sarana dan prasarana minimum  meliputi
penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan
peternakan sesuai kajian dan ketentuan peraturan perundang -
undangan.

Pasal 107

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf c, berupa ketentuan
umum zonasi untuk  Pola Ruang Kawasan Perikanan Budi Daya
yang meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan , meliputi :

1. kegiatan penelitian, pembenihan dan pembesaran ikan, dan
sentra pemasaran hasil perikanan tanpa merubah fungsi
lahan sawah beririgasi teknis  ; dan

2. pengembangan Kawasan Perikanan Budi Daya dapat
dilaksanakan dengan budi daya perikanan sesuai dengan
kajian dan ketentuan peraturan perundang -undangan .

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat :
meliputi :

1. pengendalian sistem pengolahan limbah perikanan yang
dapat mengganggu kerusakan lingkungan sesuai dengan
kajian dan ketentuan peraturan perundangan -undangan;
dan

2. kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah pendukung
perikanan, kegiatan ekowisata dengan tetap
mempertahankan fungsi utama kawasan perikanan,
kegiatan pariwisata, kegiatan penunjang pariwisata,
permukiman, fasilitas pendukung permukiman dan
pertanian, dap at dimungkinkan secara bersyarat pada lahan
perikanan  budi daya dengan kajian kelayakan
pengembangan lahan melalui persetujuan dari Forum
Penataan Ruang Daerah ;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan , yaitu penggunaan lahan
yang mengganggu dan mengabaikan fungsi kawasan perikanan
dan kelestarian lingkungan;

d. pengaturan ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang
ditentukan dengan Koefisien Wilayah Terbangun (KWT)
maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen), Koefisien Lantai
Bangunan (KLB) maksimal 2 (dua) ; dan

eketentuan.
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e.ketentuan sarana dan prasarana minimum  meliputi
penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan
perikanan sesuai kajian dan ketentuan peraturan perundang -
undangan.

Pasal 108

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertambangan dan
energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) hurufd
berupa ketentuan umum zonasi untuk Pola Ruang Kawasan
Peruntukan Pertambangan Batuan yang meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan , meliputi :

1. kegiatan penelitian dan pengambilan hasil tambang batuan,
serta pembangunan penunjang aktifitas pertambangan; dan

2. kegiatan pemanfaatan ruang dimungkinkan  dengan
mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi
dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian
lingkungan serta keseimbangan antara biaya, resiko , dan
manfaat tanpa merubah fungsi lahan sawah beririgasi teknis
sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang -undangan .

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat :
meliputi :

1. kegiatan pendukung kegiatan pertambangan energi,
pertanian, RTH, permukiman, wisata minat khusus dapat
dimungkinkan secara bersyarat pada lahan di kawasan
pertambangan dengan kajian kelayakan pengembangan
lahan melalui  persetujuan dari Forum Penataan Ruang
Daerah; dan

2. pengendalian ruang pada kegiatan pertambangan harus
menyimpan dan mengamankan tanah pucuk untuk
keperluan reklamasi lahan bekas penambangan .

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa  kegiatan
penambangan pada daerah yang menurut kajian dan peraturan
perundang -undangan dapat mengurangi secara signifikan debit
mata air dan mengganggu kelestarian lingkungan yang
mengacu pada ketentuan khusus kawasan pertambangan
mineral dan batubara ;

d. pengaturan ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang
ditentukan dengan Koefisien Wilayah Terbangun (KWT)
maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen), Koefisien Lantai
Bangunan (KLB) maksimal 1,2 (satu koma dua) ;

e. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi penyediaan
sarana dan prasarana minimum meliputi ruang evakuasi serta
sarana prasarana mitigasi bencana;

fpengenaan.
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f. pengenaan kewajiban untuk melaporkan upaya pengelolaan
dampak lingkungan dan pengelolaan limbah kegiatan
pertambangan dan pascatambang secara berkala sebagai
bentuk tanggung jawab pengelolaan lingkungan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang -undangan; dan

g. pengelolaan kawasan bekas penambangan wajib direklamasi
sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai
kawasan hijau atau kegiatan budi daya lainnya dengan tetap
memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup

Pasal 109

Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf e, berupa
ketentuan umum zonasi untuk Pola Ruang Kawasan Peruntukan
Industri  yang meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan , meliputi :
1. kegiatan industri besar, menengah, kecil dan mikro; dan

2. kegiatan industri yang disesuaikan dengan kemampuan
penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan
sumber daya manusia di wilayah sekitarnya

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat :
meliputi :

1. Pemanfaatan = Ruang untuk  kegiatan  perumahan,
perdagangan jasa, fasilitas sosial dan umum, perkantoran,
pemerintahan , dan pertanian dapat dimungkinkan secara
bersyarat pada lahan di Kawasan Peruntukan Industri
dengan kajian kelayakan pengembangan lahan melalui
persetujuan dari Forum Penataan Ruang Daerah;

2. penerapan kewajiban perusahaan industri berlokasi di
kawasan industri kecuali untuk industri yang memerlukan
bahan baku khusus serta usaha mikro, kecil, dan menengah
sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan;

3. pengendalian kegiatan industri berskala besar dan/atau
bernilai ekonomi tinggi dan/atau memiliki potensi gangguan
lingkungan tinggi dan/atau potensi rawan bencana; dan

4. Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Lahan Sawah yang
dilindungi dilakukan  sesuai  ketentuan pera  turan
perundang -undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi

1. pelarangan untuk kegiatan yang mengganggu kegiatan
industri dan/atau menimbulkan pencemaran melebihi
persyaratan ambang batas;

2. pelarangan pembuangan limbah ke Badan Air permukaan
dan tanah secara langsung;  dan

3. pel arangan.
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3. pelarangan melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan
pencemaran air, udara , dantanah .

d. pengaturan ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang
ditentukan dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal
sebesar 70% (tujuh puluh persen), Koefisien Dasar Hijau (KDH)
minimum sebesar 10% (sepuluh persen), Koefisien Lantai
Bangunan (KLB) maksimal 4 (empat) ;

e. ketentuan sarana prasarana minimum , meliputi :

1. aksesibilitas yang dapat mempermudah pengangkutan
bahan baku dan logistik, pergerakan tenaga kerja, dan
distribusi hasil produksi;

2. terdapat sistem pembuangan dan pengolahan khusus limbah
untuk mencegah pembuangan limbah secara langsung ke
Badan Air permukaan, dan tanah;

3. ketersediaan jaringan energi dan kelistrikan; dan
4. ketersediaan jaringan telekomunikasi.

f. pembangunan lokasi kawasan industr i wajib memenuhi
ketentuan sebagai berikut:

1. memenuhi ketentuan teknis untuk kegiatan industri;

2. tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup dan
menjamin  pemanfaatan sumber daya alam yang
berkelanjutan;

3. menyediakan perumahan, sarana prasarana, serta fasilitas
sosial dan umum di dalam kawasan industri; dan

4. penyediaan RTH minimal 10% (sepuluh persen) dari luas
kawasan.

g. pengelolaan industri wajib menerapkan pola industri hijau
dengan ketentuan persyaratan melakukan produksi bersih,
penerapan manajemen quality control , hemat air dan ramah
lingkungan yang dituangkan dalam dokumen lingkungan

h. Pembangunan dan/atau pengembangan industri menengah
dan besar harus berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 110

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Pariwisata sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf f, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan , meliputi :

1. kegiatan operasional dan pengembangan pariwisata sesuai
daya tarik wisata alam dan budaya tanpa merubah fungsi
lahan sawah beririgasi teknis;  dan

2. kegiatan pemanfaatan ruang dimungkinkan  untuk
pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai
daya dukung dan daya tampung lingkungan

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat :
yaitu:

1. kegiatan objek daya tarik wisata buatan, pertambangan,
industri dan pemakaman dapat dimungkinkan secara
bersyarat pada lahan di kawasan pariwisata dengan kajian
kelayakan pengembangan lahan melalui persetujuan dari
Forum Penataan Ruang Daerah;
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2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang  secara terbatas untuk
pengembangan aktivitas akomodasi wisata, rumah
peristirahatan dan villa dengan syarat di luar zona utama
pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik
wisata sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan
perundang -undangan; dan

3. pengendalian pemanfaatan potensi alam dan
pertumbuhan sarana dan prasarana penunjang wisata
yang mengganggu fungsi Kawasan Lindung, terutama
resapan air .

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan , yaitu :

1. pelarangan pengembangan pariwisata yang dapat
menimbulkan kerusakan lingkungan dan perubahan
lingkungan fisik alamiah ruang; dan

2. pelarangan kegiatan di dalam kawasan pariwisata yang
dapat menggangu kegiatan pariwisata

d. pengaturan ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang
ditentukan dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
maksimal sebesar 40% (empat puluh persen), Koefisien
Dasar Hijau (KDH) minimum sebesar 30% (tiga puluh
persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 3 (tiga) ;

e. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi penyediaan

fasilitas dan infrastruktur pendukung pariwisata, serta RTH
dan jalur evakuasi bencana ; dan

f. penerapan sustainable tourism bersama masyarakat dalam
pengembangan pariwisata yang dituangkan dalam dokumen

lingkungan .
Pasal 111
(1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf g,
meliputi:
a. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan;
dan

b. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Pedesaan.

(2) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Permukiman
Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan |, meliputi :

1. Pemanfaatan Ruang diperbolehkan untuk permukiman
sampai dengan kepadatan tinggi dan mengoptimalkan
pemanfaatan ruang secara vertikal di kawasan
permukiman perkotaan yang didukung dengan sarana dan
prasarana permukiman;

2. pemanfaatan lahan untuk permukiman baru disesuaikan
dengan karakteristik serta daya dukung lingkungan untuk
Kawasan Perkotaan dan pembangunan kawasan
terintegrasi fungsi campuran serta blok terpadu;
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3. Pemanfaatan Ruang diperbolehkan untuk Ruang Terbuka
Hijau ; dan

4. Pemanfaatan Ruang diperbolehkan untuk pengembangan
pariwisata, perdagangan, jasa, fasilitas umum , dan
fasilitas sosial .

. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat ,

meliputi :

1. pembatasan pengembangan industri kecil, pergudangan,
dan industri tertentu secara bersyarat dengan
mempertimbangkan dampak lingkungan dan melakukan
pengelolaan lingkungan;

2. pengendalian  kegiatan industri eksisting yang sudah
memiliki izin sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini
dengan tidak melakukan pengembangan;

3. pengembangan sistem transit dan pengembangan
Kawasan berorientasi transit pada kawasan permukiman
diperbolehkan, dengan persyaratan berdasarkan
peraturan perundang -undangan;

4. Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Lahan Sawah
yang Dilindungi dilakukan sesuai ketentuan peraturan
perundang -undangan ; dan

5. pengembangan pada kawasan berorientasi transit diatur
sebagai berikut:

apengembangan kawasan dengan mendo
ber kel anjut an pemédlnaglkuit an penggur
angkutan umum massal ;
bpengembangan fasilitas l i ngkunga
transportasi t i dak JhbEeeknmoktior y adnagn
terintegrasi dengan simpul transi't
cmemi | i ki peruntukan campur an
menengah hingga tinggi atau berag
dpel arangan kegiat an yang mengg
operasi onal kawasan berorientasi
keamanan, dan kenyamanan fungs:i
fasilitas penunjang kawasan.

. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa :

1. pelarangan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya
kenyamanan, keamanan , dan ketertiban Kkegiatan
permukiman; dan

2. pelarangan kegiatan yang dapat merusak prasarana,
sarana dan utilitas permukiman yang ada.

. pengaturan ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang
ditentukan dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
maksimal sebesar 60% (enam puluh persen), Koefisien Dasar
Hijau (KDH) minimum sebesar 10% (sepuluh persen),
Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 6 (enam);
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e. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi

1. penyediaan RTH secara proporsional dengan fungsi Kawasan
setidaknya 30% dari Kawasan Permukiman Perkotaan;

2. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air hujan
dengan membuat bak penampungan air, sumur detensi, dan
sumur resapan komunal sesuai dengan perhitungan neraca
air pada wilayah dengan kelerengan lebih dari 15 (lima belas)
persen;

3. penyediaan sumur resapan sesuai SNI, dengan
memperhatikan level muka air tanah dan juga sifat
permeabilitas tanah pada wilayah dengan kelerengan antara
5 (lima) persen sampai dengan 15 (lima belas) persen ;

4. penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan air limbah
aman, pengelolaan persampahan , dan proteksi kebakaran
pada kawasan perumahan sesuai ketentuan peraturan
perundang -undangan;

5. penyediaan sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana

peribadatan, sarana ruang dan terbuka, taman , dan
lapangan olahraga sesuai ketentuan dan Kkriteria yang
berlaku;

6. penyediaan kebutuhan sarana distribusi perdagangan
dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi
masyarakat, = keberadaan pasar tradisional, pusat
perbelanjaan, dan toko modern serta fasilitas yang bersih,
sehat, aman, tertib , dan nyaman; dan

7. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana.

f. pengembangan permukiman perkotaan di kawasan rawan
bencana alam dan resapan air dilaksanakan dengan
persyaratan teknis dan pengurangan intensitas pemanfaatan
ruang;

g. pengembangan kawasan permukiman wajib memenuhi kaidah
lingkungan hidup;

h. pengembangan kawasan berorientasi transit dapat diberikan
pelampauan intensitas tata masa bangunan sesuai kajian dan
ketentuan peraturan perundang -undangan;

i. pengaturan  syarat bangunan gedung dilakukan sesuai
ketentuan intensitas bangunan dan standar bangunan gedung;
dan

j. pengaturan ketentuan pemanfaatan ruang di kawasan
permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan
cagar budaya agar memperhatikan ketentuan khusus kawasan
cagar budaya .

(3) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Permukiman Perdesaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan , meliputi :

1. Pemanfaatan Ruang  diperbolehkan untuk permukiman
sampai dengan kepadatan sedang di kawasan permukiman
perdesaan yang didukung dengan sarana dan prasarana
permukiman;

2. Pemanfaatan Ruang diperbolehkan  untuk Pemanfaatan
Ruang untuk RTH;

3 Pemanfaatan.
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3. Pemanfaatan Ruang diperbolehkan untuk pengembangan

pariwisata, perdagangan, jasa, fasilitas umum , dan
fasilitas sosial ; dan
4. pengembangan  Kawasan  Permukiman Perdesaan

diarahkan pada pengembangan ruang permukiman

horisontal dengan  mempertimbangkan kegiatan dalam
Kawasan Perdesaan, mencakup kegiatan pertanian,
perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan

pengelolaan sumberdaya

. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat
meliputi :

1. pengendalian pengembangan industri  kecil secara
bersyarat dengan mempertimbangkan dampak lingkungan
dan melakukan pengelolaan lingkungan ; dan

2. pengendalian peternakan rakyat secara terbatas dengan
memperhatikan pengelolaan lingkungan

. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi

1. pelarangan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya
kenyamanan, keamanan dan ketertiban kegiatan
permukiman; dan

2. pelarangan kegiatan yang dapat merusak prasarana,
sarana dan utilitas permukiman yang ada

. pengaturan ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang
ditentukan dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
maksimal sebesar 40% (empat puluh persen), Koefisien
Dasar Hijau (KDH) minimum sebesar 50% (lima puluh
persen), Koefisien Lantai bangunan (KLB) maksimal 3 (tiga) ;

. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi

1. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air hujan
dengan membuat bak penampungan air, sumur detensi,
dan sumur resapan komunal sesuai dengan perhitungan
neraca air pada wilayah dengan kelerengan lebih dari 15
(lima belas) persen;

2. penyediaan sumur resapan sesuai SNI, dengan
memperhatikan level muka air tanah dan juga sifat
permeabilitas tanah pada wilayah dengan kelerengan
antara 5 (lima) persen sampai dengan 15 (lima belas)
persen; dan

3. penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan air
limbah aman, pengelolaan persampahan dan proteksi
kebakaran pada kawasan perumahan sesuai ketentuan
peraturan perundang -undangan .

. pengembangan kawasan permukiman wajib memenuhi
kaidah lingkungan hidup; dan

. pengembangan permukiman perkotaan di kawasan rawan

bencana alam dan bencana dilaksanakan dengan
persyaratan teknis dan pengurangan intensitas pemanfaatan

ruang.

Pas al
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Pasal 112

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf h, berupa
ketentuan umum zonasi untuk Pola Ruang Kawasan Pertahanan
dan Keamanan yang meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan , meliputi :

1. Pemanfaatan Ruang diperbolehkan kegiatan operasional,
penunjang dan pengembangan Kawasan Pertahanan dan
Keamanan ; dan

2. Pemanfaatan R uang diperbolehkan untuk kegiatan yang
seJalan dengan fungsi pertahanan dan keamanan.

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat :
yaitu pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan diluar

fungsi pertahanan dan keamanan diperbolehkan dengan syarat
setelah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang 0 undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan , yaitu kegiatan budi daya
yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Pertahanan d an
Keamanan;

d. pengaturan ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang
ditentukan dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal
sebesar 50% (lima puluh persen), Koefisien Dasar Hijau (KDH)
minimum sebesar 50% (lima puluh persen), Koefisien Lantai
Bangunan (KLB) maksimal 3 (tiga) ;

e.ketentuan sarana dan prasarana minimum  meliputi
penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan
pertahanan dan keamanan sesuai kajian dan ketentuan
peraturan perundang -undangan; dan

f. pengaturan ketentuan pemanfaatan ruang di Kawasan
Pertahanan d an Keamanan yang bertampalan dengan kawasan
cagar budaya agar memperhatikan ketentuan khusus kawasan
cagar budaya.

Paragraf 4
Ketentuan Khusus
Pasal 113

Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat
(3) huruf ¢, meliputi:

a. Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan (KKOP);

b. Ketentuan Khusus  Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(KP2B);

Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana;
Ketentuan Khusus kawasan resapan air;
Ketentuan Khusus kawasan sempadan;
Ketentuan Khusus kawasan karst;

Ketentuan Khusus kawasan pertambangan mineral dan
batu bara ; dan

h. Ketentuan Khusus  kawasan cagar budaya.

@ "o oo
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Pasal 114

(1) Ketentuan Khusus  kawasan keselamatan operasi penerbangan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 113 huruf a diatur
berdasarkan ketentuan pembatasan tinggi bangunan dan jenis
kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang -
undangan sesuai zona KKOP dengan kriteria pengaturan setiap
zona sebagai berikut:

a. zona permukaan utama diperbolehkan hanya untuk kegiatan
Pemanfaatan Ruang penerbangan dan terbatas hanya untuk
Pemanfaatan Ruang kebandarudaraan;

b. zona di bawah permukaan transisi:

1. diperbolehkan hanya untuk pemanfaatan penerbangan
dan kebandarudaraan;

2. diperbolehkan terbatas dan bersyarat untuk kegiatan
pemanfaatan ruang;

3. batas ketinggian (45+H) mdpl terhadap ketinggian bandar
udara; dan

4. kebisingan tingkat 1l (75 db < Index tingkat kebisingan
/WECPNL < 80 db), yaitu tanah dan ruang udara yang
dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan
atau bangunan k ecuali untuk jenis kegiatan dan /atau
bangunan sekolah, rumah sakit dan rumah tinggal.

C. zona ancangan pendaratan dan lepas landas:

1. batas ketinggian bangunan batas ketinggian ditentukan
dengan kemiringan dan jarak melalui perpanjangan
sumbu landas pacu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang an-undangan ;

2. dilarang mendirikan bangunan yang dapat menambah
tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat
antara lain bangunan SPBU, Pabrik atau Gudang Kimia
Berbahaya, SUTT dan/atau SUTET; dan

3. kebisingan tingkat I (8 0 db < Index tingkat
kebisingan /WECPNL), yaitu tanah dan ruang udara yang
dapat dimanfaatkan untuk membangun fasilitas bandar
udara yang dilengkapi insulasi suara dan dapat
dimanfaatkan sebagai jalur hijau atau sarana
pengendalian lingkungan dan pertanian yang tidak
mengundang burung.

d. zona di bawah permukaan horizontal dalam :

1. batas ketinggian ditentukan oleh +45 m di atas ketinggian
ambang Landas Pacu;

2. diperbolehkan hanya untuk kegiatan pemanfaatan ruang
kebandarudaraan; dan

3. diperbolehkan terbatas dan bersyarat untuk kegiatan
pemanfaatan ruang selain kebandarudaraan.

e.zona di bawah permukaan kerucut mengatur  batas
ketinggian yang ditentukan oleh kemiringan 5% (lima
persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari tepi luar
kawasan di bawah Permukaan Horizontal d alam pada
ketinggian +45 m sampai ketinggian +145 m di atas
ketinggian ambang Landas Pacu ;

fzonaé
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f. zona di bawah permukaan horizontal luar

1. batas ketinggian ditentukan +150 m di atas ketinggian
ambang landas pacu ; dan

2. diperbolehkan terbatas dan bersyarat untuk kegiatan
pemanfaatan ruang selain kebandarudaraan.

(2)Ketentuan Khusus kawasan keselamatan  operasi
penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan  dalam peta sebagaimana tercantum dalam
Lampiran X Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Pasal 115
(1)Ketentuan khusus pada KP2B sebagaimana dimaksud Pasal
113 huruf b bertampalan dengan peruntukan  Kawasan
Keunikan Bentang Alam, Kawasan Pariwisata, Kawasan

Perikanan Budidaya, Kawasan Perkebunan, Kawasan
Permukiman Perdesaan, Kawasan Permukiman Perkotaan,
Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Peruntukan
Pertambangan Batuan, Kawasan Tanaman Pangan dan
Kawasan Ho rtikultura

(2)Ketentuan khusus pada KP2B sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) , meliputi:

akegi apamanf aat amwangadgper bol ehkan, n
lkegiatan upaya peningkatan produl
KP2;Bdan
2kegiatan operasional , penunj ang,
KP2B.

bkegi agemanf aatanyamgandg per bol ehkan ¢
syarat, mel i put.i
lal ifhungsi KP2B unt uk kepentingan
strategi s chars/i atnau bencana di | ak
sesuali dengan ketentuan peratur

undangan
2kegi admgowi sata dan ekowi sata dan
pendukungnya dis$ag&sanaklamgan ket el
peratuemamng-ang an gdan
3pengembasigganem jaringan prasarana
sesuali dengan ketentpanungangtur
undangan.

c kegi atpemanf aat an ruang yang ti dak
ber upa kegiat an y anlguasamnguKawmags an
pertanian t paBaan yang memi | i ki
produktivitas tinggi.dan beririgasi

(3)Ketentuan khusus pada KP2B sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum

dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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Pasal 116

(1)Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 113 huruf ¢, meliputi:

a. Ketentuan Khusus  kawasan rawan bencana gerakan tanabh;
b. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana banijir;

c. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana gempa bumi;
dan

d. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana letusan
gunung api.
(2)Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gerakan tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur sebagai
berikut:

a. Pemanfaatan Ruang diarahkan dengan ketentuan
pengurangan risiko bencana melalui pembatasan jenis
kegiatan budi daya terbangun, pengurangan tata masa
bangunan dan/atau penilaian risiko bencana;

b. pengendalian kegiatan permukiman dan industri, dengan
syarat kepadatan rendah dengan mempertimbangkan
kondisi lingkungan dan tingkat kerawanan bencana
gerakan tanah;

c. pada peruntukan ruang kawasan permukiman, pariwisata
dan industri akan dikenakan pembatasan ketentuan tata
masa bangunan berupa pengurangan intensitas Koefisien
Dasar Bangunan ( KDB) dan/atau penambahan intensitas
Koefisien Da erah Hijau ( KDH) maksimal 10% (sepuluh
persen) dari ketentuan intensitas yang berlaku;

d. pengecualian pembatasan ketentuan tata masa bangunan
sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dilakukan
setalah dilakukan kajian yang diverifikasi dan divalidasi
oleh instansi yang menangani urusan penanggulangan
bencana, lingkungan hidup dan Penataan Ruang serta
mendapat persetujuan dari Forum Penataan Ruang Daerah;

e. pelarangan pendirian bangunan dan/atau perubahan
bentang alam pada kemiringan lereng lebih dari 40 (empat
puluh) persen;

f. pelarangan Pemanfaatan Ruang yang dapat menimbulkan
rawan bencana gerakan tanah

g. pada wilayah dengan gerakan tanah tinggi, pengembangan
bangunan diatas 2 lantai hanya dimungkinkan pada lahan
yang memiliki kemampuan pembebanan bangunan diatas
50 kg/cm 2 dan pada kelerengan >15% tidak diperkenankan
membuat biopori/sumur resapan;

h. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan
informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi; dan

i. pembangunan jaringan prasarana, fasilitas umum dan
fasilitas sosial, dengan syarat membuat kajian dan
mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang

(3Wetentuan.
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(3)Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana banjir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai
berikut:

a. Pemanfaatan Ruang diarahkan dengan ketentuan
pengurangan risiko bencana melalui pembatasan jenis
kegiatan budi daya terbangun, pengurangan tata masa
bangunan dan/atau penilaian risiko bencana,

b. penetapan batas dataran banjir dan banjir bandang;

c. pemanfaatan dataran banjir bagi RTH dan infrastruktur
perkotaan yang berfungsi sebagai pengendali banjir dan
tahan terhadap risiko bencana baniir;

d. pengendalian permukiman yang sudah terbangun pada
dataran banjir dan banjir bandang melalui pelarangan
perluasan atau penambahan bangunan baru, penyediaan
infrastruktur pengendali banjir, penyediaan jalur dan
tempat evakuasi bencana sesuai kajian dan keten tuan
peraturan perundang -undangan;

e. kegiatan permukiman, pariwisata, perdagangan, jasa dan
industr i pada kawasan rawan bencana banjir dapat
dikenakan  syarat tambahan berupa  penyediaan
infrastruktur pengendali banjir sesuai kajian dan ketentuan
peraturan perundang -undangan;

f. pengendalian kegiatan permukiman dan industri, dengan
syarat kepadatan rendah dengan mempertimbangkan
kondisi lingkungan dan tingkat kerawanan bencana banijir
dan banijir bandang;

g. pada peruntukan  ruang kawasan permukiman dan industri
akan dikenakan pembatasan ketentuan tata masa
bangunan berupa pengurangan intensitas Koefisien Dasar
Bangunan ( KDB) dan/atau penambahan intensitas
Koefisien Daerah Hijau ( KDH) maksimal 10% (sepuluh
persen) dari ketentuan intensitas yang berlaku;

h. pengecualian pembatasan ketentuan tata masa ba ngunan
sebagaimana dimaksud dalam huruf g dapat dilakukan
setalah dilakukan kajian yang diverifikasi dan divalidasi
oleh instansi yang menangani urusan penanggulangan
bencana, lingkungan hidup dan Penataan Ruang serta
mendapat persetujuan dari Forum Penataan Ruang Daerah;

i. pengendalian kegiatan pertanian, perikanan, perkebunan
melalui pemilihan jenis vegetasi yang sesuai serta
mendukung konsep kelestarian lingkungan; dan

j. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu
peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara.

(4)Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana gempa bumi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur sebagai
berikut:
a.Pemanfaatan Ruang diarahkan dengan ketentuan

pengurangan risiko bencana melalui pembatasan jenis
kegiatan budi daya terbangun, pengurangan tata masa
bangunan dan/atau penilaian risiko bencana;

b.pengendal i ané
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b. pengendalian pembangunan di kawasan rawan gempa
harus mengikuti  ketentuan standar bangunan tahan gempa
sesuai dengan analisis risiko bencana,;

c. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info
bahaya, rambu dan jalur evakuasi;

d. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah
terdampak gempa wajib melakukan penguatan bangunan
menjadi bangunan tahan gempa; dan

e.penentuan pola bangunan dan permukiman wajib
memperhatikan  kondisi bentang alam dan faktor
kelerengan.

(5)Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana letusan gunung
api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur
sebagai berikut:

a. Pemanfaatan Ruang diarahkan dengan ketentuan
pengurangan risiko bencana melalui pembatasan jenis
kegiatan budi daya terbangun, pengurangan tata masa
bangunan dan/atau penilaian risiko bencana,;

b. Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana kategori
rendah masih dapat dimanfaatkan untuk permukiman
dengan ketentuan mengikuti aturan mitigasi bencana
erupsi gunung api;

c. Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana kategori
sedang diarahkan untuk pertanian dan perkebunan;

d. Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana kategori
tinggi tidak boleh dilakukan pembangunan atau
pengembangan  pembangunan, pemanfaatan ruang
diarahkan untuk kawasan lindung, hutan, perkebunan,

dan RTH,;
e. Pemanfaatan Ruang di kategori rendah dan sedang waijib
melakukan analisa risiko bencana letusan gunung api;

f. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info
bahaya, rambu, dan jalur evakuasi;

g. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses;
dan

h.dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sangat
rawan , yaitu pada jarak sampai dengan 3 km (tiga kilometer)
dari  puncak gunung kecuali untuk kepentingan
pemantauan ancaman bencana.

(6)Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta sebagaimana
tercantum dalam Lampiran X  V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dan mengacu pada
Lampiran VI..3 Perat uran Daerah Nomor 9 Tahun 2022
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat

Pasal 117...
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Pasal 117

(1)Ketentuan  Khusus kawasan resapan air sebagaimana
dimaksud dalam pada  Pasal 113 huruf d diatur sebagai
berikut:

a. Pemanfaatan Ruang diarahkan dengan ketentuan
pengendalian limpasan air/  runoff melalui pembatasan jenis
kegiatan budi daya, pengurangan tata masa bangunan
dan/atau penyediaan lahan dan bangunan yang memiliki
kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan
harus sesuai dengan daya dukung lingkungan;

b. pengendalian kegiatan permukiman dan industri, dengan
syarat kepadatan rendah dengan mempertimbangkan
prinsip zero delta q policy ;

c. pada peruntukan ruang kawasan permukiman, pariwisata
dan industri akan dikenakan pembatasan ketentuan tata
masa bangunan berupa pengurangan intensitas Koefisien
Dasar Bangunan (KDB) dan/atau penambahan intensitas
Koefisien Daerah Hijau (K DH) maksimal 10% (sepuluh
persen) dari ketentuan intensitas yang berlaku;

d. pengecualian pembatasan ketentuan tata masa bangunan
sebagaimana dimaksud pada huruf c¢ dapat dilakukan
setalah dilakukan kajian yang diverifikasi dan divalidasi
oleh instansi yang menangani urusan lingkungan hidup
dan Penataan Ruang serta mendapat persetujuan dari
Forum Penataan Ruang Daerah;

e. pengendalian kegiatan pertanian, perikanan, perkebunan
melalui pemilihan jenis vegetasi yang sesuai serta
mendukung konsep kelestarian lingkungan;

f. pengenaan kewajiban untuk melakukan kajian peningkatan
resapan air sesuai dengan prinsip zero delta g policy melalui
kegiatan rekayasa sipil teknis maupun rekayasa vegetatif
yang dituangkan dalam dokumen lingkungan ;

g. pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya serap
tanah terhadap air;

h. melarang pengambilan air tanah baru melalui sumur bor ;

i. pengenaan kewajiban membangun sumur imbuhan air
tanah sejumlah 2 (dua) titik terhadap 1 (satu) titik sumur
produksi air tanah;

J. menjaga fungsi hidrogeologis kawasan resapan air, dengan

memperhatikan pelarangan kegiatan penambangan di
kawasan tersebut:

k. mengubah fungsi seluruh sumur produksi air tanah
menjadi sumur  Aquifer Storage and Recovery (ASR), yaitu
sumur bor air tanah dengan fungsi ganda yang mampu
produksi dan imbuhan air tanah; dan

I. pengendalian penggunaan air tanah diterapkan secara ketat
melalui pengurangan dan penyesuaian pengambilan air
tanah terhadap kondisi sumur.

(2)Ketentuan  Khusus kawasan resapan air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XV1 yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 118...
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Pasal 118

(1)Ketentuan Khusus sempadan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 113 huruf e, diatur sebagai berikut:

aPemanfaatadi Rwamgdki nkan untuk kegi at .

dan bangunan tertentu seperti
pengembangan il mu pengetahuan, par |
dan/ at au aktivitas budaya dan
prasarana sumbeJaldamiysesairjemdat an,
der maga, jal ur apiirpamigaesmtdanmgan kabe
' istri k dan telekomunikasi, prasar a
dan keagamaan, prasarana dan sar a
bangunan ketenagalistrikan;

bpembatasan dengan syarat kegiatan p¢
dan peternakan serta perikanan sel a

fungsi dan KkBealdeasnt dAinfrabebas dari po
dampak daya rusak air;

cpel arangan kegiatan dan bangunan ya
al am, menggangagu dan mer us ak fung
kel estarian | ingkungan hidup, serta
kuant Badan; Air

dpemanfaatan ®8Bammadandi | akukan ber das
izin dar.i Menteri, Gubernur , at au
kewenangannya dal am pengel ol aan sum
dilakukan dengan memperti mbangkan r
dar i pengel ola sumber daya air pada
yang bgksestaan;

eketentuan sarana prasaranaalmami mun
i nspeksi dan Dbangunan pengawas ket
debit air;

f ket entpueddmar angan membuang secara | ar
padat, Il i mbah c ai, rd,an | ilmbnébhaahhagna s
Berbahaya danB3keeBadan pginrer i ma;

gdal am halkawassan sempadan terdapat
dal am sempadan, maka bangunan ters
dalam status quo dan secara bertah;
unt uk mengembali kan fungsi sempadan.
ti dak berl aku bagi bangunan yang
sempadan sungai untuk fasilitas kep:¢
mel i puti bangunan prasarana sumber
j embatan dan der maga, jalur pi pa
rentangan kabel ' istrik dan tel ekom
ket enagal i stri kan dkeanng aant umreammp ebrahnagt ui n
tersebutkesttsmutaeamt preawndamdangan,;
hpada peruntukan ruang kawasan per mu
dan i ndustr.i di mungkinkan wuntuk di
pengaturan ruang diatasnya sel ama ¢t
penetapan sBagand,aAhdan

i pengenaan kewaj i ban penyedi aan
pengendalian daya rusak air dan per
kajian dan petanhidoreamndamd@iangan.

(2et ent uan
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(2) Ketentuan Khusus kawasan sempadan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 119

(1)Ketentuan Khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 113 huruf f, diatur sebagai berikut:

a. Pemanfaatan ruang yang teridentifikasi sebagai kawasan
karst yang dilindungi hanya dimungkinkan untuk kegiatan
penelitian dan penyelidikan bagi pengembangan ilmu
pengetahuan.

b. Pemanfaatan = Ruang secara terbatas dan bersyarat
dimungkinkan untuk kegiatan:

1. pendirian  bangunan yang menunjang kegiatan
pendidikan, penelitian, wisata, pertanian dan bangunan
utilitas yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Lindung
dan fungsi pengatur alami tata air;

2. pengembangan pertanian dan perkebunan dengan tanpa
merubah bentang alam;

3. pengembangan pariwisata dengan tanpa merubah
bentang alam;

4. peternakan tradisional (bukan industri) yang mengelola
limbah kotoran ternak; dan

5. industri skala kecil dengan bahan baku harus dari luar
Kawasan dan tidak merubah bentang alam.

c. Kegiatan permukiman, pertambangan dan industri dapat
dimungkinkan selama berada diluar kawasan karst yang
dilindungi sesuai kajian dan ketentuan perundang -
undangan; dan

d. Kawasan karst yang dilindungi harus memenuhi kriteria
Kawasan perlindungan khusus terutama  untuk
perlindungan air tanah, speleothem , dan ekosistem bawah
tanah.

(2)Ketentuan Khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XVIIl yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 120

(1) Ketentuan Khusus kawasan pertambangan mineral dan
batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf g,
meliputi:

a. Ketentuan Khusus wilayah usaha pertambangan;
b. Ketentuan Khusus wilayah pencadangan negara; dan
c. Ketentuan Khusus wilayah pertambangan rakyat.

(2)Ketentuan Khusus wilayah usaha pertambangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur sebagai
berikut :

aPemanf aat ané
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a. Pemanfaatan Ruang pada wilayah usaha pertambangan
merupakan dasar untuk penerbitan Wilayah 1zin Usaha
Pertambangan (WIUP) mineral logam, batu  bara, batuan,
mineral bukan logam dan/atau mineral bukan logam jenis
tertentu dengan memperhatikan kriteria sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang -undangan;

b. pengendalian secara bersyarat Wilayah Izin Usaha
Pertambangan (WIUP) sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dilakukan pada peruntukan ruang Kawasan
Tanaman Pangan, Kawasan Permukiman Perkotaan
Kawassan Permukiman Perdesaan, dan Kawasan
Peruntukan Industri melalui kajian yang
mempertimbangkan manfaat sosial, lingkungan dan

ekonomi secara seimbang, aspek kebencanaan dan bentuk
fisik lahan serta tidak berada pada lahan sawah beririgasi
teknis yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan
perundang -undangan;

c. kegiatan pertambangan pada wilayah pertambangan wajib
menyediakan sarana prasarana wilayah yang menunjang
kegiatan produksi tambang dan distribusi hasil tambang,
kelestarian lingkungan, dan keseimbangan antara biaya,
risiko dan manfaat;

d. kegiatan pertambangan wajib menyusun dan menjamin
pengelolaan lingkungan pra hingga pascatambang melalui
upaya reklamasi yang disesuaikan dengan peruntukan
ruang menjadi kawasan hijau ataupun kegiatan budi daya
lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kele starian
lingkungan melalui dokumen persetujuan lingkungan;

e. kegiatan  pertambangan  wajib  menyimpan dan
mengamankan tanah pucuk untuk keperluan reklamasi
lahan bekas penambangan; dan

f. kegiatan pertambangan di Badan Air harus mengikuti
ketentuan teknis dan peraturan perundang -undang an
setelah mendapat rekomendasi dari instansi yang
membidangi sumber daya air.

(3)Ketentuan Khusus wilayah pencadangan negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:

a. Pemanfaatan Ruang pada wilayah usaha pertambangan
merupakan dasar untuk penerbitan Wilayah lzin Usaha
Pertambangan (WIUP) khusus dengan memperhatikan
kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan;

b. kegiatan pertambangan pada wilayah pertambangan wajib
menyediakan sarana prasarana wilayah yang menunjang
kegiatan produksi tambang dan distribusi hasil tambang,
kelestarian lingkungan, dan keseimbangan;

c. kegiatan...
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c. kegiatan pertambangan pada wilayah pertambangan wajib
menyediakan sarana prasarana wilayah yang menunjang
kegiatan produksi tambang dan distribusi hasil tambang,
kelestarian lingkungan, dan keseimbangan antara biaya,
resiko dan manfaat;

d. kegiatan pertambangan wajib menyusun dan menjamin
pengelolaan lingkungan pra hingga pascatambang melalui
upaya reklamasi yang disesuaikan dengan peruntukan
ruang menjadi kawasan hijau ataupun kegiatan budi daya
lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian
lingkungan melalui do  kumen persetujuan lingkungan;

e. kegiatan  pertambangan  wajib  menyimpan dan
mengamankan tanah pucuk untuk keperluan reklamasi
lahan bekas penambangan; dan

f. kegiatan pertambangan di Badan Air harus mengikuti
ketentuan teknis dan peraturan perundang -undangan
setelah mendapat rekomendasi dari instansi yang
membidangi sumber daya air.

(4)Ketentuan Khusus wilayah pertambangan rakyat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur sebagai
berikut:

a.Pemanfaatan Ruang pada wilayah usaha pertambangan
merupakan dasar untuk penerbitan izin
pertambanga n rakyat untuk pertambangan mineral
logam, pertambangan mineral bukan logam dan batuan
dengan memperhatikan kriteria sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang -undangan;

b. kegiatan pertambangan rakyat dapat dilakukan setelah

tersedia Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada Wilayah
Pertambangan Rakyat yang disusun sesuai kewenangan

yang diatur dalam ketentuan peraturan  perundang -
undangan;

c. kegiatan pertambangan rakyat wajib menaati ketentuan
persyara tan teknis pertambangan minimal, meliputi:

1. tidak menggunakan bahan peledak;

2. tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang
dilarang sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang -undangan;

3. tidak melakukan kegiatan penambangan dengan
menggunakan metode penambangan bawah tanah
bagi orang perseorangan; dan

4. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik
khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan
pertambangan .

d. kegiatan pertambangan wajib menyusun dan menjamin
pengelolaan lingkungan pra hingga pascatambang melalui
upaya reklamasi yang disesuaikan dengan peruntukkan
ruang menjadi kawasan hijau ataupun kegiatan budi daya
lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian
lingkungan melalui d okumen persetujuan lingkungan;
dan

e. kegiatan...
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e. kegiatan pertambangan di Badan Air harus mengikuti
ketentuan teknis dan peraturan perundang -undangan
setelah mendapat rekomendasi dari instansi yang
membidangi sumber daya air.

(5)Ketentuan Khusus kawasan pertambangan mineral dan
batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan
dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran X IX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

Pasal 121

Ketentuan Khusus kawasan sekitar cagar budaya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 113 huruf h, sebagai berikut :

a. Pemanfaatan  Ruang dimungkinkan  untuk  kegiatan
pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan
serta sarana dan prasarana penunjang pelestarian dan
perlindungan cagar budaya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang -undangan;

b. penyediaan RTH vyang disesuaikan dengan kebutuhan
pelestarian kawasan cagar budaya baik di dalam Kawasan
maupun di sekitarnya;

c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan budi daya
berupa permukiman, pertanian, pa riwisata yang mendukung
fungsi k awasan dan pelestarian cagar budaya sesuai dengan
kajian dan ketentuan peraturan perundang -undangan;

d. pelarangan seluruh kegiatan budi daya dan pendirian
bangunan yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan cagar
budaya dan kelestarian lingkungan cagar budaya; dan

e. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang dilakukan dengan
kajian teknis dan kebutuhan Pemanfaatan Ruang dan
mendapat persetujuan dari Forum Penataan Ruang Daerah.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
Pasal 122

(1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b dilaksanakan
untuk memastikan:

a. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang; dan

b. penilaian perwujudan RTRW.

(2)Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilaksanakan untuk memastikan:

a. kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang; dan

b. pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang.

(3) Penilaian...



-120 -

(3)Penilaian  kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dilakukan pada periode:

a. selama pembangunan; dan
b. pascapembangunan.

(4)Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk memastikan
kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

(5)Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan paling lambat 2
(dua) tahun sejak diterbitkannya Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang.

(6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang
tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan
melakukan penyesuaian.

(7)Penilaian pada periode pascapembangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk memastikan
kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

(8) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang
tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang -undangan.

(9)Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk tekstual
dan spasial.

(10) Penilaian Pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan
pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan
persyaratan perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaat an
Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang -undangan.

(11) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (10) yang diterbitkan dan/atau diperoleh
dengan tidak melalui prosedur yang benar, maka batal demi
hukum.

(12) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (10) yang tidak sesuai lagi akibat adanya
perubahan RTRW dapat dibatalkan oleh instansi Pemerintah
Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang.

(13) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat dimintakan ganti
kerugian yang layak kepada instansi Pemerintah Daerah yang
menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

(14) Penilaian...
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(14) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk
juga pelaku usaha mikro kecil yang dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.

(15) Dalam hal penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang terhadap pelaku usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (14) terbukti tidak benar kegiatan
Pemanfaatan Ruangnya dilakukan pembinaan oleh instansi
Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuai an Kegiatan
Pemanfaatan Ruang.

(16) Penilaian perwujudan RTRW sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
b. perwujudan rencana Pola Ruang.

(17) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan
perwujudan rencana PolaRuang  sebagaimana dimaksud pada
ayat (16) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap:

a. kesesuaian program;

b. kesesuaian lokasi; dan

c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan
Ruang.

(18) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (16) huruf a dilakukan dengan
penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat -pusat
permukimandan sistem jaringan prasarana terhadap rencana
Struktur Ruang.

(19) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (16) huruf b dilakukan dengan
penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan,
pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas
tanah terhadap rencana Pola Ruang.

(20) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (18) terdiri atas:

a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan

c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan
muatan rencana.

(21) Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (19) terdiri atas:

a. muatan rencana Pola Ruang terwujud;
b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan

c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan
muatan rencana Pola Ruang.

(22) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (20) dan tingkat perwujudan rencana
Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dituangkan
dalam bentuk tekstual dan spasial.

(23) Peni

| ai an
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(23) Penilaian Perwujudan RTRW sebagaimana dimaksud pada
ayat (16) dilakukan secara periodik dan terus menerus , yaitu
1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu)
tahun sebelum Peninjauan Kembali RTRW.

(24) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan
Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang -undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Pasal 123
(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf ¢ diselenggarakan
untuk:

a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang
dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan
RTRW,

b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar se Jalan
dengan RTRW; dan

c. meningkatkan kemitraan semua Pemangku Kepentingan
dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang se  Jalan dengan
RTRW.

(2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang
untuk mendukung perwujudan RTRW.

(3)Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan untuk:

a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan
pada zona kendali atau zona yang didorong; atau

b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana
strategis nasional.

(4)Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan
oleh instansi berwenang.

Pasal 124

(1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123
ayat (1) merupakan perangkat untuk memotivasi. mendorong,
memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan
terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai
tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. insentif fiskal; dan/atau
b. insentif nonfiskal.

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a :
dapat berupa pemberia n  keringanan pajak dan/atau
retribusi.

(4) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b dapat berupa:

a. pemberian kompensasi;

bsubsidi é
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subsidi;
imbalan;
sewa ruang;
urun saham;

fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang;

g. penyediaan prasarana dan sarana,;
h. penghargaan; dan/atau
i. publikasi atau promosi.
(5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. antar pemerintah daerah; dan
b. dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

(6)Insentif antarpemerintah daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) huruf a dapat berupa:

a. pemberian kompensasi;

b. penyediaan prasarana dan sarana;
c. penghargaan; dan/atau

d. publikasi atau promosi daerah.

(7)Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:

a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi
subsidi;

pemberian kompensasi;

imbalan;

sewa Ruang;

urun saham;

fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang;

penyediaan prasarana dan sarana,
I. penghargaan; dan/atau
j-  publikasi atau promosi.

I

@ "o ao0o
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Pasal 125

(1) Ketentuan disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah
dan/atau  memberikan  batasan terhadap  kegiatan
Pemanfaatan Ruang yang se Jalan dengan RTRW dalam hal
berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung
lingkungan.

(2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa:

a. disinsentif fiskal; dan/atau
b. disinsentif nonfiskal.

(3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a dapat berupa pengenaan pajak dan retribusi yang tinggi.

(4)Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dapat berupa:

a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau

C. pemberian...
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c. pemberian status tertentu.

(5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. antarpemerintah daerah ; dan
b. dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

(6) Disinsentif antar pemerintah daerah  sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) huruf a berupa pembatasan penyediaan
prasarana dan sarana.

(7)Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berupa:

a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Pasal 126

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme
pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 123, Pasal 124 dan Pasal 125 diatur dengan peraturan
Bupati.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 127
(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2)
huruf d, dilakukan melalui sanksi administratif.

(2) Pengenaan sanksi administratif  sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan terhadap setiap Orang yang :
atidakmenaat. RTR yang t el ah dite
mengaki bpéekabahanRuangsi
bti dam&mat uhi ketentuan PemamfRalaRi;an Ru
dan
cmenghalakhges tekadwdsan yang ol eh ket
peraturan pendadgag dinyatakan sebag
umum.
(3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dima ksud
pada ayat (2) hurufa dilakukan melalui Audit Tata Ruang
(4) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dan huruf ¢ dapat langsung dikenakan Sanksi
Administratif tanpa melalui proses Audit Tata Ruang.
(5) Pengenaan sanksi administratif dikenakan berdasarkan
kriteria besar atau kecilnya
adampakng ditimbul kan akibat pelangg
Ruang,;
bnilmainf aat pesgerhkhabnadmiymaingt datbiefr i k al
terhadap Pemanf;aadlaamh aRuang
ckerugipaml ik yang daki mhul kpaenl-anggar
pel anggaran Pemanfaatan Ruang.

(6) Pengenaan.
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(6) Pengenaan sanksi administratif
ayat (1) berupa:

ape
bde
cpe
dpe
epe
f pe
gpe
hpe
I pe

ayat (6) dilakukan sesuai

sebagaimana dimaksud pada

i s

sementara kegiatan
sementara pelayanan umunm

Pemanfaatan Ruang;

ringatan tertul
nda administratif;
nghenti an
nghenti an

nutupan | okasi ;
ncabkKea®esuai an
mbat esaesuai an

Kegiatan Pemanf aat a

mbongklamgquunpnadan/ at au
mu | ifhuamdRs & n. g
(7) Pengenaan sanksi ad ministratif sebagaimana dimaksud pada

perundang -undangan di bidang

(8) Bentuk

dan

BAB

dengan ketentuan peraturan

Penataan Ruang .
cara penghitungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b diatur lebih lanjut
dalan Peraturan Bupati .

IX

denda administratif

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal

128

Dalam Penataan Ruang, setiap Orang berhak untuk :
a. mengetahui RTR,;
b. menikmati pertambahan nilai ruang

Ruang;

sebagai akibat Penataan

c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul
akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai
dengan RTR,;

d. mengajukan

pembangunan yang tidak sesuai dengan

e. mengajukan

f. mengajukan gugatan ganti

tuntutan  kepada pejabat berwenang terhadap

tuntutan pembatalan
pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR kepada pejabat
berwenang; dan

Rencana Tata Ruang ;
izin dan penghentian

kerugian kepada Pemerintah

Daerah dan/atau pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai
dengan RTR menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal

129

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang waijib:
a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan

Rencana Tata Ruang ;

Cc. mematuhi...
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c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan R uang ; dan

d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan
peraturan  perundang -undangan dinyatakan sebagai milik
umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 130

(1) Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah dengan melibatkan  Peran Masyarakat.

(2) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap:

a. penyusunan rencana Tata Ruang ;
b. Pemanfaatan Ruang ; dan
c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 131

Bentuk Peran Masyarakat dalam penyusunan rencana Tata
Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) dapat
berupa:

a. masukan mengenai:
1. persiapan penyusunan RTRW,
2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;

3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan
Wilayah atau Kawasan;

4. perumusan konsepsi RTRW; dan/atau
5. penetapan RTRW.

b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah, dan/atau sesama
unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.

Pasal 132

Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang
sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 130 ayat (2) huruf b berupa:

a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;

b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur
Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;

c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan
lokal dan RTRW yang telah ditetapkan;

d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam
Pemanfaatan Ruang mem perhatikan kearifan lokal serta sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;

e. kegiatan...
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e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta
memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan
hidup dan sumber daya alam; dan

f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang -undangan.

Pasal 133

Bentuk Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan
Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) huruf c
berupa:

a. memberi masukan terkait ketentuan umum zonasi, Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pemberian insentif dan
disinsentif , serta pengenaan sanksi;

b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan
RTRW yang telah ditetapkan;

c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang
dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau
pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar
RTRW yang telah ditetapkan; dan

d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang
berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai
dengan RTRW.

Bagian Keempat
Tata Cara Peran Masyarakat
Pasal 134

(1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan
secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau
melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

(2) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah
Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi
Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan
mudah oleh Masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Peran Masyarakat
dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang -undangan.

BAB X
KELEMBAGAAN
Pasal 135

(1)Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara
partisipatif ~di Daerah , Bupati membentuk Forum Penataan
Ruang.

(2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Forum...
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(3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan
dalam Pelaksanaan Penataan Ruang serta koordinasi
penyelenggaraan penataan ruang.

(4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi,
asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.

(5)Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata
kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang -undangan .

Pasal 136

(1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antar
pemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.

(2) Antar pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), yaitu antarorang perseorangan, antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah,
antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan
Masyarakat.

(3)Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama
diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk
mufakat.

(4)Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat
menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan
atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang -undangan.

(5)Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:

a. negosiasi;
b. mediasi; dan/atau
c. konsiliasi.

(6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya
perbedaan kebijakan pengaturan antartingkatan pemerintah,
para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi
penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa
Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang -undangan.

BAB Xl

KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 137

(1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia,
pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan
Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk
membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang -Undang
Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik ...
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(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau
keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam
bidang Penataan Ruang;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga
melakukan tindak  pidana dalam bidang Penataan Ruang;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang
Penataan Ruang;

d. melakukan pemeriksaan atas dokumen -dokumen yang
berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan
Ruang;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga
terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan
penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil
pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara
tindak pidana dalam bidang Penataan Rua ng; dan

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan
Ruang.

(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada
Pejabat Penyidik Kepolisian Negara  Republik Indonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan,
penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan
Pejabat Penyidik Kepolisian Negara  Republik Indonesia sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.

(5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut
umum melalui  Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata
cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang -undangan.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 138

Setiap Orang dan Badan Hukum yang melakukan kegiatan yang
dilarang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan indikasi arahan
zonasi, yaitu:

a. Pasal 90 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c;

b. Pasal 92 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf c, ayat
(4) huruf b dan ayat (5) huruf c;

c. Pasal 93...
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c. Pasal 93 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf b;

d. Pasal 94 huruf c;

e. Pasal 95 ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf c;

f. Pasal 96 huruf c;

g. Pasal 97 ayat (3) huruf c, ayat (4) hurufc dan ayat (5) huruf c;

h. Pasal 98 ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf c, ayat (4) huruf c,
ayat (5) huruf c, ayat (6) huruf ¢ dan ayat (7) huruf c;

i. Pasal 100 hurufc;

J. Pasal 101 hurufc;

k. Pasal 102 huruf a angka 3 dan huruf b angka 3;

. Pasal 103 hurufc;

m. Pasal 104 huruf c;

n. Pasal 105 hurufc;

0. Pasal 106 ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf c, ayat (4) huruf c,
ayat (5) huruf c;

p. Pasal 107 hurufc;

g. Pasal 108 hurufc;

r. Pasal 109 hurufc;

s. Pasal 110 hurufc;

t. Pasal 111 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c;

u. Pasal 112 hurufc;

v. Pasal 114 ayat (1) huruf c angka 2;

w. Pasal 115 ayat (2) huruf c;

X. Pasal 116 ayat (2) huruf e dan huruf f, ayat (5) huruf h;

y. Pasal 117 ayat (1) huruf g dan huruf h;

z. Pasal 118 ayat (1) huruf d dan huruf g;

aa. Pasal 120 ayat (4) huruf c; dan
bb. Pasal 121 huruf d.

dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan di
bidang penataan ruang.

BAB XIll
KETENTUAN LAIN -LAIN
Pasal 139

(1) Jangka waktu RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat
ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan

(2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan
kembali RTRW dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam
setiap periode 5 (lima) tahunan.

(3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berupa:
a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan
perundang -undangan;

b. perubahan...
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b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan
undang -undang;
c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang -
undang; dan
d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
(4)Peninjauan kembali RTRW dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan  perundang -undangan.

Pasal 140

(1)Dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional yang
bersifat strategis dan belum dimuat dalam RTRW dan/atau
rencana zonasi, Pemanfaatan Ruang tetap dapat
dilaksanakan.

(2)Pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat
rekomendasi izin Pemanfaatan Ruang dari Pemerintah Pusat.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 141
(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a. izin Pemanfaatan Ru ang atau Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku
sesuai dengan masa berlakunya;

b. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa
izin pemanfaatan ruang atau Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang dan bertentangan dengan ketentuan
Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan
dengan Peraturan Daerah ini; dan

c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya
dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme
penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

(2)Dalam hal terjadi ketidaksesuaian batas daerah antara
Daerah dengan Kabupaten dan/atau Kota lainnya , dilakukan
penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang -
undangan.

(3)Dalam hal ditemukan lahan pertanian pada Kawasan Lindung
dan/atau  Kawasan Budi Daya lainnya selain kawasan
pertanian, pengaturan pemanfaatan ruangnya dilakukan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang -undangan.

(4)Pemanfaatan Ruang pada kawasan hutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) dan Pasal 52 ayat (2 ) tetap
berlaku sebagai kawasan hutan sampai ditetapkannya
peraturan  perundang -undangan mengenai perubahan
peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan oleh Menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kehutanan.

(5Dal ame
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(5)Dalam hal kontijensi menghadapi darurat perang, ketentuan
umum  zonasi Pemanfatan Ruang berlaku ketentuan
tambahan yang meliputi

a. Ketentuan umum zonasi Jalan Tol sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 92 ayat (3) berlaku ketentuan tambahan
berupa pengaturan sarana -prasarana Jalan Tol yang
mendukung operasionalisasi rencana kontijensi kondisi
darurat perang;

b. Ketentuan umum zonasi kawasan konservasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan zonasi
kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 105 berlaku ketentuan  tambahan berupa kawasan
hutan sebagai daerah pertempuran;

c. Ketentuan umum zonasi  kawasan pertanian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 106 dan Kawasan Khusus

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaiman a
dimaksud dalam Pasal 115 berlaku ketentuan tambahan
berupa kawasan pertanian sebagai daerah logisti k
pertahanan; dan

d. Ketentuan umum  zonasi kawasan  permukiman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Dberlaku

ketentuan tambahan berupa pemanfaatan gedung negara
dan/atau gedung bertingkat serta gedung yang memiliki
area parkir bawah tanah untuk digunakan sebagai
pertahanan militer.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 142

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan
pelaksanaan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun
2016 -2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kab upaten Bogor Nomor
95) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 143
Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku:

a. Peraturan Daerah  Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun
2016 -2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Nomor 95); dan

b. Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7
Tahun 2019 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 105).

dicabut d an dinyatakan tidak berlaku

Pasal

144¢
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Pasal 144
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di  Cibinong
pada tanggal 21 Mei 2024
Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.

ASMAWA

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 21 Mei 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

SURYANTO PUTRA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 202 4 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PROVINSI
JAWA BARAT : ( 1/ 57 /202 4)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KERALA BAGIAN

PEF ANG -UfANGAN,
/

ADI MULYADI



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 1 TAHUN 202 4
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 202 4 - 2044
. UMUM

Rencana Tat a Ruang Wilayah memiliki peran penting dalam
mengatur arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan
ruang dalam wilayah serta dalam mewujudkan keterpaduan, keterkaitan
dan keseimbangan perkembangan antarwilayah. Pemerintah Kabupaten
Bogor telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Rencana Tat a Ruang Wilayah Kabupaten Bogor =~ Tahun 2016 -2036 sebagai
pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Sejak ditetapkan nya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016
tentang Rencana Tat a Ruang Wilayah Kabupaten Bogor ~ Tahun 2016 -2036,
terjadi dinamika eksternal akibat perubahan kebijakan pemerintah pusat
dan dinamika internal akibat perkembangan kegiatan serta pemanfaatan
lahan. Sehingga Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Rencana Tat a Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016 -2036
dilakukan peninjauan kembali

Penyusunan Rencana Tat a Ruang Wilayah dilaksanakan dalam
rangka mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas
wilayah, dan lintas pemangku kepentingan, pemaduserasian antara
struktur ruang dan pola ruang , penyelarasan antara kehidupan manusia
dengan lingkungan, perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan
perkembangan antardaerabh.

Penyusunan Rencana Tat a Ruang Wilayah memperhatikan rencana
pembangunan jangka panjang daerah provinsi, rencana pembangunan
jangka menengah daerah provinsi, rencana pembangunan jangka panjang
daerah kabupaten, rencana pembangunan jangka menengah daerah
kabupaten, perkembangan permasalahan reg ional dan global serta hasil
pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten, upaya pemerataan
pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi, keselarasan
aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah, daya d ukung
dan daya tampung lingkungan hidup, kondisi dan potensi sosial
Masyarakat, neraca penatagunaan tanah dan neraca penatagunaan
sumber daya air, pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara,
termasuk ruang di dalam bumi, serta kebijakan pembangu nan nasional
yang bersifat strategis.

Peratur ané
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Peraturan Daerah ini  antara lain mengatur tujuan, kebijakan, dan
strategi Penataan Ruang Wilayah , rencana Struktur Ruang, rencana Pola
Ruang, kawasan strategis, arahan Pemanfaatan Ruang W ilayah dan

ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang  Wilayah.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Tujuan Penataan Ruang yang Berkualitas artinya peningkatan
Circular Economy , Penurunan Indeks Kebencanaan, dan Penurunan

Kesenjangan Wilayah dengan tiga poin perwujudan , yaitu:
1. Keberlanjutan Lingkungan Hidup Secara Harmonis dan Selaras;
2. Kesejahteraan Wilayah dan Masyarakat; dan
3. Pemerataan Pembangunan yang Adil untuk Masyarakat.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dilakukan dengan:

a. pengembangan Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk

melayani kegiatan skala daerah atau beberapa Kecamatan;

b. penyediaan sarana dan prasarana minimum berupa terminal,
rumah sakit, pendidikan tinggi dan pusat perbelanjaan atau

pasar;

cpembangun
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. pembangunan infrastruktur  perkotaan yang inklusif dan
berkelanjutan berupa penyediaan taman kota, jalur pedestrian,
serta penyediaan sarana angkutan umum massal; dan

. pengembangan kawasan berorientasi transit dan kompak pada

simpul transportasi berbasis kereta api dan pada akses Jalan tol.

9
Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan  dilakukan dengan:

a. pengembangan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani

kegiatan skala kecamatan;

. pengembangan sentra ekonomi berbasis potensi wilayah, RTH dan
alun -alun atau sarana olahraga publik yang terhubung dengan
pelayanan angkutan umum;

. pengembangan Kawasan Pariwisata dan/atau olahraga terpadui;
dan

. pengembangan fasilitas pemerintahan dan pelayanan publik,

fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan.

10
Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan dilakukan dengan:

a. pengembangan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani

kegiatan skala antardesa;

b. pengembangan fasilitas pemerintahan dan pelayanan publik,

fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan; dan

c. pengembangan aksesibilitas fasilitas publik melalui penyediaan

jalur angkutan umum.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

15

Cukup jelas .

16

Jalan Arteri Primer , minimal memperhatikan ketentuan:

aJal armng menghubungkan secara ber
kegiatan nasional atau antara pu
pusatgike an wil ayah;

blalu |Iintas jarak Jauh dan ti da k-

l'i k, lalu Iintas | okal dan kegi a

a
Jal aymiang me ma&Ksawmkais an Perdkamt/aagamu Kk
Y

engembangan perkotaan yang tidak

dkewenangan Pemerintah Pusat yawy@gn
menyel enggar akan urusan pemerint.
umum; dan

edapat di manfaatkan sebagai jalur
17

Jalan Arteri Sekunder , minimal memperhatikan ketentuan:

aJal yamang menghubungkan kawasan pr
sekunder kesat u, kawasan sekunde
sekunder kesat u, atau kawasan
kawasan sekunder kedua;

blalu |intas cepat dan tidak tlerngpa
c kewenangan Pemerintah Kabupaten |
Bupati; dan

ddapat di manfaatkan sebagai jalur
18

Cukup jelas.

19

Jalan Kolektor Primer , minimal memperhatikan ketentuan:

aJal ymang menghubungkan secara ber:

kegiat an nasi onal dengan pusat
kegiatan wilayah, atau antara pu
pusat kegiatan | okal;

bJaleéai
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bJal anol ekt or pri mer yang menj adi
Kabupaten Bogor ditetapkan ol eh B
cJal aymmn g me maKsauwkais a n P e rdkamnt/ aada ma u k
pengembangan perkotaan tidak dipe

ddapat di manfaatkan sebagai jalur
Pasal 20
Jalan Kolektor Sekunder , minimal memperhatikan ketentuan:

a.Jal gmng menghubungkan kawasan se
kawasan sekunder kedua atau kawas:c

kawasan sekunder keti ga;

b.lalu Iintas cepat dan tidak terga
c.kewenangan Pemerintah Daerah yan
dan
d.dapat di manfaatkan sebagai jalur
Pasal 21
Ayat (1)
Huruf a

Jalan Lokal Primer , minimal memperhatikan ketentuan:

a.Jal amng menghubungkan seca

pusat kegiat an nasi onal d
l i ngkungan, pusat kegiat an
kegiatan | ingkungan, antarp
pusat kegiat an | ok al den

l i ngkungan, seartt & eagn taaramu sl
b.terhubung | angsdalgkmlealgtamr
atau kolektor sekunder;

c.mel ayanialpmper j arak pendek;

d.lalu | intads kulyaamgy ti nggi ;
e.dapat dil al ui ol eh angklutl aa
dan

f .merupakan kewenangan Pemer

ditetapkan ol eh Bupat:i

Huruf b...



Huruf b

Jalan lokal sekunder , minimal memperhatikan

ketentuan:

a.Jal aynang menghubungkan k aw

kesatu dengan perumahan, ka
dengan perumahan, kawasadar
seterusnya sampai ke per uma
b.terhubung | angsldalgkmleamigtaomr
atau kolektor sekunder;

c.mel ayanialpmper j arak pendek;

d.l alu | intads kulyaamgg tinggi ;
e.dapat dil al ui ol eh angkJuatlaa
dan

f . merupakan kewenangan Pemer

ditetapkan ol eh Bupat:.i

Ayat (2)

Pasal 22

Cukup jelas .

Cukup jelas .

Pasal 23

Jalan Tol, minimal memperhatikan ketentuan:

a

(@]

.memi | i ki tingkat pel ayanan Kkeama

l ebi h tidgbgbamdar yang ada;

.dapat mel ayani arus | aldengant ano
tinggi;

.sebagai l' intas altéahamuim ganig R
memil i ki fungsi arteri atau kol el
.unt uk l al u l i ntas antarkota did
rencana paling rendah 80 (del apar
unt uk l al u l i nt as di per kot aan
rencana paling rendah 60 (enam pt

.tidak ada persimpangan skdlidang

dengan Prasarana transportasi | ai
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f.juml &dal amamsuk dan kel uarJ aledmdandidl
secara efisien dan terkendal i ; de
g.hanya diperuntukkanlalbgengenggen

ber motor roda empat atau | ebi h.
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
Huruf i

Cukup jelas.
Huruf

Cukup jelas.
Huruf k

Trase jaringan Jalan Tol Caringin & Cianjur (Akses Puncak)
masih bersifat indikatif pada saat penyusunan.

Huruf |
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Terminal penumpang, minimal memperhatikan ketentuan:
amemenuhi per mi ntaan pel ayanan

dengan tipenya;

b . me me n



b memenuhi kel ay afkianna ntseikanli sd,an ek
c memenuhi keamanan dan kesel am

angkutah;an

d memenuhi tingkat aksesibilitas
eterletak pada simpul jaringamll
yang diperuntukkan bagi pergan
i ntermoda; dan
fdilengkapi dengan fasilitas ut
sesuali dengan standar tekni s.
Ayat (2)
Cukup Jelas .
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Pelayanan angkutan umum meliputi angkutan penumpang

umum , angkutan wisa ta dan angkutan sekolah .

Angkutan penumpang umum meliputi:

aoptimali sasi dan pengendal i an
Kota Antar Provinsi (AKAP) , At
Provinsi ( AKDP) dan pelayanan

pada wilayah Jabodetabekpunjur;
b mendorong pengembangan Sistem
( SAUM) menggunakan pengger ak
terintegrasi-spgampaulsiumpaurda tr ans|

Angkutan wisata berupa sarana dan prasarana pendukung
pada lokasi transit  angkutan wisata pada kawasan dan/atau

objek wisata prioritas Kabupaten.

Angkutan sekolah  berupa sarana dan prasarana pendukung

angkutan sekolah

Pasal



Pasal 25

Terminal barang, minimal memperhatikan ketentuan:

a.memenuhi tingkat aksesibilitas pe
b.sesuai dengan sistem | ogistik nas:c
c.memenuhi per mintaan angkutan bar e
d. memenuhi kel ayakan ,tdeaknniesk,o nfoinm gn ¢
e.memenuhi keamanan dan kesel amat ar
bar ang;

f .memenuhi kel estarian | ingkungan

g.dil engkapi dengan fasil
dengan standar tekni s.

Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a

itas ut ame

Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota , minimal

memperhatikan ketentuan:

a.jalur yang menghubungkan

antarprovinsi;

b.sesuai dengan kl asi fikasi | a

juml ah angkutdaann /baatraaun gp e n u mp

c.dapat dil al ui ol eh

menj amin keamanan

sarana P €

dan kenyan

d.dapat menggunakalhasl skemst r u

atasdan/ atau konstruksi bagi

e.memenuhi persyaratan Xelkamgels.
Huruf b

Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan , minimal

memperhatikan ketentuan:

a. menghubungkan beberapa stasiun

perkotaan;

di wilayah

b.mel aya
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b. melayani banyak penumpang berdiri dan tetap;

c. lalulintas ulang -alik;

d. jarak dan/atau waktu tempuh pendek;

e. melayani kebutuhan angkutan penumpang di dalam
kota dan dari daerah pinggiran perkotaan menuju
pusat kota atau sebaliknya; dan

f. memenuhi standar pelayanan minimum terhadap
keselamatan, keamanan, keandalan, kenyamanan,
kemudahan , dan kesetaraan.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Huruf a

Stasiun Penumpang , minimal memperhatikan

ketentuan:

a. berfungsi sebagai tempat perhentian kereta api untuk
keperluan naik turun penumpang;

b. dapat dikembangkan menjadi kawasan atau
bangunan dengan fungsi  campuran;

c. pengembangan fungsi campuran wajib
memperhatikan pelarangan gangguan terhadap fungsi
utama stasiun, pengintegrasian titik stasiun melalui
pengembangan jalur pe Jalan kakiserta pembangunan
hunian berimbang; dan

d. dalam hal bangunan stasiun merupakan bangunan
cagar budaya, maka fungsi hunian dan fungsi lainnya
dikembangkan di luar bangunan stasiun disesuaikan
dengan ketentuan perundang -undangan.

Huruf b

Stasiun Barang, minimal memperhatikan ketentuan

sebagai tempat perhentian kereta api untuk keperluan

bongkar muat barang.

Ayat (6)...
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aJdarinigmmrastruktur minyaldad

rana ut ama yang me t
uhan minyak dan gas bur

di bawah tmerarhuk aan

Jar i nignfnr astmiurkyfaak dan gas b

Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Ayat (1)
Huruf a
Prasa
kebut
at au
me mp e
1) ar a
ber |l
sedi
j ari
2. pema
seku
sal u
sal u
3keda
seku
sal u
sal u
4 keda
per |
k o ma
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

rhati kan ketentuan:

k paling sedikit 1 (sa
i ntasan dengan pipa ge
Kit 2 (dua) meter bil ¢

ngan | ai n;

sangan pi pa ditanam

r-emagangnya 1 (satu) me
ran air mi num untuk

ran air pembuangan per
| aman pi pa ditanam (
r-remagangnya 1 (satu) me
ran air mi num unuk |
ran air pembuangan per
| aman pi pa di bawah
i ntasan r el kereta api

l i ma) meter.

Ay at (
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Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Huruf a

Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana

pendukung, minimal ~ memperhatikan ketentuan:

a. peningkatan kebutuhan kegiatan rumah tangga, industri,
perkantoran, perdagangan dan jasa, fasilitas umum , serta
transportasi;

b. kapasitas penyediaan tenaga listrik yang dapat diandalkan
dan berkesinambungan,;

c. kelengkapan pengaman dan sarana pencegah kebisingan,
pengumpulan atau pengolah limbah agar tidak mencemari
udara, tanah, air , dan perairan laut;

d. jarak bebas dan jarak aman terhadap kegiatan lain;

e. ketersediaan dan kemudahan pasokan sumber energi listrik,
energi serta kedekatan jarak dengan pusat beban; dan

f. sumber energi pembangkit tenaga listrik terbarukan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.
Ayat (8)

Cukup jelas.
Ayat (9)

Cukup jelas.
Ayat (10)

Cukup jelas.
Ayat (1 1)

Cukup jelas.
Ayat (1 2)

Cukup jelas.

Ayat (
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Ayat (1 3)
Cukup jelas.
Ayat (1 4)
Cukup jelas.
Ayat (15)
Huruf a
Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa saluran
udara minimal memperhatikan ketentuan:
a.menyediakan ruangekkdbhds ngi dan

kondukt or saluran udar a;

b.memenuhi aspek keamanan dan kes
berpedoman kepada jarak bebas mi
c.batasan ruang bebas dan j ar ak

di gunakan unt uk pemanf aatan ri
keamanan dan kesel amatan ketenai
Huruf b
Jaringan distribusi tenaga listrik, berupa saluran udara minimal
memperhatikan ketentuan:
a.menyedi akan ruang bebas di sek

konduktor saluran udar a;

b.memenuhi aspek kekaensaen aanmadaam o p e
berpedoman kepada jarak bebas mi
c.batasan ruang bebas dan j arak

di gunakan unt uk pemanfaatan ri
keamanan dan kesel amatan ket enai
Jaringan distribusi tenaga listrik , berupa saluran kabel bawah
tanah minimal memperhatikan ketentuan:
a.tahan terhadap kemungkinan ter]
dan ki miawi ;
b.dapat dil etakkan di bawateng.
memperti mbangkan kedal aman tert
c.dapat dil etakktbaoanmaedr gabdamyaegr ¢
dengan prasar akneac ulaaiinnsyaa,ur an ka

diletakkan terpisah;
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d.tidak mengganggu prasarana | aini
e.memenuhi standar keamanan dan ki
Huruf c

Gardu Listrik, minimal memperhatikan ketentuan:

a.dilengkapi dengan sarana pemut L
paral el ; dan

b.dil engkapi dengan Ruang unt uk

jarak jauh dan dapat berada pad

Ruang glubwng, namun t er puiasnagh gd
di stribusinya.
Ayat (16)
Cukup jelas.
Ayat (1 7)
Cukup jelas.
Ayat (1 8)
Cukup jelas.
Ayat (1 9)
Gardu Listrik meliputi:
a. GITET 500 kV Cibinong, GI 150 kV Cibinong dan Gl 70 kV Cibinong
yang berada di Kecamatan  Gunung Putri
b. GIS 150 kV Gunung Salak Baru yang berada di Kecamatan
Pamijahan;
c. GI 150 kV Sentul yang berada di Kecamatan Babakan Madang;
d. Gl 150 kV Semen Baru (100 MVA No.1), Gl 150 kV Semen Baru, Gl
70 kV Semen Baru dan GI 70 kv Semen Lama yang berada di
Kecamatan Klapanunggal;
e. Gl 150 kV ITP yang berada di Kecamatan Citeureup;
f. GI 150 kV Cileungsi dan Gl 70 kV Cileungsi yang berada di
Kecamatan Cileungsi;
g. Gl 150 kv Ciawi dan Gl 70 kV Ciawi yang berada di Kecamatan
Ciawi;
h. Gl 150 kV Bunar Baru (120 MVA No.1 dan 2) dan Gl 70 kV Bunar
yang berada di Kecamatan Cigudeg;
i. GI 70 kV Kracak yang berada di Kecamatan Leuwiliang;
J. Gl Cogreg yang berada di Kecamatan Parung; dan

k. GI Cileungsi Il/Jonggol yang berada di Kecamatan Jonggol;

Ayat (
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Ayat (20)
Cukup jelas.
Ayat (21)
Cukup jelas.
Pasal 30
Ayat (1)
Huruf a

Jaringan tetap, minimal memperhatikan ketentuan:

a. mengurangi secara bertahap penggunaan tiang untuk
penempatan jaringan serat optik dan jaringan kabel darat;

b. terhadap lokasi yang belum memungkinkan pemasangan
jaringan tetap dapat menggunakan tiang yang peletakannya
tidak mengganggu jaringan pe  Jalan kaki atau kendaraan;

C. pemasangan tiang tetap mempertimbangkan estetika
pemandangan dan keindahan;

d. jarak antar tiang untuk dalam kota kurang lebih 50 (lima puluh)
sampai dengan 60 (enam puluh) meter;

e. pemasangan tiang diusahakan di batas persil, batas antara 2
(dua) kavling tanah atau rumah yang berdampingan;

f. dapat diintegrasikan dengan instalasi dalam bangunan gedung;
dan

g. dapat dilakukan melalui pemasangan jaringan kabel bawah
tanah.

Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a

Pengembangan jaringan bergerak seluler berupa menara Base

Transciever Seluler (BTS), minimal memperhatikan ketentuan:

a.menggunakan tiang at au menart
meni ngkat kan efisiensi dan ef ekt
b.memperti mbangkan estetika pemar

kota serta jarak dengan menar a

c.memenuh
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c.memenuhi aspek keamanan dan kes
berpedoman kepada jarak bebas n
berdasarkan pada tingkat radi as
yang dipancar kan;

d . memper hati kan kekuatan dan kest:
e.dilengkapi dengan sarana penduk

teknis yang menjamin keamanan | i
dapat diletakkan di dinding dan/atau atap bangunan gedung,
infrastruktur lainnya.
Huruf b
Pengembangan jaringan bergerak satelit berupa stasiun bumi,
minimal memperhatikan ketentuan:

a.ketersediaan fasilitas untuk me
b.dilengkapi dengan antena bumi vy

sistem pelacak dapat mengar ahk

arah satelit secara akurat; dan
c.pengatwuwumdnus bebas sebagai bent
radi asi dgulan garmeg hadap oper asi

stasiun bumi
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Huruf a

Sistem jaringan irigasi, berupa saluran dan bendung irigasi,

minimal memperhatikan ketentuan:

a.optimali sasi penggunaan air Ir
produktivitas pertanian;
b.perbai kan saluran irigasi dan b
c.peningkatan jaringan sampali k
terjangkau seskabutdueghnagnanpeni ngl

irigasi serta wilayah sungai yar

d. pening
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d.peningkatan saluran dar.i sisten
sederhana menj adi i rigasi tekni:
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Jaringan pengendalian banjir dilakukan melalui normalisasi
dan/atau naturalisasi berupa tembok penahan tebing atau
penataan kawasan dataran banjir, minimal memperhatikan
ketentuan:
a. kelengkapan sarana pendukung untuk pemeliharaan rutin;
b. memperhatikan keandalan bangunan; dan
c. mampu mengalirkan debit air besar dengan kala ulang 25 (dua
puluh lima) tahun sampai dengan 100 (seratus) tahunan.
Huruf b
Bangunan pengendalian banjir  adalah Bangunan yang dapat
memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit
banjir.
Bendungan berupa embung, polder, kolam detensi, kolam
sedimentasi dan/atau waduk, minimal memperhatikan
ketentuan:
a.prioritas pada daer ah hul u, da
daerah rawan banjir danf |daotda rpd m

b.terhubung dengan jaringan dr ai ni

cC.memenuhi kapasitas tampung opti|

d menyedi A&lamnspeksi unt uk kebutult
Huruf c

Cukup jelas.

Ay at (
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Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
Huruf i

Cukup jelas.
Huruf |

Cukup jelas.
Huruf k

Cukup jelas.
Huruf |

Cukup jelas.
Huruf m

Sumur resapan dangkal, minimal memperhatikan ketentuan:

a.berada di dalam kavling atau pe

berada pada resapan air di hul u

b . prio
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b.prioritas pada daerah dengahti m

3 (tiga) met er dar i per mukaan
dat ar dan tidak miring, pada ¢
daerah permuki man yang memil i ki

c.tidak berada pada | ereng atgeur ak
tanahpada saluran pembuangan at

basemen bangunan;

d.jenis tanah didominasi pasiréa&anpi
all uvi al

e.berjarak mini mal 5 (l'i ma) meter
bekds mbunan, tangki septi k atau
bahan pencemar; dan

f .berjarak mini mal 1 (satu) meter

Sumur resapan dalam , minimal memperhatikan ketentuan:

a.prioritas pada daerah yang menge
yang tinggi dan kawasan hulu vy
tanah kritis;

b.jenis tanah atau jenis batuan d

atau pasiran;

c.berjarak mini mal 5 (lima) meter
tangki septi k atau tanah yang m
dan

d.berjarak mini mal 1 (satu) meter

Kolam resapan, minimal memperhatikan ketentuan:

a.jenis tanah atau batuan di domins

b.prioritas diletakkan pada dadédredl

tin8g(tiga) meter dari per mukaa
ruang terbuka; dan
c.kondi si |l ahan yang masi h dapat

kol am resapan.

Biopori, minimal memperhatikan ketentuan:

a.berada di sekitar per muki man,
sekitar pohon dan/atau di | ahan
b.jenis materi al organi k yang di gl
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c.air yang masuk ke dalam biopor.i

kualitas air baku;

d.prioritas diletakkan pada daer al
tindgi(satu) meter dar i per muka
daerah yang memil i ki jenis buti
permeabilitas baik;

e.di ameter |l ubang biopori 10 (sep
pul uh | i ma) senti meter dengan Kk
(seratus) sentimeter atau tidak

f.jarak antarl ubang resapan bi op:
sampali dengan 100 (seratus) sent

Kolam retensi, minimal memperhatikan ketentuan:

a.prioritas pada daerah yang menge

tinggi, daerah yang secara topog
dan berkontri busi mel i mpahkan ¢
banjir pada daer ah hilirnya, d
sangat d@ardaltahan yang telah terhb
b.berfungsi untuk menampung air h
mencemar.i air tanah.

Bak penampungan air hujan, minimal memperhatikan ketentuan:

a.memi |l i ki pondasi yang kuat dan
cukup;

b.prioritas pada daerah rawan at al
memi |l i ki tanah dengan porositas

tanah dengan jenis I|itologi pasi

C.apabila ditempatkan di bawah pei

1 .berada di daerah bebas banjir,;
2.berada di daerah dengan ketin
atas 10 (sepuluh) meter di at e
3.berada di daerah yang memil i ki
dangkal l ebi h dari 3 (tiga) I
setempat.

d.apabila ditempatkan di atas per|
l1.berada di daerah yang memil i ki
dangkal atau kurang dar.i 1 (se

2. bei
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2.berada di daerah dengan jeni:
kapasitas infiltrasi rendah s«
dan/ atau I|iat.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Unit air baku, minimal memperhatikan ketentuan:

a. aman dari limbah padat dan cair yang berpotensi
menimbulkan pencemaran;

b. menjamin kontinuitas ketersediaan air dari wilayah sekitar
yang terintegrasi dengan sistem reservoir kota dan daerah
resapan air untuk memenuhi kebutuhan;

c. mempertimbangkan kemudahan akses untuk melakukan
pengangkutan, pemasangan, pengawasan dan perawatan
jaringan;

d. mempertimbangkan  kondisi geologi yang menjamin
kestabilan jaringan;

e. dapat diletakkan di bawah permukaan tanah dan/atau di
bawah prasarana lainnya dengan mempertimbangkan
kedalaman tertentu sesuai dengan standar teknis; dan

f. pada lokasi yang tidak memungkinkan pengembangan
jaringan unit air baku dapat disediakan bangunan
penampungan air komunal yang bisa diakses publik.

Huruf b

Unit produksi, minimal memperhatikan ketentuan:

a.berada di atas tanah yang stab

atau banjir;

b.memperti mbar
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b.memperti mbangkan | okasi dan | a
| ai nny a sehingga ti dak ter ]
keberfungsian | PA; dan

c.memili ki struktur bangunan yan

Huruf c

Unit distribusi, minimal memperhatikan:

aber ada di wi |l ayah pel ayanan
memper hati kahakgegangoada serta p
|l ahan; dan

bprioritas dil aksanakan pada w
mi num dan yang belum mencapai

cakupan pelayanan air minum ya

dal am rencana induk sektor al

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPA  LD)meliputi Sistem
Pengelolaan Air Limbah  Domestik Setempat (SPALD -S) dan Sistem
Pengelolaan Air Limb ah Domestik Terpusat (SPALD -T).

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD -S) pada
wilayah perkotaan diarahkan pada areal pelayanan Instalasi
Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) atau berada pada radius 5 km dari

IPAL komunal sesuai dengan kajian dan ketentua n peraturan

perundang -undangan.

Siste
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Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD -S) pada
wilayah pedesaan dapat dikembangkan diluar areal pelayanan
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) atau berada pada radius

lebih dari 5 km dari IPAL komunal sesuai dengan kajian dan

ketentuan peraturan perundang -undangan.

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD -T) dapat
dikembangkan di seluruh wilayah Daerah yang terhubung dengan
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) skala kawasan sesuai kajian

dan ketentua n peraturan perundang -undangan.

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik , minimal memperhatikan
ketentuan:
a. pengolahan air limbah dilakukan secara terpusat untuk kegiatan

domestik dengan ketentuan:
1. pemisahan jaringan drainase dan jaringan air limbah;

2. pembangunan sistem modular pada kawasan multifungsi,

peremajaan lingkungan dan pembangunan baru skala besar;

3. revitalisasi sistem individu berupa tangki septik yang kedap;

dan

4. penerapan sistem setempat atau sistem komunal pada

kawasan yang belum terlayani sistem terpusat.

b. pengolahan air limbah dilakukan secara terpadu untuk kegiatan

yang menghasilkan limbah domestik dengan ketentuan:
1. pengolahan dilakukan secara fisik, biologis , dan kimiawi;
2. langsung dialirkan ke dalam jaringan pembuangan setempat;

3. limbah domestik yang berupa limbah tinja dilakukan
pengolahan secara individual dengan pengendapan yang hasil
pengolahannya dialirkan ke dalam jaringan pembuangan

setempat;

41 i mba
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4. limbah tinja yang sudah memenuhi jangka waktu tertentu

disedot secara terjadwal;

5. air hasil olahan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) skala

kawasan tertentu/permukiman dan Instalasi Pengolahan

Lumpur Tinja (IPLT) yang dibuang ke Badan Air permukaan

memenuhi standar baku mutu air limbah domestik ; dan

6. air limbah domestik yang telah terolah dapat dimanfaatkan
untuk keperluan tertentu setelah memenuhi baku mutu

sesuai peruntukannya.

Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk kegiatan industri, perdagangan

dan jasa, dan perkantoran, minimal memperhatikan ketentuan:

a.

domestik pengembangan Instalasi

memperhatikan jarak yang aman terhadap perairan seperti Jalan

umum dan/atau tol, daerah permukiman dan sarana prasarana,
sumber mata air, dan kawasan lindung;

memenuhi standar teknis prasarana dan sarana utama dan
pendukungnya; dan

memiliki rencana penimbunan limbah non domestik, penutupan

dan pascapenutupan fasilitas penimbunan limbah non domestik.

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) skala kawasan

tertentu/permukiman merupakan Instalasi Pengolahan Air Limbah

(IPAL) untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala

permukiman padat penduduk, minimal memperhatikan ketentuan:

a.cakupan pelayanan untuk |l ingkup ¢
dengan | ayanan 50 (lima puluh) ji
pul uh ribu) jiwa dan/ atau untuk ki
rumah susun;

b.memenuhi standar teknis prasaran
pendukungnya; dan

c.l nstal asi Pengol ahan Air Limbah (
tangga yang di kembangkan untuk ka

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pas al
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Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah

satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun (B3).

Pasal 37
Ayat (1)
Sistem jaringan persampahan , minimal memperhatikan ketentuan:
a. kecukupan ketersediaan lahan, ketersediaan zona penyangga dan
estetika lingkungan;
b. pembangunan yang dilengkapi dengan pengolahan sampah melalui
program reuse, reduce, recycle ;
c. pengembangan sistem pengolahan sampah yang memperhatikan
teknologi tepat guna dan berbasis lingkungan;
d. pengembangan prasarana dan sarana pengangkutan sampah
secara terpilah; dan
e. produk hasil olah sampah dapat digunakan sebagai sumber energi
alternatif maupun produk lain yang memiliki nilai ekonomi.
Ayat (2)

Stasiun Peralihan Antara (SPA) , minimal memperhatikan ketentuan:

a.

luas Stasiun Peralihan Antara (SPA) kurang lebih 500 (lima ratus)
meter persegi sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) meter

persegi;

. produksi penimbulan sampah lebih besar dari 500 (lima ratus)

ton/hari;

penempatan lokasi Stasiun Peralihan Antara (SPA) dapat di dalam

kota dan skala lingkungan hunian;

. fasilitas Stasiun Peralihan Antara (SPA) dilengkapi dengan ramp ,

sarana pemadatan, sarana alat angkut khusus, dan penampungan
lindi;

. pengolahan lindi dapat dilakukan di Stasiun Peralihan Antara (SPA)

atau Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);

lokasi penempatan Stasiun Peralihan Antara (SPA) ke permukiman

terdekat minimal 1 (satu) km;

. bebas banijir;

hterdap
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h. terdapat akses Jalan masuk dan akses ke jaringan Jalan ;

i. mempertimbangkan ketersediaan fasilitas pengolahan sampah
dengan teknologi yang tepat guna, teruji dan ramah lingkungan;

J. mempunyai sarana sanitasi dan infrastruktur dasar; dan

k. telah melalui proses uji kelayakan dan studi kelayakan lokasi.

Ayat (3)

Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R), minimal

memperhatikan ketentuan:

a. memperhatikan status kepemilikan lahan yang dibuktikan
legalitasnya;

b. ukuran lahan yang disediakan minimal 200 (dua ratus) meter
persegi;

c. penempatan lokasi Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce,
Recycle (TPS 3R) tidak lebih dari 1 (satu) kilometer dengan daerah
pelayanan;

d. memperhatikan ketentuan umum zonasi dalam penentuan
lokasinya;

e. tidak diperbolehkan menimbulkan bau;

f. berada di dalam wilayah permukiman penduduk, bebas banjir, ada
akses Jalan masuk dan memiliki akses ke jaringan Jalan ;

g. cakupan pelayanan minimal 200 (dua ratus) kepala keluarga atau
minimal mengolah sampah 3 (tiga) meter kubik per hari;

h. memiliki fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi yang ramah
lingkungan;

I. memiliki pengelola Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce,
Recycle (TPS3R); dan

j. memiliki hanggar.

Ayat (4)

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), minimal memperhatikan ketentuan:

a. memperhatikan status  kepemilikan lahan dibuktikan legalitasnya;

b. jarak dari permukiman, yaitu lebih dari 1 (satu) kilometer dengan
mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vektor

penyakit, dan aspek sosial;

cpenentu
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c. penentuan luas lahan dan kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir
(TPA) harus mempertimbangkan timbulan sampah, tingkat
pelayanan, dan kegiatan yang akan dilakukan di dalam Tempat

Pemrosesan Akhir (TPA);

d. tidak berada di Kawasan Lindung ; dan
e. bukan merupakan daerah bencana periode ulang 25 (dua puluh
lima) tahun.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) , minimal memperhatikan
ketentuan:
a. memperhatikan status kepemilikan lahan dibuktikan legalitasnya;
b.luas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) kurang lebih
20.000 (dua puluh ribu) meter perseqgi,
c. penempatan lokasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
dapat di dalam kota dan/  atau di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
d. jarak Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) ke permukiman
terdekat minimal 500 (lima ratus) meter; dan

e. fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dilengkapi
dengan ruang pemilah, instalasi pengolahan sampah, pengendalian
pencemaran lingkungan, penanganan residu, dan fasilitas

penunjang serta zona penyangga.

Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Ayat (1)
Sistem drainase , minimal memperhatikan ketentuan pembangunan
Jalan inspeksi di sepanjang saluran drainase , mempertahankan

sempadan sungai sebaga i ruang terbuka untuk menampung
kelebih an air saat curah hujan tinggi dan menyediakan prasarana

pengendali banjir serta pengelolaan air limbah dan sampah.

Ay at (



Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45

Huruf a

Kawasan suaka alam adalah bagian wilayah darat dan/atau laut yang

mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi,

dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara

Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

berkelanjutan.

Ay at

(
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Ayat (4)
Garis batas dapat berupa tata batas kehutanan dan/atau  batas
penguasaan tanah berupa sertipikat, Kesesuaian Kegiatan

Pemanfaatan Ruang , dan/atau perizinan lainnya yang sah sesuai

peraturan perundang -undangan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Garis batas dapat berupa tata batas kehutanan dan/atau  batas
penguasaan tanah berupa sertipikat, Kesesuaian Kegiatan

Pemanfaatan Ruang , dan/atau perizinan lainnya yang sah sesuai

peraturan perundang -undangan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54

Cukup jelas.

Pas al



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

55

Cukup jelas.

56

Cukup jelas.

57

Cukup jelas.

58

Cukup jelas.

59

Cukup jelas.

60

Cukup jelas.

61

Cukup jelas.

62

Cukup jelas.

63
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
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Ketentuan pengembangan Kawasan berorientasi transit diatur lebih

lanjut melalui Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) atau

Panduan Rancang Kota dengan ketentuan minimum:

a.

b.

pengaturan penyediaan fasilitas integrasi antarmoda;

pengaturan  penyesuaian hak membangun untuk mendukung
pengembangan kawasan campuran dengan kepadatan tinggi;
pengaturan penyediaan fasilitas pe Jalan kaki, jalur kendaraan

tidak bermotor, dan ruang parkir;

. pengaturan penyediaan ruang terbuka yang ramah lingkungan; dan

. pengaturan insentif dan disinsentif pelampauan intensitas

pemanfaatan ruang dan penyediaan sarana dan prasarana

infrastruktur perkotaan.

Pasal
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Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf |
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf |

Cukup jelas.

Hur uf



Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas.
Huruf q
Cukup jelas.
Huruf r
Kawasan Pertahanan dan Keamanan lainnya diantaranya :
1. Gedung Direktorat dan Kelas Uni-
Republi k I ndonesi @i deuKeemmat an
2. Kantor komunikasi radio di Keca
3. Tanah bangunan mess/ wi sma/ asram
Cisarua;
4. Tanah bangunan fasilitas tempat
Gunung Putri;
5. Tanah bangunan kantor pemerinta
dan Kecamatan Citeureup;
6. Tanah untuk | atihan | ainnya di
7.Bungal ow Loka Kasatria dan Loka
Cisarua;
8. Tanah Pertanian di Kecamatan Ci
9. SMP Hang Tuah di Kecamatan Jo
10SMP Hang Tuah 4 di Kecamatan Gu
11SD Hang Tuah 2 di Kecamatan Jon
12TK Hang Tuah 6 di Kecamatan Gun
13TK Hang Tuah 8 di Kecamatan Jon
14BP Jonggol di Kecamatan Jonggol
l15Tanah kosong di Kecamatan Ci sar
16Villa Nirwana | dan Nirwana 11|
17Aset Lanud ATS ®&Kiemhega m&Kteammat a
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Kecamatan Ci |

18Aset

eruk dan Kecamat an

Denmabesau di Kecamat an Ci

Pasal 66...



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

66

Cukup jelas.

67

Cukup jelas.

68

Cukup jelas.

69

Cukup jelas.

70

Cukup jelas.

71

Cukup jelas.

72

Cukup jelas.

73

Cukup jelas.

74

Cukup jelas.

75

Cukup jelas.

76

Cukup jelas.

77

Cukup jelas.

78

Cukup jelas.

79

Cukup jelas.

80

Cukup jelas.
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Pasal



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

81

Cukup jelas.

82

Cukup jelas.

83

Cukup jelas.

84

Cukup jelas.

85

Cukup jelas.

86

Cukup jelas.

87

Cukup jelas.

88

Cukup jelas.

89

Cukup jelas.

90

Cukup jelas.

91

Cukup jelas.

92

Cukup jelas.

93

Cukup jelas.

94

Cukup jelas.

95

Cukup jelas.
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Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

96
Cukup jelas.
97

Cukup jelas.

98

Cukup jelas.
99

Cukup jelas.
100

Cukup jelas.
101

Cukup jelas.
102

Cukup jelas.
103

Cukup jelas.
105

Cukup jelas.
106

Cukup jelas.
107

Cukup jelas.
108

Cukup jelas.
109

Cukup jelas.
110

Cukup jelas.
111

Cukup jelas.

-35-

Pasal

]
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Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h

Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang
memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya
berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas,

dan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan

rekomendasi tim ahli cagar budaya.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas

Angka



Angka 2

-37-

Cukup jelas

Huruf b
Angka 1

Kategori kepentingan umum  antara lain sebagai berikut

aJal amum ter masukalakse®sali pe
perundandg@adampl dan r el ker et
bsal uran air mi num/ air ber ¢
pembuangan air ;

cwaduk, bendungan dan bangun
termasuk saluran irigasi;
drumah sakit umukedamapasaima
epel abuhan, bandar udar a, S
terminal;

f tempat i badah;

gsekolah atau | embaga pendid
hpasar umum;

I fasilitas pemakaman umum,;

] fasilitas kesel amat an umum
penanggul angan bahaya ba-hpi
bencana;

k sarana dan prasarana pos da
| sarana dan prasarana ol ahr a

m.stasiun penyi ar an radi o
pendukunygmtylak | embaga penyi ¢
nkantor Pemerintah, Pemerint
negar a asing, P er s eBrainkgastaa, n
|l embaga internasional di ba\
Bang-Bangsa,;

ofasilitas Tentara Nasional
Negara Republi k I ndonesia s
fungsinya;

prumah susun seder hana;
gtempat pembuangan sampah wun
rcagar alam dan cagar budaya

S. pron



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

-38-

S promosi

t pertamanan untuk umum;
u panti sosial;

v lembaga pemasyarakatan; dan

budaya

nasional ;

w pembangkit, turbin, transmisi dan distribusi tenaga

listrik

merupakan

terpisahkan.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Huruf c

Cukup jelas.

116

Cukup jelas.
117

Cukup jelas.
118

Cukup jelas.
119

Cukup jelas.
120

Cukup jelas.
121

Cukup jelas.

122
Cukup jelas.
123

Cukup jelas.

124

Cukup jelas.

Cukup jelas.

termasuk

satu

pendukungnya yang
dapat

Pasal

]



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

125

Cukup jelas.

126

Cukup jelas.

127
Cukup jelas
128

Cukup jelas.

129

Cukup jelas.

130

Cukup jelas.

131

Cukup jelas.

132

Cukup jelas.

133

Cukup jelas.

134

Cukup jelas.

135

Cukup jelas.

136

Cukup jelas.

137

Cukup jelas.

138

Cukup jelas.

139

Cukup jelas.
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Pas al

]
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Pasal 140

Cukup jelas.
Pasal 141

Cukup jelas.
Pasal 142

Cukup jelas.
Pasal 143

Cukup jelas.
Pasal 144

Cukup jelas.
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LAMPIRAN |

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR TAHUN
2024-2044

0

o H
He 57 = Z - i “Kots Administrasi H
i ’ " \ | ks Utara

T KotAdminsas ¢ Kamhdmrievet - 4 % b ﬁ PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
4 Jakarta Pusat & Wit
Tangersng o i | PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN |
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2024 - 2044

PETA WILAYAH DAERAH DAN
ARAHAN PEMBAGIAN WP

SKALA : 1:100.000
o2 4 8 12

Kabupaten i
Tangerang S ; Kota Adrministani
- Sakara Selstan

Kota Administrasi |
Jakarta Timur Kota Bokss!

uU
A Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistom Grid Grid Geografls dan Grid UTM Zona 48 §
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal  : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

(T —

KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
®  ibukota Kabupatenota
© Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
i Batas Provinsl
L Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Jaringan Jalan
— Jalan Tol
— Jalan Arter
Jolan Koleltor
Jalan Lokal

i Pj. BUPATI BOGOR,

Wilayah Pengembangan
wp
/  BogorBarat
# < Bogor Tengan ttd
| Bogor Timur .
WP Barat
B 5P Dramaga
I swe Ciguceg
utpund) ASMAWA
£ | M swe Parungpanjang
£ | WP Tengah
SWP Clbinong
SWP Kemang
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- Salinan sesuai dengan aslinya
WP Timur

Je— SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR
W sve songool

“~  KEPALA BAGIAN
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Pj. BUPATI BOGOR

ADI MULYADI

ASMAWA
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LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR TAHUN
2024-

204 4

; istont : ; g PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
e it i : ER PROVINSI JAWA BARAT

Kabupsten
‘Sukabumi

Kota Administrasi
Jakarta Thmur

Kota Administras|
Jakarts Selatan

Kabupaten
Cianjur

LAMPIRAN Il
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOI

TAHUN ...
ANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

SKALA: 1:100.000
o2 .

@ w

Proyeksi
Sistem Grid

Datum Horizontal
Datum Vertival

Universal Transvarso Morcator
Gre Geografie dan Grid UTM Zona 48 5.
Datum WGS 1082
Geo EGM 2008

DIAGRAM LOKAS|

KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan

@ Ibukota KabupatenKots

*  Ibusola Kscamatan
Batas Administrasi
- - Batas Provns

Balas Kabupalon
Balas Keemalan

Rencana Struktur Ruang
Sistem Pusat Permukiman
[ Pusat Kogiatan | okal K1 1

A Pussl Pelayrian Kemsson

A Pusat Polayanan Lingurgan
Sistem Jaringan
Transportas
Transportasi Udara

4 Bardar Usara Khusue
Transportasi Darat

B lembalan Trresang

o Stasn Barang

[ Stasun Penumpang

e Terminal Barang

o teminal Penvmpang Tipe

& Tominal Ponumpang Tipo 8

o Tenvinal Penumpsng Tipe ©
ilan Acer Primer

—— Jalan Lokal Prinor
Jalan Lokl Sekunder
— dalan Tl

_ Janngan Jalur Kersta Aot
Antarkota

oo davingon Jalur Keves Aci
Perkolon

Sistem Jaringan
Telekomunikasi

[ daringan Begerak Satcl

[] daringsn Bergersk Seluler

— - Jaringan Tetap

Sistem Jaringan Sumber
Daya Alr
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BB Gorgunan Sumbs- Dy Air
s g igasi Prmer

e daringar igasi Sok

Perairan
Sungal
DanauSituWaduk

Sistem Jaringan Energi
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ringsn yang Monyalursen Gss
+- Bumi der Kisng Pangolshan-

daringan yang Men,
 Minyak i G B
Faglitss Procukel-
Peayimpsnan
— - Sauran Ditibusi Lainnya
.. Ssiuran Udars Tegangsn Exatra
Tinga (SUTET)
. Sauran Udara Togangan
Mensngah (SUTY)
 Swuran Udars Tegangsn Taggi
uTT

—o-

Slstem Jaringan Prasarana
Lainnya
nftastiubler Sl Pengeioisan
B ek Do

Sistom Poagololsan Lmaah
@ Banan Serbanays can Beracun
(L)

T Termpinl Evakunsi Bencan

@ Tempal Pemrcssson Akie (TPAY
& Unicdir Baku

[ Uit Produksi
== Jalur Evakuas: Bencana
aringen Drsinaee Prmer

Jaringsn Pengendalian Banj

Mengetahui,
Pj. BUPATI BOGOR

ASMAWA

Pj. BUPATI BOGOR ,
ttd.

ASMAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
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. Kota Administrasi g
Sakarta Timr i
Kabupaten
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@ PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR ... TAHUN ...

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM PUSAT PERMUKIMAN

SKALA : 1:100.000

o 2 4 s 2 %
K
Proyeksi Universal Transverse Mercalor
Sistem Grid Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal Geoid EGM 2008
:
H DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan Perairan
@  Ibukola Kubupaten'Kols Porairan
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Batas Administrasi

Batas Provins
Batas Kabupatan
- Batas Keoamatan
Rencana Struktur Ruang
Sistem Pusat Permukiman
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A Pusat Pelayanan Lingkungan

Mengetahui,
Pj. BUPATI BOGOR

H ASMAWA
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ASMAWA
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LAMPIRAN | V

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR TAHUN
2024-2044

Kota Administrast
Jakarta Utara

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

Kota Administrasi Kota Administrasi
Jakarta Pusat
- - PROVINSI JAWA BARAT

Kota
Tangerang

LAMPIRAN IV
Kota Administrasi PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
Jakarta Timur NOMOR ... TAHUN ...

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2024 - 2044

Kota Administrasi PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

el Kotk Bataet . SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

Bokasl

Kabupaten
Tangerang

SKALA : 1:100.000

Kota
Tangerang Uo 2 ¢ a 12 15

Proyeksi : Universal Transverse Mercator

Sistem Grid : Grid Geografis can Grid UTM Zona 48 S
Datum Horzontal : Datum WGS 1984

Dalum Verlikal  : Geoid EGM 2008

Kabupaten
Serang

§ DIAGRAM LOKASI

Kota Depok

Kabupaten KETERANGAN :
[amnang Ibukota Pemerintahan Perairan
® Ioukota KabupatenKota Sungal
*  Ioukota Kecamatan DanauSituaduk

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
-~ Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Rencana Struktur Ruang
Sistem Jaringan Transportasi
Transportasi Udara
4+ Bandar Ucara Khusus
” J X Transportasi Darat
- Kabupaten
sl fl e A Purwakarty E2 Jembatan Timbang

) ¥ 1 Stasiun Barang
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B Stasiun Ponumpang
“ Terminal Barang .
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. Torminal Penumpang Tipe C
= Jalan Arleri Primer
—— Jalan Arleri Sekundor
Jdalan Khusus
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Salinan sesuai dengan aslinya
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‘Sukabumi

Mengetahui,
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LAMPIRAN V

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 202 4-204 4

JALAN LOKAL
A.PRI MER

No Nama Jalan Kec. Panjang (km)
: Cigudeg 12,608
1 | Argapura - Dusun Tipar/Setu Jasinga 12.608
Ciseeng 10,789
2 | Babakan - Putat Nutug Parung 5394
Jasinga 25,291
3 | Bagoang - Jagabaya Parung Panjang 12,646
Tenjo 12,646
. : . . Ciawi 12,026
4 | Banjar Sari - Bojong Murni Megamendung 8.017
5 | Banjar Waru - Tapos Ciawi 16,940
Cigudeg 6,305
6 | Barengkok - Citatah Jasinga 12,611
Tenjo 12,611
Leuwiliang 19,490
7 | Barengkok - Pabangbon Leuwisadeng 9,745
8 | Batok - Sta. Cilejet Tenjo 0,634
9 | Bbk. Sadeng - Kalong Jaya Marni Leuwisadeng 0,890
. Ciawi 3,985
10 | Bendungan - Sukabirus Megamendung 7.970
Benteng / Bts. Kab. Sukabumi - A
11 Duren Gede / Bts. Kab.  Sukabumi Cigombong 2,094
12 | Bohlam - Ciburuy Cigombong 4,223
13 | Bohlam - Srogol Cigombong 2,059
: Cileungsi 9,370
14 | Bojong - Gandoang Klapanunggal 6.047
, . , , Jonggol 15,302
15 | Bojong - Linggarmukti Cibodas Klapanunggal 15.302
16 | Bojong Jengkol - Kp. Salak Ciampea 1,892
17 BOJong Kulur - Bantar Gebang/Batas Gunung Putri 1,075
Bekasi
18 Bojong Kulur - Jati Asih/Batas Bekasi Gunung Putri 0,761
: . Ciawi 4,196
19 | Bojong Murni - Pesantren Megamendung 4.196
20 | Bojong Sempu - Iwul Parung 9,482
21 | Bolang - Argapura Cigudeg 1,288
22 | Budi Asih - Pasir Ipis Tenjolaya 2,174
. Ciomas 4,451
23 | Buniaga - Kampung Baru Tamansari 13.352
24 | Caringin - Cilaketan Parung Panjang 9,234
25 | Caringin - Kampung Tajur Caringin 0,923
26 | Caringin - Tengek Caringin 1,921
27 Cariu - Cikutamahi/Batas Kab. Cariu 7708
Karawang
28 | Cemplang - Ciasmara - Pasir Ipis Pamijahan 22,906
Ciampea 13,123
29 | Ciampea - Gobang Cibungbulang 6,561
Rumpin 6,561
30 | Ciapus - Tamansari Tamansari 2,238




No Nama Jalan Kec. Panjang (km)

31 | Ciasihan - Gunung Menir Pamijahan 10,016

32 | Cibadak - Ciburayut (Kp. Malingping) ~ |-=92mboNg 1667

yut (Rp. Valingping Cijeruk 0,834

33 | Cibanteng - Sinagar Ciampea 3,156

. : Cibungbulang 13,181

34 | Cibatok - Gunung Picung Pamijahan 13.181

35 | Cibeber - Cisarua Nanggung 15,996

Leuwiliang 8,520

36 | Cibeber - Kalong Liud Leuwisadeng 34,081

Nanggung 34,081

37 | Cibeber - Pasir Honje Leuwiliang 6,332

38 | Cibedug - Ciaul Ciawi 2,402

39 | Cibening - Cikoneng Pamijahan 0,978

. : Ciseeng 31,506

40 | Cibentang - Gunung sindur Gunung Sindur 10,502

41 | Cibeureum - Batulayang Cisarua 2,100

42 Cibeureum - Cimanglid/Batas Kota Tamansari 2.253
Bogor

43 | Cibeureum - Taman Safari Cisarua 2,938

44 Cibeureum/Batas Kota Bogor - Tajur Cijeruk 1,035
Halang

45 | Cibinong - Padurenan Gunung Sindur 6,520

46 Cibinong - Pekapuran/Batas Kota Cibinong 1,007
Depok

47 | Cibinong - Tapos Gunung Sindur 4,824

- Ciampea 1,663

48 | Cibitung - Pasar Salasa Tenjolaya 3.326

. Ciomas 14,507

49 | Cibogel - Kabandungan Tamansari 14.507

50 | Cibucil - Ceger Jonggol 4,161

51 | Cibucil - Sukamaju Jonggol 2,905

. . Cigudeg 4,472

52 | Cibungur - Cimapag Tenjo 4.472

. : Cigombong 3,657

53 | Ciburayut - Panyarang - Cibadak Cijeruk 3.657

54 | Ciburayut - Pasir Jaya Cigombong 3,594

55 | Ciburayut - Sela Awi Cigombong 11,223

. Cigombong 6,580

56 | Ciburayut - Warung Menteng Cijeruk 4.386

57 | Ciburuy - Ciburayut Cigombong 14,128

58 | Cicadas - Bojong Nangka Gunung Putri 5,043

. . Ciampea 2,461

59 | Cicadas - Girimulya Cibungbulang 4.923

60 | Cicadas - Tegal Waru Ciampea 4,287

61 | Cicanggong - Kp. Pamikul Jasinga 3,695

62 | Cicangkal - Maloko Rumpin 8,613

63 | Cigombong - Cinangka Cigombong 2,686

. : Cigudeg 6,405

64 | Cigudeg - Banyu Resmi Leuwisadeng 6.405

. ki - Nanggung 3,093

65 | Cigudeg - Kiarasari - Cisangku Sukajaya 3.093

66 | Cigudeg - Pasir Nangka Cigudeg 1,750

67 | Cigudeg - Wargajaya Cigudeg 2,261

68 | Cihanjawar - Citeko Megamendung 2,652




No Nama Jalan Kec. Panjang (km)
69 | Ciherang - Klapa Tujuh Dramaga 9,075
70 | Cihideung - Maseng Cijeruk 8,309
71 | Cihideung Kelewih - Kp. Balakang Cijeruk 3,115
72 | Cijayanti - Bojong Koneng Babakan Madang 3,714
73 | Cikalang - Muara Caringin 2,350
74 | Cikampak - Gunung Picung Pamijahan 26,896
75 | Cikaret - Cibinong Cibinong 7,030
76 | Cikaret - Harapan Jaya Cibinong 11,303
77 | Cikeas Udik - Bojong Nangka Gunung Putri 57,667
78 | Cikopomayak - Neglasari Jasinga 2,776
79 | Cilaku - Babakan Tenjo 4,091
80 | Cilame - Cigowong Cigudeg 1,710
81 | Cilebut - Kencana/Batas Kota Bogor Sukaraja 1,056
82 | Cilember - Batulayang Cisarua 17,554
83 | Cileungsi Kidul - Gandoang Cileungsi 19,494
84 Cimahpar/Batas Kota Bogor Babakan Madang 3,050
Cijayanti Sukaraja 9,150
85 Cimanqlala/Batas Kota Bogor Sukaraja 2.468
Sukaraja
. Cibinong 3,009
86 | Cimandala -Buperta Sukaraja 1,003
87 | Cimande - Lemah Duhur Caringin 10,034
88 Cimanggis - Kencana/Batas Kota Bojong Gede 1,270
Bogor
89 | Cimanggu - Cibeureum Cibungbulang 6,047
90 | Cimanggu - Cijujung Cibungbulang 5,001
Ciampea 2,410
91 | Cimayang - Pasar Salasa Cibungbulang 2,410
Pamijahan 4,821
92 | Cinagara - Cibeling Caringin 1,593
93 | Cinangneng - Cikupa Tenjolaya 2,595
. . Ciampea 38,264
94 | Cinangneng - Tenjolaya Tenjolaya 38.264
Ciomas Rahayu - Sindan ,
95 Barang/Batas Kotg Bogor ’ Clomas 4,767
96 | Cipaok - Gadog Cijeruk 6,627
97 | Ciparay - Banyuwangi/Sta.Tvri Cigudeg 2,274
. Cisarua 6,764
98 | Cipayung - Mega Mendung Megamendung 6.764
99 Cipayung Jaya/Batas Kota Depok Bojong Gede 11,816
Arco/Batas Kota Depok Tajurhalang 17,724
100 Cipicung/Batas  Kota  Bogor Cijeruk 7 468
Totopong
101 | Cirangkong - Cemplang Cibungbulang 2,417
102 | Cirimekar - Kayumanis Cibinong 5,065
103 | Ciriung - Curug/Batas Kota Depok Cibinong 1,518
104 | Cisalada - Loji - Ciburayut Cigombong 4,560
105 | Cisalopa - Pasir Buncir Caringin 3,208
. I Cisarua 22,733
106 | Cisarua - Batulayang - Ciburial Megamendung 5,683
107 | Cisarua - Citeko Cisarua 9,055
108 | Cisarua - Jogjogan Cisarua 2,386
109 | Cisempur - Tangkil Caringin 1,673
o Babakan Madang 1,647
110 | Citaringgul - Hambalang Citeureup 1.647




No Nama Jalan Kec. Panjang (km)
111 | Citayam - Ragamukti Tajurhalang 10,709
112 | Citeureup - Cengal Leuwiliang 2,598
113 | Curug - Cibinong Gunung Sindur 11,765
Gunung Sindur 1,721
114 | Curug - Waru Parung 1721
115 g:jli:%u?r:tiung Nirmala/Batas Kab. Nanggung 0.845
116 Dramaga /Batas Kota Bogor Ciomas 6,858
Ciherang Dramaga 6,858
117 | Gadog - Cikopo Selatan - Cisarua Megamendung 16,903
118 Gadok - Cipaok/Cibanon/Batas Kota Megamendung 3,702
Bogor Sukaraja 3,702
119 Gandqang - Mukti Jaya/Batas Kab. Cileungsi 2,752
Bekasi
120 | Gerbang Tapos - Tapos Ciawi 3,410
. Ciampea 15,098
121 | Gn. Galuga - Ciampea Cibungbulang 22.647
122 | Gn. Galuga - Tpa Cibungbulang 3,990
123 | Gn. Sindur - Cibadung Gunung Sindur 2,790
124 | Gn. Sindur - Pangasinan Gunung Sindur 1,021
125 | Gunung Batu - Wargajaya Sukamakmur 4,272
126 Gunung sindur - Pabuaran/Batas Gunung Sindur 4.393
Kota Tangerang Selatan
127 | Hambaro - Babakan Hambaro Nanggung 0,813
i;g Jabon Mekar - Iwul ﬁ::ﬁ;g 3223
130 | Jabon Mekar - Warujaya Parung 8,676
131 | Jalan Haji Abbas - Batas Kota Bogor | Dramaga 1,519
Leuwisadeng 9,759
132 | Jambu - Gobang Rumpin 9.759
Ciseeng 0,983
133 | Jampang - Kahuripan Kemang 0,983
Parung 0,983
134 | Janala - Tegal Lega Rumpin 2,519
135 | Jasinga - Koleang/Batas Kab. Lebak Jasinga 34,336
136 | JI. Bersih Cibinong 2,128
137 | JI. H. Minggu Cibinong 0,787
138 | JI. Lingkar Bojong Nangka Gunung Putri 7,484
139 | JI. Lingkar Citeureup Citeureup 0,858
140 | Jl. Lingkar Kampus Ipb Dramaga Dramaga 1,570
141 JI. Lingkar Kantor  Kec. Gunung Putri Gunung Putn 2,512
142 | Jl. Lingkar Ranca bungur Ranca Bungur 2,819
143 | JI. Lingkar Singajaya - Cibodas Jonggol 42,728
144 | JI. Lingkar Situ Daun Tenjolaya 2,847
145 | JI. Lingkungan Rph Jonggol Jonggol 3,187
. Cibinong 3,457
146 | JI. Masuk Buper Cimandala Sukaraja 0.864
147 | JI. Masuk Desa Cibodas Rumpin 1,492
148 | JI. Masuk Gantole Cisarua 0,594
149 | JI. Masuk Gunung Pancar Babakan Madang 1,515
150 | JI. Masuk Gunung Salak Endah Pamijahan 2,311
151 | JI. Masuk Terminal Leuwiliang Leuwiliang 0,243
152 | JI. Masuk Wisata Curug Nangka Tamansatri 1,430
153 | JI. Pasar Cigombong Cigombong 0,764




No Nama Jalan Kec. Panjang (km)
154 | Kabandungan - Batu Gede Tamansari 4,381
155 | Kalong Liud - Bantar Karet Nanggung 23,161
156 | Kalong Liud - Pasir Eurih Nanggung 5411
157 Kampus Ipb - Cikarawang/Batas Kota Dramaga 5.815
Bogor
Babakan Madang 5,016
158 | Kandang Roda - Sentul Jalur Kanan Cibinong 2,508
Sukaraja 2,508
Babakan Madang 8,510
159 | Kandang Roda - Sentul Jalur Kiri Cibinong 2,837
Sukaraja 2,837
160 Karadenan - Pomad/Batas Kota Cibinong 12,581
Bogor Sukaraja 12,581
Babakan Madang 11,755
161 | Karang Asem Barat - Sentul Citeureup 5877
162 | Kemang - Bojong Kemang 5,585
: Kemang 4,724
163 | Kemang - Kalisuren Tajurhalang 0.448
Kemang 20,034
164 | Kemang - Rancabungur Ranca Bungur 20.034
. Ciomas 13,412
165 | Kereteg - Petir Dramaga 26.825
Kiarabeha - Pasir Madang - :
166 Cileuksa/Batas Kab.  Lebak Sukajaya 3,124
167 | Klapa Dua - Leuweung Kolot Cibungbulang 1,998
. Cileungsi 12,779
168 | Klapa Nunggal - Cipeucang Klapanunggal 38.337
Cileungsi 1,220
169 | Klapa Nunggal - Dayeuh Klapanunggal 1.220
170 Koleang - Lebak Pinang/Batas Kab. Jasinga 6.961
Lebak
171 | Koleang - Neglasari Jasinga 2,593
172 | Kompa - Cipayung Sukajaya 4,812
. Cisarua 2,646
173 | Kopo - Cijulang Megamendung 2,646
174 | Kopo - Citeko Cisarua 5,628
. Ciomas 15,681
175 | Kota Batu/Batas Kota  Bogor - Ciapus Tamansari 26.134
176 Kotabatu - Cibeureum/Batas Kota Ciomas 2313
Bogor
177 | Kp. Manggis - Sirna Sari Dramaga 4,935
. Citeureup 5,922
178 | Kranggan - Gunung putri Gunung Putri 11,843
. Ciomas 9,482
179 | Kreteg - Sukaresmi Tamansari 6.321
180 | Laladon - Ciomas/Batas Kota Bogor Ciomas 5,493
181 | Lebak Wangi - Pamegersari Parung 5,285
182 | Leuweung Kolot - Bubulak Cibungbulang 1,184
. : . Leuwiliang 10,196
183 | Leuwiliang - Babakan Pasir Eurih Leuwisadeng 5.098
184 | Leuwiliang - Leuwi Mekar Leuwiliang 0,924
185 | Leuwinutug - Hambalang Citeureup 8,875
186 | Limus Nunggal - Mekarsari Cileungsi 7,371
187 | Lingkar Ciherang Pondok - Babakan Caringin 5,420




No Nama Jalan Kec. Panjang (km)

188 | Lingkar Cimulang Ranca Bungur 4,414

189 | Lingkar Desa Pangasinan Gunung Sindur 5,469

190 | Lingkar Pasar Jonggol Jonggol 2,081

: Cigudeg 2,241

191 | Lukut - Pasir Ahad Nanggung 2.241

192 | Lumpang - Cikuda Parung Panjang 15,300

Dramaga 10,053

193 | Mangga Dua - Gadog Tamansari 10,053

194 Mekarsari - Ragamanunggal/Batas Cileungsi 5.062
Kab. Bekasi

Caringin 7,574

195 | Muara Jaya - Ciadeg - Lengis Cigombong 7,574

Cijeruk 7,574

196 | Nagrak - Pasir Pogor Cijeruk 1,815

197 | Nagrak - Wanaherang Gunung Putri 3,330

198 | Nambo - Bantarjati Klapanunggal 4,590

199 | Nambo - Sukajaya Ciomas >.762

jay Tamansatri 5,762

Bojong Gede 3,520

200 | Nangerang - Susukan Tajurhalang 5.280

Cibinong 20,456

201 | Nanggewer - Karadenan Sukaraja 3.400

202 | Nanggung - Ranca Bakti Nanggung 5,632

203 | Pabuaran - Susukan Bojong Gede 3,928

Kemang 4,160

204 | Pabuaran - Tegal Ranca Bungur 4.160

205 | Padurenan - Ciburayut Cigombong 0,980

206 | Padurenan - Cidokom Gunung Sindur 5,751

Cariu 11,469

207 | Pahae - Nyengcle Tanjungsari 34.407

208 | Palasari - Tajur Halang Cijeruk 3,394

- . . Cariu 17,843

209 | Pamipiran - Cikutamabhi Tanjungsari 5,048

. Caringin 3,299

210 | Pancawati - Tapos Ciawi 6.597

. . Ciawi 7,814

211 | Pandan Sari - Cibalok Megamendung 3.907

212 Pandansari - Kampung Sawah/Batas Ciawi 2458
Kota Bogor

213 | Pangkalan - Sukaluyu Tamansari 13,983

214 | Pangradin - Kembang Kuning Jasinga 8,997

215 | Pangradin - Pamager Sari Jasinga 3,792

216 | Parakan - Ciomas Ciomas 10,480

217 | Parakan Jaya - Kemang Kemang 2,442

Parung 2,019

218 | Parung - Arco/Batas Kota Depok Tajurhalang 6.057

. Ciseeng 38,161

219 | Parung - Ciseeng - Putat Nutug Parung 66.783

220 Parung panjang - Jagabita/Batas Kab. Parung Panjang 6.792
Tangerang

221 | Pasar Ahad - Gn. Picung Pamijahan 2,546

222 | Pasar Cisarua - Kopo Cisarua 7,214

993 E(:;?r Dramaga/Batas Kota Bogor Dramaga 32,723

224 | Pasir Angin - Cikatapis Megamendung 2,377




No Nama Jalan Kec. Panjang (km)
225 | Pasir Gaok - Cimulang Ranca Bungur 15,317
226 | Pasir Gaok - Rancasari Ranca Bungur 4,035
227 | Pasir Jambu - Pomad Sukaraja 3,928
228 | Pasir Kaliki - Kampung Jawa Ciawi 1,812
pung Megamendung 5,436
229 | Pasir Muncang - Arca Domas Megamendung 5,297
230 | Pasir Muncang - Cipopokol Caringin 7,120
231 | Pasir Muncang - Dukuh Caringin 3,855
232 | Pasir Nangka - Cilame Cigudeg 1,953
: . Sukamakmur 12,193
233 | Pasir Tanjung - Gunung Batu Tanjungsari 24.385
234 | Pengasinan - Rawakalong Gunung Sindur 5,069
. Dramaga 31,699
235 | Petir - Babakan - Gadog Tamansari 6.340
236 | Petir - Situ Uncal Dramaga 7,451
237 | Pingku - Kp. Asem Cikuda Parung Panjang 6,568
, Ciseeng 7,750
238 | Pondok Udik - Pabuaran Kemang 26.169
, - Dramaga 2,684
239 | Purwasari - Cihideung Tenjolaya 1,342
240 | Putat Nutug - Kuripan Ciseeng 12,715
241 | Rabak - Gobang Rumpin 4,248
242 | Ragajaya - Kampung Pulo Bojong Gede 22,072
243 | Rawakalong - Btn Pamulang Gunung Sindur 2,235
244 | Rawaputat - Lebak Kongsi Cileungsi 1,249
. Parung Panjang 5,528
245 | Rewod - Lebak Kanibah Tenjo 5.528
246 | Sadeng Kolot - Cimanggu Leuwisadeng 8,261
, Leuwisadeng 14,211
247 | Sadeng Pasar - Cisaranten Nanggung 0.474
248 | Sadeng Puskesmas - Gn. Peuteuy Leuwisadeng 3,055
249 | Sasak Panjang - Nangerang Tajurhalang 4,079
. Kemang 9,489
250 | Semplak - Bantarsari Ranca Bungur 9.489
251 | Semplak/Batas Kota Bogor - Bondol Kemang 0,442
Cigudeg 8,423
252 | Setu / Malangbong - Argapura Jasinga 8.423
253 | Singabangsa - Batas Tangerang Tenjo 1,742
254 | Singabraja - Babakan Tenjo 3,590
255 | Sipak - Pangradin - Jasinga Jasinga 35,533
, . . Cariu 27,643
256 | Sirnarasa - Antajaya/Bantar Kuning Tanjungsari 13.821
: . Cibungbulang 4,463
257 | Situ Udik - Gn. Handeuleum Pamijahan 4.463
258 Situburung - Carangpulang/Batas Dramaga 4918

Kota Bogor
. Caringin 3,617
259 | Spn Lido - Srogol Cigombong 7234
260 | Sukakarya - Pasir Kalong Megamendung 3,309
. Ciomas 13,109
261 | Sukaluyu - Ciapus Tamansari 8739
262 Sukaraja - Katulampa/Batas Kota Sukaraja 10178
Bogor

263 | Sukaraja - Nagrak Sukaraja 11,089




No Nama Jalan Kec. Panjang (km)
264 | Sukaraksa - Parakan Tiga Cigudeg 1,817
. , , Bojong Gede 4,017
265 | Sukmajaya - Cimanggis Tajurhalang 8,033
266 | Tajur - Hambalang Citeureup 17,174
267 | Tajurhalang - Kalisuren Tajurhalang 19,819
. Bojong Gede 9,295
268 | Tajurhalang - Susukan Tajurhalang 18,590
269 | Tajurhalang -Citayam Tajurhalang 10,357
270 | Tanjungrasa - Nyengcle Tanjungsari 15,165
: : . Sukamakmur 20,959
271 | Tanjungsari - Sukawangi Tanjungsari 41,918
272 | Tarikolot - Gunung Sari Citeureup 2,118
273 | Tarikolot - Nangoh Caringin 3,937
274 | Tarikolot - Sukahati Citeureup 2,478
275 | Tegal - Kahuripan Kemang 2,213
276 | Tegal Waru - Cinangka Ciampea 17,470
277 | Tenjo - Cilaku Tenjo 2,109
278 | Tenjo - Tigaraksa Tenjo 0,645
279 | Tlajung Udik - Bojong Nangka Gunung Putri 3,327
280 | Tlajung Udik - Cicadas Gunung Putri 2,639
281 | Tonjong - Ragajaya Tajurhalang 44,389
282 | Tunggilis - Bondol/Batas Kab. Bekasi Cileungsi 3,887
283 | Tunggilis - Situ Sari Cileungsi 7,770
284 | Wanaherang - Cikeas Udik Gunung Putri 2,824
, . Gunung Sindur 7,146
285 | Warujaya - Cidokom Parung 7.146
286 | Warung Borong - Bojong Rangkas Ciampea 1,495
287 | Warung Borong - Ciampea Asri Ciampea 1,145
L Parung Panjang 3,662
288 | Warung Jata - Ciparigi Rumpin 7324
289 Warung Nangka - Bitungsari/Batas Ciawi 1,553

Kota Bogor

290 | Cisalopa & Pasir Buncir & Srogol Caringin 2,196
291 | Jl. Lingkar Bitunsari Ciawi 1,887
292 | JI. Lingkar Arca Domas Megamendung 2,410
293 | Cemplang 0 Cilengkong Cibungbulang 1,643
294 | JI. Lingkar Asem Reges Sentul Babakan Madang 0,770




9

JALAN LOKAL

B.SEKUNDER

No Nama Jalan Kec. Panjang
(km)
1 | Bojong gede - Kedung Waringin Bojong Gede 0,625
2 | Cibinong - Alfalah Cibinong 5,115
3 | Cijujung - Pepabri Sukaraja 0,797
4 | Ciluar - Darmais Sukaraja 2,467
5 | Ciluar - Perum Kostrad / Tatya Asri Sukaraja 5,349
6 | Ciriung - Citatah Dalam Cibinong 2,241
, . Leuwisadeng 10,168
7 | Cisaranten - Cimanggu Nanggung 3.389
8 | Ex. Tpa. Pondok Rajeg Cibinong 1,157
9 | Harapan Jaya - Al Falah/Batas Kota Depok Cibinong 5,627
10 | Jalan Lingkar Ciampea - Muara Ciampea 7,379
11 | JI. Babakan Menan Jonggol 3,703
12 | JI. Camat Enjan Cileungsi 0,533
13 | JI. Desa Tlajung Udik Gunung Putri 3,635
14 | JI. H. Nawawi Cibinong 2,207
15 | JI. Kapten Soemantri Kota Jonggol Jonggol 0,481
16 | JI. Lingkar Kota Cileungsi Cileungsi 1,641
17 | Jl. Lingkar Pasar Cibinong (JI. Hr. Lukman) Cibinong 1,696
18 | Jl. Lingkar Pasar Cileungsi Cileungsi 0,447
19 | Jl. Lingkar Pasar Parung Parung 0,677
20 | Jl. Lingkar Perkantoran Pemkab (Cibinong) - Aman Cibinong 0,855
21 | JI. Lingkar Setu Cikaret Cibinong 1,314
22 | Jl. Lingkungan Kantor  Kec. Tanjungsari Tanjungsari 0,655
23 | JI. Masuk Perk. Gunung Mas Cisarua 1,089
24 | JI. Masuk Puskesmas Cirimekar Cibinong 0,399
25 | JI. Masuk Smu Cigudeg Cigudeg 0,210
26 | JI. Masuk Smun Ciampea Ciampea 0,395
27 JI. Masuk Taman Makam Pahlawan Dan Lapas Cibi 0,372
, ibinong
Pondok Rajeg

28 | JI. Pangrango Cibinong 1,097
29 | JI. Pasar Baru Jonggol Jonggol 0,527
30 | JI. Siaga - Karadenan Cibinong 8,274
31 | JI. Sirojul Munir Cibinong 15,729
32 | Jl.Babakan Ngantai - Gunung Sari Tanjungsari 4,010
33 | Jl.Lingkar Pasar Citeureup Citeureup 0,346
34 | Jl.Masuk Smk Terpadu Cibinong Cibinong 1,699
35 | Lingkar Alun -Alun Kota Jonggol Jonggol 0,236
36 | Lingkar Kota Jasinga (JI. Abdul Manan Rasyid) Jasinga 1,869
37 | Lingkar Smun 1 Tajurhalang Tajurhalang 0,455
38 | Pabuaran - Cikaret Cibinong 2,830
39 | Pakansari - Sirojul Munir Cibinong 2,290
40 | Pasar Ciluar Sukaraja 1,052
41 | Pasirjambu - Cilebut Timur Sukaraja 1,310
: , Bojong Gede 2,501
42 | Sukahati - Bojong gede Cibinong 2.501
43 | Sukahati - Pajeleran Poncol Cibinong 1,133
44 | Sukatani - Nagrak Sukaraja 4,241
45 | Tpa Waru - Pasar Parung Parung 12,463
46 | JI. Nanggewer o Pakansari Cibinong 1,112
47 | JI. Gunung Mas 0 Taman Sa fari Cisarua 3,962
48 | Muara Jaya o Ciburuy Cigombong 1,568
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No Nama Jalan Kec. Panjang
(km)

49 | Ciomas 0 Lebak Jaya Ciomas 1,479
50 | Pondok Bitung & Sukamantri (JI. Kebon Jati) Tamansari 0,870
51 | Gunungsari 0 Ciasihan Pamijahan 0,578
52 | Kp. Putih ¢ Pasir Jengkol Nanggung 0,695
53 | Jl. Lingkar Cikeas Udik Gunungputri 0,332
54 | JI. Lingkar Cikeas Udik Gunung Putri 0,330
55 E;gg;lsement Taman Makam Pahlawan Pondok Bojong Gede 0.670
56 | JI. Masuk Perkantoran LLAJ Sukaraja 0,240
57 | Pakansari - Nangewer Cibinong 1,321
58 | Nanggung - Pangkal Jaya Nanggung 0,704
59 | Harapan Jaya - Bulak Rata Cibinong 0,960

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KERALA BAGIAN

PEF ANG -UiANGAN,
/

ADI MULYADI

Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.

ASMAWA




LAMPIRAN VI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR TAHUN

2024-2044

i
L

' Mot A -3 ! :
Keta Admioiatrasi ;e A = a PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
— S el J o ; PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN ENERGI

SKALA : 1:100.000

Ue 2z . [ 2 16
Proyeksi Universal Transverse Mercator
Sistom Grid Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S

Datum Horizontal : Datum WGS 1964
Datum Vertikal Geold EGM 2008

i DIAGRAM LOKAS|

Karawang KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan Perairan

Batas Administrasi
~— - Batas Provinsi
Balas Kabupaton
Baws Kecamawn
Rencana Struktur Ruang
Sistom Jaringan Energl
o Gorgy sk

¥ Intrastrublur Minyak dan Gas Burm
! Pambangki Lisik Lannya
1 Pambnghi Listrk Tenaga At (PLTA)
¥ Pombanght Listk Tenaga Diesel (PLTD)
! Pombangkt Listk Tenaga Gas (PLTG)
1 Pombanghi Lisik Tonaga Miro Higro (PLTMH) 1
e o e Pt B T Pj. BUPATI BOGOR
Pembangkh Listrk Tenaga Surya (PLTS) !
Jarngan yang Menyakurkan Gas Bumi dari Kilang Pengokahan
(arsumen

Produks: Tempat Pan:

e ttd.

=+ Saluran Udara Tegangan EKsira Tingg) (SUTET)
Sakran Udara Tegangan Menengsh (SUTM)
-+ Saluran Udaa Tegangan Tingg! (SUTT)

i ASMAWA

. Jaringan yang Menyakirkan Mayak dan Gas Bl 6ar Fasiias
yimpanan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

“  KEPALA BAGIAN

{ R T NG -UNDANGAN,
o
PJ. BUPATI BOGOR
3 H ASMAWA AD' MULYAD'
—— — — — = s




LAMPIRAN VII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR TAHUN
2024-2044

g PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI
SKALA : 1:100.000

U 0 2 4 8 2 16

Proyeksi Universal Transverse Mercator

Sistam Grid Grid Gaografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984

Datum Vertikal  : Geoid EGHM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :
Tbukota Pomerintahan Porairan
@ Ibukota KabupatenrKota Sungal
*  lbukata Kecamatan Danau/SinuWaduk

Batas Administrasi
~ = - Batas Provins
Batas Kabupaton
- Batas Kecamatan
Jaringan Jalan
— Jalan Tol
—— Jalan Arterl
Jalan Koektor
Jalan Lokal
Jaringan Kerata Apl

Pmcama s iy Pj. BUPATI BOGOR ,

Sistem Jaringan
(% Jaringan Bergerak

4] Jaringan Bergarak
— - Jaringan Tetap

ttd.

ASMAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

“  KEPALA BAGIAN
NG -l}ND GAN,

Mengetahui,
PJ. BUPATI BOGOR

ADI MULYADI

ASMAWA




LAMPIRAN VII1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR TAHUN
2024-2044

Kabupaten
Sorang

Kabupaten
Lebak

Kots
Tangerang

Kota
Tangerang
Selatan

Kabupaten
Suksbumi

¥
»,
S

5 L
R

Kota Administras!
b

Kota Administrasi
e Jakarts Pusst

Kots Administrasi
Jakarta Solatan

h?

Kots Adminisirasi
Jakarta Utara

Kota Adminlstrasi
Jskerta Timur

b Mogamentung

Kota Sukabumi

}‘Q ‘“%-»«::

Kota Bokasi

Kabupsten

Kabupsten
Glanjur

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR .. ‘I’AHUN
TEl

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR
SKALA : 1:100.000

o2 4 a 12 i

Proyaksi + Universal Transverse Mercalor
Sistem Gric : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 §
Dalum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal  : Geoid EGM 2008

i DIAGRAM LOKASI

i

Karawang. KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan Perairan
® lbukota KabupateniKota Sungsi
®  lbukola Kecamatan
BATAS_ADMINISTRASI_ LN
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Kabupaten
JIn. Raywiliang (LeuwilianKec. Leuwilian a a a Bal ai Besar a alalala]la a a a
JIn. Raya Jasinga (JasingigKec. Jasinga a a a Pel aksanaan| & alalala]la a a a
Bt s. Kota L8otwil Kehg Bogo|[Kec. Ciampea a a a Nasional VI a alalajala a a a
Kec. Cibungbul Kementerian
Kec. Dramaga Pekerjaan U
Kec. Leuwilian dafer umahan
Ci awPuncak Kec. Ci awi a a a Rakyat a alalajala a a a
Kec. Cisarua Dinas Bina
KecdMegamendung dafenataan
Cigelung (Bts.PRtoot BahaifKec. Jasinga a a a RuanPgrovinsi & dl&|a|a|a a F F
Ci mangdiagr ak Kec. GuPuumg a a a Dinas Peker| a alalalala a a a
JIn. Cigelung Baru (JasingKec. Jasinga a a a Umunmd an a ajlaljlajajla a a a
JIn. Letda Natsir (Cikeas)KecGunurPgtr i a F a Penataan Ru| 3 dlala|ala a a a
JIn. Raya Ciawi (Bogor) Kec. Ciawi a a a Kabupaten a aljlaljajajla a a a
Kec. Megamendu
JI n. Raya Dramaga (Bogor) |Kec. Ciomas a a a a alalajala a a a
Kec. Dr amaga
Kemamiedunghal ang Kec. Kemang a a a a a|ladalajajla a a a
Puncaklkt s. Kota Cianjur Kec. Cisarua a a a a a|ladalajajla a a a
JIn. Trans Yogi (Depok) KecCil eungsi a a a a alalajala a a a
KecGunurPgtri
Ci bar uGiabhuci | Kec. Jonggol a Dinas Bina a ajlala)lala a a
dafenataan
RuanPgr ovi nsi
Cil eunQ@isbheet Kec. Cariu a Dinas Bina a aljlalal|ala a a
Kec. Cil eungsi dafenataan
RuanPgr ovi nsi
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Program

Lokasi

Sumber

Pend

NadVv

AO Id
addyv

qey

adadyv

u

e

nstansi Pel

Waktu

Pel

aksanaan

Taha

Tahap

Taha
11

Taha
1V

Taha
\

v¥2o0¢

G¢0¢

9¢0¢

L20¢

8¢0¢

6¢0¢

reoogecoc

PEOBEOC

yvoogvoc

Kec.
Kec.

Jonggol
Tanjung

S a

J I Har apBihs Jakat a Bogor

Ke cCi
Kec.

binong
Sukar aj

a

an

Dinas Bina
dafenataan
RuanPgr ovi nsi

an

an

[

[

an

n

J | Mayor Oking (Cibinong

Ke
Kec.

Citeure
Cibinon

(9]

up
9

Dinas Bina
dafenat aan
RuanPgrovinsi

J | Mayorl COkienmgeup)

Citeure
GuRuu g

Ke
Kec.

(9]

up

Dinas Bina
dafenataan
RuanPgr ovi nsi

J | Mo c h. Toha

Kec. Parung

P a

Dinas Bina
dafenat aan
RuanPgrovinsi

Par upagj a-rBunar

KecP.arung
Kec. Cigudeg
Kec. Tenjo

Panj

Dinas Bina
dafenataan
RuanPgr ovi nsi

Pondok -Rhjedglarapan Jaya

Kec. Cibinon

g

Dinas Bina
dafenat aan
RuanPgr ovi nsi

CarJagatamu/ Baged
Kabupaten/ Karawang)

Cariu

Dinas Bina
dafenataan
RuanPgr ovi nsi
Dinas Peker
Umunmdan

Penataan
Kabupaten

Ru

Batas Tanger-#agluBggor

Gunu
Paru

Kec.
Kec.

5 S
[(o (o}

Bal ai Besar
Pel aksanaan
Nasi onal Vi
Kementerian
Pekerjaan U
da®er umahan
Rakyat

Dinas Bina
dafenataan
RuanPgr ovi nsi
Dinas Peker

Umu nmd a n
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Program

Lokasi

Sumber

Pend

NadVv

AO Id
addyv

qey

adadyv

u

e

Il nstansi Pel

Waktu

Pel

aksanaan

Taha

Tahap

Taha
11

Taha
1V

Taha
\

v¥2o0¢

G¢0¢

9¢0¢

L20¢

8¢0¢

6¢0¢

reoogecoc

PEOBEOC

yvoogvoc

Penataan Ru
Kabupaten

CiteutSaakmmakmur

Kec. Citeureup
KecSukamakmur

[N

Dinas Peker
Umunmdan
Penataan Ru

an

an

[

[

an

Sukamak-@8uwkawangi

Kec. Sukamak mu

Dinas Peker
Umunmdan
Penataan Ru

Jasi{fTgaj o

(9]
(&N
QD

Kec. singa
Kec. Tenjo

Dinas Bina
dafenataan
RuanPgr ovi nsi
Dinas Peker
Umunmdan
Penataan Ru
Kabupaten

Leuwi I-Raxigr -GApebong/ Bt s.

Sukabumi

Ke Leuwi lian
Kec. Pami jahan

(9]

Dinas Bina
dafenat aan
RuanPgr ovi nsi
Dinas Peker
Umunmdan
Penataan Ru
Kabupaten

Leuwi I-im.nYawah

Ke Leuwilian
Kec. Rumpi n

(9]

Dinas Bina
dafenat aan
RuanPgr ovi nsi
Dinas Peker
Umunmdan
Penataan Ru
Kabupaten

Cicangk klol eang/ Batas

Kab.

Kec. Rumpi n

Dinas Bina
dafenat aan
RuanPgr ovi nsi
Dinas Peker
Umunmdan
Penataan Ru
Kabupaten

JanaCiacangkal

Kec. Rumpi n

Dinas Bina
dafenat aan

RuanPgr ovi nsi
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Program

Lokasi

Sumber

Pend

NadVv

AO Id
addyv

qey

adadyv

u

e

nstansi Pel

Waktu

Pel

aksanaan

Taha

Tahap

Taha
11

Taha
1V

Taha
\

v¥2o0¢

G¢0¢

9¢0¢

L20¢

8¢0¢

6¢0¢

reoogecoc

PEOBEOC

yvoogvoc

Dinas Peker
Umunmdan

Penataan
Kabupaten

Ru

- Sempl ak/ Batas -Garnt en Bbwagwar| a

Kec. Ciseeng
Kec. Kemang
KecRanca
Kec. Rumpi n

Bungut

Dinas Bina
dafenataan
RuanPgrovi nsi
Dinas Peker
Umunmdan

Penataan
Kabupaten

Ru

- Gunungplualrat (JI Masuk TH

Kec. Kl apanu

ng

Dinas Bina
dafenataan
RuanPgr ovi nsi
Dinas Peker
Umu nmd an
Penataan
Kabupaten
BUMN/ BUMD/
Badatuk um/
KPBU

Ru

- Janalebakwangi

Ke
Ke
Kec,

(9]

Cigudeg
Parung
Rumpi n

(9]

P a

Dinas Bina
dafenat aan
RuanPgr ovi nsi
Dinas Peker
Umunmdan

Penataan
Kabupaten

Ru

- Mengk-é&dunung Batu/ B&€t asj Ka

Kec. J
Kec. S

(9]

Dinas Bina
dafenat aan
RuanPgr ovi nsi
Dinas Peker
Umunmd an

Penataan
Kabupaten

Ru

B. Pembangunan Ruas Jal an Kol

- Rencana Pembangunan Te

Bojonggede

Ke
Kec.

(9]

B&g dag
Cibi

nong

Bal
Pel

ai Besar
aksanaan

Nasi onal Vi
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Waktu Pel aksanaan

Sumber Pend Taha Tahay Tahaj Taha
| Tahap 11 L] 1V v

Program Lokasi Il nstansi Pel

e

NddV
AO Id
addyv
qey
addyv
v20¢
§c¢0¢
9¢0¢
L 20¢
8¢0¢
6c20¢
reoogeoc
PEOBEOC
rvoovo

u

Kementerian
Pekerjaan U
daferumahan
Rakyat

- Dinas Bina
dafenataan
RuanPgr ovi ns

- Dinas Peker
Umunmdan
Penataan Ru
Kabupaten

- Rencana PembangunaKeBapgn(Kec. BGgmeng a a a - Bal ai Besar aljlalalala

Kec. Kemang Pel aksanaan

Kec. Tajurhal a Nasional VI
Kementerian
Pekerjaan U
dafer umahan
Rakyat

- Dinas Bina
dafenataan
RuanPgr ovi ns

- Dinas Peker
Umumd an
Penataan Ru
Kabupaten

- Rencana Pembangusiand 6&Kiermam(Kec. Ci seeng a a a - Bal ai Besar alalajala

Kec. Gunung Si Pel aksanaan

Kec. Kemang Nasi onal Vi

Kec. Parung Kementerian
Pekerjaan U
dafer umahan
Rakyat

- Dinas Bina
da®enat aan
RuanPgr ovi ns

- Dinas Peker
Umunmdan
Penataan Ru
Kabupaten
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Waktu Pel aksanaan

Sumber Pend Taha Tahay Tahaj Taha
| Tahap 11 L] 1V v

Program Lokasi Il nstansi Pel

e

NddV
AO Id
addyv
addyv
v20¢
§c¢0¢
9¢0¢
L 20¢
8¢0¢
6c20¢

qex
u

ap €08-€0¢
mp € 0B-€0C
oy 0870

an
1
an
an
an
an
an
an

- Rencana Pembangunan CibingKec. Cibinong Dinas Bina
Kec. Cileungsi dafenat aan
Kec. Citeureup RuanPgr ovi nsi
KecGunurPgtri
Kec. Klapanung

- Rencana Pembanguna@aBeklCadieugKec. Cileungsi| & a a - Bal ai Besar aljlalalala
Pel aksanaan
Nasi onal Vi
Kementerian
Pekerjaan U
daferumahan
Rakyat

- Dinas Bina
dafenat aan
RuanPgr ovi ns

- Dinas Peker
Umunmdan
Penataan Ru
Kabupaten

- Peningkatan Poros-Ci cBng|Kec. Gunung Si| a a a - Bal ai Besar alalajala a a a
Me k ar sParriungpanj ang yang mKec. Rumpi n Pel aksanaan
PrumpuGng. Si-@Gdeangkal (nnKecParung Panj g Nasional VI
Cicangdleaglok (rencana) ; Kementerian
Lapakekarsari (rencana); Pekerjaan U
Parungpa@Gijlaegl ang (renc dam®er umahan
WarudagtGi pari gi (rencan Rakyat
- Dinas Bina
dafenataan
RuanPgr ovi ns
- Dinas Peker
Umumdan
Penataan Ru
Kabupaten

abwNBE

- Rencana Pembangun-ai bCGieteunKec. Cariu a a a - Bal ai Besar alalajala a a
Pel aksanaan
Nasional VI
Kementerian
Pekerjaan U
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Program

Sumber Pend

Lokasi

NddV
AO Id
addyv
qe
addyv
uu 1en"

nstansi Pel

Waktu

Pel

aksanaan

Taha

Tahap

Taha
11

Taha
1V

Taha
\

v¥2o0¢

G¢0¢

9¢0¢

L20¢

8¢0¢

6¢0¢

reoogecoc

PEOBEOC

yvoogvoc

daferumahan
Rakyat
Dinas Bina
dafenataan
RuanPgr ovi nsi
Dinas Peker
Umunmdan
Penataan
Kabupaten

Ru

Rencana
mel i puti:
1. SentSidkamaks@upanas
2. SukamakmGar i u

Pembangunan

Poros

Ke
Ke
Ke
Ke
Ke

OO0 000

Babakan M
Citeureup
Sukamak mu
Cariu

Tanjungsa

Dinas Bina
dafenat aan
RuanPgrovi nsi
Dinas Peker
Umunmdan

Penataan
Kabupaten

Ru

Rencana Pembangunan

J |

Ke

Kec.

(9]

Babakan M
Citeureup

Dinas Bina
dafenat aan
RuanPgr ovi nsi
Dinas Peker
Umunmdan

Penataan
Kabupaten

Ru

Rencana

PembahM.uTnnanHar yono

KecCil eungsi

Dinas Bina
dafenat aan
RuanPgr ovi nsi
Dinas Peker
Umunmdan

Penataan
Kabupaten

Ru

Rencana
yang meliputi

1. CigombBalgasari/ Bts.

2. Ci sal-Baedmt eng/ Bt s.

P e mb aPnogruonsa n P éBleand &

Kot a
Kabupa

Kec.
Kec.

Cigombong
Cijeruk

Dinas Bina
dafenat aan
RuanPgr ovi nsi
Dinas Peker
Umunmdan

Penataan
Kabupaten

Ru
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Waktu Pelaksanaan
Sumber Pend Taha Tahap |1 Tahayf Taha| Taha
I L1 Y %
i X N N N
N o Program Lokasi > | o> > g Il nstansi Pel o N o o o
T|=70 |20 | = o |o|lo|lo|lo|o o w »
w o | ®w IN) NN NN N o £ o
° = > IS 0 |lo |~ || © o o N
Z | < O O S w w N
Rencana PembangunananPgornoesl |[Kec. Cigudeg a a - Dinas Bina alalajala a a a
1. RencafeambangWnagmuu edBagnyur ej{Kec. Leuwi sade dam®enataan
2. Rencana Pemb&@ngawdBmqpyuaiKec. Rumpin RuanPgr ovi nsi
3. Rencana Pembangunan P ¢ - Dinas Peker
Bar at Umumdan
4. Pengembangan Gn.-MNywuamgg Penataan Ru
Kabupaten
Rencana PembanguRawakQurounng KecGunung Sind a - a ajlaljalaja a a
Kota Tangsel
Rencana P e mb aTnegngoanng abangg Kec. Tenj o a a aljlala|ala a a
Kabupaten Tangerang
Rencana PembKedeCpdmrungsi Kec. Cileungsi a a ajlaljajajla a a
KecGunurPgtri
Rencana Pembbhggs-&KBheang Kec. Jasinga a a ajlalal)ala a a
Rencana Pembadagg®akamakmurKec. Jonggol a a ajlala|ala a a a
KecSukamakmur
Rencana Pembangunan LingkgKec Jonggol a a aljlalajaja a a a
Rencana Pembangunan-NaPagngyug Ke c Leuwi sade a a aljlajlajala a a
Curug Bitung Kec.ngNjaung
Rencana Pe mba rCgumuan Bi t-y Kec Nanggung a a ajlalaj)aja a a
Nirmal aKk&8hspaten Sukabumi
Rencana PembanBanakan -|Kec. Kemang a a ajlalal)ala a a
Sempl ak KBtsa. Bogor
Rencana PembamaguBapongkul (KecGunurPgtri a a ajlala)lala a a
Kabupaten Bekasi
.2al an Kolektor Sekunder
.Pengembangan dan Pemel i h
Kol ektor Sekunder
Babakan MHKdaangg TE€@inlgadak KecBabakan Mad: a Dinas Peker a ajlala)lala a a a
Kec. Sukamakmu Umumdan
Penataan Ru
Kabupaten
CiteurBapakan Madang Kec. Babakan M a Dinas Peker a aljlaljajajla a a a
Umumdan
Penataan Ru
Kabupaten
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Waktu Pelaksanaan
Sumber Pend Taha Tahap |1 Tahay Tahaj Taha
I L1 1V Y
i X N N N
N o Program Lokasi > | o> > g Il nstansi Pel o R N B N B 8 8 i
T|=T :f'u - o |o|o|o|o|o]| & ¢ >
2lo®|Z® |5 N S S S N X = I =
Z | < O O S w w N
J | Li ngk &reckamatt@am SukajajyKec. Sukajaya a Dinas Peker a alaljlalaja a a a
Umu nmd an
Penataan Ru
Kabupaten
TenCol ej et Kec. Parung Pa a Dinas Peker a aljlajlajala a a a
Kec. Tenjo Umunmdan
Penataan Ru
Kabupaten
Warum@r ooRgncabungur Kec. Ciampea a Dinas Peker| & alaljalaja a a a
Kec. Ranca Bun Umu nmd a n
Penataan Ru
Kabupaten
Pembangunan Ruas Jal an Kol
Rencana Pembangunan -|KecdcKl apanunggal a Dinas Peker a alalajala a a a
Linggar mukti Umumdan
Penataan Ru
Rencana PembangunanSiLngggaKec. Jonggol a Dinas Peker a ajlajlajajla a a a
Kec. Klapanung Umumdan
Penataan Ru
Rencana PembaBgjpolignggar-nKec. Jonggol a Dinas Peker a aljlaljajajla a a a
Cibodas Kec. Kl apanung Umunmd an
Penataan Ru
Rencana Pembangunan LingkgKecGunung Sind a Dinas Peker a ajlajajajla a a a
Rencana Pembanguna@i adumwsg KecGunung Sind a Umu md a n a ajlalajala a a a
Rencana Pembangunan LingkdgKec. Cibinong a Penataan Ru| 3 alajaala a a a
Rencana Pembangunan Lingdkl Kec. Cibinong a Kabupaten a dlaja|a|a a E a
Citeureup Kec. Citeureup
Rencana PembangbmmndtRanwial | Kec. Ci ampea a a ajlala)lala a a a
Kec. Cibungbul
Kec. Leuwilian
Kec. Ranca Bun
Rencana Pembangund&PasSuk ang Kec. Megamendu a a ajlala)lala a a a
Kec. Sukaraja
Rencana PembanguBanoGgd&gnKec. Megamendu a a ajlalal|ala a a a
Kec. Sukaraja
Rencana Pemb&hpgawnamtjiong K|(Kec. Babakan M a a ajlajajajla a a a
Rencana PembBapgangnKdlnaepnogs | Kec. BaMakiamng a a ajajajaj|a a a a
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Waktu Pelaksanaan
Sumber Pend Taha Tahap |1 Tahay Tahaj Taha
I L] v V%
i X N N N
N o Program Lokasi > | o> > g Il nstansi Pel o N o o o
T|=70 |20 | = o |o|o|o|o|o]| & ¢ >
D |o® 5P |5 > loleo|N|e|e] 2] 2| ©
Z | < O O S w w N
Rencana Pembangunan Bop({Kec. Babakan M a a ajlaljajajla a a a
Citaringgul Kec. Citeureup
Rencana PembangunaCi kRiaminmi|Kec. Tanjungsa & a a BBWS Citaru|l a ajlala|ala a a a
Kec. Cariu Dinas Bina
Rencana PembangCnhnaot&@amahiit [Kec. Cariu a a a dafPenataan a ajlajajajla a a a
RuanPgrovi nsi
Dinas Peker
Umum dan
Penataan Ru
Kabupaten
Rencana PembangédandkKemba|lKec. Citeureup a Dinas Peker a aljlaljajajla a a a
Kuning KecKl apanunggal Umum dan
Rencana Pembanguna®&dTajJiurarilKec. Citeureup a Penataan Ru| & aljlajajajla a a a
Rencana PembangunaBaSjeaswa Kec. Ci awi a Kabupaten a ajlajajajla a a a
Rencana Pembanguna-TaBasjar Kec. Ciawi a a ajlalal)ala a a a
Rencana PembangunaBojBanng aM{ Kec. Ci awi a a ajlala)lala a a a
Kec. Megamendu
Rencana Pembangunan Ja|Kec. Ci awi a a ajlala)lala a a a
Sukamanah Kec. Megamendu
Rencana P e mb aGagdue@a k o p o SegKec. Megamendu a a ajlalal|ala a a a
Cisarua
Rencana Pembangud@ind€i tsmpgKec. Caringin a a aljlaljajajla a a a
Kec. Ci awi
Rencana Pembangungend-&e @ojKecBoj ong Gede a a aljlaljajajla a a a
War i ngi Kec. Kemang
Kec. Tajurhal a
Rencana PembanguiKerdukgmarag Kec. Bojong Ge a a ajlala)lala a a a
Kec. Kemang
Kec. Tajurhal a
Rencana Pemb&ade®an Mal ang|Kec. Tamansar.i a a alalajala a a a
Kecl.enj ol aya
Rencana Pemb@aeguoaBayBunderKec. Pamijahan a a ajlalalala a a a
Kec. Tenjol aya
Rencana Pe mbaGurummgan BiLi ngdg Ke c . Nanggung a a alalaljala a a a
Cihiris
Rencana PembangwBrnanudh@uuagg |Kec. Nanggung a a ajlalaj)ajla a a a
Kec. Sukajaya
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Waktu Pelaksanaan
Sumber Pend Taha Tahap |1 Tahay Tahaj Taha
I L] v V%
i X N N N
N o Program Lokasi > | o> > g Il nstansi Pel o R N B N B 8 8 i
v} - U gx,'U _ o o o o o o &) b‘n &)
Zlo® | 5@ |5 > loleo|N|e|e] 2] 2| ©
Z | < O O S w w N
Rencana Pembangunkanardr uPpgan Kec. Sukajaya a a alalalala a a a
Pasirmadang (Pasirgocap)
Rencana Pembbhggs&hheuksa Kec. Jasinga a a alalajala a a a
Kec. Sukajaya
Rencana PembkoganBatu/ Bts. Kec. Tamansari a a aljlala|ala a a a
-Ci apus
Rencana PembKhguaaBasiar Ma Kec. Cigudeg a a aljlalal|ala a a a
Cileuks&hbBupaten Lebak Kec. Sukajaya
RencaPmeambangunan CGkrmumpakPiKecCi ampea a a ajlala|ala a a a
Rencana Pembangunan Ci bjKec. Cijeruk a a aljlaljajajla a a a
Bog®Bmung-Omajur Hal ang Kec. Tamansar.i
Rencana Pemb@nben®agog Kec. Pamijaha a a ajlala|ala a a a
Rencana PembanguiGamu@igh#ti gKec. Pamijaha a a ajajajaja a a a
Rencana Pemb&@€hgpawkhamantri|Kec. Cijeruk a a ajlala|ala a a a
Kec. Tamansar
Rencana Pemb€egph&rigasm®aa|Kec. Cibunghbu a a ajlala|ala a a a
| pis Kec. Pamijaha
Rencana PembangufapuBbaganKec. Cijeruk a - Dinas Peker a alala)ala a a a
Rencana Pembanguiam-eB8hang| Kec. Leuwilia a Umum dan a aljlajlajala a a a
(Geopark Pongkor) Kec. Nanggung Penataan Ru
Kec. Pamijaha Kabupaten
Rencana Pemb&ongungnfBagdrea Kec. Pamijaha a a ajlala|ala a a a
Rencana Pemb@nbaialicung Kec. Pamijaha a a ajlalal|ala a a a
Rencana Pemb@apgun@inmadak Kec. Caringin a a ajlala)lala a a a
Kec. Cijeruk
Rencana Pemb@apgunMamgoh Kec. Caringin a a ajlala)ala a a a
Rencana Pemb@ngudeSuingu Pau|Kec. Ciampea a a alalajala a a a
Gn. Mal ang Kecl.enj ol aya
Rencana Pemb@aagpukRedmgapung Kec. Caringin a a ajlala|ala a a a
Rencana Pemb@aaggkamahduhurKec. Caringin a a ajlala|ala a a a
Rencana PembRagoaawamtnigapun|{Kec. Caringin a a ajlalal)ala a a a
Rencana Pemb@ngemgamgkil Kec. Caringin a a ajlala|ala a a a
Rencana Pemb&@nmanldemahduhuKec. Caringin a a ajlalal)ala a a a
Rencana Pemb&@nhkgenBaegawatijKec. Caringin a a ajlalalala a a a
Rencana Pembangunan CilebyKec. BGg dag a a alalalala a a a
CitayamK8ta.Depok Kec. Sukaraja
Rencana Pemb&nhmang®asi ngi nKec. BGpodaeg a a ajlaljajajla a a a
Jayal Bt s. Kot a Bogor
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Waktu Pelaksanaan
Sumber Pend Taha Tahap |1 Tahay Tahaj Taha
I L] v V%
i X N N N
N o Program Lokasi > | o> > g Il nstansi Pel o R N B N B 8 8 i
T|=T :f'u - o |o|o|o|o|o]| & ¢ >
Zlo® | 5@ |5 > loleo|N|e|e] 2] 2| ©
Z | < O O S w w N
N [{a) N
Rencana Pembangunan JlI Rg Kec. Bojong Ge a a alalajala a a a
Kec. Sukaraja
Rencana PembHKepedRgtir Kec. Ciomas a a ajlala)ala a a a
Rencana Pembangun@inomas ABgKec. Ciomas a a ajlala)lala a a a
Kota Bogor
Rencana Pemb&ado@®asir KargKec. Megamendu a a ajlalal)ala a a a
Pel angi Kec. Sukaraja
Rencana Pemb@&npawn-aBmthiak an Kec. Babakan M a a aljlala|ala a a a
Madang
Rencana PembadhgubangkunganKec. Babakan M a a aljlaljajajla a a a
Bukit Pelangi Kec. Sukaraja
Rencana Pemb&@hgu&dmr asari |[Kec. Cigudeg a a aljlala|ala a a a
Ci sangku Kec. Sukajaya
Rencan Pembangunan -BBtash.akgKec. Cariu a a ajlala)ala a a a
Bekasi
Rencana Pembangunan JI LijlKec. Cariu a a alalajaja a a a
Rencamembangunan JI Lingk|/Kec. Cariu a a ajlajajajla a a a
Rencana PembangChaot@mbiabh/Kec. Cariu a a ajlalal)ala a a a
Kab Kar awang
Rencana PembangunBamc &ewmag Kec. Cibungbul a a ajlala)lala a a a
Ci ampea Kec. Ciampea
Kec. Kemang
KecRanca Bunguf
Jalan Lokal a alalad|la]la a a a
Pembangunan/ Peningkatan/ RgSel uruh Kecama a - Dinas Peker a ajlalal)ala a a a
araan Jalan Lokal Pri mer Umumd an
Pembangunan/ Peningkatan/ RgSeluruh Kecama a Penataan Ru| & alalal|ala E a a
araan Jalan Lokal Sekunder Kabupaten
.Jalan Lingkungan a a|ladalajajla a a a
Pembangunan/ Peningkatan/ RgSel uruh Kecama a - Dinas Peker a ajlalal)ala a a a
araan Jlalnaghkungan Pri mer Umumd an
Pembangunan/ Peningkatan/ RgSeluruh Kecama a Penataan Ru| & ajlaljajajla a a a
araan Jalnagnkungan Sekunder Kabupaten
- Dinas Perum
Kawasan
Per mukidmem
Pertanahan
Kabupaten
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- Dinas
Pemberdayaa
Masyarakat
Deskabupat e
| Jal an Khusus
- Pembangunan Jalan Khusus TKec. Cigudeg a a d|- Dinas Bina a alalajala a
KecP.arung Panj g dam®enataan
KecRumpi n RuanPgrovi nsi
- Dinas Peker
Umunmdan
Penataan Ru
Kabupaten
- BUMN/ BUMD/ K
U
| Jal an Tol
A. Pengembangan dan Pemel i ha
Tol
- JakaBtog«€i awl AGORAWI ) Kec. Babakan M & a4|- Badan Penga| a
Kec. Ciawi Jalan Tol (
Kec. Citeureup - BUMN/ BUMD/ K
KecGunurPgtri U
Kec. Sukaraja
- Bogor Ring Road Kec. Babakan M & a a
Kec. Sukaraja
- Ci a8Biukabumi Kec. Caringin a a a alalalala a a a
Kec. Ci awi
Kec. Cigombong
B. Pembangunan Ruas Jal an To
- Rencana Pembangunan JArdtaans|Kec. BGe dag a ad|- Badan Penga ajalajajla a
(Seksi 3 SiBwg mgpare ) Jal an(BBJT)
- Rencana Pembangunafi 6i mamgKec. Cileungsi| & 4| - BUMN/ BUMD/ K| 3
(JORR 11) KecGunurPgt r i u
- Rencana Pembanguwhan aBapok |[KecBojong Gede | & a a
termaBokoed-8&al abenda) Kec. Kemang
KeclT.ajurhal ang
- Rencana Pembangunan Bogor [Kec. Kemang a a a aljlalal|ala
- Rencana Pembangunrrnantaaga ngdgKec. Caringin a a alaljlalaja
Sal abenda Kec. Ciampea
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Kec. Cijeruk
Kec. Ciomas
Kec. Dramaga,
Kec. Kemang,
Kec. Ranca Bun
Kec. Tamansar.i
- Rencana Pembangunan -Kaernatwa| Kec. Babakan M & a a ajlaljajajla
Barat (JORR 1[111) Kec. Cariu
Kec. Citeureup
Kec. Jonggol
Kec. Sukamakmu
Kec. Sukaraja
- Rencana PembBag®ramong (viKecdcojong Gede| & a a aljlala|ala
Parung) (JORR 111) Kec. Ciseeng
Kec. Kemang
Kec. Rumpi n
- Rencana PembangunanPaPrasmg |Kec. Kemang a a a
Kec. Parung
- Rencana PembangunrGinanjdauri ngKec. Caringin a a a
Kec. Ci awi
Kec. Cisarua
Kec. Megamendu
- Rencana Pembangunan Jal an |[Kec. Cariu a a a
Ciranjang Kec. Tanjungsa
- Rencana Pembadakgax€h&ampek I|KecGunurPgtri a a a ajlalal)ala
Sel atan
Termi nal Penumpang
Termi nal Penumpang Tipe A
- Rencafmeambangunan Ter mi nal Ke cB.oj oGegd e a a a a4|- Badan Penge| & alalajala
ATer mi nal Perkotaan Cibinag Transportas
Jabodet abek
Kementerian
Perhubungan
- Dinas Per hu
Provinsi
- Dinas Perhu
Kabupaten
- BUMN/ BUMD/ K
U
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I Ter mi nal Penumpang Tipe B
- Pengembangan Pleenrummpnaanlg Ti p|Kec. Cil eungsi a Dinas Per hu alalajala a a
Ter miQialleungsi Provinsi
- Pengembangan LTeeurwmilni aaln g Kec. Leuwilian a ajlaljajajla a a
- Rencana Pembangunan TerminKec. Parung a a a Dinas Perhu ajlajajajla a a
Provinsi
Dinas Perhu
Kabupaten
BUMN/ BUMD/ K
U
I Terminal Penumpang Tipe C
- Pengembangan Terminal PenyKec. Cibinong a a Dinas Perhul a aljlalalala a a
Terminal Cibinong
- Pengembahgrami nal Penumpang Kec. BG¢odaeg a a a ajlalal)ala a a
Terminal Bojonggede
- Pengembahgrami nal Penumpang/ Kec. Ciomas a a a aljlaljajajla a a
Ter mi nal Lal adon
- Pengembahgrami nal Penumpang/Kec. Jasinga a a a aljlajlajala a a
Terminal Jasinga
- Rencana Pembangunan Ter mi nKec. Jonggol a a a ajlalaj)aja a a
- Rencana Pembangunan PpamjmamKec. Parung Pa a a a ajlala)lala a a
- Rencana Pembangunan TerminKec. Tenjo a a a ajlalal)ala a a
- Rencana Pembangunan TerminKec. Cigombong a a a alalaljala a a
- Rencana Pembangunan TerminKec. Ciawi a a a alaljlalaja a a
I Termi nal Barang
- Rencana Pembangunan Ter mi nKec. Cigombongl a a a a Badan Penge a a a
Cigombong Transportas
Jabodet abek
Kementerian
Perhubungan
Dinas Per hu
Provinsi
Dinas Perhu
Kabupaten
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BUMN/ BUMD/ K
U
A.l 1l ]J]Jembatan Ti mbang
- Pengembahgmmat an Ti mbang K Kec. Kemang a a a Dinas Perhu
Provinsi
Dinas Perhu
Kabupaten
Kementrian
Perhubungan
Republi k 1In
A. 51l |Pel ayanan Angkutan Umum
A.l 1l J]PengembangannSiksutteaerm Mas s al
- Pengembangan angkutan umunSeluruh Wil ayal & a a a Badan Penge|l & aljlalalala a a a
kota dan perkotaan Kabupaten Transportas
Jabodet abek
Kementerian
Perhubungan
Dinas Perhu
Provinsi
Dinas Per hu
Kabupaten
BUMN/ BUMD/ K
U
- Pengembangan sistem angkut/Jabodetabek a a a a Badan Penge aljlaljajajla
terintegrasi dengan DKI Ja Transportas
mel i puti ruas jalan dan/ at Jabodet abek
a.CilildoCt BnndGigawidl Raya Kementerian
J 1 TKuSh. uanJ | Pajéajlar a@mj ur Perhubungan
b.CilildCt BnndBwgbul ak (JI . H Dinas Perhu
0J I TKuSh. udnd | KH. Shol éal Provinsi
KHAbdul |l ah Bin Nuh); Dinas Per hu
c.Lebak BdWlipudRarung Bubul Kabupaten
Raya PaxJung KH. Shol éhl | s BUMN/ BUMD/ K
Abdul l ah Bin Nuh); U
d.Parupagj anlge bak Bul us;
e.Ci awKampung Rambutan; da
f .Leuwi |dKeanmgppung Rambut an
- Rencana pengembangan sistgSeluruh Wilayal & a a a Badan Penge|l & alalajala a a a
massal dalam perkotaan, mgKabupaten Transportas
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a.Sentul Selatan Cil eumgsi Jabodet abek
Sirkuit 63egtuuPancaiatreuar Kementerian
OGunupwt FIKI apanudfgami nal Perhubungan
Cileungsi); Dinas Perhu
b.Sentul SdBlogtommggede (Se-nt Provinsi
Tugu Panc@®kardsan Pakansa Dinas Per hu
Kompl ek Per kantdBraamb uP eKnud Kabupaten
dBojonggede) ; BUMN/ BUMD/ K
c.BojongdgRrRareung (BopkKedgrd U
War i n@Tanj ur h@daKamgmM@®ar ung
d.Laladdasinga (Ter midnal L
Ci ampdlae uwi |dTeergni nal Jas
e.Ci aw€Ci gombongoP&sawi Car i
Ci gombodkagwasan oPadar
Cigombong); dan
f.Ci a@w€Ci sar ua oMeigavme n dou n g
Ci sa®miaman Safari).
g.Ci pa®Cgbinong
h.Ci aw$tasiun LRT.
- Peni ngkmatnaanfi amen operasion|{Seluruh Wil ay a a Dinas Per hu|l & aljlaljajajla a a a
pel ayanan angkutan Kabupaten Kabupaten
- Penerapan manajemen rekaygSeluruh Wil ay a a BUMN/ BUMD/ K| & aljlajlajala a a a
angkutan jalan Kabupaten U
- Penggunaan angkutan umum dSeluruh Wil ay a a a ajlalal)ala a a a
dan listrik Kabupaten
| Pengembangan Angkutan Wisat
- Penetapan dan pembangunan [Seluruh Wil ay a a Dinas Kebud|l a ajlalal|ala a a a
wi sat a Kabupaten dan Pari wis
- Penyediaan pelayanan angkySeluruh Wil ay a a Kabupaten a ajlaljajajla a a a
bagian pelayanan penunjangKabupaten Dinas Perhu
yang menghubungkan | okasi Kabupaten
pari wi sat a BUMN/ BUMD/ K
- Penyediaan sarana dan pragSeluruh Wil ay a a U a ajlalal|ala a a a
pada |l okasi transit angkut{Kabupaten
| Pengembangan Angkutan Sekol
- Penetapan dan pembangunan |[Seluruh Wil ay a a Dinas Kebud|l a aljlaljajajla a a a
sekol ah Kabupaten dan Pari wis
- Pengembangan dan penyediagSeluruh Wil ay a a Dinas Per hu| & ajajlajajla a a a
angkutan sekolah sebagai HKabupaten Kabupaten
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aman selamat sekolah dan n - BUMN/ BUMD/ K
penggunaan kendaraan priba U
sekol ah
- Penatkani dor/rute pelayanagSeluruh Wil aya a a a ajlaljajajla a a a
yang mengintegraséekahabkekgKabupaten
berdampak kemacetan
A. | [Sistem Jaringan Kereta Api
A.l 1l ]JJaringan Jalur Kereta Api
A.Jaringan Jalur Kereta Api
Jaringan Jalur Kereta Api P
- Peningkatan/ Rehabilitasi/RKec. Bojong Gel & a|- Kementerian| a ajlalalala a a a
Jalur Kereta Api PBRokot aanKec. Sukaraja Perhubungan
- Peningkatan/ Rehabilitasi/ HFKec. BG¢oag a d|- BUMN/ BUMD/ K| a aljlaljajajla a a a
Jalur Kereta Api FRertkaoytaamanKec. Cibinong U
Kec. Citeureup
KecGunurPgtri
Kec. Klapanung
Kec. Cileungsi
- Peningkatan/ Rehabilitasi/ HKec. Parung Pal & a a ajlala)lala a a a
Jalur Kereta Api -MerkhktaanKec. Tenjo
- Rencana Pembangunan JaringdgKec. Babakan M & a a a
Perkotaan Li ghtBoRlaeible kTrpaBog Kec. Citeureup
Cibubur) KecGunung Putri
Kec. Sukaraja
- Rencana Pembangunan JaringdgKec. Cileungsi| a a a a
Perkot aando®iakdo&dmhagnj ung Pr|Kec. Klapanung
- Rencana Pembangunan JaringKecdcojong Gede| & a a a
Per kot aanpahgradn@ggt ay am KecGunung Sind
Kec. Parung
KecP.arung Panj g
Kec. Rumpi n
Kec. Tajurhal a
- Rencana Pembangunan JaringdgKec. Babakan M & a a a
Perkotaan Loop Line Bogor |[Kec. Cijeruk
Kec. Ci omas
Kec. Dr amaga
Kec. Sukaraja
Kecl.amansar.i
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A.2. Jaringan Jalur Kereta
- Peningkatan/ Rehabilitasi/ HKec. Cigombong|l & a a aljlalal)ala a a a
Jalur Kereta Api &utkaarbkudnig Kec. Cij er uk
Bandudfyogyakarta
- Rencana Pembangunan JaringKec. Cariu a a a a
Antarkota €lormrg@@isanj ur Kec. Cileungsi
Kec. Jonggol
Kec. Tanjungsa
B. Pengembangan Kawasan
Kereta Api Umu m
- Program pengel ol aan Ruang |Kec. BG¢odaeg a - Kementerian| & ajlajajajla a a a
jalur rel kereta api Kec. Cibinong Perhubungan
Kec. Citeureup
KecGunurPgtri
Kec. Klapanung
Kec. Cigombong
Kec. Tenjo
Kec. Cariu
Kec. Cileungsi
Kec. Jonggol
Kec. Tanjungsa
Kec. Gunung Si
Kec. Parung
KecP.arung Panj g
Kec. Rumpi n
Kec. Tajurhal a
Kec. Babakan M
Kec. Cijeruk
Kec. Ci omas
Kec. Dr amaga
Kec. Sukaraja
Kec. Tamansar.
- Penyediaan Perlengkapan SgKec. BG¢odaeg a a ajlalal)ala a a a
Perkeretaapian Kec. Cibinong
Kec. Citeureup
KecGunurPgtri
Kec. Kl apanung
Kec. Cigombong
Kec. Tenjo
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Kec. Cariu
Kec. Cileungsi
Kec. Jonggol
Kec. Tanjungsa
Kec. Gunung Si

KecP.arung Panj
Kec. Rumpin

KeclT.ajurhal ang
KecGunung Sind

Kec. Parung
KecP.arung Panj
Kec. Rumpin
Kec. Tajurhal a
Kec. Babakan M
Kec. Cijeruk
Kec. Ci omas
Kec. Dr amaga
Kec. Sukaraja
Kec. Tamansar
- Penanggul angan Bencana/ TanKec. BG¢odaeg a a a a a a
(Terehabilitasinyal/ TerekonKec. Cibinong
Api Aki bat Bencana) Kec Citeureup

KecGunurPgtri

Kec. Klapanung
Kec. Cigombong
Kec. Tenjo

Kec. Cariu

Kec. Cileungsi
Kec. Jonggol
Kec. Tanjungsa
Kec. Gunung Si
KecP.arung Panj g
Kec. Rumpi n
Kec. Tajurhal a
Kec. Gunung Si
Kec. Parung
KecP.arung Panj g
Kec. Rumpi n
Kec. Tajurhal a

Kec. Babakan W™
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Kec. Cijeruk
Kec. Ciomas
Kec. Dramaga
Kec. Sukaraja
Kec. Tamansar.
Stasiun Kereta Api
B. Stasiun Penumpang
- Peningkatan/ Rehabilitasi/ HKec. B&¢g dag a d|- Kementerian a alalajala a a a
Penumpang Citayam dan St as Perhubungan
Bojonggede pada jalur kerses - BUMN/ BUMD/ K
JakaBogor U
- Pe ngkatan/ Rehabilitasi/ HKec. Sukaraja a a a aljlaljajajla a a a
Pe mpang Cilebut pada j al
pe ot aan -Bloagkoarr t a

- Pe ngkatan/ Rehabilitasi/ HKecBoj oGegde a a a ajlalal)ala a a a

0
a
ni
nu
r k
ni
Penumpang Bojonggede pada
per kot aan -Bloagkoarr t a
- Rencana Pembangunan Stasi yKec. B&¢g dag a a alalalala a a a
Susukan pada jal ur k eJraektaar
Bogor
- Peningkatan/ Rehabilitasi/HKec. Cibinong a a a ajlalal)ala a a a
Penumpang Cibinong pada | 4
perkotaan-CNamgam
- Peningkatan/ Rehabilitasi/ RKecGunurPgtri a a a ajlala)lala a a a
Penumpang gGuinmuin pada jalur
perkotaan-CNamlyam
- Peningkatan/ Rehabilitasi/ HKec. Kl apanungl & a a alalaljala a a a
Penumpang Nambo pada jalur
perkotaan-CNamygam
- Peningkatan/ Rehabilitasi/ RKec. Tenjo a a a ajlaljajajla a a a
Penumpang Tenjo dan Stasid
Gintung Cilejit pada jalur
Tanah ABangkasbitung
- Peningkatan/ Rehabilitasi/ HKec. Parung Pal a a a alalajala a a a
Penumpang Parungpanjang pd
perkotaan TaRamgAklasmbgtung
- Peningkatan/ Rehabilitasi/ HKec. Cigombong & a a alalalala a a a
Penumpang Cigombong pada |j
antarkot ®aSB&gbumi
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Peningkatan/ Rehabilitasi/RARKec. Cijeruk a a

Penumpang Maseng pada jal

antarkot ®aSB&agbumi

Rencana Pembangunan Stasi yKec. Cigombong|l & a

Cigombong Baru pada jalur

Bog@®Bukabumi

Rencana Pembangunan Stasi uyKec. Cileungsi| & a

Mampir pada jalur kereta ¢

-Jong@gGianjur

Rencana Pembangunan StasiyKec. Cariu a a

Cibatutiga pada jalur ker €

Cil eunlgesng@CGi anj ur

Rencana Pembangunan Stasi yKec. Jonggol a a

Jonggol dan Stasiun Penump

jalur kereta api a<ltoanrgkdoot!d

Cianjur

Rencana Pembangunan Stasi yKec. Tanjungsal a a

Antajaya pada jahtrarkertat §

-Jong@@Gilanj ur

Rencana Pembangunan Stasi uKec. Kl apanungl & a

Kembang Kuning pada jalur

Namb®Ci kar ang

Rencameambangunan Stasiun P/ Kec. Cileungsi| & a

Cileungsi dan Stasiun Pen

jalur kereta api -fekaoanagn

Rencana Pembangunan Stasi uKec. Parung a a

Parung , Stasiun Penumpangd

Penump&ogreg pada jalur ke

per kot aanpaPgrain@ggt ay am

Rencana Pembangunan Stasi yKecGunung Sind{ & a

Gunungsindur pada jalur ke

ParungpanQiatnagy a m

Rencana Pembangunan Stasi uyKec. Rumpi n a a

Rumpin pada jalur kereta ¢

Parungpangiatnagy a m

Rencana Pembangunan StasiyKecGunurPgtri a a

Karanggan dan Stasiun Peny

pada j al ur pkeerrkeottaaaanpilL RT C

Bogor

nstansi

Pel

Waktu Pel aksanaan
Taha T h L Taha Taha Taha
I ahap L1 IV v
N N N
o o o
N N N N N N 0 w ~
o o o o o o 1 1 1
[\~ S [\~
N N N N N N
o o o
» (6] )] ~ [ee] ©
w w BN
DN [{a) DN
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ajlalaj)aja a a a
aljlalaj)ala a a a
ajlalaj)aja a a a
aljlalaj)ala a a a
ajlalaj)ajla a a a
ajlalaj)ajla a a a
aljlalaj)ala a a a
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- Rencana Pembangunan Stasi uyKec. Babakan M & a aljlalalala a a a
Sentul pada jalur kereta 4
Ci bubBuorgor
- Rencana PembanguPanu®paspgyKec. Sukaraja a a aljlala|ala a a a
Sentul Selatan dan Stasiun
pada jalur kereta api per K
Bogor
- Rencana Pembangunan Stasi yKecCi omas a a ajlalal)ala a a a
Laladon pada jalur kereta
Bogor Raya
- Rencana Pembangunan Stasi yKec. Sukaraja a a aljlala|ala a a a
Sentul Selatan dan Stasiun
pada jalur kereta api per K
Raya
C. Stasiun Barang
- Rencameambangunan Stasiun B|Kec. Tenjo a a K . a a
pada jalur kereta api per K ementerian
Rangkasbitung Perhubungan
- Pembangunan Stasiun BarangKec. Kl apanungl & a EUMN/BUMD/K a a
jalur kereta &dpmb@ekaoangn
7l |[Kawasan Berorientasi Transi
- Penyusunan RTBL/ Panduan RgKawasan Beror.i a a Kementerian ajlalal)ala a a
Kawasan Berorientasi TrangTransit Skal a ATR/ BPN
- Pengembangan dan Pembangur OD Cibinong d a | & BPTKementer a a
Berorientasi Transit Cibinong Perhubungan
i _ _ — Dinas Bina — — — — — — o o
'Egﬂiyeg;ﬁa.najl3Irurkeﬁggl:;;ﬁnnKawasan Berori a a dan Penataa afajpajaja a a a
l Transit Salta RuanPgr ovi nsi
T TOD Bojongg Dinas Peker
Kec. Bojong Umumd an
ﬂ TOD Gunpuumgi Penataan Ru
KecGunung Pu Kabupaten
Dinas Perum
. Kawasan
Kawasan Berori .
Transit Lainny Per mukidream
belum ditentuk E:LLS;?Z?”
pelayanannya n Dinas Perhu
Kabupaten
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f TOD Sentul - BUMN/ BUMD/ K
KecSukar aj a u
f TOD Papamjganrn
diKecP.arung
Panjang
f TOD Susukan
Ke cB.oj oGegd e
f TOD Li Kecdi
Cigombong
f TOD CibakKer
Sukaraj a
Kawasan Berori
Transit Lainny
hasi |l kajian d
ketentuan p-eru
undangan
A. Bl |Bandar Udara Umum dan Banda
A.8ll1JBandar Udara Khusus
- Peningkatan/ Rehabilitasi/ HKec. Kemang a - Kementerian| & aljlaljajajla a a a
Udara Pertahanan dan Keamg Pertahanan/
TNI
- Kementerian
Perhubungan
- Peningkatan/ Rehabilitasi/ HFKec. Rumpin a - Kementerian| a aljlaljajajla a a a
Lapangan Terbang Rwmpiim di Pendi di kan
Kebudayaan
Teknol ogi
- Kementerian
Pertahanan/
TNI
- Kementerian
Perhubungan
A.11]lSISTEM JARI NGAN ENERG
A.lllInfrastruktur Minyak dan Ga
A.ll'lJaringan yang menyalurkan m
1 dari fasili dbaempabdpé&syi mpa
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- Peningkatan/ Rehabilitasi/ HKec. Cileungsi| & d|- Kementerian| a alalajala a a a
yang menyalurkan minyak dgKecGunung Putri dan Sumber
fasilitasodtpgmpdautk sgenyi mpan Mi neral ,
Jaringan pipa transmisi g4 - BUMN/ BUMD/ K
Gas (SKG) TégtadsiGemeGas Ci U
- Peningkatan/ Rehabilitasi/ HKec. Gunung Pu & a a ajlala)lala a a a
yang menyalurkan minyak dgKec. Cileungsi
fasilitasodotpgmpatk spenyi mpan
Jaringamnrpingami si gas Stasi
Gas ( SKG) Odaghr aGede
- Peningkatan/ Rehabilitasi/AKecGunurPgtri a a a ajlalal)ala a a a
yang menyalurkan minyak dag
fasilitasodotpgmpadgiknsyii mpanan
Jaringan pipa transmisi g4
Gas ( SKG) -BiNaugnrga k
- Peningkatan/ Rehabilitasi/ HKec. Babakan M & a a ajlala)lala a a a
yang menyalurkan minyak dgKec. Caringin
fasilitasdtpgmpdatksgenyi mpan|Kec. Ci awi
Jaringan yang Menyalurkan |Kec. Cibinong
Bumi dari Fasil-TempaProdukKKec. Cigombong
Penyi mpanan Kec. Cijeruk
Kec. Cileungsi
Kec. Citeureup
KecGunurPgtri
Kec. Klapanung
Kec. Sukaraja
ALl Jaringan yang Menyalurkan G
2 Pengol ahan Konsumen
- Peningkatan/ Rehabilitasi/ HKec. Babakan M & a a ajlalal)ala a a a
yang Menyalurkan Gas Bumi KecBojong Gede
Pengol ahan Konsumen Kec. Cibinong
Kec. Citeureup
KecGunurPgtri
Kec. Sukaraja
Al Jaringan Infrastruktur Kete
Al InfrastPembamgki tan Tenaga
1 Sarana Pendukung
- Peningkatan/ Rehabilitasi/HKec. Leuwilian & a a ajlalal)ala a a a
Pembangkit Listrik Tenaga
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Sumber Pend
N o Program Lokasi > | o> x> g
S
oCU
z|<co |02
Peningkatan/ Rehabilitasi/ HKec. Megamendu| a a
Pembangkit Listrik Tenag
Megamendung
Peningkatan/ Rehabilitasi/ HKecCiteureup a a
Pembangkit Listrik Tenaga
I ndocement Tunggal Per kasdg
Peningkatan/ Rehabilitasi/ HKec. Cileungsi| & a
Pembangkit Listrik Tenaga
I ndesso Aroma Bogor
Peningkatan/ Rehabilitasi/ HFKecGunung Sind{ & a
Pembangkit Listrik Tenaga
Gunung Sindur P3TKEBTKE Ke¢
1
Peningkatan/ Rehabilitasi/ HRKec Tanjungsal & a
Pembangkit Listrik T&eragas
Sukaraksa
Peningkatan/ Rehabilitasi/ HFKec. Babakan M & a
Pembangkit Listrik Tenag
Peningkatan/ Rehabilitasi/HAKec. Caringin a a
Pembangkit Listrik Tena
Agua Ciherang Pl ant
Peningkatan/ Rehabilitasi/HFKec. Leuwilian & a
Pembangkit Listrik Tenaga
Pondok Pesant UenmuMo Qairm Al
Peningkatan/ Rehabilitasi/HFKec. Leuwilian & a
Pembangkit Listrik Tenaga
Pondok Pesantren Nurul Umn
Peningkatan/ Rehabilitasi/ RKec. Caringin a a
Pembangkit Listrik Ten@gat
Il nvestama Bogor
Peningkatan/ Rehabilitasi/ RKec. Gukuumg a a
Pembangkit Listrik Ten8pga
I ndonesi a
Peningkatan/ habilitasi/ HRKec. Babakan M a a
Pembangkit Listrik Tenaga |[KecCaringin
Kec. Kl apanung
KecBojong Gede
Kec. Cileungsi
Kec. Cibinong

Il nstansi Pel

Kementeri an
dan Sumber
Mi ner al ,
BUMN/ BUMD/ K
]

Waktu Pel aksanaan
Taha T h L Taha Taha Taha
I ahap L1 IV v
N N N
o o o
N N N N N N 0 w ~
o o o o o o 1 1 1
[\~ S [\~
N N N N N N
o o o
» (6] )] ~ [ee] ©
w w BN
DN [{a) DN
a ajlalaj)ajla a a a
a ajlalal)ajla a a a
a aljlalaj)ala a a a
a ajlalajajla a a a
a aljlalaj)ala a a a
a ajlalaj)aja a a a
a aljlalaj)ala a a a
a ajlalaj)ajla a a a
a ajlalaj)aja a a a
a aljlalaj)ala a a a
a ajlalaj)ajla a a a
a aljlalaj)ala a a a
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KecGunung Putri
Kec. Kemang
Kec. Ciomas
- Peningkatan/ Rehabilitasi/ RKecPamijahan a a a ajlaljajajla a a a
Pembangkit Listrik Tena
Gunung Sal ak
- Peningkatan/ Rehabilitasi/ HKec. Pamijahan & a a aljlala|ala a a a
Pembangkit Listrik Tenag
Cianten 1B, Cianten 1, Ci 4
- Peningkatan/ Rehabilitasi/ HRKec. Sukajaya a aljlalal|ala a
Pembangkit Listrik Tena
Ciberang, Ciear
- Peningkatan/ Rehabilitasi/RFKec. Leuwilian a ajlala|ala a
Pembangkit Listrik enag
Citugu
- Peningkatan/ Rehabilitasi/ HKec. Cigombong a alalalala a
Pembangkit Listrik Tena
Ciwal uh
- Peningkatan/ Rehabilitasi/ RKec. Caringin a ajlala)lala a
Pembangkit Listrik enaga
Tangki |
- Peningkatan/ Rehabilitasi/ HKec. Caringin a a a ajlalal)ala a a a
pembangkit Listrik Tena Kec. Cisarua
KecNanggung
Kec. Pami jahan
A.ll'lPembangkit Listrik Lainnya
2
- Pembangunan pembangkit | igKec. Klapanung & a a|- Kementerian| a ajlalal)ala a a a
Pembangkit Listrik Tenaga dan Sumber
TPPAS Regional Lulut Nambdg Mi neral ,
- Dinas Perum
da®er muki mal
Provinsi
- BUMN/ BUMD/ K
U
A.lll1Jaringan Infrastruktur Peny
2 dan Sarana Pendukung
A.Jaringan Transmisi Tenaga
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Peningkatan/ Rehabili KecGunung Sindi a d|- Kementerian| a alalajala a a a
Bal ar-&jaadul dan Sumber
Peningkatan/ Rehabili KecGunung Sind{ & a Mi neral , a alalajala a a a
Bal ar-&jaadul  #1, 2 - Kementerian
Peningkatan/ Rehabil.i Kec. Cileungsi| a a dan Sumber a a|lala|al|a a a a
Ci bi noBregk asi Kec. Gunung Pu Mi ner al ,
Peningkatan/ Rehabili Kec. Cileungsi| & a|- BUMN/ BUMD/ K| 3 dlalalala a a F
Ci bi novugara Tawar Kec. Gunung Pu u
Peningkatan/ Rehabili Kec. Babakan M & a a ajlala)lala a a a
Cilegon-CBarimong Kecdojong Gede
Kec. Cibinong
KecCi seeng
Kec. Citeureup
KecGunung Putri
Kec. Kemang
Kec. Kl apanung
Kec. Parung
KecP.arung Panj
Kec. Rumpi n
Kec. Tajurhal a
Kec. Tenjo
Peningkatan/ Rehabili Kec. GuPRuumg a a a ajlalal)ala a a a
DepolkKibinong (1)
Peningkatan/ Rehabili Kec. GuPRuumg a a a ajlala)lala a a a
DepolCi binong (2)
Peningkatan/ Rehabi li Kec. Cariu a a a ajlalalala a a a
Sagul-iCihdinong 7 (1) Kec. Cileungsi
Kec. Gunngputr
Kec. Jonggol
Kec. Kl apanung
Kec. Tanjungsa
Peningkatan/ Rehabili Kec. Cariu a a a ajlalalala a a a
Sagul-iCihdinong 7 (2) Kec. Cileungsi
Kec. Gunngputr
Kec. Jonggol
Kec. Klapanung
Kec. Tanjungsa
Peningkatan/ Rehahbili KecBojong Gede| a a a aljlalalala a a a
Tasi kmalDeayak (1) Kec. Ciseeng
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Sumber Pend
N o Program Lokasi > o> | > g
S
oCU
z|<o|%0 |2
Kec. Leuwilian
Kec. Leuwisade
Kec. Nanggung
Kec. Pamijahan
Kec. Parung
Kec. Rumpin
Kec. Tajurhal a
- Peningkatan/ Rehabilitasi/ HKecojong Gede| & a
Tasi kmalDayak (2) Kec. Ciseeng
Kec. Leuwilian
Kec. Leuwisade
Kec. Nanggung
Kec. Pamijahan
Kec. Parung
Kec. Rumpi n
Kec. Tajurhal a
- Peningkatan/ Rehabilitasi/ HKec. Cileungsi| & a
Udara Tegangan Ekstra TingKec. Ciseeng
KecGunung Putri
KecGunung Sind
Kec. Jasinga
Kec. Leuwilian
Kec. Nanggung
Kec. Pamijahan
Kec. Parung
KecP.arung Panj i
KecRumpi n
Kec. Sukajaya
Kec. Tenjo
- Peningkatan/ Rehabilitasi/ HKec. Babakan M & a
BarwuSentul (1) Kec. Sukaraja
- Peningkatan/ Rehabilitasi/ HKec. Babakan M a a
Bogor Blemtul (2) Kec. Sukaraja
- Peningkatan/ RehabilitS&agiT/ HKec. Cisarua a a
CianjBogor Baru (1) Kec. Megamendu
Kec. Sukaraja
- Peningkatan/ RehabilitS&agiT/ HKec. Cisarua a a
CianjBogor Baru (2) Kec. Megamendu
Kec. Sukaraja

nstansi

Pel

Waktu Pel aksanaan
Taha T h L Taha Taha Taha
I ahap L1 IV v
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a ajlalaj)ala a a a
a ajlalaj)ajla a a a
a ajlalaj)ajla a a a
a aljlalaj)ala a a a
a ajlalaj)ajla a a a
a ajlalaj)ajla a a a
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Peningkatan/ Rehabilitasi/HAKec. Ciawi a a a aljlalalala a a a
Ci awBogor Baru (1)
Peningkatan/ Rehabilitasi/ RKec. Ciawi a & a ajlalalala a a a
Ci awBogor Baru (2)
Peningkatan/ Rehabilitasi/ RKec. Caringin a a a aljlaljajajla a a a
Cibadak BBogol Baru Kec. Ci awi
Kec. Cigombong
Peningkatan/ Rehabili S&giT/ HKec. Ci awi a a a ajlaljajajla a a a
Cibadak B@irawi5 (1),
Peningkatan/ Rehabili tS&§iT/ HKec. Ci awi a a a ajlajajajla a a a
Ci badak Ba@irawis (2)
Peningkatan/ Rehabilitasi/ HAKec. Gunung Pu & a a ajlalal|ala a a a
CibinorSeenmen Lama (1) Kec. Klapanung
Peningkatan/ Rehabilitasi/HFKec. Gunung Pu & a a ajlala|ala a a a
CibinonrSenken Lama (2) Kec. Klapanung
Peningkatan/ Rehabilitasi/ HAKec. Gunung Pu & a a alalajala a a a
CibinonrSenen Baru (1) Kec. Kl apanung
Peningkatan/ Rehabil i tS&giT/ FKec. GuRuumg a a a aljlaljajajla a a a
Cimanggi®inong (1)
Peningkatan/ Rehabilitasi/ RKec. GuRuumg a a a ajlala)lala a a a
Ci mangg&i i nong (2)
Peningkatan/ Rehabilitasi/ HRKec. GuRuumg a a a ajlalal)ala a a a
CibinonrSenen Baru (2)
Peningkatan/ Rehabilitasi/ FHFKecGunung Sind{ & a a ajlala)lala a a a
Gand-Sler pong (1)
SUTT GarSckeulpong (2) KecGunung Sindi( & a a ajlajajajla a a a
Peningkatan/ Rehabilitasi/ RKec. Gukuumg a a a ajlaljajajla a a a
Jatirantgdn nong (1)
Peningkatan/ Rehabilitasi/ HRKec. GuRuumg a a a ajlalalala a a a
Jatirangdn nong (2)
Peningkatan/ Rehabilitasi/ RKec. Bojong Gel a a a ajlalaj)ajla a a a
Kedungbabagkok Baru 5 (1) Kec. Tajurhal a
Peningkatan/ Rehabilitasi/ HRKec. Bojong Gel & a a alalaljala a a a
Kedungbadagkok Baru 5 (2) Kec. Tajurhal a
Peningkatan/ Rehabilitasi/ RKec. Caringin a a a aljlala)lala a a a
Sal ak BBorguor Baru Kec. Ci awi
Kec. Cigombong
Kec. Megamendu
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S
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Kec. Pami jahan
Kec. Sukaraja
Peningkatan/ Rehabilitasi/ HKec. Pamijahan & a
Sal ak -bCarbuiadak Baru
Peningkatan/ Rehabilitasi/ HFKec. Pamijahan & a
Sal ak Bsarluak Lama (1)
Peningkatan/ Rehabilitasi/HKec. Pamijahan & a
BarwuSal ak Lama (2)
Peningkatan/ Rehabilitasi/HFKec. Citeureup & a
Semen Bamd®k (1) Kec. Klapanung
Peningkatan/ Rehabilitasi/ HKec. Citeureup & a
Semen Bamd®R (2) Kec. Klapanung
Peningkatan/ Rehabilitasi/ HFKec. Babakanma & a
Sent-Cli binong (1) Kec. Citeureup
KecGunung Putri
Peningkatan/ Rehabilitasi/ HFKec. Ciampea a a
Bogor BaKruacdak (1) Kec. Cibungbul
Kec. Ciomas
Kec. Dr amaga
Kec. Leuwilian
Kec. Pamijahan
Peningkatan/ Rehabilitasi/ HFKec. Ciampea a a
Bogor BaKruacdak (2) Kec. Cibungbul
Kec. Ciomas
Kec. Dr amaga
Kec. Leuwilian
Kec. Pami jahan
Peningkatan/ Rehabilitasi/ HKec. Cileungsi| & a
CibinonCg l4ungsi (1) Kec. Gunung Pu
Peningkatan/ RehabilitS&giT/ FKec. Cileungsi| & a
CibinonCg l2ungsi (2) Kec. Gunung Pu
Peningkatan/ Rehabzilitasi//|Kec. GuRuumg a a
Ganda+Giabi nong (1)
Peningkatan/ Rehabilitasi/ RKec. GuPuu rg a a
Ganda+Qiabi n@dng (
Peningkatan/ Rehabilitasi/ HFKec. Cibungbul| & a
KracabBunar (1) Kec. Cigudeg
Kec. Leuwilian
Kec. Leuwi sade

Il nstansi

Pel

Waktu Pel aksanaan

Taha Tah L Taha Taha Taha
I ahap L1 IV v
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a ajlajlalala a a a
a ajlalal)ajla a a a
a ajlajlalala a a a
a ajlalal)ajla a a a
a ajlajlalala a a a
a ajlalajajla a a a
a ajlalaj)ajla a a a
a ajlalaj)ajla a a a
a ajlalalala a a a
a ajlalaj)ajla a a a
a ajlalalala a a a
a ajlalalala a a a
a ajlalaj)ajla a a a
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Kec. Nanggung
- Peningkatan/ Rehabilitasi/ HKecCibungbul ang & a a ajlaljajajla 8 a a
Krac®&8kinar (2) Kec. Cigudeg
Kec. Leuwilian
Kec. Leuwisade
Kec. Nanggung
- Peningkatan/ Rehabilitasi/ RKec. Cigudeg a a a aljlalal|ala a a a
Rangkasb-iBuunagr (1) Kec. Jasinga
- Peningkatan/ Rehabilitasi/ RKec. Cigudeg a a a alalajlala a a a
Rangkasb-iBuuwnagr ( 2) Kec. Jasinga
- Peningkatan/ Rehabilitasi/ HKec. Babakan M & a a ajlaljajajla a a a
Udara Tegangan Tinggi (SUTKecojong Gede
KecCaringin
Kec. Ciawi
Kec. Cibinong
Kec. Cigombong
Kec. Cileungsi
Kec. Ci omas
Kec. Cisarua
Kec. Citeureup
KecGunurPgtri
Kec. Jasinga
Kec. Klapanung
Kec. Megamendu
Kec. Pamijahan
Kec. Sukaraja
Kec Tamansar.i
Kec. Tenjol aya
- Sistem Transmisi Lainnya Seluruh Wil ayal & a a aljlaljajajla a a a
Kabupaten
B.Jaringan Distribusi Tenag
- Peningkatan/ Rehabilitasi/ HKec. Babakan M & d|- Kementerian| & aljlaljajajla a a a
Udara Tegangan Menengah (9Kecdcojong Gede dan Sumber
KecCaringin Mi neral ,
Kec. Cariu - BUMN/ BUMD/ K
Kec. Ci ampea U
Kec. Ci awi
Kec. Cibinong
Kec. Cibungbul
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Kec. Cigombong
Kec. Cigudeg
Kec. Cijeruk
Kec. Cileungsi
Kec. Ciomas
Kec. Cisarua
Kec. Ciseeng
Kec. Citeureup
Kec. Dramaga
KecGunurPgtri
Kec Jasinga
Kec Jonggol
Keckemang
Kec Kl apanung
Kec Leuwi lian
Kec. Leuwi sade
Kec. Megamendu
Kec Nanggung
Kec Pami jahan
Kec. Parung
KecP.arung Panj g
KecRanca Bungut
Kec. Rumpi n
Kec. Sukajaya
Kec. Sukamakmu
Kec. Sukaraja
Kec. Tajurhal a
Kec. Tamansar.i
KeclT.anjungsar.i
Kec. Tenjo
Kec. Tenjol aya
- Peningkatan/ Rehabilitasi/HFSeluruh Wil aya & a4|- Kementerian| a aljlaljajajla a a a
Distribusi Lainnya Kabupaten dan Surmera
Mi ner al ,
- BUMN/ BUMD/ K
U
C. Gardu Listrik
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- Peningkatan/ Rehabilitasi/ HKec. GuPRuumg a d|- Kementerian| a alalajala a a a
listrik berupa GITET Cibin dan Sumber
Gl Cibinong Mi ner al ,
- Peningkatan/ Rehabilitasi/ HKec. Pamijahan & d|- BUMN/ BUMD/ K| a aljlala|ala a a a
listrik berupa GI'S Gunung U
- Peningkatan/ Rehabilitasi/ HFKecdcdabakanmadan & a a aljlaljajajla a a a
listrik berupa GI Sentul
- Peningkatan/ Rehabilitasi/ HKec. Kl apanungl & a a ajlalajajla a a a
l'istrik berupa GlI Semen B4
Semen Baru, Gl Semen Baru
- Peningkatan/ Rehabilitasi/ HKec. Citeureup & a a ajlalal|ala a a a
listrik berupa GI 1TP
- Peningkatan/ Rehabilitasi/ HKec. Cileungsi| & a a ajlaljajajla a a a
listrik berupa GI Cileungs
- Peningkatan/ Rehabilitasi/ HKec Ci awi a a a ajaljajajla a a a
listrik berupa GI Ciawi da
- Peningkatan/ Rehabilitasi/ HKec. Cigudeg a a a alalaljala a a a
l'istrik berupa GlI Bunar B4
2) dan Gl Bunar
- Peningkatan/ Rehabilitasi/ HKec Leuwilian & a a ajlala)lala a a a
listrik berupa Gl Kracak
- Peningkatan/ Rehabilitasi/ HKec Parung a a a ajlalal)ala a a a
listrik berupa GI Cogreg
- Peningkatan/ Rehabilitasi/ HKec. Jonggol a a a ajlalaj)aja a a a
listrik berupa GI Cileungs
- Rencana Penge&mbamugdn stri k|Kedcojong Gede| & a a ajlalalala a a a
Gardu I nduk Kec. Cigudeg
Kec. Cileungsi
Kec. Ciseeng
KecCiteureup
KecGunung Putri
Kec. Kl apanung
Kec. Leuwi lian
Kec. Nanggung
Kec. Pami jahan
Kec. Sukajaya
A. Il V|SISTEM JARI NGAN TELEKOMUNI K
A.l V]Jaringan Tetap
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- Pengembangantijeamipn dkeanbuepla s| Ke c . Babakan M a a a d|- Kementerian| a alalajala a a a
opti k dalam penbhhgahapoar gKecdcojong Gede Komuni dasi
- Pengembangantijamipngan Kec. Caringin a a a a I nformati kal & alalalala a a a
- Pembangunan tfattergpandu den|Kec. Cariu a a a a|- Dinas Komun| 3 a|lala|al|a a a a
pembangyrean ngan prasarana|Kec. Ciampea dannformat.i
Kec. Ci awi Pr ovidmasi
Kec. Cibinong Kabupaten
Kec. Cibungbul - BUMN/ BUMD/ K
Kec. Cigombong U
Kec. Cigudeg
Kec. Cijeruk
KecCil eungsi
Kec. Ciomas
Kec. Cisarua
Kec. Ciseeng
Kec. Citeureup
Kec. Dr amaga
KecGunurPgtri
Kec. Gunung Si
Kec. Jasinga
Kec. Jonggol
Kec. Kemang
Kec. Klapanung
Kec. Leuwilian
Kec. Leuwisade
Kec. Megamendu
KecNanggung
Kec. Parung
KecP.arung Panj g
KecRanca Bungui
KecRumpi n
Kec. Sukaraja
KeclT.ajurhal ang
Kec. Tamansar.i
Kec. Tanjungsa
Kec. Tenjo
Kecl.enj ol aya
A.l V]Jaringan Bergerak
A. Il V]Jaringan Bergerak Seluler
1
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- Pengembangan jaringan ber|Sel uKielt amat an a a a ad|- Kementerian 5 alalalsala 5 5 5
penanganalml amlkapot Komuni dasi
- Pemanfaatan dan Pengemb/Kec. Ranca Bun| a a a a I nformatika A alalalala A A A
bergerak seluler berupa St Kec. Kl apanung - Dinas Komun
- Pengembangan cakupan dan |Seluruh Kecamal & a a a damnnformat.i
mel apengaturan | hkaent wWam Providasi a alajala|la a a a
|l ayanan jaringan nirkabel Kabupaten
-Egrg;%:n dan pengaturan mgSeluruh Kecama & a a a EUMN/BUMD/K A slalalala A 3 3
Al Jaringan Bergerak Satelit Kec. Ranca Bun
2 Kecl apanunggal
Pengembangan jaringan bergKec. Klapanung
Satelite Master Conkmodon&sia
Pengembangan jaringan ber gKecd.onggol a a a a ~ ~ | = | x| x| = ~ ~ ~
. . . a ajlalal)ala a a a
Stasiun Bumi Penginderaan J
A.V. |SISTEM JARI NGAN SUMBER DAYA
A.V.]Prasarana Sumber Daya Air
A.V.]1]Sumber Air
- Penyusunan sistem informagWSCi danGiuj uj-un{ & a a - Kementerian
daya air Cidurian, WS ( Pekerjaan Ul a ajlajlalaja a a a
Cisadane dan W daf®er umahan
- Perlindungan | ardiaygpamigurhgq WS Ci daiguj-un{ & a a Rakyat,
Prov. Cidurian dan W - Dinas Sumbe| & aljlaljajajla a a a
Cili wliihnggadane AiProvinsi
- Pemeli haraan sungai WS Ci datigujuny( & a a - Dinas Peker
Cidurian, WS ( Umumdan x = | x| = | = | = = x x
Cisadane dan W Penataan Ru a ajapalpa;a a a a
Kabupaten
- Konservasi Sumber Daya AirWSCi danGiuj uj-uny & a a - Kementerian
Cidurian, WS ( Pekerjaan U
Cisadane dan W da®erumahan
RakyRntovins
- Kementerian
Pekerjaan Ul & ajlala)lala a a a
dafer umahan
RakykKabupat
- Badan
Pengel oDaaearnd
Aliran sung
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Kementerian
Lingkungan
dan Kehutan
Dinas Sumbe
AiRProvi nsi
Dinas Kehut
Provinsi
Dinas Lingk
Hi dWPg ovi nsi
Dinas Peker
Umunmdan
Penataan Ru
Kabupaten
Dinas Lingk
Hi d Kmbupat ¢

Pendayagunaan

Sumber

Day a

WS Ci datigujun
ws ¢

Cidurian
Cisadane

dan

W

Kementeri an
Pekerjaan U
daferumahan
Rakyat,
Dinas Sumbe
AiRProvi nsi
Dinas Peker
Umu nmd an
Penataan Ru
Kabupaten

Pengendal i an

Day a

Rusak

Al

WS Ci datigujun
ws ¢

Ciduri an
Cisadane

dan

W

Kementeri an
Pekerjaan U
daferumahan
Rakyat,
Dinas Sumbe
AiRProvi nsi
Dinas Peker
Umunmdan
Penataan Ru
Kabupaten

Pel

estari

an

Sumber

daya

a

WS Ci datigujun
ws (¢

Cidurian
Cisadane

dan

W

Kementerian
Pekerjaan U
da®er umahan

Rakyat,
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- Badan
Pengel olaaearng
Aliran Sung
Kementerian
Lingkungan
dan Kehutan

- Dinas Sumbe
AiRProvinsi

- Dinas Kehut
Provinsi

- Dinas Lingk
Hi dWwPp ovi nsi

- Dinas Peker
Umunmdan
Penataan Ru
Kabupaten

- Dinas Lingk
Hi d Kmbupat ¢

- Pengendalian pencemaran, KWS Ciliwung Ci| & a a - Kementerian
serta penerapan teknol ogi mencakup DAS Pekerjaan U
sampah ke laut pada seluryCimanceuri, DA dafer umahan
prioritas Ciliwung, DAS Rakyat,

DAS Kali Bekas - Badan
Cisadane Pengel oDaaearng
Aliran Sung
Kementerian
Lingkungan
dan Kehutan ~ ~ ~ | = ~ x = ~ <
- Dinas Sumbe
AiProvinsi
- Dinas Kehut
Provinsi

- Dinas Lingk
Hi dWwPpg ovi nsi
- Dinas Peker
Umumdan
Penataan Ru
Kabupaten
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- Dinas Lingk
Hi d Kmbupat ¢
Sistem Jaringan lrigasi
A. Daerah lrigasi
- Operpeimel i haraan dan rehalfD. Il Cipamingki a - Kementerian| a ajlaljajajla a
I ri gas ik albi/nktoat sa Jonggol Pekerjaan U
danefumahan
Rakyat
- Opereimel i haraan dan rehatl.D. |l Angke V a - Dinas Sumbe
lrigasi lintas kab/ kot a berada diarHg AiProvinsi
dan Kec. Taj
2.D.1 Cisadane
yang berada
Sukar aj aBo jKoe
Gede Kec. Ke
dan Kranc a
Bungur
3.D.1 Par akanj
berada ®ioj kg
Ge d;e
4. D.1 Ciliwung
Katul ampa be
KedcBabakan Mg
Kec. Ciawi, a ajlala)lala a a a
Cibinong, da
Sukar;aj a
5. D. 1 Cibanon
KecCi adan Ke
Sukar;aj a
6. D. | Bantarja
di Keichi nong
Kec. Sukaraj
7.D.1 Kranji b
KecCi bi nondgan
8. D.1 Cibalok
Ke cCi awWiec .
Megamendung
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I Ci hoe C
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I Sasak
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an

Sumbe
nsi

Di nas
AiRProvi

an

an

an

o)

an

an

Pembangunan
peningkatan
akan

Daer ah
Daer ah

di bangun

Daer ah
mel i p.tl
beelt ,CiDduri a

Ci
D. I

Il rigasi
Cijur

Narogong

Besar
Cita

Bal ai
Sungai
Bal ai Besar
Sungai Cili
Cisadane, B
Besar Wil ay
Sungai Cida
Ciuj«ngluri 4
Kementeri an
Pekerjaan U
dan Perumah
Rakyat
Di nas
AiRProvi nsi
Dinas Peker
Umum dan
Penataan
Kabupaten

Sumbe

Ru

Moderni sasi

seluru

h D.

y

4

c

ruh Wil aya
paten

Dinas Sumbe
AiRProvi nsi
Dinas Peker
Umum dan
Penataan
Kabupaten

Ru

Pembuat
dan | ai

an
nnya

Il rigasi

Tet

es,

H

c

ruh Wil aya
paten

Dinas Sumbe
AiRProvi nsi
Dinas Peker
Umum dan
Penataan
Kabupaten

Ru

an SNesttcoedre of

Ri
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ruh Wil aya
paten

Dinas Sumbe
AiRProvinsi
Dinas Peker

Umum dan
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Penataan Ru
Kabupaten
- Diversifikasi irigasi sebgD. | Ci FKawuunlga m a a Dinas Sumbe
alternatif untuk air bersi|D. 1 Cishdmareg AiRProvinsi
Dinas Peker a alalalala 5 5 5
Umum dan
Penataan Ru
Kabupaten
- Peningkatan jaringan iriggD.l GCChhempeni a a Dinas Sumbe
D.lI Sasak AiRProvinsi
Dinas Peker a alalalala 5 5 5
Umum dan
Penataan Ru
Kabupaten
B. Jar i nilgraingasi Pri mer
- Optimalisasi Jaringan |l ridgKec. Babakan WM a Dinas Peker
Kec. B&g dag Umum dan
Kec. Cariwu Penataan Ru
Kec. Ci awi Kabupaten
Kec. Cibinong
Kec. Ciseeng = < < = = < = < =
a ajlalal)ala a a a
Kec. Kemang
Kec. Megamendu
Kec. Parung
Kec. Ranca Bun
Kec. Sukaraja
Kec. Tajurhal a
C.Jaringan lrigasi Sekunder
- Optimaliasi Jaringan IriggSeluruh Wil aya a Dinas Peker
Kabupaten Umum dan 5 xlalalsla 5 5 5
Penataan Ru
Kabupaten
.V.1Sistem Pengendalian Banjir
A. Jaringan Pengendali an Ban
- Normalisasi, restorasi, - Sungai Ci mangd Kementerian
pemg!|haraapa¢Jmmrg|anmeanngend mel!ntgs di Pa 5 5 Pekerjaan 5 slalalsla 5 5 5
Banjir Caringin, danr dan Per un
Cijeruk; Rakyat
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Sungai Cil i wy - Dinas Sumbe
mel i ntas Bai ol AiRProvinsi
Ged,Kec. CK eaon.i - Dinas Pek
Cibinong, K e g Umu m d

Megamendung,
Kec. Sukaraj

q
Sungai Citari
mel intas di H
Ci seeknegcRanc a
Bung,wWKrec. Gun
Sindurdan Kec
Rumpi n;
Sungai Cisada
melintas di H

Ci ampea, Kec.
Ci bungbul ang,
Dr amaga, Kec.
Ke ma nikge c . Ran
Bungurdan Kec
Rumpi n;
Sungai Cibeet
mel i ntas di H
Kec. Jonggol ,
Sukamakmur , q
Tanjungsari;
Sungai Pesan
mel inta
g Gede
aj a;

i Kal i A
tkhec di

h alaan Ke
g,

i Ci keasg
tas di H
aj a, Ke (
an Mada
reup, G

A n o

—TC XSS 5T 5 < S

)

Penataan
Kabupaten
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- Sungai Cil eun
melintas di H
Babakan Mada
Cileungsi, K ¢
Citeureup, K¢
Kl apanunggal,
Sukamakmur
- Sungai Ci pami
yang melintasg
Jonggol dan K
Sukamakmur ;
- Sungai Cihoe
mel intas Cair i K
- Sungai Ci man ¢
yang mel iKretca g
Parung Paajpan
Kec Rumpi n;
- Sungai Ciduri
mel intas di H
Cigudeg, Kec.
Kec. Nanggund
Sukaj,aydan Ke
Tenjo
- Normalisasi dan revitalisgSeluruh situ, a a a Kementerian
damenampung air lainnya s¢gwaduk, dan pen Pekerjaan U
peni ngkkatpaansi t as t ammenghalair | ainnya di dan Perumah
air banjir Rakyat
Dinas Sumbe 5 |55 |lalalal a | a | a
AiRProvinsi
Dinas Peker
Umum dan
Penataan Ru
Kabupaten
B. Bangunan Pengendalian Ban
B. 1. Pengembangan da&mnRamaln
Pengendal i drrBomj Bendungan
- Bendungan Sukamahi Kec. Megamendul & a Kementerian ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ = =
. a ajlalal)ala a a a
Pekerjaan U
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dan Perumah
Rakyat

BUMN/ BUMD/ K
U

Bendungan Ci

awi

Kec. Megamendu

Kementeri an
Pekerjaan U
dan Perumah
Rakyat

BUMN/ BUMD/ K
U

Bendungan

Cipamingki s

Kec. Jonggol

Kementeri an
Pekerjaan U
dan Perumah
Rakyat

BUMN/ BUMD/ K
U

Bendung

Koj a

KecGunurPgtri

Kementeri an
Pekerjaan U
dan Perumah
Rakyat

BUMN/ BUMD/ K
U

B.

2. Rencana
Pengendal i ®derrBaomj Bendungan

Pa&B8mmagruguama n

Rencana

Pembangunan

Bendun

Kec. Sukajaya

Kementeri an
Pekerjaan U
dan Perumah
Rakyat

BUMN/ BUMD/ K
]

Rencana

Pembangunan

Bendun

Kec. Cariu

Kementerian
Pekerjaan U
dan Perumah
Rakyat

BUMN/ BUMD/ K
]

Rencana

Pembangunan

Bendun

Kec. Cariu

Kementerian

Pekerjaan U
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dan Perumah
Rakyat

- BUMN/ BUMD/ K
U

ncana Pembangunan BendunKec. Babakan WM a a|- Dinas Peker
Umum dan
Penataan Ru|l < | x| = | x| = x x x
Kabupaten

- BUMN/ BUMD/ K
U

ncana Pembangunan BendunKec. Cigudeg a a|- Dinas Peker
Umum dan
Penataan Ru ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Kabupaten

- BUMN/ BUMD/ K
U

ncana PembBegdnag CitarilKec. Babakan WM a a|- Dinas Peker
Umum dan
Penataan Ru = . . = = . = . <
Kabupaten

- BUMN/ BUMD/ K
U

ncana Pembangunan BandunKec. Babakan M a d|- Dinas Peker
Umum dan
Penataan Ru = x ~ | = = x = < <
Kabupaten

- BUMN/ BUMD/ K
U

mbuat an infrastruktul- Sungai Ci mang a a a - Kementerian
ngendbanpivnao f f melintas di H Pekerjaan U
Caringin, danr dan Perumah
Cijeruk; Rakyat

- Sungai Cil i wy - Dinas Sumbe = ~ | = | = | = | = = ~ <
mel intas Bai oh AiRProvinsi
Ged,&Kec. CKaaw. - Dinas Peker
Cibinong, Ke ¢ Umum dan
Megamendung, Penataan Ru
Kec. Sukaraj 4 Kabupaten




57

Waktu Pel aksanaan
Sumber Pend Taha Tahajf Taha| Taha
| Tahap || 1] 1V v
i - X N N N
N o Program Lokasi > | o> > | o Il nstansi Pel o R N B N B 8 8 i
v |l-9 | v | o oclo|lo|lo|o . . :
w o | ®w N T T I N Y R NS o to o
© o S I (&1 o ~ o) © o © N
Z | < O O S w w N
DN [{a) DN

Su
me
Ci
Bu
Si
Ru
Su
me
Ci
Ci
Dr
Ke
Bu
Ru
Su
me
Ke
Su
Ta
Su
y a
Bo
Su
Su
me
Ta
Pa
Su
me
Su
B a
Ci
Pu
Su
me
B a
Ci
Ci

ngai Citari
l'intas di H
s e eknegcRan c a
n g,Krec . Gun
ndurdan Kec
mpi n;
ngai Cisadg
l'intas di H
ampea, Kec.
bungbul ang,
amaga, Kec.
mankggc. Ran
ngurdan Kec
mpi n;
ngali Cibeet
l'intas di H
Jonggol ,
amakmur , q
ungsari ;
ai Pesang
mel i nt ag
ng Gede ¢
raj a;
Kal i A
as di H
al ang ¢

5D 35 O X O

Ci keas
as di H
j a, Ke
n Madar

U

ST~ oXx—35 ST —353 x—
Q@ ST TQCcCc TQeYoQa

|
ba
| e

t e




58

Waktu Pelaksanaan
Sumber Pend Taha Tahap |1 Tahay Tahaj Taha
I L1 Y% V%
P Lok i ~ | t i Pel ° o
o o o
rogram okasi i Ei xi A nstansi e Z z Z Z Z Z o o 2
w o | ®w IN) NN NN N o £ o
° = > IN o |o |~ || o o © ©
Z | < O O S w w N
Kl apanunggal,
Sukamak;mur
- Sungai Ci pami
yang melintasg
Jonggol dan K
Sukamakmur ;
- Sungai Cihoe
mel intas Cairi K
- Sungai Cimang
yang mel iKretca g
Parung Pdana
Kec. Rumpi n;
- Sungai Ciduri
melintas di H
Cigudeg, Kec.
Kec. Nanggungd
Sukaj,aydaan Ke
Tenjo
Pembuatan bangunan pengen - Bendungan Sul & a a - Kementerian
dar i Pembuatan bendungan, di Kecamat an Pekerjaan U
tebing sruenvgeatiment , ground, Megamendung,; dan Perumah
krib, pengarah arus, jetil- Bendungan Ci g Rakyat
ger ak, rumah, kol am det e Kecamat an - Dinas Sumbe
poldéong storage,r etdaydidmg Megamendung; AiRProvinsi
fl oodwatyer owongan dan bang¢- Bendungan - Dinas Peker
banjir lainnya di sel uruh Cipamingkis ( Umum dan
Kecamatan Jo Penataan Ru
- Bendung Koj a Kabupaten
KecamaGamung a ajlalal)ala a a a
Put;ri
- Bendungan Ci ¢
Kecamatan Suk
(rencana) ;
- Bendungan Cil
Kecamatan Car
(rencana) ;
- Bendungan Cij
Kecamatan Can
(rencana) ;
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- Bendung Ci bory
Kecamatan Balt
Madang (rencd
- Bendung Cigug
Kecamatan Ci (
(rencana) ;
- Bendung Cita
Kecamatan Balk
Madang (rencgé
- Bendung Sumun
di Kecamatan
Madang (rencd
-revitalisasi
rehabilitasi,
dan/ atau dana
daer ah; dan
- bangunan per ¢
pengendali I i
banjir, terdi
sumur resapat
dangkal , sumy
resapan dal an
resapan, bi oy
retensi dan K
penampungan
hujan di sel U
kecamatan sef¢g
kajian dan ke
peraturan p-ef
undangan.
- Pembangunan dan/atau peng|- Sungai Cimang & a a - Kementerian
pengendalian banjir berupsédg mel intas di H Pekerjaan U
naturalisasi p adempaichagm i s W Caringin dan dan Perumah
Kecamatan Cij Rakyat
- Sungai Cili wy - Dinas Sumbe| & ajlalal)ala a a a
mel intas di: AiProvinsi
1. Kecamat an - Dinas Peker
Boj oGegd;e Umum dan
2. Kecamat an
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3. Kecamatan Penataan Ru
Cibinong; Kabupaten

4. Kecamatan
Ci sarua;

5. Kecamat an
Megamendun
dan

6. Kecamat an
Sukaraj a;

- Sungai Citari

mel intas di

1. Kecamat an
Ciseeng;

2. KecamaRamc
Bung;ur

3.Kecamat an
Gunung S,in

dan
4 . Kecamat an
Rumpi n;
- Sungai Ci sad ¢
mel intas di

l1.Kecamat an
Ci ampea

2. Kecamat an
Ci bungbul a

3.Kecamat an
Dr amaga

4 Kecamat an
Kemang

5.KecamaRamc
Bungurdan

6. Kecamat an

Rumpi n;
- Sungai Cibeet
mel intas di

l1.Kecamatan
2. Kecamatan
Jonggo
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3.Kecamat an
Sukamakmur
4 . Kecamatan
Tanjungsar
- Sungai Pesan
yang melinta
KecamaBa@jnong
Gede dan Keca
Sukaraj a;
- Sungai Kali A
melintas di H
Tajurhal ang ¢
Kecamatan Pa
- Sungai Cikeag
mel intas d

(n ¢

i
1. Kecamat an
Sukaraj a;
2. Kecamat an
Babakan Ma
3. Kecamatan
Citeureup;
4. Kecamatan
GunurPgtiri
- Sungai Cil eun

mel intas di
1.Kecamat an
Babakan Ma

2. Kecamat an
Cileungsi ;
3.Kecamat an
Citeureup;

4 Kecamat an

GunurPgt i
5.Kecamat an
Kl apanungg

6. Kecamat an
Sukamakmr ;
- Sungai Ci pami
yang mel intasg

Kecamatan Jor
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Kecamat an
Sukamakmur ;
- Sungai Cihoe
mel intas di H
Cari u;
- Sungai Ci man (
yang melintasg
KecamaPamung
Panjandan
Kecamat an Ru
dan
- Sungai Ciduri
mel intas di
1.Kecamat an
Cigudeg;
2. Kecamat an
Jasinga;
3.Kecamat an
Nanggung;
4 Kecamat an
Sukajaya;
5.Kecamat an
C. Bangunan Sumber Daya Air
- Pengamanan, konservasi, s¢gSitu Asmun, Si| & a a - Kementerian
pemel i hBragonan SumbebebDayBabak&niBlml ekari Pekerjaan U
situ ng, Situ Cikud dan Perumah
Burung, Situ G Rakyat
Situ Cibaju, S - Kantor Pert
Cibanteng, Sit Kementerian
Cibeureum, Sit damat a
/| GedobBgkang, Ruang/ Badan
Cibodas, Situ Pertanahan a |ajajalala| a a a
Situ Cibuntu, Nasi onal
Ciburial, Situ - Dinas Sumbe
Situ Cicau [/ ( AiRProvinsi
Situ Cigorongs - Dinas Peker
Cigudeg, Situ Umum dan
Kibing, Situ G Penataan Ru
-girang, Situ Kabupaten
Cijantungeun
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-hilir, Situ C - Dinas Perum
Cikaret, Situ Kawasan
/ Jampang, Situ Per muk idream
Situ Cimanggi s Pertanahan
Ciminggir, Sit Kabupaten
Wedana, Situ (
Situ Cipayung,
Cipicung /
Mekar sari, Sit
/| Pasir Nangka
Ciranji, Situ
Situ Citatah /

Situ Ciumbul eu
Cogreg, Situ @
Cabe, Situ Gun
Ny uncuSigt,u Gun
Putri, Situ | w
Jampangbul u, S
Lebakwangi, Si
JeletreéngJe8igg
Ci kopomayak, S
Kabantenan, Si
Kadongdong, Si
Kandangsapi [/
Kandangbabi, §
Kemuning, Situ
Kol amtando, Si
Situ Larangan,
Lengkong Baran
Leuwi Batu, Si
Leuwinutug, Si
Lido/ Cigombong
, SituMal angtnue
Mal asari, Situ
Situ Nanggeran
Nurdin,

Situ Nyangkoek
Pabrik, Situ P
Pangadegan, Si
Pasirmaung, Si
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Rancayuda, Sit
Jejed, Situ Ra
Situ Rawabangk
Tel agasaat, Si
Situ Sel a, Sit
Situ Singabang
Siyang, Situ §
/ Rancasaat, S
Si tTmmansar.i, 9
Tarogong, Situ
War na, Situ Te
Ci beur eum, Sit
Situ Terate, S
Hi 1$irtu Tl ajun
Situ Tonjong,
Tunggilis
- Pembangunan Bangunan SumbgEmbung Lemahdu & a a - Kementerian
beruprmabung Wangun Jaya, ( Pekerjaan U
Gungungbunder, dan Perumah
Citeureup 2, ( Rakyat
Cibuntu, Gal ug - Dinas Sumbe
Sukawening, Pa AiRProvinsi
Pilar, Ciburi a - Di nas Peker
2, Banyur esmi, Umum dan
Sukamul i h, Ci m Penat aan Ru = ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Har kat Jaya, P Kabupaten é i Bl B Bl B é a @
Jaya Raharj a,
Pabuaran, Pur w
Ciaruteun, Gun
Bunder |1, Ran
Sukaresmi, Ba
Kambang, Sukag
Bendungan, dan
Mekar
- Operasi dan PethehghaamanS|Waduk Sukamahi| & 4| - Kementerian
DayAibendungan/ waduk Waduk Ci awi Pekerjaan U
dan Perumah = = = = = = = = <
Rakyat a ajlalal)ala a a a
- BUMN/ BUMD/ K
U
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- Pembangunan bendungan/ wWaduk Cipamingl a ad|- Kementerian
pemanfaatan waduk sebagai|Bendungan Naro Pekerjaan U
irigasi, enerlganjpenpgenmckaé Bendungan Ciju dan Perumah = ~ = | = | = | . ~ =
dan pariwisata. Bendungan- Ci aw Rakyat a ajpapajpara a
Sukamahi , - BUMN/ BUMD/ K
U
- Pembangunan bendungan unt|Bendungan Kl ap|l a a a - Kementerian
pertanian Pekerjaan U
dan Perumah
Rakyat
- Dinas Sumbel 5 |55 alalal a | a | a
AiRProvinsi
- Dinas Peker
Umum dan
Penataan Ru
Kabupaten
- Relokasi permuki man terdanBendun@Giaduri an| & a a - Kementerian
waduk Bendungan Cibe Pekerjaan U
Waduk Cipaming dan Perumah
Rakyat
- Dinas Perum
darPe_rmu_klma A alalalala 5
Provinsi
- Dinas Perum
Kawasan
Per muk idrmeam
Pertanahan
Kabupaten
C. Bangunan Sumber Daya Air
- Pemeliharaan bangunan sumhgKec. Jasinga a - Dinas Sumbe = = | =1 2| 5| = = x <
Bendung Ut ama-S@ddungi an Air Provins a ajajajpad a a a
-Pemel|haraa_n bangunan sumhKec. Megamendu a - Dinas Peker A alalalala A A A
Bendungan Cibal ok Umum dan
- Pemeliharaan bangunan sumbKecBoj oGegd e a Penataan Ru| ~ |l o~ x| = | = ~ N ~
Bendung Parakan Jat. Provinsi a ajaja)pa)d a a a
- Pemeliharaan bangunan sumbKec. Tajurhala a A alalalala A A A
Bendung Angke V
- Pemeli haraan bangunan sumibKec. Ciseeng a ~ ~ | x| = | = | & ~ ~ ~
BSK 3 (Bendung Sasak 3) a ajajajayad a a a
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- Pemeli haraan bangunan sumbKec. Dramaga a ~ ~ | = | = | = | x ~ ~ ~
- a a a a
Bendung Cisasah Kanan
Sistem Jaringan Air Bersih
- Pelestarian CAT CAT Wil ayah Kal a a a - Kementerian
Pekerjaan U
dan Perumah
Rakyat,
- Kementerian
dan Sumber . ~ | = | x| x| = . ~ .
. a ajlalal)ala a a a
Mi ner al
- Dinas Energ
Sumber Daya
Mi nePabvins
- Dinas Lingk
Hi d Kmbupat ¢
- Pengamanan, pemeliharaan dSeluruh Wilaya & a a a|- Kementerian
mata air Kabupaten Pekerjaan U

dan Perumah
RakykKabupat

- Kementerian
dan Sumber
Mi ner al

- Dinas Energ
Sumber Daya
Mi nePabvins| & alalalala a a a

- Dinas Lingk
Hi d Kmbupat €

- Dinas Peker
Umum dan
Penataan Ru
Kabupaten

- BUMN/ BUMD/ K
]

- TJSL

SI STEM JARIPRGASMRANA LAI NNYA

Sistem Penyediaan Air Minum

= > > >

Jaringan Perpipaan

A.Unit Air Baku
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- Peningkatan/ Rehabilitasi/ Kec. Caringin a d|- Dinas Peker
Baku Kec. Cariu Umum dan
Kec. Ciampea Penataan Ru
Kec. Ciawi Kabupaten
Kec. Cibinong - BUMN/ BUMD/ K
Kec. Cigombong U
Kec. Cijeruk
Kec. Cileungsi
Kec. Ciomas
Kec. Cisarua
Kec. Citeureup
Kec. Dramaga
KecGunung Putri 5 slalalsls 5 5 5
Kec. Jonggol
Kec. Kl apanung
Kec. Megamendu
Kec. Rumpi n
KecSukar aj a
Kec Tajurhal a
Kec Tamansar.i
Kec. Babakan M
Kec Cibungbul
Kec Parung;
KecP.arung Panj g
Kecl.enj o
Kecl.enj ol aya
- Pembangunan Bhlnkiu Air Kec. Babakan M a a4|- Dinas Peker
Kec. Cibinong Umum dan
Kec. Cibungbul Penataan Ru
Kec. Cigombong Kabupaten
Kec. Cisarua - BUMN/ BUMD/ K
Kec. Klapanung U a a a
Kec. Megamendu - TJSL
Kec. Parung
Kec. Parung Pa
Kec. Tenjo
Kec. Tenjol aya
B.Unit Produksi
- Peningkatan/ Rehabilitasi/ HKec. Cibinong a a|- Dinas Peker 5 5lalalala 5 5 5
Produksi Kec. Ci bungbul Umum dan
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Kec. Leuwilian Penataan Ru
KecP.arung Panj g Kabupaten
KecSukaraj a - BUMN/ BUMD/ K
Kec. Tajurhal a U
- Pembangunan Unit Produksi Kec. Babakan M a a|- Dinas Peker
Kec. Cibinong Umum dan
Kec. Cibungbul Penataan Ru
Kec. Cigombong Kabupaten
Kec. Cisarua - BUMN/ BUMD/ K
Kec. Dr amaga U
Kecl apanunggal - TJSL
Kec. Megamendu a a a
Kec. Parung Pa
Kec. Ranca Bun
Kec. Sukaraja
Kec. Tajurhal a
Kec. Tenjo
Kec. Tenjol aya
Kec. Leuwilian
C. UniDi stri busi
- Peningkatan/ Rehabilitasi/ HKec. Babakan WM a a|- Dinas Peker
Di stribusi KecBojong Gede Umum dan
Kec. Caringin Penataan Ru
Kec. Cariu Kabupaten
Kec. Ciampea - BUMN/ BUMD/ K
Kec. Ci awi U
Kec. Cibinong
Kec. Cibungbul
Kec. Cigombong
Kec. Cijeruk a alalajala a a a
Kec. Cileungsi
KecCi omas
Kec. Cisarua
Kec. Ciseeng
Kec. Citeureup
Kec. Dr amaga,
Kec. Gunung Pu
Kec. Gunung Si
Kec. Jonggol
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Kec. Kemang
Kec. Kl apanung
Kec. Leuwilian
Kec. Leuwisade
Kec. Megamendu
Kec. Parung
KecP.arung Panj
Kec. Rumpin
KecSukaraj a
Kec. Tajurhal a
Kec. Tamansar.i
- Pengembangan SPAM Regional Kecl.anjungsari | & a a Kementrian
KecCari u; Pekerjaan U
KecSukamakmur ; dan Perumah
Kec Kl apanung Rakyat
Kec Guhuwitnrgi ; Dinas Peker| 4 « | = | x| 5| = ~
Kec. Cileungsi Umum dan a ajajpajpaja a
Kec Jonggol Penataan Ru
Kabupate
PDAM Tirta
Kahuripan
- Pengembangan SPAM RegionallKec. Tenjo a a a Kementrian
Kec. Parung Pa Pekerjaan U
Kec. Rumpi n dan Perumah
KecGunung Sind Rakyat
Dinas Peker a alalajala a
Umum dan
Penataan Ru
PDAM Tirta
Kahuripan
A. VI ]|]Sistem Pengel ol aan Air Li mb
A. VI |SistRemgel ol aan Air Limbah
1
- Optimalisasi Penyediaan si|Kec. Cibinong a a Dinas Peker
Il'i mbah domestik Umum dan
Penataan . ~ | =1 x| = | = . . .
Ruankgabupat g a ajajpapaya a a d
TJSL
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- Penerapan regul pehykdiwapnhKec Babakan WM a d|- Dinas Peker
industri dan Pembangunan 9YKec Caringin Umum dan
terintegrasi dengan KawasgKec. Ciawi Penataan
Kec. Cibinong Ruankgabupat g
Kec Cigombong - Dinas Lingk
Kec Cileungsi Hi d Kmbupat €
Kec. Citeureup - TJSL
KecGunung Putri 5 slalalsls 5 5 5
Kec. Gunung Si
KedcKemang
Kec. Klapanung
Kec. Parung
KecP.arung Panj
Kec. Sukaraja
Kec. Tenjo
Kec Jonggol
- Pengembangan I nstalLasmpuPRenKec. Cibinong a a|- Dinas Peker
Tinja (I PLT) Umum dan
Penataan a ajlala)lala a a a
Ruankgabupat g
- TJSL
- Pengembangan Instalasi PenKec. Ciomas a a|- Dinas Peker
Tinja (I PLT) KecGunurPgtr.i Umum dan
Ke cB.oj oGegd e Penataan A alalalala A i 4
Ruankgabupat g
- TJSL
. VI |]Sistem Pengel ol aan Li mbah B
Beracun (B3)
- Optimalisasi Penyediaan si|Kedclapanunggal a a|- Dinas Lingk
Li mbah Bahan Berbahaya darnfKec. Jonggol Hi d Kmbupate 5 xlalalsla 5 5 5
Terpusat dan Setempat - BUMN/ BUMD/ K
U
. VI |Sistem Jaringan Persampahan
. VI |]Stasiun Peralihan Antara (S
- Optimalisasi pembangunan §Seluruh Wil aya a a|- Dinas Lingk 5 alalalala 5 5 5
Stasiun Perali ha%k aAlna akaawa| Kabupaten Hi d Kmbupat ¢
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- BUMN/ BUMD/ K
U
- Pembanguwnamsi un Perali han TPPAS Regional a a ad|- Dinas Perum
yang terlayani TPPAS RegidNambo di Kec. dafer muki ma
Kl apanunggal Provinsi
- Dinas Lingk| & ajlajajala a a a
Hi d Kmbupat e
- BUMN/ BUMD/ K
U
Tempat Pengel olRaeauns eS a niRfeadouyc ¢
(TPS3R)
- Optimalisasi pembangunan §Sel urKelamat an a a|- Dinas Lingk
TPS3R Skala Kawasan dan K4 Hi d Kmbupate
Lingkungan - BUMN/ BUMD/ K| & ajlajajajla a a a
U
- TJSL
TempBemrosesan Akhir (TPA)
- Peningkatan/ Rehabilitasi/ HKec. Cibungbul a a|- Dinas Lingk
Pemrosesan Akhir (TPA) Gal Hi d Kmbupate 5 slalalsls 5 5 5
- BUMN/ BUMD/ K
U
- Peningkatan/ Rehabilitasi/ HKec. Kl apanung a a d|- Dinas Perum
Pemrosesan Akhir TPPAS Red da®er muki mal
Provinsi
- Dinas Lingk| & aljlaljajajla a a a
Hi d Kmbupat €
- BUMN/ BUMD/ K
U
TempBRengol ahan Sampah Terpa
- Pembangunan dan pengembandKec. Klapanung a a|- Dinas Lingk
Pengol ahan Sampah Terpadu |[Kec. Caringin Hi d Kmbupate
Kec. Jasinga - BUMN/ BUMD/ K| 4 alalalala 3 3 3
Kec. Jonggol U
Kec. Sukamakmu
KecP.arung Panj g
Sistem Jaringan Evakuasi Be
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. VI |Tempat Evakuasi Bencana
- Kajian jalur dan Tempat EV a Badan ajlalalala
Penanggul an
Bencana Dae
Kabupaten
- Peningkatan/ Rehabilitasi/ HHKec. Ciseeng a Badan
Evakuasi Bencana Banjir KecP.arung Panj i Penanggul an
Kec. Rumpi n Bencana Dae
Dinas Pemad
Kebakaran
Kabupaten
Dinas Perum
Kawasan a aljlala|ala a a a
Per muk idmeam
Pertanahan
Kabupaten
Dinas Peker
Umunmd an
Penataan Ru
Kabupaten
- Peningkatan/ Rehabilitasi/HKec. Cibinong a Badan
Evakuasi Bencana Gempa BunKec. Cigombong Penanggul an
Kec. Cisarua Bencana Dae
Kec. Dramaga Kabupaten
Kec. Jasinga Dinas Pemad
Kec. Kemang Kebakar an
Kec. Kl apanung Kabupaten
Kec. Leuwi sade Dinas Perum = ~ ~ | =~ ~ ~ ~ ~ ~
Kec. Megamendu Kawasan a a ajpajpa)ad a a a
Kec. Parung Per mukidmem
KecRanca Bungui Pertanahan
Kec. Rumpin Kabupaten
Kec. Sukaraja Dinas Peker
Kecl.amansar.i Umumd an
Penataan Ru
Kabupaten
-Pen|ngkgtan/RehablI|ta5|/FKecB.pJo®egde a Badan 5 slalalsla 5 5 5
Evakuasi Bencana Gerakan TKecCi ampea Penanggul an
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KecCi binong Bencana Dae
KecCi bungbul an Kabupaten
KecCi gombong Dinas Pemad
KecCijeruk Kebakaran
Kec. Ciomas Kabupaten
Kec. Cisarua Dinas Perum
Kec. Dr amaga Kawasan
Kec. Jasinga Per muk idream
Kec. Kemang Pertanahan
Kec. Kl apanung Kabupaten
Kec. Leuwi sade Dinas Peker
Kec. Megamendu Umunmd an
Kec. Parung Penataan Ru
KecRanca Bungu Kabupaten
Kec. Rumpi n
Kec. Sukajaya
Kec. Sukaraja
Kec. Tamansari
- Peningkatan/ Rehabilitasi/ HKec. Cigombong a Badan
Evakuasi Bencana Letusan (GKec. Cijeruk Penanggul an
Kecl.amansar.i Bencana Dae
Kabupaten
Dinas Pemad
Kebakaran
Kabupaten
Dinas Perum 4 xlalalsla 5 5 A
Kawasan
Per muk idream
Pertanahan
Kabupaten
Dinas Peker
Umumd an
Penataan Ru
Kabupaten
- Penyediaan/ Peningkatan/ RehQKec Cariu a a Badan Nasi o
Pemeli haraan Jalur BwaakiuiagKec. Cigudeg Penanggul an
Kec. Cileungsi Bencakabupat & aljlaljajajla a a a
Kec Ciseeng Badan
KecGunung Putri Penanggul an
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Kec. Gunung Si Bencana Dae

Kec. Jasinga Kabupaten

Kec. Jonggol - Dinas Pemad

Kec. Klapanung Kebakaran

Kec. Leuwisade Kabupaten

Kec. Nanggung - Dinas Perum

KecP.arung Kawasan

KecP.arung Panj Per muk idream

KecRanca Bungu Pertanahan

Kec. Rumpi n Kabupaten

Kec. Tenjo - Dinas Peker

Umunmdan

Penataan Ru
Kabupaten

- Penyedi aan/ Peningkatan/ RehKec. Babakan M & a - Badan Nasio
Pemeli haraan Jalur HBwealkwasgKec. Bojong Ge Penanggul an
Bumi KecCaringin Benc akiaab upat

KecCariu - Badan

KecCi ampea Penanggul an
KecCi awi Bencana Dae
KecCi binong Kabupaten
KecCi bungbul an - Dinas Pemad
KecCi gombong Kebakaran
KecCigudeg Kabupaten
KecCijeruk - Dinas Perum
KecCil eungsi Kawasan
KecCi omas Per mukidmeam 5 alalalala a a a
Ke&qsarua Pertanahan
Ke&qseeng Kabupaten
KecCiteureup - Dinas Peker
KecDhr amaga Umu nd a n
KecGunurPgtri Penataan Ru
Kec. Jasinga Kabupaten
Kec. Jonggol

Kec. Kemang

Kec. Klapanung

Kec. Leuwilian

Kec. Leuwisade

Kec. Megamendu

Kec. Nanggung
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Kec. Pami jahan
Kec. Parung
KecP.arung Panj g
KecRanca Bungu
Kec. Rumpin
Kec. Sukajaya
Kec. Sukamakmu
Kec. Sukaraja
Kec. Tajurhal a
Kec. Tamansar.i
Kec. Tanjungsa
Kec. Tenjo
- Penyediaan/ Peningkatan/ RehKec. Babakan M & a Badan Nasi o
Pemel i haraan Jalur EvakuasKecojong Gede Penanggul an
Tanah Kec. Caringin Be nc akhaab u p a
Kec. Cariu Badan
Kec. Ciampea Penanggul an
Kec. Cibinong Bencana Dae
Kec. Cibungbul Kabupaten
Kec. Cigombong Dinas Pemad
Kec. Cigudeg Kebakaran
Kec. Cijeruk Kabupaten
Kec. Cisarua Dinas Perum
Kec. Ciseeng Kawasan
Kec. Ciomas Per muk idmeam
Kec. Citeureup Pertanahan 3 alalalala 3 a 1
Kec. Dr amaga Kabupaten
KecGunung Putri Dinas Peker
Kec. Jasinga Umumd an
Kec. Jonggol Penataan Ru
Kec. Kemang Kabupaten
Kec. Klapanung
Kec. Leuwi lian
Kec. Leuwi sade
Kec. Megamendu
Kec. Nanggung
Kec. Pamijahan
Kec. Parung
KecP.arung Panj g
KecRanca Bungur
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Kec. Rumpi n
Kec. Sukajaya
Kec. Sukamakmu
Kec. Sukaraja
Kec. Tamansar.i
Kec. Tanjungsa
Kec. Tenjo.
- Penyediaan/ Peningkatan/ RehqKecCi ampea a a - Badan Nasi o
Pemeli haraan JaBemc &vaklatf KecCi bungbul an Penanggul an
Gunung Api KecCi gombong Benc akiaab up at
KecCijeruk - Badan
KecCi seeng Penanggul an
Ke cCi omas Bencana Dae
Kec. Dr amaga Kabupaten
Kec. Leuwilian - Dinas Pemad
Kec. Pami jahan Kebakar an
KecRanca Bungut Kabupaten a ajlalal)ala a a a
KecRumpin - Dinas Per um
Kecl.amansari . Kawasan
Per muk idream
Pertanahan
Kabupaten
- Dinas Peker
Umunmd an
Penataan Ru
Kabupaten
- Penyediaan/ Peningkatan/ RehKec. Babakan M & a - Badan Nasio
Pemeli haraan Sistem PeringKecdcojong Gede Penanggul an
Pemasangan Papan I nformasijKec. Cariu Benc akiaab up at
Bahaya, Pada Daerah Rawan [Kec. Ciampea - Badan
Kec Ci awi Penanggul an
Kec Cibinong Bencana Dae
KecCi bungbul an Kabupaten a ajaljajajla a a a
Kec. Cigombong - Dinas Pemad
Kec. Cileungsi Kebakar an
Kec. Ciomas Kabupaten
Kec. Cisarua - Dinas Perum
Kec. Ciseeng Kawasan
Kec. Citeureup Per mukidmeam
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Kec. Dramaga Pertanahan
KecGunurPgtri Kabupaten
Kec. Jasinga Dinas Peker
Kec. Jonggol Umunmd an
Kec. Kemang Penataan Ru
Kec. Kl apanung Kabupaten
Kec. Leuwilian
Kec. Leuwisade
Kec. Megamendu
Kec. Nanggung
KecP.ami j ahan
Kec. Parung
KecP.arung Panj
KecRanca Bungu
Kec. Rumpi n
Kec. Sukajaya
Kec. Sukamakmu
Kec. Sukaraja
Kec. Tanjungsa
Kec. Tenjo
- Sosialisasi MitiRBamsyel &matq Ke c . Babakan M & a Badan Nasio
Kesiapsiagaan Pada Daerah |[Kedcojong Gede Penanggul an
Kec. Cariu Be nc akhaab u p a
Kec. Ciampea Badan
Kec. Ci awi Penanggul an
Kec. Cibinong Bencana Dae
Kec. Cibungbul Kabupaten
Kec. Cigombong Dinas Pemad
Kec. Cileungsi Kebakar an
Kec. Ciomas Kabupaten i |alalalalal a | & | a
Kec. Cisarua Dinas Perum
Kec. Ciseeng Kawasan
Kec. Citeureup Per mukidmeam
Kec. Dramaga Pertanahan
KecGunurPgtri Kabupaten
Kec. Jasinga Dinas Peker
Kec. Jonggol Umunmd an
Kec. Kemang Penataan Ru
Kec. Klapanung Kabupaten
Kec. Leuwilian
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Kec. Leuwisade
Kec. Megamendu
Kec. Nanggung
Kec. Pamijahan
Kec. Parung
KecP.arung Panj
KecRanca Bungu
Kec. Rumpin
Kec. Sukajaya
Kec. Sukamakmu
KecSukaraj a
Kec. Tanjungsa
Kec. Tenjo
- Rekayasa Penguatan Lereng |[Kec. Babakan M & a - Badan Nasio
Ri wayat Longsor Baik Secar KecBojong Gede Penanggul an
Tekni s Kec. Cariu Benc akiaab u p at
Kec. Ciampea - Badan
Kec. Ci awi Penanggul an
KecCi binong Bencana Dae
Kec. Cibungbul Kabupaten
Kec. Cigombong - Dinas Pemad
Kec. Cileungsi Kebakar an
Kec. Ciomas Kabupaten
Kec. Cisarua - Dinas Perum
Kec. Ciseeng Kawasan
Kec. Citeureup Per mukidmeam
Kec. Dramaga Pertanahan a aljlaljajajla a a a
KecGunurPgtr.i Kabupaten
Kec. Jasinga - Dinas Peker
Kec. Jonggol Umu nd an
Kec. Kemang Penataan Ru
Kec. Klapanung Kabupaten
Kec. Leuwilian
Kec. Leuwisade
KecMegamendung
Kec. Nanggung
Kec. Pamijahan
Kec. Parung
KecP.arung Panj g
KecRanca Bungul
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Kec. Rumpi n
Kec. Sukajaya
Kec. Sukamakmu
Kec. Sukaraja
Kec. Tanjungsa
Kec. Tenjo
Sistem Drainase
- Peningkatan/ Rehabilitasi/ HKec. Babakan M a - Dinas Peker
Jaringan Drainase Pri mer KecBojong Gede Umunmdan
Kec. Caringin Penataan Ru
Kec. Cariu Kabupaten
Kec. Ciampea
Kec. Ci awi
Kec. Cibinong
Kec. Cibungbul
Kec. Cigombong
KecCigudeg
Kec. Cijeruk
Kec. Cileungsi
Kec. Ciomas
Kec. Cisarua
Kec. Ciseeng
Kec. Citeureup
Kec. Dramaga a ajlala)lala a a a
KecGunurPgtri
Kec. Gunung Si
Kec. Jasinga
Kec. Jonggol
Kec. Kemang
Kec. Klapanung
Kec. Leuwi lian
Kec. Leuwisade
Kec. Megamendu
KecNanggung
Kec. Pamijahan
Kec. Parung
KecP.arung Panj g
KecRanca Bungur
Kec. Rumpi n
Kec. Sukajaya
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Kec. Sukamakmu
Kec. Sukaraja
Kec. Tajurhal a
Kec. Tamansar.i
Kec. Tanjungsa
Kec. Tenjo
Kec. Tenjolaya
- Peningkatan/ Rehabilitasi/HKec. Cibinong a - Dinas Peker
Jaringan Drainase Sekunder Kec. Sukaraja Umumdan i alalalala i A A
Penataan Ru
Kabupaten
B. Perwujudan RenRwarmg Pol a
B. Kawasan Lindung
B. Badan Air Seluruh Kecama
B. Pemant apan Fungsi dan Penat|Seluruh Kecama a a a - Kementerian| a ajlalal)ala a a a
. Badan Air Lingkungan
B. Rehabil i tPeesmicedgamrhan Kawasan |[Seluruh Kecamal a a a dan Kehutan| a ajlalal)ala a a a
- Kementerian
Moni toring dan Pemantauan P/ Seluruh Kecamal a a a Pekerjaan U a aljlalal|ala a a a
Badan Air dan Perumah
Rakyat
- Dinas Lingk
Hi dWwPp ovi nsi
- Dinas Sumbe
AiProvinsi
- Dinas Lingk
Hi d Kmbupat €
- Dinas Peker
Umum dan
Penataan Ru
Kabupaten
Kawasan yang Memberi kan Per
Terhadap K8aashannya
Kawasan Hutan Lindung
- Pemberdayaan Masyarakat SgKec. Leuwilian & a a - Kementerian| & aljlaljajajla a a a
Hut an Lindung Kec. Nanggung Lingkungan
- Relokasi Kegiatan yang MenKec. Sukajaya | & F F dan Kehutan| & alalalala F F F
Lindung
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- Pengendalian pemanfaatan r a a a Kementerian| & alalajala a a a
resapan air dengan meldg@gaon Pekerjaan U
Delta Q policy dan Perumah
- Peningkatan Pengel ol aan Kag a a a Rakyat a ajlala|ala a a a
- Peningkatan Terti b PPeermeadafrg a a a Dinas Kehut| 3 alala|ala a a a
Hasil Hutan Provinsi
- Pemantauan dan evaluasi pe F F F Dinas Lingk| & dlala|ala a a a
kawasan resapan air Hi diKmbupat e
- Rehabilitasi lahan kritis a a a a aljlaljaljajla a a a
B. | KawasBerlindungan Setempat
B. I Pemeli haraan kawasan perlin
- Pengel ol aan dan PEawae|Sel uruh Kecamal & a a Kementerian| & ajlajajajla a a a
Perlindungan Set empldawa st Lingkungan
Sempadan Sungai daiehut anan
- Pengel ol aan dan KRevralsiamdung Sel uruh Kecamal & a a Kementerian| & aljlajlajala a a a
Perlindungan Setkanwasarber U Pekerjaan U
Sempadan Waduk/ Situ dan Perumah
- Pengel ol aan dan KRevralsiamdungKec. Ci awi a a a Rakyat a aljlaljajajla a a a
Perlindungan Sekémpat KdiwagdgKec. Cisarua Dinas Lingk
VIITI (Gunung Mas) Hi d i Kmbupat ¢
- Rehabilitasi |l ahan kritis [Seluruh Kecamal & a a a ajlalal)ala a a a
setempat
B. | Kawasan Konservasi
B. I Cagar Al am
A. Pengembangan, Pemanfaat an
Pengend@adgan Al am
- Cagar Al am Dungus | wul Seluruh Cagar a a a Kementerian| & ajlala|ala a a a
- Cagar Alam Talaga Warna a a a Lingkungan a ajlala|ala a a a
- Cagar Alam Yanl appa a a a damehutananl g alalalala a F F
- Cagar Alam Domas a| a a Balai Besar| 3 [alalalalal| a a a
Konservasi
Daya Alam J
Bar at
Dinas Kehut
Provinsi
Dinas Lingk
Hi d Kmbupat ¢
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| .4Taman Nasional
A. Pengembangan, Pemanfaatan
Pengendal i an
- Taman Nasional Gunung GeddSeluruh Taman a a a Kementerian| & ajlajajajla a a a
(TNGGP) Lingkungan
~Taman Nasional Gunung Hal i a| a a dan Kehutan™ 3 3 a|a|a|a]| a a a
Bal ai Besar
Konservasi
Daya Alam J
Bar at
Dinas Kehut
Provinsi
Dinas Lingk
Hi d Kmbupat ¢
B. Peni ngkKaotnasner vasi pkesbi Kah
- Peningkatan konservasi hgKecCaringin a a a Kementerian| a aljlalal|ala a a a
seperti Owa jawa, El ang jayKecCi awi Lingkungan
Taman Nasional Gunung Hal ilKecCisarua dan Kehutan
Taman Nasi onal Gunung Ged¢KecMegamendung Bal ai Besar
penyedi aans ktowa ddan-r ammbu KecCi gombong Konservas.i
KecCijeruk Daya Alam J
Kec. Cigudeg Bar at
Kec. Jasinga Dinas Kehut
Kec. Leuwilian Provinsi
Kec. Nanggung Dinas Lingk
Kec. Pamijahan Hi d Kmbupat e
KecSukajaya
Kec. Tamansar.i
Kecl.enj ol aya
|l .4Taman Wi sata Al am
A.Pengembangan, Pemanfaatan
Pengendal i an
- Taman Wisata Alam Gunung HKec. Babakan M & a a Kementerian| @& ajlala|ala a a a
- Taman Wisata Alam Telaga VKec. Cisarua a a a Lingkungan a ajlalal)lala a a a
dan Kehutan
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- Pengendalian pemanfaatan r Kec. Ciampea a a a Kementerian a ajlalajajla a a a
Keuni kan Bentang Al am Kec. Ci bungbul dan Sumber
Kec. Cigudeg Mi ner al
Kec. Kl apanung Dinas Energ
Sumber Daya
Mi nePabvins
Dinas Lingk
Hi d Kmbupat ¢
B. | Kawasan Cagar Budaya
- Perlindungan dan PengembanBatu Tulis Cial & a a Kementerian| a aljlalalala a a a
Budaya Kampung Budaya Pari wi sat a
Sindang Barang Ekonom
Kampung Adat L Kreati f/ Bad
Duhur, Gua Gud Pari wi sat a
Ek on o mi Kr e
Republi k 1In
Dinas Pariw
dan Kebuday
Provinsi
Dinas Kebud
dan Pari wis
Kabupaten
- Pengembangan dan pengel ol gKawasan cagar a a a Kementerian| & aljlaljajajla a a a
kawasan cagar budaya dan il mu penge Pari wi sat a
l ainnya di Kab Ekonom
Kreatif/ Bad
Pari wi sat a
Ek on o mi Kr e
Republi k 1In
Dinas Pariw
dan Kebuday
Provinsi
Dinas Kebud
dan Pari wis
Kabupaten
B. | KAWASAN BUDI DAYA
B. | Kawasan Hutan Produksi
B. | Kawasan Hutan Produksi Terb
1
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Kementerian
Lingkungan
dan Kehutan
Bal ai Besar
Konservas
Daya Alam J
Bar at
Di nas
Provinsi
Dinas Lingk
Hi d Kmbupat €
BUMN/ BUMD/ K
U

Kehut

an

an

an

o)

an

an

mp €008-€0¢
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Kementerian
Lingkungan
dan Kehutan
Bal ai Besar
Konservas
Daya Alam J
Bar at
Di nas
Provinsi
Dinas Lingk
Hi d Kmbupat €
BUMN/ BUMD/ K
U

Kehut

Kementeri an
Lingkungan
dan Kehutan
Bal ai Besar
Konservas
Daya Alam J
Bar at
Di nas
Provinsi
Dinas Lingk
Hi d Kmbupat €
BUMN/ BUMD/ K

Kehut

U
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I Kawasan Hutan Produksi Teta
- Pengembapgaanfaatan, dan pgKec. Babakan M & a a a Kementerian| a ajlalalala a a a
Kawasan Hutan Produksi Tet/Kec. Cariu Lingkungan
Kec. Ciampea dan Kehutan
KecCi bungbul an Bal ai Besar
Kec. Cigudeg Konservasi
Kec. Cisarua Daya Alam J
Kec. Jasinga Bar at
Kec. Klapanung Dinas Kehut
Kec. Leuwil i an Provinsi
Kec. Leuwi sade Dinas Lingk
Kec. Megamendu Hi d Kmbupat €
Kec. Nanggung BUMN/ BUMD/ K
KecP.arung Panj U
- Penetapan Tata Batas KawagKkeCc. Rumpin F a F F Kementerian| 4 alalalala F E E
Tetap Kec. Sukajaya Lingkungan
Kec. Sukamakmu dan Kehut an
Kec. Tanjungsa Bal ai Besar
Kec. Tenjo Konservasi
Daya Alam J
Bar at
Dinas Kehut
Provinsi
Dinas Lingk
Hi d Kmbupat €
BUMN/ BUMD/ K
U
- Peningkatan Koordinasi Pen a a a a Kementerian| & alalajala a a a
Sektor Serta Kegdiatsek iEtkaom Lingkungan
Produksi Tetap dan Kehutan
Bal ai Besar
Konservasi
Daya Al am J
Bar at
Dinas Kehut
Provinsi
Dinas Lingk
Hi d Kmbupat €
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- BUMN/ BUMD/ K
U
Kawasan Pertanian
Kawasan Tanaman Pangan
- Peningkatan Produktifitas |[Kec. Babakan M & a a a|- Kementerian| a aljlaljajajla a a
Lahan Tanaman Pangan KecCaringin Pertani an
Kec. Cgriu - Kementerian
Kec. C!am_pea Pekerjaan U
Kec. Ciawi dan Perumah
Kec. Cibungbul Rakyat
Kec. C@gornbong - Dinas Tanam
Kec. C!gudeg Pangan dan
Kec. Cijeruk Holti kProwva
Kec. Cileungsi - Dinas Tanam
Kec. Ci omas Pangan, Hol
Kec. Cisarua dan Perkebu
Kec. Ciseeng Kabupaten
Kec. Citeureup - Dinas Ketah
Kec. Dramaga PangHKabupat
KecGunung Putri - BUMN/ BUMD/ K
KecGunung Sind U
-Inventarisasi dan VerifikaEeC' jaS|ng;’;1 a| a & | d|-Kementerian| & |(djajalaja
Sawadan Jari ngadi IKawassan T ec. onggo Pertanian
KecKemang .
Pangan - Kementerian
Kec. Kl apanung .
) . Pekerjaan U
Kec Leuwi lian
. dan Perumah
Kec. Leuwi sade
Rakyat
Kec. Megamendu .
- Dinas Tanam
Kec Nanggung
bl Pangan dan
Kec. Pami jahan . .
: Hol ti k@towa
KecP.arung Panj ¢ Di T
KecRanca Bungul -Plnas ar|_1|a|m
Kec. Rumpi n danggn,k 8
Kec. Sukajaya Kag erkebu
Kec. Sukamak mu fa upaten
Kec. Tamansar.i - Dinas Ketah
Kec. Tenjo PangHKabupat
Kec. Tanjungsa 'SUMN/BUMD/K
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m
a
m
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Kementeria
Pertanian,
Kementeria
Pekerjaan
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I ntensi
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Kawasan

fikasi l ahan tanamg
if menjadi |l ahpadpq
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dan Per uma
Rakyat
Dinas Tana
Pangan dan
Ho l

Dinas Tana
Pangan, Ho
dan Perkeb
Kabupaten
Dinas Ket a
Pan

Il nvestor
BUMN/ BUMD/
U

ti kKBt oweé

h

m
a
m
I
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gKabupat

K

Kementeria
Pertani an,
Kementeri a
Pekerjaan
dan Per uma
Rakyat
Dinas Tana
Pangan dan

Hol ti k@t owi

Dinas Tana
Pangan, Ho
dan Perkeb
Kabupaten

Dinas Keta

n
u
h
m
a
m
|
u

h

PangHKabupat

Il nvestor
BUMN/ BUMD/
)

K

Dinas Tana
Pangan dan
Hol ti k@t ow
Dinas Tana
Pangan, Ho
dan Perkeb
Kabupaten
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Waktu Pelaksanaan
Sumber Pend Taha Tahap |1 Tahayf Taha| Taha
I L1 Y v
. . N N N
N o Program Lokasi > | o> > g Il nstansi Pel o N R IR N o o o
gl !|~wv | o o|lo|o | o] o @ ot £
I [ o] [
W | oW w 5 N N N N N N o o o
= <O UD > » (6] )] ~ oo © 0w w ~
- Dinas Ketah
PangHKabupat
- Investor
- BUMN/ BUMD/ K
U
- Pengembangan AKkgarwoapsoalni t an m a a a ad|- Dinas Tanam & alalajala a a
penyediaan infrastruktur- g Pangan dan
pusat | asa, kol eksi, -paadd Hol ti kul tur
perdesaan yang ber wawadan Provinsi
Kawasan Tanaman Pangan - Dinas Tanam
Pangan, Hol
dan Perkebu
Kabupaten
- Dinas Ketah
PangHKabupat
-l nvestor
- BUMN/ BUMD/ K
U
I KawasHaorti kul tur a
Peningkatan Produktifitas d/ Kec. Babakan M & a a a|- Kementerian| & ajlala)lala a a
Horti kultura Kec. Caringin Pertanian
Kec. Cariu - Kementerian
Kec. Ciampea Pekerjaan U
Kec. Ciawi dan Perumah
Kec. Cibungbul Rakyat
Kec. Cigombong - Dinas Tanam
Kec. Cigudeg Pangan dan
Kec. Cijeruk Hol ti kRProwva
KecCi sar ua; - Dinas Tanam
KecCi seeng; Pangan, Hol
Kec. Citeureup dan Perkebu
Kec. Jasinga,; Kabupaten
Kec. Jonggol ; - Dinas Ketah
Kec. Kemang; PangHKabupat
Kec. Leuwilian BUMN/ BUMD/ K
Kec. Leuwisade U
Pengembangan Sarana Dan Pra Kec. Megamendu 37| 3 4 | |- Kementerian/ & |[&d|&a|&a|a|a| & a a
Hortikultura Kec. Nanggung; Pertanian
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Waktu Pel aksanaan

Sumber Pend Taha Tahay Tahaj Taha
| Tahap 11 L] 1V v

Program Lokasi Il nstansi Pel
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9¢0¢
L 20¢
8¢0¢
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Kec. Pami jahan - Kementerian
KecP.arung Panj g Pekerjaan U
KecRanca Buyungu dan Perumah
Ke Rumpi n; Rakyat
Ke Sukajaya; - Dinas Tanam
Ke Sukamak mu Pangan dan
Ke Sukaraj a; Hol ti k@towa
Ke Tamansar. - Dinas Tanam
Ke Tanjungsa Pangan, Hol
Ke Tenjo, da dan Perkebu
Ke Tenjol aya Kabupaten
- Dinas Ketah
PangHKabupat
BUMN/ BUMD/ K
U

OO0OO0O0O0O00O0O0

Pengembangan PemasHorran kRirl ad a a a a|- Kementerian| a alalajala a a a
Pertani an

- Kementerian
Pekerjaan U
dan Perumah
Rakyat

- Dinas Tanam
Pangan dan
Hol ti k@t owva

- Dinas Tanam
Pangan, Ho l
dan Perkebu
Kabupaten

- Dinas Ketah
PangHKabupat

BUMN/ BUMD/ K

U

Pembinaan Pel aku Usahaddan a a a ad|- Kementerian a ajlajlalala a a a

Kawasan Holtikul tur a Pertanian,

- Kementerian
Pekerjaan U
dan Perumah
Rakyat
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Program

I ntensi fi khaosrit ilkaunl@amugr & i d a k
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Hol ti kul tur a
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hortikultura

Lokasi

Sumber

Pend
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v¥2o0¢
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9¢0¢
L20¢
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6¢0¢
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PEOBEOC

yvoogvoc

Dinas Tanam
Pangan dan
Hol ti kProwa
Dinas Tanam
Pangan, Hol
dan Perkebu
Kabupaten
Dinas Ketah
PangHKabupat
Il nvestor
BUMN/ BUMD/ K
U

Kementerian
Pertanian,
Kementerian
Pekerjaan U
daferumahan
Rakyat
Dinas Tanam
Pangan dan
Hol ti k@rtowva
Dinas Tanam
Pangan, Ho l
dan Perkebu
Kabupaten
Dinas Ketah
PangHKabupat
Il nvestor
BUMN/ BUMD/ K
U

Dinas Tanam
Pangan dan
Hol ti k@towva
Dinas Tanam
Pangan, Ho l
dan Perkebu
Kabupaten

Dinas Ketah

PangHabupat
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Waktu Pelaksanaan
Sumber Pend Taha Tahayf Taha| Taha
| Tahap 11 L1 v v
. - . N N
Program Lokasi > | o> > | o Il nstansi Pel o R N B N B 8 8 i
e = 0 X'U — o o o o o o i | |
) [\~ S [\~
w oCU w 5 N N N N N N o o o
= <O UU 3 IN Ul o ~ ® © ® ™ N
-l nvestor
- BUMN/ BUMD/ K
U
Pengembangan Kawasan Agropo a a a a4|- Dinas Tanam & ajlala)lala a a
penyediaan infrastruktur- pe Pangan dan
pusat jasa, koleksi, -daaddk Hol ti kul tur
perdesaan yang ber wawas &m wlq Provinsi
Hol ti kul tur a - Dinas Tanam
Pangan, Hol
dan Perkebu
Kabupaten
- Dinas Ketah
PangHKabupat
-l nvestor
- BUMN/ BUMD/ K
U
Kawasan Perkebunan
- PeningkPartoadnukti fitas dan P|Kedabakan Madg a a a a|- Kementerian| & aljlalal|ala a a
Lahan Perkebunan Kec. Caringin Pertani an
Kec. Cariwu - Dinas Perke
Kec. Ci awi Provinsi
Kec. Ci bungbul - Dinas Tanam
Kec. C?gombong Pangan, Hol
Kec. C!gudeg dan Perkebu
Kec. Cijeruk Kabupaten
Kec. Cisarua - Dinas Ketah
Kec. Ciseeng PangKabupat
Kec. Citeureup - BUMN/ BUMD/ K
Kec. Jasinga U
Kec. Jonggol -lnvestor
- Pengembangan Sarana dan PrEeCkl Kemang a| a 4 | a]- Kementerian| & |a|alalalal| a E E
Perkebunan ec apanungga Pertanian
Kec. Leuwilian .
. - Dinas Perke
Kec. Leuwi sade ; .
Provinsi
Kec. Megamendu .
- Dinas Tanam
Kec Nanggung Pangan Ho l
Kec Pami jahan dangPe’rkebu
KecP.arung Panj ¢ Kabupat en
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Waktu Pel aksanaan

Sumber Pend Taha Tahayf Tahayj Taha
| Tahap 11 L] 1V v
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e

NddV
AO Id
addyv
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u

KecRanca Bungu - Dinas Ketah
Ke Rumpi n PangHKabupat
Ke Sukajaya - BUMN/ BUMD/ K
Ke Sukamak mu U

Ke Sukaraja -l nvestor

- Pengembangan Pemasaran prdKe Tamansaril g| 4 4 | 4a]- Kementerian| a |a|alalalal| a 3 3
Ke Tenjo Pertanian

Ke Tanjungsa - Dinas Perke
Ke Tenjol aya Provinsi

- Dinas Tanam
Pangan, Hol
dan Perkebu
Kabupaten

- Dinas Ketah
PangHKabupat

- BUMN/ BUMD/ K
U

-l nvestor

OO0O0O0O0O0O00O0O0

- Pembinaan Pel aku Usahaddan a a a al|l- Kementerian a ajlajlalala a a a
Kawasan Perkebunan Pertani an

- Dinas Perke
Provinsi

- Dinas Tanam
Pangan, Ho l
dan Perkebu
Kabupaten

- Dinas Ketah
PangHKabupat

- BUMN/ BUMD/ K
]

-l nvestor

- Penel i tipemgkanrbhangan ranta a a a al- Kementerian| a alalajala a a
sektor perkebunan Pertanian

- Dinas Perke
Provinsi

- Dinas Tanam
Pangan, Ho l
dan Per kebu
Kabupaten
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Waktu Pel aksanaan

Sumber Pend Taha Tahayf Tahayj Taha
| Tahap 11 L] 1V v
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- Dinas Ketah
PangHKabupat

- BUMN/ BUMD/ K
U

-l nvestor

Kawasan Peternakan -

Cibungbul| & a a al- Kementerian| a ajlajajlaja a a
Cigudeg Pertanian
Cijeruk - Dinas Ketah
Ke Leuwilian Pangan dan
Kec. Pamijahan PeternBkawi
KecP.arung Panj g - Dinas Peter
Kec. Rumpin dan Perikan
Kecl.amansar. i Kabupaten
Kec. Tanjungsa - Dinas Tanam
Kec. Tenjo Pangan, Hol
dan Perkebu
Kabupaten
- Dinas Ketah
PangHKabupat
- BUMN/ BUMD/ K
U
-1 n

- Peningkatan Produktifitas |[Ke
Lahan Pet g@rardaak krmwasan Pet (Ke
Ke

OO0 000

stor

nterian a ajalajala a a a

ani an

s Ketah

an dan

rnBkawi

s Peter

Peri kan

paten

s Tanam
Pa an, Hol
da Per kebu
Kabupaten

- Dinas Ketah
PangHabupat

- Pengembangan Sarana Dan Pr a a a a|l- Ke
Peternakan Pe
- Di
Pa
Pe
- Di
da
Ka
- Di

D OQ Q® DD

O

3330’33"“33“3<
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S
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m
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PangHKabupat

BUMN/ BUMD/
U

I n tor

K

an

an

Ke
Pe
Di
Pa
Pe
Di
da
Ka
Di
Pa
da
Ka
Di nas

teria

nian
Ket a

n dan

® Q@ ® ~ ®|D
Tw S 0w o S|n

Pet e
eri ka
paten
s Tana
an, Ho
Perkeb
aten

Ket a

c

333633""33"3<
«Q @

o
c
©

n

h

nBkawi

r
n

m
|
u

h

PangHKabupat

BUMN/ BUMD/
U
Il nvestor

K




97

Program

Penel it
sektor
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AO Id
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9¢0¢

L20¢

8¢0¢

6¢0¢
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Kementerian
Pertanian
Dinas Ketah
Pangan dan
PeternBkawi
Dinas Peter
dan Peri kan
Kabupaten
Dinas Tanam
Pangan, Hol
dan Perkebu
Kabupaten
Dinas Ketah
PangHKabupat
BUMN/ BUMD/ K
]
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Kawasan

Per i
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Kawasan

Per i

kanan

Budi Daya
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Lahan Peri
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Produktifitas
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Pengembangan
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SBrasar ®aa Ka

Daya

Ke
Ke
Ke
Ke
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Ke
Ke

O0O0OO0O00O0

cRanca

Kec.

Cijeruk
Ciseeng
Gunung
Kemang
Pami jahan
Parung
Bungui
Tenjol aya

S
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ani an
s Kel a
k &@marn i
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Peri kan
paten

s Tanam
an, Hol
Per kebu
Ka paten
Dinas Ketah
PangHKabupat
BUMN/ BUMD/ K
U
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- Pengembangan Pemasaran Prdg
Budi Daya
- Pembinaan Pel aku Usaha dan
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Waktu Pel aksanaan

Sumber Pend Taha Tahayf Tahayj Taha
| Tahap 11 L] 1V v

Program Lokasi Il nstansi Pel
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dan Perkebu
Kabupaten
- Dinas Ketah
PangHKabupat
- BUMN/ BUMD/ K
-l nvestor

- Penelitian dan pemgeambamndd a a a a|- Kementerian| a ajlalalala a a
sektor Perikanan Budi Day 4 Pertanian

- Dinas Kel au
Peri k&@mamni n

- Dinas Peter
dan Peri kan
Kabupaten

- Dinas Tanam
Pangan, Ho l
dan Perkebu
Kabupaten

- Dinas Ketah
PangHabupat

- BUMN/ BUMD/ K
U

-1 n stor

nterian a ajlajlalala a a
ani an

s Kel au
k &@mranvin
s Peter
Peri kan
paten
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an, Hol
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penyediaan infrastruktur- g Pe
pusat jasa, kol eksi, -paadd - Di
perdesaan yang |hergwauwagsaann Pe
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Pend
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Kawasan

Pert Minmamadn

Pemant auan dan Eva
Usaha Pertambangan

uas
serta 9

P e

Pemant auamermageindal i an
Ruang di

Seki tPerr t hanbanagra n

Pe ma

Rehabi
Kawasan

itasi Kawasan
Pertambangan

dPascdg
Mi ner

Pemant auan Kebijakan

Sumb €

Cariwu
Cigudeg
Kec. Citeureup
Kec. Jasinga
KecNanggung
KecP.arung Panj
Kec. Rumpin
Kec. Tenjo

Kec.
Kec.

an

an

Kementeri an
dan Sumber
Mi ner al
Dinas Energ
Sumber Daya
Mi nePabvins
Dinas Lingk
Hi dWPg ovi nsi
BUMN/ BUMD/ K
U

Il nvestor

an

an

an

an

an

n

Kementerian
dan Sumber
Mi ner al
Dinas Energ
Sumber Daya
Mi nePabvins
Dinas Lingk
Hi dWwPp ovi nsi
BUMN/ BUMD/ K
U

Il nvestor

Kementerian
dan Sumber
Mi ner al
Dinas Energ
Sumber Daya
Mi nePabvins
Dinas Lingk
Hi dWwPp ovi nsi
BUMN/ BUMD/ K
U

Il nvestor

Kementeri an
dan Sumber

Mi ner al
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Waktu Pel aksanaan
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- Dinas Energ
Sumber Daya
Mi nePabvins

- Dinas Lingk
Hi dWwPp ovi nsi

- BUMN/ BUMD/ K
U

-l nvestor

- Koordinasi, S i nEkvraol nui assais i K ed a a a|- Kementerian a ajlalalala a a a
Pertambangan dan Li pgkangs3d dan Sumber
Kawasan Pertambangan Miner Mi ner a

- Dinas Energ
Sumber Daya
Mi nePabvins

- Dinas Lingk
Hi dWwPpg ovi nsi

- BUMN/ BUMD/ K
U

-l nvestor

- Koordinasi, Sinkroni sasi qd a a al- Kementerian a alalajala a a a
Ener gi dpaand aAiKrawasan Perta dan Sumber
Mi ner al Mi ner al

- Dinas Energ
Sumber Daya
Mi nePabvins

- Dinas Lingk
Hi dWwPpg ovi nsi

- BUMN/ BUMD/ K
U

-l nvestor

Kawasan Peruntukan | ndustri

Babakan M a a a ad|- Kementerian a ajlajlalala a a

sentrapd&Ka Kawasan

Peruntu

- Pengembangan sarana pengell Kec.
Kec.
Kec.
Kec.

Caringin
Ci awi
Cibinong

KecCi gombong

Kec.
Kec.

Cileungsi
Citeureup

Perindustr.i
Dinas Perin
Provjnsi
Dinas Perda
dan Perindu
Kabupaten
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Program

Lokasi

Sumber

Pend

NadVv

AO Id
addyv

qey

adadyv

e

u

nstansi Pel

Waktu

Pel
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Taha

Tahap

Taha
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Taha
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Taha
\

v¥2o0¢

G¢0¢

9¢0¢

L20¢

8¢0¢

6¢0¢

reoogecoc

PEOBEOC

yvoogvoc

Pengembangan i
pendukung
I ndustri

u spaahdaa

nfr adkams akd ua
|IKKaeMva s an P

Pengembangan Sarana
PerinduphadbaKawasan

Dan Pr
Perunt

Ke
Ke
Ke
Ke
Ke
Ke
Ke
Ke
Ke

Put ri
Si

cGunung
Gunung
Jonggol
Kemang
Kl apanung
. Parung

cP.arung Panj
c. Sukaraja
c. Tenjo

OO0 000

Dinas Peker
Umum dan
Penataan Ru
Kabupabliemas
Koperdaastys a h
Keci | Menen
Kabupaten
Dinas Lingk
Hi d Kmbupat €
BUMN/ BUMD/ K
U

Il nvestor

Kementerian
Perindustri
Dinas Perin
Provijnsi
Dinas Perda
dan Perindu
Kabupaten
Dinas Peker
Umum dan
Penataan Ru
Kabupaliemas
Koperdaastis a h
Keci |l Me nen
Kabupaten
Dinas Lingk
Hi d Kmbupat €
BUMN/ BUMD/ K
]

Il nvestor

Kementerian
Perindustr.i
Dinas Perin
Provjnsi

Dinas Perda
dan Perindu

Kabupaten







